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KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja merupakan bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah yang disusun dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi,
dan peran entitas kinerja dalam pengelolaan sumber daya. Penyusunan Laporan Kinerja
mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabiitas
Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PKP Rl No. 15 Tahun 2025 tentang
Penyelenggaraan Sistem Akuntabiitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian
Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan Surat edaran Sekretaris Jenderal nomor 3
Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Dokumen Penyelenggaraan System

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Esensi dari penyusunan Laporan Kinerja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2025 ini
bukan sekadar untuk memenuhi amanat Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri
tersebut di atas, namun merupakan bentuk pertanggungjawaban secara terbuka
terhadap pencapaian sasaran dan target Tahun Anggaran 2025 dalam Rencana
Strategis Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi |
2025 - 2029.

Kami berharap Laporan Kinerja ini dapat berguna sebagai bahan evaluasi dan
perbaikan kinerja di tahun-tahun mendatang. Kami ucapkan terima kasih kepada semua
pihak yang telah berpartisipasi dalam penyelesaian penyusunan laporan ini. Kami
menyadari laporan ini masih jauh dari kesempurnaan, maka dari itu mohon kiranya dapat
diberikan masukan guna penyempurnaannya. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu

menyertai segala upaya kita dalam mengabdi bagi kepentingan masyarakat dan negara.

Manado, 12 Januari 2026

Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan
Kawasan Permukiman Sulawesi |

=

Ir. H. Hujurat, S.7., M.T.
NIP. 19681125 19f03 1003
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RINGKASAN EKSEKUTIF

A. Tujuan dan Sasaran

Mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman
periode tahun 2025-2029, dimana Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman ini
memiliki tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan suburusan
pemerintahan kawasan permukiman yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang
pekerjaan umum untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
Berdasarkan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2025
tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Perumahan dan
Kawasan Permukiman, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman
Sulawesi | merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis yang melaksanakan tugas teknis
operasional di bidang penyediaan perumahan dan kawasan permukiman. Balai Pelaksana
Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi | mempunyai tugas
melaksanakan penyediaan perumahan, peningkatan kualitas perumahan, pengembangan
kawasan permukiman, penataan kawasan permukiman pasca bencana dan kerusuhan sosial,
dan fasilitasi serah terima aset. Dalam rangka mendukung tercapainya pemenuhan
kebutuhan rumah yang layak huni, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan
Permukiman Sulawesi | memiliki tujuan secara umum, yaitu “terlaksananya penyediaan
perumahan dalam mewujudkan pemenuhan kebutuhan rumah layak huni’. Sebagai upaya
pencapaian tersebut, maka disusun sasaran sebagai berikut:

1. Melaksanakan kegiatan keterpaduan perencanaan jangka pendek, jangka menengah,
dan jangka panjang di bidang penyelenggaraan penyediaan perumahan;
Melaksanakan pembangunan rumah khusus bagi kelompok berkebutuhan khusus;
Melaksanakan fasilitasi dan stimulasi perumahan swadaya bagi MBR;

Melaksanakan pembangunan rumah susun; dan
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Melaksanakan pembangunan fasilitasi PSU bagi MBR dan pembinaan pelaku

pembangunan rumah umum dan komersial.

B. Isu Strategis

Dalam pelaksanaannya, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan
Permukiman Sulawesi | tentu menghadapi berbagai dinamika dan beberapa tantangan yang
mempengaruhi pencapaian kinerja. Oleh karena itu, LAKIP ini juga menguraikan isu-isu
strategis yang dihadapi, upaya yang telah dilakukan, serta langkah-langkah perbaikan yang
direncanakan guna meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kualitas pelayanan publik di masa
mendatang. Secara keseluruhan seluruh DIPA yang diampu oleh BP3KP Sulawesi | sudah

dilaksanakan secara optimal, namun ada sedikit kendala yang dihadapi dalam pencapaian
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target kinerja, berikut adalah gambaran umum permasalahan serta tindak lanjut dari program
yang diampu oleh Balai P3KP Sulawesi I:
1. DIPA Sekretariat Jenderal:

Secara keseluruhan pelaksanaan kegiatan yang tercantum dalam DIPA Sekretariat
Jenderal sudah berjalan dengan optimal didukung dengan adanya perencanaan penyerapan

anggaran setelah SK Pejabat Perbendaharaan terbit.

2. DIPA Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman:

a. Pemahaman calon penerima bantuan program Bantuan Stimulan Perumahan
Swadaya masih terbatas terkait pelaksanaan bantuan baik dari segi kriteria usulan
maupun pelaksanaan.

b. Proses pelaksanaan fisik kegiatan swakelola yang terdampak akibat keterbatasan

waktu penggunaan anggaran yang baru dapat direalisasikan pada akhir tahun.

3. DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan:
a. Pemahaman calon penerima bantuan program Bantuan Stimulan Perumahan
Swadaya masih terbatas terkait pelaksanaan bantuan baik dari segi kriteria usulan
maupun pelaksanaan.

b. Terdapat permasalahan pribadi dari penerima bantuan sehingga target tidak tercapai.

4. DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan:
a. Pemahaman calon penerima bantuan program Bantuan Stimulan Perumahan
Swadaya masih terbatas terkait pelaksanaan bantuan baik dari segi kriteria usulan
maupun pelaksanaan.

b. Belum optimalnya penyerapan anggaran

5. DIPA Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko:

a. Kurangnya kolaborasi dalam penentuan risiko kegiatan Balai dan Satker.

b. Kurangnya pegawai yang mempunyai sertifikasi berbasis Manajemen Risiko.

c. Banyaknya pegawai baru di lingkungan Balai dan Satker yang masih belum
memahami konsep Manajemen Risiko.

d. Terpisahnya Kementerian PUPR menjadi Kementerian PU dan Kementerian PKP
sehingga dasar penetapan aturan Manajemen Risiko masih belum maksimal.

e. Dokumentasi untuk keperluan Lembar Kerja Evaluasi penyusunan Zona Integeritas
masih belum terorganisir dengan baik.

f. Belum efektifnya kinerja POKJA enam (6) area perubahan.
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C. Capaian Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Sulawesi |.

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi |
melaksanakan kegiatan dengan output sebagai capaian terhadap sasaran kegiatan
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, yaitu berfokus pada peningkatan akses
masyarakat terhadap hunian layak, terjangkau, berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan;
penanganan permukiman kumuh yang terpadu; serta tata kelola dan pengendalian risiko.
penyelenggaraan perumahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas secara
kolaboratif. Selain itu, kementerian mendorong peningkatan kualitas tata kelola dan
pengawasan intern Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui peningkatan
sistem data, serta penguatan koordinasi dengan pemerintah daerah. Upaya peningkatan
ketahanan permukiman terhadap bencana juga menjadi prioritas melalui rehabilitasi rumah
terdampak dan penerapan standar bangunan aman. Seluruh sasaran tersebut didukung oleh
peningkatan kapasitas SDM dan efektivitas pelaksanaan program guna memastikan
pelayanan perumahan dan kawasan permukiman yang lebih baik bagi masyarakat. Sebagai
salah satu unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan
Permukiman, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi
I mempunyai tugas melaksanakan penyediaan perumahan, peningkatan kualitas perumahan,
pengembangan kawasan permukiman, penataan kawasan permukiman pasca bencana dan
kerusuhan sosial, dan fasilitasi serah terima aset. Pelaksanaan kegiatan mencakup 3 wilayah,
yaitu Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Maluku Utara, dan Provinsi Gorontalo.

Table 1 : Capaian Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan
Permukiman
2025

Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja

Target Realisasi Capaian

Sekretariat Jenderal

Tingkat layanan dukungan manajemen Tingkat layanan
dukungan 4 4 100%
manajemen

Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman
Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Laporan 1 1 100%
Pelaporan Kegiatan Tematik Penyelenggaraan

Kawasan Permukiman dan Akuntabilitas Kinerja

Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Klinik Rekomendasi 1 1 100%
Perumahan dan Kawasan Permukiman Kebijakan
Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Laporan 4 4 100%

Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan
Kualitas dan Penanganan Kumuh




2025
Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Satuan

Realisasi Capaian
Jumlah Rumah Swadaya di Kawasan Unit 1.079 1.078 99,90%
Permukiman
Jumlah Pembangunan PSU Perumahan dan Unit 497 501 100,8%
Kawasan Permukiman
Jumlah Penanganan Permukiman Kumuh Ha 18,81 18,81 100%
Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan
Jumlah Rekomendasi Kebijakan, Strategi Dan Kegiatan 1 1 100%
Program Prioritas Penyelengaraan Perumahan
Perdesaan
Jumlah Laporan Pemantauan Dan Evaluasi Laporan 2 2 100%

Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas
Perumahan Perdesaan

Jumlah Unit Ruma Khusus Perumahan Unit 336 336 100%
Perdesaan

Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan

Kebijakan, strategi dan program prioritas Rekomendasi 1 1 100%
penyelenggaraan perumahan perkotaan Kebijakan /

Laporan
Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Laporan 4 4 100%

Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan

Kebijakan penyelenggaraan Pembangunan Rekomendasi 1 1 100%
perumahan perkotaan Kebijakan /

Laporan
Kebijakan penyelenggaraan peningkatan kualitas Rekomendasi 1 1 100%
perumahan perkotaan Kebijakan /

Laporan
Jumlah Rumah Swadaya Perumahan Perkotaan Unit 343 342 99,70%

Direktorat Jenderal Tata Kelola Dan Pengendalian Risiko

Kebijakan Keterbukaan Publik, Transparansi dan Rekomendasi 1 1 100%
Akuntabilitas Kebijakan
Kebijakan Manajemen Risiko dan Pencegahan Rekomendasi 1 1 100%
Korupsi Kebijakan

Secara keseluruhan, capaian kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan
Kawasan Permukiman Sulawesi terhadap komitmen Perjanjian Kinerja tahun 2025 yaitu
97,08%. Terdapat indikator kinerja yang tidak tercapai secara maksimal, yaitu pada
pelaksanaan kegiatan BSPS di Provinsi Sulawesi Utara sebanyak 1 Unit, dan Provinsi Maluku
Utara 1 Unit. Tidak tercapainya kegiatan tersebut secara maksimal disebabkan beberapa
kendala yang menyebabkan pekerjaan tidak memungkinkan untuk dilanjutkan seperti

pengunduran diri calon penerima bantuan, permasalahan tanah, masalah keluarga, tidak
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memenuhi readiness criteria, data penerima yang telah terdata sebagai pengganti, konflik
keluarga.

D. Realisasi Anggaran Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan
Permukiman Sulawesi |

Alokasi pagu anggaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Revisi Akhir Tahun
2025 Rp. 216.095.162.000.000 dipergunakan

merealisasikan komitmen Balai P3KP Sulawesi | untuk pelaksanaan kegiatan Penyediaan

Anggaran sebesar dalam rangka

Akses Perumahan yang Layak dan Aman serta Dukungan Manajemen Penyelenggaraan

Perumahan.

Table 2 : Realisasi Anggaran Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan
Permukiman Sulawesi |

PROGRAM DUKMAN

REALISASI
KEUANGAN

Rp %

PROGRAM KP

REALISASI
KEUANGAN

Rp

SATUAN
KERJA

PAGU

e Total (Rp)

PAGU
(Rp)

PAGU (Rp)

BP3KP Sulawesi | 3,555,622,00| 1,449,418,000] 1,344,692,560 92.77| 2,106,204,000{ 1,495,725,685 71,02
Satker PKP Prov. | 158,826,868,0000 1,190,091,000 1,075,407,623| 90.36| 157,636,777,000| 157,172,297,544| 99,71
Sulut
Satker PKP Prov. 11,617,232,000f 688,873,000 618,831,762 89.83| 10,928,359,000, 8,715,309,773| 79,75
Gorontalo
Sarker PKP Prov. 42,095,440,000| 1,017,271,000 928,656,312 91.29| 41,078,169,000{ 38,428,060,837| 93,55
Malut

TOTAL 216,095,162,000 4,345,653,000, 3,967,588,257| 91.30| 211,749,509,000 205,811,393,839, 97,20

E. Realisasi Anggaran Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan

Permukiman Sulawesi | Menurut DIPA

Alokasi pagu anggaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Revisi Akhir Tahun
Anggaran 2025 sebesar Rp. 216.095.162.000 dipergunakan dalam rangka merealisasikan
komitmen Balai P3KP Sulawesi | untuk pelaksanaan kegiatan Penyediaan Akses Perumahan
yang Layak dan Aman serta Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan. Pagu
anggaran yang dipergunakan dalam pembiayaan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Balai
Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi | pada tahun 2025

terealisasi sebesar Rp. 209.778982.096.
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Table 3 : Realisasi Anggaran Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan
Permukiman Sulawesi Terhadap DIPA

REALISASI
KEUANGAN

JUMLAH
DIPA

SATUAN KERJA

Rp

Satker Balai 3,555,622,000 5 79.89 2,840,418,245
BP3KP Sulawesi | Sekjen 1,145,952,000 1 91.02 1,043,026,101
BP3KP Sulawesi | TKPR 303,466,000 1 99.41 301,666,459
BP3KP Sulawesi | KP 610,426,000 1 84.20 514,005,086
BP3KP Sulawesi | Desa 314,556,000 1 90.26 283,912,194
BP3KP Sulawesi | Kota 1,181,222,000 1 59.08 697,808,405
Satker Sulut 158,826,868,000 4 99.64 158,247,705,167
Satker PKP Prov. Sulut Sekjen 1,190,091,000 1 90.36 1,075,407,623
Satker PKP Prov. Sulut KP 15,469,687,000 1 99.55 15,400,096,263
Satker PKP Prov. Sulut Desa 140,325,204,000 1 99.85 140,112,999,405
Satker PKP Prov. Sulut Kota 1,841,886,000 1 90.08 1,659,201,876
Satker Gorontalo 11,617,232,000 4 80.35 9,334,141,535
Satker PKP Prov. Gorontalo | Sekjen 688,873,000 1 89.83 618,831,762
Satker PKP Prov. Gorontalo Kp 10,302,871,000 1 81.18 8,363,643,663
Satker PKP Prov. Gorontalo Desa 117,423,000 1 72.24 84,825,688
Satker PKP Prov. Gorontalo Kota 508,065,000 1 52.52 266,840,422
Satker Malut 42,095,440,000 4 93.49 39,356,717,149
Satker PKP Prov. Malut Sekjen 1,017,271,000 1 91.29 928,656,312
Satker PKP Prov. Malut KP 16,420,364,000 1 99.99 16,419,079,208
Satker PKP Prov. Malut Desa 16,069,470,000 1 84.35 13,554,446,699
Satker PKP Prov. Malut Kota 8,588,335,000 1 98.44 8,454,534,930

216,095,162,000

209,778,982,096
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIN) merupakan amanat dari
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun
2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaksanaaan lebih lanjut
didasarkan atas Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas LAKIN, dan Surat edaran Sekretaris Jenderal
nomor 3 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Dokumen Penyelenggaraan
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi
pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan
visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui
alat pertanggungjawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kepala Balai Pelaksana
Penyedian Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi | selaku perpanjangan tangan
pusat di daerah, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja
diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Satuan Kerja sebagai sub
sistem dari sistem Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang berupaya
memenuhi pembangunan khususnya pembangunan bidang perumahan di Provinsi Sulawesi
Utara, Maluku Utara, dan Gorontalo.

Dalam perencanaan pelaksanaan kegiatan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan
dan Kawasan Permukiman Sulawesi | , capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang
dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi organisasi, akan tetapi juga
memperhatikan tujuan dan sasaran yang langsung dicapai pada lingkup provinsi dan
nasional. Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan
harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan
penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, legitimate, sehingga
penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna,
berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme
(KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme,



maka diterbitkan Instruksi Presiden nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun

2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan

Menteri PKP RI No. 15 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabiitas Kinerja

Instansi Pemerintah di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Dimana

Penyelenggaraan SAKIP meliputi :

1.

o o ~ w BN

Rencana Startegis;
Perjanjian Kinerja;
Pengukuran Kinerja;
Pengelolaan Data Kinerja;
Pelaporan Kinerja.

Reviu dan Evaluasi Kinerja.

LAKIN disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi

yang telah diamanahkan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan seluruh sumber

dayanya, meliputi sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta anggaran (DIPA).

Untuk itu, di dalam LAKIN akan diuraikan mengenai history suatu instansi sampai dengan

habis berlakunya tahun anggaran.

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi |

berkewajiban menyusun LAKIN Tahun Anggaran 2025 dan menyerahkan kepada Direktorat

Jenderal Kawasan permukiman , sebagaimana telah diatur di dalam:

a.

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah

e Setiap entitas Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja / Unit Organisasi /
Kementerian Negara / Lembaga, menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas
prestasi kerja yang dicapai berdasarkan Penggunaan Anggaran yang telah
dialokasikan.

Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah

e Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah
pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja serta pengungkapan (disclosure) secara
memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja

Peraturan Menteri PKP RI No. 15 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sistem

Akuntabiitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Perumahan dan Kawasan

Permukiman.



e Laporan kinerja unit kerja / unit pelaksana teknis / satuan kerja disampaikan
kepada Pimpinan entitas di atasnya paling lambat 2 (dua) minggu setelah tahun
anggaran berakhir.

LAKIN ini berisi ikhtisar pencapaian sasaran strategis sebagaimana telah di
tetapkan di dalam Perjanjian Kinerja. Pencapaian sasaran tersebut menjelaskan mengenai
Visi dan Misi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi
| , Capaian Kinerja tahun ini, Capaian Kinerja tahun berjalan dibandingkan dengan target
kinerja lima tahunan yang direncanakan, serta analisis penyebab keberhasilan dan
kegagalan programnya. Pencapaian sasaran strategis tersebut tentunya tidak mudah,
karena kebijakan, program dan kegiatan yang disusun harus mampu menjawab
permasalahan mendasar dan isu strategis pembangunan infrastruktur pekerjaan umum
dan perumahan rakyat. Namun berbagai upaya telah dilakukan oleh Balai Pelaksana
Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi | untuk melaksanakan
tanggung jawab Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam hal

mewujudkan Visi Presiden dan Wakil Presiden.

B. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1
Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian
Perumahan dan Kawasan Permukiman, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan
Kawasan Permukiman Sulawesi | merupakan salah satu unit pelaksana teknis dilingkungan
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang melaskanakan tugasteknis
operasional di bidang penyediaan peruamahan dan kawasan permukiman.

Tabel 1. 1 : Tugas dan Fungsi

TUGAS FUNGSI

Melaksanakan penyediaan perumahan, | a) Penyusunan program dan anggaran

peningkatan kualitas perumahan, pelaksanaan pengembangan kapermukiman,
pengembangan kawasan permukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana, dan
penataan kawasan permukiman pasca utilitas umum,pembangunan dan peningkatan
bencana dan kerusuhan sosial, dan fasilitasi kualitas perumahan;

serah terima aset. b) Penyusunan rencana teknis pengembangan

kawasan permukiman, pemberian bantuan
prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta
pembangunan dan peningkakualitas
perumahan;

c) Pelaksanaan pembangunan dan peningkatan

kualitas perumahan;




TUGAS

d)

e)

9)

h)

j)

FUNGSI
Pelaksanaan dan koordinasi pengawasan
dan pengendalian teknis
pengembankawasan permukiman,

pemberian bantuan prasarana, sarana, dan
utilitas umum,serta pembangunan dan
peningkatan kualitas perumahan;
Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi
pembangunan perumahan dan
kawasapermukiman;

Pengelolaan data dan informasi perumahan
dan kawasan permukiman;

Pelaksanaan koordinasi dan dukungan
penataan kawasan permukiman pasca
bencana dan kerusuhan sosial;

Pelaksanaan koordinasi penyediaan lahan
dan pengembangan hunian;

Pelaksanaan koordinasi pemanfaatan
dan penghunian perumahan,;
Pelaksanaan fasilitasi bina usaha dan
perlindungan konsumen perumahan;
Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi
forum  perumahan dan  kawasan
permukiman;

Pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan
koordinasi fasilitasi pembiayaan
perumahan;

Pelaksanaan fasilitasi serah terima aset;
Pelaksanaan dan koordinasi reformasi
birokrasi, pembangunan zona integritas,
sistem pengendalian intern, sistem
manajemen risiko, serta sistem
pengendalian anti korupsi dan
penyuapan;

Pelaksanaan urusan tata usaha, umum
dan rumah tangga, komunikasi publik,

serta layanan hukum balai.




C. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia

Organisasi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman
Sulawesi | memiliki kapasitas yang terdiri atas Sumber Daya Manusia, Struktur Organisasi,
Sarana dan Prasarana, Serta Anggaran dalam menjalankan roda organisasi dan seluruh
proses pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tujuan yang tercantum di
dalam Rencana Strategis. Hal tersebut merupakan kekuatan untuk melaksanakan seluruh
pekerjaan yang bebannya semakin bertambah setiap tahunnya. Balai Pelaksana Penyediaan
Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi | memiliki strategi pengelolaan sumber
daya internal yang dimiliki agar seluruh proses dapat berjalan optimal.
1. Struktur Organisasi

Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal tanggal 16 Mei 2025, nomor 111
tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran / Barang Satuan Kerja Balai Pelaksana
Penyediaan Perumahan Dan Kawasan Permukiman, Surat Keputusan Sekretaris Jenderal
tanggal 16 Mei 2025 nomor 113 tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran / Barang
dan pejabat perbendaharaan satuan kerja di lingkungan sekretariat jenderal, Kementerian
Perumahan dan Kawasan Permukiman. Susunan organisasi Balai Pelaksana Penyediaan

Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi | adalah sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISASI
EEMENTEELAN PERUMAMAN

IALAM FERMLRIMAN Batal Peiskaans Parpmbiasn Derlmanan

Gambar 1.1 : Struktur Organisasi Balai P3KP Sulawesi 1



Adapun tugas dan fungsi masing-masing jabatan adalah sebagai berikut:

Subbagian Umum dan Tata Usaha

Subbagian Umum dan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan program
dan anggaran, pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, dan administrasi
kepegawaian, pengelolaan dan pelaporan administrasi keuangan, pengelolaan data dan
informasi, fasilitasi serah terima aset, dan fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi,
serta koordinasi administrasi penerapan system pengendalian intern balai.

Seksi Pelaksana Wilayah

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi | didukung
oleh dua seksi pelaksanaan wilayah, yaitu wilayah | bertanggung jawab atas pelaksanaan
Kawasan Permukiman serta wilayah Il bertanggung jawab atas pelaksanaan Perumahan
Perkotaan dan Perumahan Perdesaan. Seksi Pelaksanaan Wilayah | dan || mempunyai
tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran, penyiapan bahan
penyusunan rencana teknis, pengawasan dan pengendalian, pemantauan, evaluasi dan
pelaporan pelaksanaan Pembangunan rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya, dan
prasarana, sarana, dan utilitas umum, koordinasi dan dukungan penanggulangan pasca
bencana, serta koordinasi penyediaan lahan dan pengembangan hunian di wilayah | dan
wilayah II.

Kelompok Jabatan Fungsional

Tugas dan fungsi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman
Sulawesi | didukung oleh 3 Satuan Kerja, yaitu:

v Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Utara

v' Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku Utara

v/ Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo

Dalam rangka pelaksanaan tugasnya, terdapat 4 satuan kerja perumahan dan kawasan

permukiman yang berada di bawah Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan

Permukiman Sulawesi |, yaitu Satuan Kerja PKP Provinsi Sulawesi Utara, Satuan Kerja PKP

Provinsi Maluku Utara, Satuan Kerja PKP Provinsi Gorontalo. Tugas dan fungsi Satuan Kerja

Perumahan dan Kawasan Permukan dipimpin oleh Kepala Satuan Kerja dan didukung

dengan susunan organisasi sebagai berikut:

a. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Perencanaan / Pengendalian Bertugas
mendukung penyusunan rencana dan analisa teknis, pengendalian pelaksanaan,
pemantauan dan evaluasi pembangunan Rumah Susun, Rumah Khusus, Rumah
Swadaya dan Bantuan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Rumah Umum.

b. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Rumah Susun dan Rumah Khusus Bertugas

melaksanakan kegiatan pembangunan Rumah Susun Dan Rumah Khusus.



c. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Rumah Swadaya Bertugas melaksanakan
kegiatan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) melalui Bantuan
Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

d. Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PP-SPM) PP-SPM bertugas
melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah
pembayaran pekerjaan.

e. Bendahara Pengeluaran

2. Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan tugas penyelenggaraan Perumahan Rakyat khususnya Balai
Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi | perlu di dukung
oleh SDM yang andal. Pasalnya, SDM Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan
Kawasan Permukiman Sulawesi | memiliki peranan penting dalam sejumlah keputusan
strategis, mulai dari perencanaan sampai dengan implementasi pada berbagai sektor
pembangunan infrastruktur. Oleh karena itu, kapasitas dan kompetensi SDM Balai
Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi |  perlu

dikembangkan secara berkelanjutan untuk mendukung kinerja instansi dan pencapaian

target-target prioritas pembangunan nasional.
Tabel 1. 2 : Data Pegawai BP3KP Sulawesi |

PPPK
NAMA LENGKAP NAMA JABATAN PNS PPPK PARUH
WAKTU
Satker Balai P3KP Sulawesi |

1 Ir. H. Hujurat, S.T., M.T. Kepala BP3KP N
Sulawesi |

2 Kartika Pratiwi, S.T. Kasubag Umum dan N
Tata Usaha

3 Arnd Andrew Sondey S.T. Kepala Seksi Wilayah N

|
4 Suryani U. Thalib, S.T. Kepala Seksi Wilayah N
Il
5 Suparno S.T. PPK 1, Dipa Sekjen, N
KP, Perkotaan dan

Perdesaan

6 Kawinda Trya Estherlita, S.T. PPK 2, Dipa Tata N
Kelola dan

Pengendalian Risiko
Andrew Zefanya, S.Ars PPSPM N
Lady Ruru, S.Sos Bendahara N

Pengeluaran

David Wiliam Rambitan, S.T.

Ahli Pertama - Penata
Kelola Bangunan
Gedung dan Kawasan

Permukiman

2 Regina Miranda Paulina Teknik Tata
Tamburian S.T. Bangunan dan
Perumahan Ahli

Pertama
3 Lifiana Zena Pasuhuk, S.T. Ahli Pertama - Penata
Kelola Perumahan

4 Karen Beatrix Mumek, S.E. Penata Layanan

Operasional




NAMA LENGKAP

NAMA JABATAN

PNS  PPPK

PPPK

PARUH CPNS TA

WAKTU

Brando Yohanes Tendean, S.H. Avrsiparis Ahli Pertama
Vicaristy Amanda Tumengkol, Analis SDM Aparatur N
S.E. Ahli Pertama
7 Gerald Sambenthiro, S.T. Penata Kelola N
Perumahan Ahli
Pertama
8 Grandy Lumapow, SST Penata Layanan N
Operasional
9 Jeff Samuel Kurmasela, S.Kom Penata Layanan N
Operasional
10 Andre Stenly Sembor, S.E. Penata Layanan N
Operasional
11 Stence Marlien Kantohe Pengadministrasi N
Perkantoran
1 Christofel Roy Mabuka Operator Layanan N
Operasional
2 Frangky Pelentino Yaidule Operator Layanan N
Operasional
3 Maykhel Manuel Melki Kalensun Operator Layanan N
Operasional
4 Nova Agustina Rumengan Operator Layanan N
Operasional
5 Steven Bataha Operator Layanan N
Operasional
6 Yunike Helmi Ering, S.H Operator Layanan N
Operasional
1 Angel Ribka Kristyn Sitorus, S.E. Analis Pengelolaan N
Keuangan APBN Ahli
Pertama
2 Ezra Ronaldo Boyoh, S.T Penata Kelola N
Perumahan Ahli
Pertama
3 Geneviene Nadine Debora Biring, Penata Kelola N
S.Ars Perumahan Ahli
Pertama
4 Henricho Dirganeri, S.Ars Penata Kelola N
Bangunan Gedung
dan Kawasan
Permukiman Ahli
Pertama
5 Mercy Magdalena Michel Penata Kelola N
Pangemanan, S.T Perumahan Ahli
Pertama
6 Paulina Amanda Sadondang, S.E Analis Pengelolaan N
Keuangan APBN Ahli
Pertama
7 Siti Aviva Mustika Alamri, Penata Kelola N
S.P.WK Perumahan Ahli
Pertama
8 Stefanny Cyntia Dotulung, SST Penata Kelola N
Bangunan Gedung
dan Kawasan
Permukiman Ahli
Pertama
1 Ir. Marcel Ervian Lawalata, Operator Klinik PKP N
S.T.M.T.,l.P.P
Satker PKP Provinsi Sulawesi Utara
1 Alwi Mahdali, S.T., M.T Kepala Satuan Kerja N
PKP Provinsi
Sulawesi Utara
2 Lanny Agustina Mamudi S.T, M.T PPK Rumah Susun N
dan Rumah Khusus




NAMA LENGKAP

NAMA JABATAN

Satker PKP Prov
Sulut

PNS

PPPK

PPPK
PARUH

WAKTU

CPNS

TA

Hendra Tumilantouw, S.H., S.T.

PPK Rumah
Swadaya, PSU, dan
KP Satker PKP Prov.

Sulut

Rhamanda Putra Satria Palit S.T.

Bendahara Satker
PKP Prov Sulut

David Roley Tomi Putong , ST

PP-SPM Satker PKP
Prov Sulut

Ronald Oktavia Manuwus, ST

Penata Kelola
Perumahan Ahli
Pertama

Praycilia | Badar, ST

Penata Kelola
Perumahan Ahli
pertama

Tigor Yunathan Lubis, SST

Penata Kelola
Perumahan Ahli
pertama

Listyawati Anggraini Pontoh, ST

Penata Kelola
Bangunan Gedung
dan Kawasan
Permukiman Ahli
Pertama

Silvana Saleh, S.T

Penata Kelola
Perumahan Ahli
Pertama

Hedy Sambinthiro, S.T

Penata Kelola
Perumahan Ahli
Pertama

Rivo Mumek, ST

Penata Kelola
Perumahan Ahli
Pertama

Pamela Christania Rompas, SE

Penata Layanan
Operasional

Bagus Adimas Akbar, S.T.

Penata Kelola
Bangunan Gedung
dan Kawasan
Permukiman Ahli
Pertama

Greyni Amelia Jessyca Timpal,
S.T

Penata Kelola
Bangunan Gedung
dan Kawasan
Permukiman Ahli
Pertama

Johana Carolina Siliwire, S.Ars

Penata Kelola
Bangunan Gedung
dan Kawasan
Permukiman Ahli
Pertama

Nathalia Samaria Marisi Siahaan,
S.T.

Penata Kelola
Perumahan Ahli
Pertama

Rogi Donvito Gabriel, S.Ars

Penata Kelola
Bangunan Gedung
dan Kawasan
Permukiman Ahli
Pertama

Saskia Desi Queentania, S.E.

Analis Pengelolaan
Keuangan APBN Ahli
Pertama

Winda Niken Erica Samola, S.E

Analis Pengelolaan
Keuangan

Marcello T.F.E. Lohonauman,
S.T.

TA. Konstruksi BSPS

Donny Lasaru, S.E.

TA Pemberdayaan
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PPPK
NAMA LENGKAP NAMA JABATAN PNS PPPK PARUH CPNS TA
WAKTU
Satker PKP Provinsi Maluku Utara
1 Ir. Stenly Imanuel Tangkere, S.T. Penata Kelola N
Perumahan Ahli Muda
/ Kepala Satuan Kerja
Satker PKP Provinsi
Maluku Utara
2 Maya Yapardi S.H., M.H Penata Kelola N
Perumahan Ahli
Pertama
3 Sadli Soleman, S.T PPK Rumah Susun N
dan Rumah Khusus
Satker PKP Prov
Maluku Utara
4 Ajeng Citra Triyuniarthi, S.T., PPK Rumah N
M.Sc. Swadaya, PSU, dan
5KP Satker PKP Prov
M6aluku Utara
5 Abubakar Albaar S.T., M.Sc Be7ndahara N
Pengeluaran Satker
PKP Provinsi Maluku
Utara
6 Fianus Tulak, S.T. PP-SPM Satker PKP N
Provinsi Maluku Utara
7 Hardin, S.T Penata Kelola N
Perumahan Ahli
Pertama
1 Kurnia Sudirman, S.E Penelaah Keuangan N
2 Nurul A. Syaharuddin, S.E Penelaah Keuangan N
3 | Ardyan Pattiasina, S.T Pelaksana Teknik N
4 Idham Arsad, A.Md Penata Keuangan N
5 Emilia Arsad, S.Pd Penelaah Pengadaan N
Barang dan jasa
6 Dessi Yanti, A.Md Penata Keuangan N
7 Mariani Soamole A.Md Penata BMN N
8 | Ayu Hardiyanti Amid Pramubakii N
9 Didi Saleh s N
atpam
10 | Isnawaty Sabtu Pramubakii N
11 | Sastriyanto Hj Malik Pengemudi N
1 Arfa Ahmad A Laundja Operator Layanan N
Operasional
1 Audrey Novita Sambo, S.Tr.T. Penata Kelola N
Bangunan Gedung
dan Kawasan
Permukiman Ahli
Pertama
Imam Hendrawan Bahri, S.Kom Arsiparis Ahli Pertama N
Priscillia Engelin Ester Ticoalu, Penata Kelola N
S.T Perumahan Ahli
Pertama
4 Ribka Rovilya Plangiten, S.T. Penata Kelola N
Bangunan Gedung
dan Kawasan
Permukiman Ahli
Pertama
5 Septian Semuel Leonard Penata Kelola N
Wakkary, S.T Perumahan Ahli
Pertama
6 Williams Christian De Mellian Penata Kelola N
Aipassa, S. Ars. Perumahan Ahli
Pertama
7 Winardi Marco Fiore Sumardi, Penata Kelola N

S.T

Perumahan Ahli
Pertama




NAMA LENGKAP

Satker PKP Provinsi Gorontalo
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PPPK
NAMA JABATAN  PNS  PPPK PARUH CPNS TA
WAKTU

1

Elvira Rizkiah Monayo S.T.

Kepala Satuan Kerja N
PKP Provinsi
Gorontalo

Abdullah, S.T

PPK Rumah N
Swadaya, PSU dan
KP Satker PKP
Provinsi Gorontalo

Hasan Ibrahim A.Md.

PP-SPM Satker PKP N
Provinsi Gorontalo

Sri Dewi Maku S.E.

Bendahara N
Pengeluaran Satker
PKP Provinsi
Gorontalo

Rilo Alief Sadewa S.T.

Penata Kelola N
Bangunan Gedung
dan Kawasan
Permukiman Ahli
Pertama

Juwita Ismail, S.T

Penata Kelola N
Perumahan Ahli
Pertama

Zainal Idrus, S.T

Penata Kelola N
Perumahan Ahli
Pertama

Ria Amelia Yunus, S.E

Penata Layanan
Operasional

Siti Delviana Lihimi, S.Akun

Penata Layanan
Operasional

10

Widiningsih Abas, SE

Penata Layanan
Operasional

11

Sukri Ismail

Pengadministrasian
Perkantoran

12

Karmila Monoarfa, S.M

Arsiparis Ahli Pertama

13

Moh. Aditya Gani

Pengadministrasian
Perkantoran

14

Yordan Muhaimin Furgon
Korompot, S.Kom

Arsiparis Ahli Pertama

15

Hendra Pamonto

Operator Layanan
Operasional

16

Yusril

<) 2] <2 2] 2] =<2 2] =<2 2]

Pengadministrasi
Perkantoran

17

Enricho Rayditia Bround Imbar,
ST

Penata Kelola N
Perumahan Ahli
Pertama

18

Geraldo Niki Imanuel Paat, S.T

Penata Kelola N
Perumahan Ahli
Pertama

19

Gloria Arianti Soraya Mangontan,
S.T.

Penata Kelola N
Perumahan Ahli
Pertama

20

Karenina Sarah Jasmine, S.Ars.

Penata Kelola N
Bangunan Gedung
dan Kawasan
Permukiman Ahli
Pertama

21

Lovely Erlin Tampung, S.Ars

Penata Kelola N
Perumahan Ahli
Pertama

22

Suci Ramayanti Muslim, S.T.

Penata Kelola N
Bangunan Gedung
dan Kawasan
Permukiman Ahli
Pertama

23

Timothy Christian Junior Van
Gils, S.P.W.K

Penata Kelola N
Bangunan Gedung
dan Kawasan
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PPPK
NAMA LENGKAP NAMA JABATAN PNS  PPPK PARUH CPNS TA

WAKTU

Permukiman Ahli
Pertama
24 | Rendy Rizky S. Monoarfa Konsultan Supervisi di N
Perumahan Palma
Residence
25 Zulman L. Yahya Konsultan Supervisi di N
Perumahan Amanda
Residence
26 Roki Monoarfa Konsultan Supervisi di N
perumahan Rifka
Lestari
TOTAL 24 42 7 29 8

3. Jumlah SDM Berdasarkan Jenis Kelamin

Dalam rangka mendukung capaian kinerja tahun 2025, Balai Pelaksana Penyediaan
Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi | didukung oleh SDM sebanyak 110 orang
yang terdiri atas 24 orang PNS, 42 orang PPPK, 7 orang PPPPK Paruh Waktu 29 CPNS, 8
orang Tenaga Ahli.

25
21 21
20 18
15 14
11
10
10 8
6
5
1
0 [E— _
PNS PPPK PPPK PARUH CPNS TA
WAKTU

M Laki-Laki ® Perempuan

Gambar 1. 2 : Bagan Jumlah Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin

4. Jumlah SDM Berdasarkan Golongan dan Kelompok Jabatan
Berdasarkan golongan, PNS, PPPK, dan CPNS Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan
Kawasan Permukiman Sulawesi | sebanyak 167 pegawai didominasi oleh golongan Il
sebanyak 46 orang. Sementara, golongan IV sebanyak 3 orang, golongan IX 29 orang.
Perbandingan PNS, PPPK, dan CPNS di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan
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Kawasan Permukiman Sulawesi | secara menyeluruh berdasarkan golongan dapat dilihat

sebagai berikut.

Jumlah SDM Berdasarkan
Golongan dan Kelompok Jabatan

mVi/b mVi/a mlil/d mill/c mill/b mlll/a WIX AV BV

Gambar 1. 3 : Jumlah SDM Berdasarkan Golongan dan Kelompok Jabatan

5. Jumlah SDM Berdasarkan Pendidikan

Berdasarkan tingkat Pendidikan, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan
Permukiman Sulawesi |, didukung oleh 79 orang dengan Tingkat pendidikan S-1, 9 orang
dengan Tingkat pendidikan S-2, 2 orang dengan Tingkat pendidikan D-4, 4 orang dengan
Tingkat Pendidikan D-3, 15 orang dengan Tingkat Pendidikan SMA sederajat.

Jumlah SDM Berdasarkan Pendidikan

90
80
70
60
50
M orang

40

30

20

- I 2 o B

Se2 S=il D-4 D-3 SMA SEDERAJAT

Gambar 1. 4 : Jumlah SDM Berdasarkan Pendidikan
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6. Pengembangan Kopetensi SDM
Dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur, Satuan Kerja Penyediaan
Perumahan sangat membutuhkan SDM berkualitas dan berdaya saing. Oleh Karena itu,
pegawai di Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Sulawei utara mengikuti beberapa
pendidikan dan pelatihan sebagaimana data berikut :
a. Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
Kegiatan Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja tahun 2024
diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Program dan Kebijakan Pengembangan
Kompetensi ASN selama 45 (empat puluh lima) jam pelajaran yang dilaksanakan
pada bulan Juni dan Oktober 2024. Adapun standar kompetensi pada pelatihan ini yaitu
menunjukkan sikap perilaku bela negara dan internalisasi nilai-nilai dasar ASN
dan pelaksanaan tugas jabatannya. Sedangkan mata pelatihan dan kegiatannya
diantaranya sikap perilaku bela negara (wawasan kebangsaan dan nilai-nila bela
negara, analisis isu kontemporer serta kesiapsiagaan bela negara), nilai-nilai dasar ASN
(berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif)
serta kedudukan dan peran PPPK untuk mendukung terwujudnya Smart Governance
sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan (Manajemen ASN dan Smart
ASN).
b. E-Learning Pengetahuan Anti Korupsi Dasar dan Integritas (PADI)
Kegiatan E-Learning Pengetahuan Anti Korupsi Dasar dan Integritas (PADI)
diselenggarakan oleh Pusat Edukasi Anti Korupsi KPK selama 25 (dua puluh lima)
jam pelajaran pada bulan Maret dan September 2024. Adapun pelajaran yang
diselenggarakan diantaranya mengapa korupsi harus diberantas, pahami dulu
baru lawan, pilih strategi rancang aksi, aksi integritas untuk berantas korupsi
dan bangun kompetensi dengan sertifikasi antikorupsi.
c. Kilinik PA : Serba Serbi Penilaian IKPA TA. 2024
Kegiatan Klinik PA : Serba Serbi Penilaian IKPA TA. 2024 diselenggarakan oleh
Direktorat Pelaksana Anggaran selama 3,9 (tiga koma Sembilan) jam pelajaran pada
bulan Juli 2024. Adapun pelajaran yang diselenggarakan diantaranya evaluasi
penilaian IKPA semester | 2024, pelaporan data capaian Output dan FAQ (Frequently
Asked Question) penilaian IKPA tahun 2024.
d. Peningkatan Kemampuan Pengetahuan dan Keterampilan, Sikap dan Perilaku
Pegawai (Capacity Building)
Sosialisasi dan progress pembangunan Zona Integritas (ZI), gratifikasi dan SMAP di
lingkungan BP2P Sulawesi 1 serta paparan kegiatan Balai Pelaksana Penyediaan

Perumahan dan Kawasan Permukiman SULAWESI | dan Gorontalo.



15

e. Bimbingan Teknis Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) diLingkungan
Direktorat Jenderal Perumahan diselenggarakan oleh Direktorat Sistem dan
Strategi Penyelenggaraan Perumahan mulai tanggal 12-14 Desember 2024.
Adapun kegiatan bimbingan teknis meliputi pembahasan tentang capaian RPJMN
2020-2024 bidang perumahan, rancangan RPJMN 2025-2029 bidang perumahan,
tata cara penyusunan renstra, perjajian kinerja, rencana aksi dan laporan kinerja,

f. Certificated Risk Officer In Publik Sector
Merupakan pelatihan dan sertifikasi manajemen risiko struktur publik yang diadakan
kepada seluruh pejabat structural dan pejabat perbendaharaan dilingkungan
Direktorat Jenderal Perumahan. Agenda ini diadakan Direktorat Kepatuhan Intern
setiap tahun, untuk memperkuat kemampuan para pejabat dalam mengidentifikasi
potensi-potensi risiko yang dapat terjadi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi
pembangunan perumahan, menetapkan profil risiko, melakukan analisis peta risiko,
respon terhadap risiko, dampak risiko, melakukan analisis peta risiko, respon terhadap
risiko, pelaksanaan pemantauan dan tinjauan serta penyusunan laporan manajemen

risiko. Kegiatan sertifikasi ini dilaksanakan pada bulan Juli.

D. SARANA DAN PRASARANA

Sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pelaksana
Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi | bertujuan untuk meningkatkan
produktivitas dalam mewujudkan upaya pencapaian kinerja yang optimal. Dalam rangka
pelaksanaan kegiatan di lingkungan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan
Permukiman Sulawesi | tahun 2025, para pegawai didukung dengan penggunaan perangkat
sarana dan prasarana kantor serta Barang Milik Negara (BMN).

Tabel 1. 3 ;: Sarana Prasarana Balai P3KP Sulawesi |

No | Jenis barang | Jumlah | Kondisi
Satker Balai P3KP Sulawesi |

1 Camera Digital 2 Baik
2 Drone 2 Baik
K} Laptop 17 Baik
4 LCD Proyektor 1 Baik
5 Meja Kerja Kayu 5 Baik
6 Printer 21 Baik
7 Scanner 5 Baik
8 Sound Sistem 1 Baik
9 Televisi 1 Baik
Satker PKP Provinsi Gorontalo

1 Camera Digital 1 Baik
2 Drone 2 Baik
3 Laptop 20 Baik
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No Jenis barang Jumlah Kondisi
4 LCD Proyektor 3 Baik
5 Meja Kerja Kayu Baik
6 Printer 21 Baik
7 Scanner 1 Baik
8 Sound Sistem 1 Baik
9 Televisi 1 Baik
Satker PKP Provinsi Maluku Utara

1 Camera Digital 4 Baik
2 Drone 3 Baik
3 Laptop 11 Baik
4 LCD Proyektor 3 Baik
5 Meja Kerja Kayu 55 Baik
6 Printer 25 Baik
7 Scanner 1 Baik
8 Sound Sistem 1 Baik

E. Isu Strategis
Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan selama tahun 2025, beberapa permasalahan yang
menjadi isu strategis dalam pelaksanaan kegiatan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan

dan Kawasan Permukiman Sulawesi | adalah sebagai berikut:

e Ketersediaan, distribusi, dan kompetensi SDM di lingkungan organisasi belum
optimal sehingga berpotensi menghambat efektivitas pelaksanaan tugas serta
pencapaian target dan sasaran organisasi.

e Regulasi pembiayaan perumahan yang belum terinformasi dengan baik
menyebabkan MBR dan pekerja sektor informal sulit mengakses pembiayaan
perumahan, sehingga menghambat keterjangkauan kepemilikan rumah.

e Dinamika Perubahan Kebijakan Peraturan Perundang-undangan Dalam
PenyediaanPerumahan dari Kementerian PUPR berubah ke Kementerian PKP.

o Kurang optimalnya Tata Kelola Pelayanan Publik;

e Penataan Arsip yang belunm maksimal;

e Belum optimalnya Serah Terima dan Hibah atas aset-aset yang telah diselesaikan
pembangunannya.

e Belum tersedianya Data dan Sistem Informasi yang Akurat, yang menyebabkan
perencanaan dan pengawasan penyelenggaraan perumahan masih lemah akibat
keterbatasan data spasial dan sosial ekonomi yang akurat, mutakhir, serta

terintegrasi.
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BAB Il
PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

1. Visi dan Misi Kementerian PKP

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman bertanggung jawab dalam
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan suburusan pemerintahan
kawasan permukiman yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum
sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangun Jangka Menengah Nasional
Tahun 2025 — 2029. Berdasarkan visi Presiden dan Wakil Presiden, yaitu Bersama Indonesia Maju,
Menuju Indonesia Emas 2045, maka Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman
menyelaraskan visi kementerian dengan visi tersebut dan menjabarkannya ke dalam tujuan dan
sasaran sesuai dengan peran, tugas, dan fungsinya. Hal tersebut juga mempertimbangkan potensi,
permasalahan, dan tantangan utama pembangunan yang di hadapi lima tahun ke depan, serta
sasaran utama dan arah kebijakan Pembangunan nasional dalam RPJMN tahun 2025-2029.

Sebagai upaya perwujudan visi tersebut, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman
menetapkan misi sesuai dengan asta cita, program prioritas, dan program hasil terbaik cepat
Presiden dan Wakil Presiden Indonesia yaitu:

1. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan
indsutri kreatif, dan melanjutkan pengembangan struktur. (Misi Asta Cita No. 3)

2. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan
kemiskinan. (Misi Asta Cita No. 6)

3. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya,
serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mecapai masyarakat yang adil dan
Makmur. (Misi Asta Cita No. 8)

4. Menjamin rumah murah dan sanitasi untuk masyakarat desa dan rakyat yang membutuhkan.
(Program Prioritas No. 13)

5. Menyediakan rumah murah layak huni, memiliki sanitasi dan fasilitas umum yang baik bagi
Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). (Program Hasil Terbaik Cepat No. 7)

Pelaksanaan kelima misi di atas ditunjukan untuk memastikan tercapainya:

1. Tujuan pertama adalah Peningkatan akses hunian layak, terjangkau, berkualitas, berkeadilan
dan berkelanjutan; penanganan permukiman kumuh yang terpadu; serta tata kelola dan
pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan yang transparan, akuntabel, dan
berintegritas secara kolaboratif. Tujuan pertama ii memiliki indikator tujuan sebagai berikut:

a) Persentase peningkatan rumah layak huni melalui pembangunan baru

b) Persentase peningkatan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas

c) Persentase peningkatan rumah layak huni melalui pemberian bantuan Prasarana, Sarana,

dan Utilitas

d) Persentase peningkatan rumah layak huni melalui penyediaan unit hunian vertikal yang

terpadu
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Persentase peningkatan rumah layak huni melalui pemberian bantuan

Prasarana, Sarana, dan Utilitas Hunian vertikal

Persentase peningkatan rumah layak huni melalui fasilitasi pembiayaan perumahan yang
terjangkau

Persentase luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu

Persentase terwujudnya tata kelola hunian publik, privat, dan perlindungan konsumen
Persentase desa yang memiliki 100% rumah layak huni

Persentase rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan yang

difasilitasi

Tujuan kedua adalah Peningkatan kualitas tata kelola dan pengawasan intern Kementerian

Perumahan dan Kawasan Permukiman. Indikator Tujuan dari tujuan kedua ini yaitu persentase

peningkatan tata kelola dan pengawasan internal Kementerian Perumahan dan Kawasan

Permukiman.
Tabel 2. 1 : Sasaran Strategi dan Indikator Kinerja
Sasaran Strategi Indikator Kinerja

SS-1 Meningkatnya Penyelenggaraan | a. Persentase Rumah Tangga dengan Akses
Perumahan dan Kawasan Permukiman Hunian Layak dan Terjangkau yang
Yang Efisien, Layak, Terjangkau, dan difasilitasi;

Berkelanjutan b. Persentase luas permukiman kumuh yang
ditangani secara terpadu;

c. Persentase terwujudnya ekosistem
perumahan dan permukiman yang
mendukung tersedianya hunian layak,
terjangkau, dan berkelanjutan; dan

d. Persentase Desa yang memiliki 100%
Rumah Layak Huni.

SS-2 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan a. ingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian
Pengawasan Intern Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman;
Perumahan dan Kawasan Permukiman b. Indeks Integritas Kementerian Perumahan

dan Kawasan Permukiman;

c. Tingkat Kualitas Pengawasan Intern.

3. Arah Kebijakan dan Strategi
Sebagai tindak lanjut atas arahan Presiden terkait target pembangunan dan

renovasi 3 juta rumah, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP)
merumuskan pendekatan kolaboratif dengan melibatkan berbagai sumber daya
yang tersedia. Pendekatan ini bertujuan untuk mempercepat penyediaan hunian
layak dan terjangkau, Khususnya bagi masyarakat, berpenghasilan rendah,
sekaligus mendorong pemerataan Pembangunan kawasan permukiman yang
berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia. Strategi pelaksanaan difokuskan pada
penguatan sinergi antara pemerintah, pengembang, dan masyarakat dengan
optimalisasi skema pembiayaan yang inklusif dan inovatif serta integrase
Pembangunan perumahan dengan penataan kawasan yang dilengkapi
infrastruktur dasar, ruang terbuka hijau, dan akses terhadap layanan publik.

Kementerian PKP juga menekankan prinsip pembangunan berkelanjutan melalui



pengembangan rumah yang ramah lingkungan, adaptif terhadap perubahan iklim,
serta memperhatikan kebutuhan kelompok rentan seperti penyandang disabilitas,
lansia, dan masyarakat terdampak bencana. Dengan pendekatan menyeluruh ini,
program 3 juta rumah diharapkan menjadi motor penggerak transformasi sektor
perumahan dan kawasan permukiman, yang tidak hanya menyediakan tempat
tinggal, tetapi juga menciptakan lingkungan hidup yang aman, sehat, dan inklusi

bagi seluruh rakyat Indonesia.

Visi ARAH KEBIJAKAN STRATEGI

Menjamin peningkatan

layak dan terjangkau kolaboratif
Bersama Indonesia melalui pembangunan
Maju menuju Indonesia baru, peningkatan

Emas 2045 i kualitas dan fasilitasi ‘ 3. Penguatan layanan tata Kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan

pembiayaan
perumahan

perumahan yang transparan, akuntabel dan berintegritas

‘ 4. Penguatan kualitas tata kelola dan pengawasan Intern Kementerian

Perumahan dan Kawasan Permukiman

RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PKP 2025-2029

Gambar 2. 1 Arah Kebijakan dan Strategi BP3KP Sulawesi |

Arah Kebijakan dan Strategi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan
Kawasan Permukiman Sulawesi |

Dalam rangka mendukung tercapainya pemenuhan kebutuhan rumah yang layak huni
berdasarkan tugas dan tanggung jawab Direktorat Jenderal Perumahan, Balai
Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi | memiliki
tujuan secara umum, yaitu “terlaksananya penyediaan perumahan dalam mewujudkan
pemenuhan kebutuhan rumah layak huni”. Sebagai upaya pencapaian tujuan tersebut,
maka sasaran Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman
Sulawesi | disusun sebagai berikut:

1. Melaksanakan kegiatan keterpaduan perencanaan jangka pendek, jangka
menengah, dan jangka panjang di bidang penyelenggaraan penyediaan perumahan;
2. Melaksanakan pembangunan rumah khusus bagi kelompok berkebutuhan khusus;
3. Melaksanakan fasilitasi dan stimulasi perumahan swadaya bagi MBR;

4. Melaksanakan pembangunan rumah susun;

5. Melaksanakan pembangunan fasilitasi PSU bagi MBR dan pembinaan pelaku
pembangunan rumah umum dan komersial.

B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja (PK) merupakan salah satu dokumen yang bertujuan untuk

mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada

i akses perumahan yang 2. Penguatan layanan penanganan permukiman kumuh yang terpadu secara
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» 1. Penguatan layanan peningkatan akses perumahan yang layak dan terjangkau




hasil yang dilaksanakan pada lingkup Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Untuk meningkatkan

Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi | Il menyusun Perjanjian

integritas,

Kinerja tahun 2025.

1.

akuntabilitas,

serta transparansi Balai

Perjanjian Kinerja Balai P3KP Sulawesi | dan Sekretariat Jenderal

WEMENTERIAN DERUMAMAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil,

kami yang bertandatangan di bawah ini
Nama : Hujurat
Jabatan
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Didyk Choiroel

Jabatan Sekretaris Jenderal

Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi |

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Perjanjian Kin

ja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka
mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan Keberhasilan dan

kegag
2. Pihak

an pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami
(edua akan melakukan supervisi vang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari

perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Pihak Kedua

Didyk Choiroel
NIP, 197104161992011001

Jakarta, Desember 2025

Plhak Pertama
zé’ ¥

Hujurat
NIF. 196811251999031003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI [
SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

SASARAN KEGIATAN

INDIRATOR KINERJA 1  tarcer

| Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen

Tingkat Lavanan Dukungan Manaj 4 Layanan

laksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman

-

5 1 Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi
n Kerjn Perumahan dan Kawnsan Permukiman Provins Maluky

3.

4. Satuan Kerjn Perumahan dan Kawasan Permuldman Provinsi Gorontalo

SEKRETARIS JENDERAL

DIDYK CHOIROEL

Gambar 2. 2 : Perjanjian Kinerja Balai P3KP Sulawesi | dan Sekretariat Jenderal
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2. Perjanjian Kinerja Balai P3KP Sulawesi | dan Dirjen Kawasan Permukiman

KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil,
kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Hujurat

Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi |
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Fitrah Nur
Jabatan : Direktur Jenderal Kawasan Permukiman
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka

mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari
perjanjian ini dan bil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Desember 2025

Pihak Kedua Pihak Pertama

7

Fitrah Nur
NIP. 196704191994031003

NIP. 196811251999031003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
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Gambar 2. 3 : Perjanjian Kinerja Balai P3KP Sulawesi | dan Dirjen Kawasan Permukiman



3. Perjanjian Kinerja Balai P3KP Sulawesi | dan Dirjen Perumahan Perdesaan

KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil,
kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : H. Hujurat

Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi |
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Imran
Jabatan : Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka
mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari
perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Desember 2025
Pi dua Pihak Pertama

Imran Hujurat
NIP. 197310261993021001 NIP. 196811251

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI 1
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET
Jumilah Hekomendasl Kebijakan, Strategi Dan
1 |Program Prioritas Penyelengguraan Perumaha 1 Kegiat
1 Meningkatnyn Kinerjn Ketorpaduan, Kemitraan, Pemograman, Penganggara, Perdesaan ' " i

Pematuan Dan Evaluasi Dalam Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan

Jumlah Laporan Pematauan Dan Evaluasi

(&)

Penyelenggarann Perumahan Perdesaan 2 Lagersn
2 [Meningkatnyn Ketersedinan Rumah Baru layak Huni di Perdesaan 1 ‘;"d WL:‘M Rumaly Khsmmss Forumabian A36 Unit
prile
EEGIATAN PAGU APBN
Balai Pelaksana Penyedinan Perumahan dan Kawasan Permukiman .
L Sulwesi| Rp 314,556,000
2, Perumahan dan Kawasan Permuki Provinsi Sul Utara Rp 140,324,572,000
3. Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinst Maluku Utarn Rp 16,069,470,000
4, Perumahan dan Kawasan Permub Provinsi G k Rp 117,423,000
Rp 156,826,021,000

Jakarta, Desember 2025
DIREKTUR JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN KEPALA BALAT PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI [

as

IMRAN HUJURAT

Gambar 2. 4 : Perjanjian Kinerja Balai P3KP Sulawesi | dengan Dirjen Perumahan
Perdesaan



4 Perjanjian Kinerja Balai P3KP Sulawesi | dan Dirjen Perumahan Perkotaan

KEMEMTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil,
kami vang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Hujurat

Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Sri Haryati
Jabatan : Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama dan Plhak Kedua sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka
mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami,

2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari
perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi,

Jakarta, Desember 2025

Pihak Kedua Pihak Pertama
ati uj
NIP. 197107071997032004 NIP. 196811251999(31003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI 1
DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PEREKOTAAN
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

L] . wmm INDIEATOR KINERJA TARGET
Jumlah Rek i i} Strateg,
2 1 1 Rek: dasi
Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemograman, 1 |Dan Program, Prioritas, Penyelenggarann ;e:umm
1 iz Dus Bvaliasi Dilae Porigsd Perumahan Perkntaun
Perumahan Perkotaan " Jumlah Laporan P dan Evaluasi i -
Penyelenggaraan Lapos
1 lah Ralk taxd ¥akdial :
2 |Meningkatnya Ketersediaan Rumah Baru Layak Huni di Perkotaan 1 |Penyelenggaraan Pemb Per b 4 ¢ebiiak
Periotnan Koy
Turnlah Reb T
5 |Meningkatnya Penyodinan Rumak Layak Huni melalui Pening) 1 |Penyelenggaraan Peningkatan Kuali '?mm
Kualitas Pemb g di Wilayah Perkotaan Perumaban Perkotaan
2 |Jumlah Eumth duyn Perk 343 Unit
KEGIATAN PAGU APEN
1, Bului Peluisana § Perumahan dan K P
* Sulawesi | Rp 1,181,222,000
2. Per han dan 5 i Utara Rp 1,841,886,000
3, Per dan Pe: Maluku Utara Rp 8,588,335,000
4. Pe dan K ¥ G i Rp 508,065,000
Rp 12,119,508,000

Jakarts, Desember 2025
KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI 1

& Ty

Gambar 2. 5 : Perjanjian Kinerja Balai P3KP Sulawesi | dan Dirjen Perumahan Perkotaan

DIREKTUR JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN

23
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5.Perjanjian Kinerja Balai P3KP Sulawesi | dan Dirjen TKPR

KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil,
kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Hujurat

Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi |
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Azis Andriansyah
Jabatan : Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka
mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari
perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi,

Jakarta, 24 Juni 2025
Pihak Kedua Pihak Pertama

-
Azis Andriansyah
NRP. 77050672 NIP. 196811251999031003
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI 1
DIREKTORAT SISTEM DAN STRATEGI TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO
DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Meningkatnya dukungan kebijakan
1 keterbukaan publik penyelenggaraan 1 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Keterbukaan Publik, 1 Rekomendasi
perumahan dan kawasan permukiman yang Transparansi dan Akuntabilitas Kebijakan
efektif dan akuntabel
Meningkatnya dukungan kebijakan
3 pengendalian risiko dan pencegahan korupsi 2 Jumlah Rckomcﬂda_sl Kebijakan Pengendalian Risiko dan 1 Rcko'al-nmdm
penyelenggaraan perumahan dan kawasan Pencegahan Korupsi Kebijakan
permuliman
KEGIATAN PAGU APBN

1 Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian

Risiko Perumahan dan Kawasan Permuldman Rp SHE486.0000

Jakarta, 24 Juni 2025

DIREKTUR JENDERAL TATA KELOLA DAN KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN
PENGENDALIAN RI PERMUKIMAN SULAWESI I

1=

ANDRIANSYAH JURAT

Gambar 2. 6 : Perjanjian Kinerja Balai P3KP Sulawesi | dan Dirjen TKPR



1. Kronologi Perubahan Perjanjian Kinerja (PK)

Terdapat beberapa kali perubahan Perjanjian Kinerja pada BP3KP Sulawesi |

dikarenakan adanya penyesuaian dalam dinamika operasional, perubahan target layanan,

penyesuaian realisasi yang realistis dan lain lain, adapan kronologi perubahan Perjanjian

Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi |

Tahun Anggaran 2025 diantaranya sebagai berikut:

Tabel 2.2 : Kronologi Perjanjian Kinerja (PK)
Target
PK Awal PK Revisi

Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja

Perjanjian Kinerja Balai P3KP Sulawesi | dengan Sekretariat Jenderal

SK. Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen

Tingkat Layanan Dukungan Manajemen Layanan 4 4

Perjanjian Kinerja Balai P3KP Sulawesi | dengan Dirjen Kawawasan Permukiman

SK. Terselenggaranya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemograman, Penganggaran, Pemantauan Dan Evaluasi

Dalam Mendukung Penyediaan Rumah Layak Huni

Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Laporan 1 1
KegiatanTematik Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan
Akuntabilitas Kinerja

Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Klinik | Rekomnedasi 2 1
Perumahan dan Kawasan Permukiman Kebijakan

SK. Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni Di Kawasa Permukiman

Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Laporan 4 4
Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan

Kumuh

Jumlah Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman Unit 1.079 1.079

SK. Meningkatnya perencanaan, fasilitasi penyiapan lahan dan pemenuhan rumah yang terlayani PSU kawasan
permukiman Permukiman

Jumlah Pembangunan PSU Perumahan dan Kawasan Unit 497 497

Permukiman

SK. Meningkatnya Luasan Permukiman Kumuh Yang Ditangani Secara Terpadu

Luas Penanganan Permukiman Kumuh Ha 18,81 18,81

Perjanjian Kinerja Balai P3KP Sulawesi | dengan Dirjen Perumahan Perdesaan

SK. Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemograman, Penganggara, Pematuan Dan Evaluasi Dalam

Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan

Jumlah Rekomendasi Kebijakan, Strategi Dan Program Prioritas Kegiatan 1 1

Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan

Jumlah Laporan Pematauan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Laporan 2 2

Perumahan Perdesaan

SK. 'Meningkatnya Ketersediaan Rumah Baru layak Huni di Perdesaan

Jumlah Unit Rumah Khusus Perumahan Perdesaan | Unit 336 336

Perjanjian Kinerja Balai P3KP Sulawesi | dengan Dirjen Perumahan Perkotaan

SK. Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemograman, Penganggaran, Pemantauan Dan Evaluasi Dalam

Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan

Jumlah Rekomendasi Kebijakan, Strategi, Dan Program, | Rekomendasi 1 1
Prioritas,Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan Kebijakan
Jumlah Laporan Pemantuan dan Evaluasi Penyelenggaraan Laporan 4 4

SK. Meningkatnya Ketersediaan Rumah Baru Layak Huni di Perkotaan

Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan | Rekomendasi 1 1

Pembangunan Perumahan Perkotaan Kebijakan
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Target
PK Awal PK Revisi

SK. Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni melalui Peningkatan Kualitas Pembangunan Perumahan di Wilayah

Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja

Perkotaan

Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan | Rekomendasi 1 1
Kualitas Perumahan Perkotaan Kebijakan

Jumlah Rumah Swadaya Perkotaan Unit 343 343

Perjanjian Kinerja Balai P3KP Sulawesi | dengan Dirjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko

SK, Meningkatnya dukungan kebijakan keterbukaan publiK penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman

yang efektif dan akuntabel

Jumlah Rekomendasi Kebijakan Keterbukaan Publik, | Rekomendasi 1 1

Transparansi dan Akuntabilitas Kebijakan

SK, Meningkatnya dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan

kawasan permukiman

Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Risiko dan | Rekomendasi 1 1
Pencegahan Korupsi Kebijakan
C. Metode Pengukuran Kinerja

Pengukuran capaian digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan
dari target yang telah ditetapkan bagi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan
Permukiman Sulawesi |I. Pengukuran yang dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian
yang sistematik dan didasarkan pada indikator kinerja berupa masukan (input), keluaran
(output), hasil (income), manfaat, dan dampak. Penilaian ini tidak terlepas dari kegiatan
mengolah masukan menjadi keluaran atau suatu penilaian dalam proses penyusunan
kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting serta berpengaruh terhadap pencapaian
sasaran dan tujuan.

Metode pengukuran yang digunakan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan
Kawasan Permukiman Sulawesi | dalam menyusun Laporan Kinerja Balai Pelaksana
Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi | adalah sebagai berikut:

a. Membandingkan realisasi dengan target yang terdapat pada Perjanjian Kinerja.

b. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka

menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Adapun rumusan dalam melakukan pengukuran dapat
disederhanakan dalam bentuk formulasi rumus sebagai berikut
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D. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi |
mengampu 5 DIPA Unit Eselon | yaitu DIPA Sekretariat Jenderal, DIPA Direktorat Jenderal
Kawasan Permukiman, DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan, DIPA Direktorat
Jenderal Perumahan Perkotaan, DIPA Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian
Risiko. Berikut adalah perubahan DIPA Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan
Kawasan Permukiman Sulawesi | yang telah dilakukan beberapa Revisi yang juga menjadi
dasar penetapan Perjanjian Kinerja Revisi dan Perjanjian Kinerja Akhir Balai Pelaksana
Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi | Tahun 2025 dengan kronologi
sebagai berikut:

Tabel 2. 3 : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)

Sekretariat Jenderal

1 DIPA Awal : 84.318.000
SP DIPA-146.01.1.691417/2025
2 Desember 2024

2 Revisi 1: 84.318.000
SP DIPA-146.01.1.691417/2025
30 April 2025

3 Revisi 2: 775.170.000
SP DIPA-146.01.1.691417/2025
11 Juni 2025

4 Revisi 3: 755.170.000
SP DIPA-146.01.1.691417/2025
2 Juli 2025

5 Revisi 4 : 755.170.000
SP DIPA-146.01.1.691417/2025
14 Juli 2025

6 Revisi 5 : 755.170.000
SP DIPA-146.01.1.691417/2025
13 Agustus 2025

7 Revisi 6 : 1.044.272.000
SP DIPA-146.01.1.691417/2025
31 Oktober 2025

8 Revisi 7 : 1.145.952.000
SP DIPA-146.01.1.691417/2025
13 November 2025

Dirjen Kawasan Permukiman

1 DIPA Awal : 50.000.000
SP DIPA- 146.03.1.691471/2025
2 Desember 2024

2 Revisi 1: 50.000.000
SP DIPA- 146.03.1.691471/2025
2 Mei 2025

3 Revisi 2 : 245.286.000
SP DIPA- 146.03.1.691471/2025
25 Juni 2025

4 Revisi 3: 245.286.000
SP DIPA- 146.03.1.691471/2025




Pagu Anggaran
Unit Eselon | & S

(Rp)

23 Juli 2025

5 Revisi 4:
SP DIPA- 146.03.1.691471/2025
15 Agustus 2025

610.426.000

6 Revisi 5:
SP DIPA- 146.03.1.691471/2025
10 Oktober 2025

610.426.000

Dirjen Perumahan Perdesaan

1 DIPA awal :
SP DIPA-146.04.1.691525/2025
2 Desember 2024

109.644.000

2 Revisi 1:
SP DIPA-146.04.1.691525/2025
3 Mei 2025

314.556.000

3 Revisi 2:
SP DIPA-146.04.1.691525/2025
10 Oktober 2025

314.556.000

4 Revisi 3:
SP DIPA-146.04.1.691525/2025
17 November 2025

314.556.000

Dirjen Perumahan Perkotaan

1 DIPA Awal :
SP DIPA- 146.05.1.691579/2025
2 Desember 2024

120.000.000

2 Reivisi 1 :
SP DIPA- 146.05.1.691579/2025
3 Juli 2025

280.211.000

3 Revisi 2:
SP DIPA- 146.05.1.691579/2025
9 Agustus 2025

.184.222.000

4 Revisi 3:
SP DIPA- 146.05.1.691579/2025
10 Oktober 2025

.184.222.000

5 Revisi 4:
SP DIPA- 146.05.1.691579/2025
17 Oktober 2025

.184.222.000

5 Revisi 5:
SP DIPA- 146.05.1.691579/2025
17 November 2025

.184.222.000

Dirjen TKPR

1 DIPA Awal :
SP DIPA- 146.06.1.691608/2025
2 Desember 2024

45.000.000

2 Reivisi 1:
SP DIPA- 146.06.1.691608/2025
24 Juni 2025

303.466.000

3 Reivisi 2:
SP DIPA- 146.06.1.691608/2025
23 Juli 2025

303.466.000

4 Reivisi 3:
SP DIPA- 146.06.1.691608/2025
10 Oktober 2025

303.466.000

5 Reivisi 4:
SP DIPA- 146.06.1.691608/2025
17 Oktober 2025

303.466.000
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BAB Il
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Upaya Peningkatan Akuntabilitas Kinerja
Pengukuran kinerja dalam suatu organisasi merupakan suatu proses sistematis dan
berkesinambungan yang digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan
pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah
ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Balai P3KP Sulawesi | Proses ini
dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan Gambaran
tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Pengukuran yang
dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada
kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil,
manfaat dan dampak. Pengukuran kinerja mencakup:
a. kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana Tingkat capaian)
dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan
b. tingkat pencapaian sasaran Balai P3KP Sulawesi | yang merupakan Tingkat
pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing — masing indikator sasaran
yang telah ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja.
B. Capaian Kinerja BP3KP Sulawesi |
Capaian kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulawesi | merupakan output
kegiatan yang mendukung tercapainya dua Sasaran Strategis Kementerian Perumahan dan
Kawasan Permukiman yaitu Meningkatnya Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan
Permukiman yang Efisien, Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan, serta Meningkatnya
Kualitas Tata Kelola dan Pengawasan Intern Kementerian Perumahan dan Kawasan
Permukiman. Berdasarkan Indikator Kinerja dan Output Kegiatan Balai Pelaksana
Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi | yang tercantum dalam
dokumen Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja (PK) dapat dijelaskan realisasi kinerja
Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi | Tahun 2025
mencakup DIPA Sekretariat Jenderal, DIPA Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman, DIPA
Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan, Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan, dan

Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko, yaitu sebagai berikut:
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. . . Jenis Tanggal | Tanggal | Pagu Pengadaan | Pagu RKAKL Realisasi Progres Keu | Progres Fisik

1 T065.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal
3 01.691417. WA 7665.E84.994.002.A 3::‘:;::':x;m::::z:::’&:ﬁx";mmI ﬁmm :]aket Al Swakella i‘i":fl"l” 02204;;' 3;0; 740008000 740.008.000  652.891.09 88,3 100,00
4 01.691417.WA.665.68A.994.0028 | Langzanan Daya dan Jasa a:mim ;aket A | Swakelola i‘i”:fl“'” 0;04;;' 3;02 76000000 76000000 71266766 93,77 100,00
5 01.691417.WA.7665.E8A.994.002.C | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana a:mim ;aket A | Swakelola i‘i”:fl“'” 0;04;;' 3;02 191402000 191402000 191326245 99,96 100,00

01.691417.WA.7665.EBA.994.002.D | Honar Operasional Satuan Kerja SULAWES' ;aket A | Swakelola i‘::kemla 02204;;' 3;02 18.542.000 1852000 12654200 91,3 100,00

r— O 7 T

Gambar 3. 1 : Realisasi Keuangan dan Fisik DIPA Sekretariat Jenderal

anggﬂl Tﬂlual Realisasi | Progres Keu | Progres Fisik
K /KRO / Paket Jeni: Metode

7650.FAE Ty Gt s oo
3| 03.691471.1A.7659.FAE.001.100.A :2::3:;:: ::';‘:;";ﬁm" Perumahian dan Kavizsan ZQAL:AWESI :)aket A Swakelola i‘w"kel"l” Tipe 0226215' 31'0;§ 195.286.000 | 195.286.000  168.524.65 86,30 100,00
4 03.691471.1A.7659.FAE.003.100.A PK:’:;’:“""" dan Evaluasi Peningkatan Kualitas dan Penanganan a'iAL:AWES' :)aket Al Swakelola ?w“kﬂ"'” Tipe n;g;- 32'025 365,140,000 365.140.000 296158814 81,11 100,00
5 7650.PBF Kebijakan Bidzng Sarana dan Prasarana

03.691471.14.7659.PBF.001.100.A | Penyelenggaraan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman a'iAL:AWES' :)aket M Sucloly | rekelaTie 0201 32'0;: 50.000.000 50000000 49.321.620 98,64 100,00

I_ o -------- suosau| b oo

Gambar 3. 2 : Realisasi Keuangan dan Fisik DIPA Dirjen Kawasan Pemukiman

PaguRKAKL | Reafisasi | Progres Keu | Progres Fisik
(] {Rp. ) %) *]

1 T661.A85

1 05.691579.1.761.A8F.001.100.A km ﬁ:‘:;ﬂ M lenggaraan Pecumahan ﬁﬁ“’ :WL M Swakelola i::""'u' ”;;;‘ 3;;:‘ BAHIB000  TAAISN0 WIABME MY 10000
4 05.691579..7661.ABF.004.100.A Verifkast Bantuan Pembangunan Perumahan Perkotaan ﬁ?ﬁm Lm M Sabelola ;"‘:’:“‘ 0:;:;' 3;;;’ 125000 BLNSH0 LT 49 100,00
5 05.691579.A.7661.ABF.005.100.A  Verifikasi Bantuan Peningkatan Kualtas Perumahan Perk i”T:um :»am M Swakelola ;:"T““ ”;;;‘ 3;;‘ OO0 0400 A0 MW 100
7 05.691579.1A.7661.FAE.001.100.A mmmmmmmmmm ﬁ::ﬁl Lm M Swakelola :‘;"’:{d’ u;u'g;' 1;;: WLED00  0LEWO0 BN 460 100,00

Pagu Pengadaan | Pagu RKAKL | Realisasi | Progres Keu | Progres Fisik
{Re.) (fp.) (Rp. ) (%) (%)

1 04.691525.1A.7660.AEA.001.100.A ' Sinkronisasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan | SULAWESI UTARA 1Paket AU Swakelola Swakelola Tipe 1| 02:01-2005 31122005 114.556.000 314556000 283912194 0,26 100,00

314,556,000 | 314.556.000 | 283.912.194 | 90,26

Gambar 3. 4 : Realisasi Keuangan dan Fisik DIPA Dirjen Perumahan Perdesaan
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Tnggal | Tonggl | Pogu Pengadaan | PaguRKAKL | Reslasi | PropesK Fisk
Kegiatan /KR / Paket loas | Oupat| Jons | Jnishengpdaon | Metode | | M| RRURIREL TR Sl Oagntas s

Mulsi | Selesai (Rp.) (Re.) (Re.) (%) %)

Gambar 3. 5 : Realisasi Keuangan dan Fisik DIPA Dirjen TKPR



C. Analisis perbandingan kinerja

Gambar 3. 1 : Analisis perbandingan target kinerja dengan restra
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D. Analisis Realisasi Anggaran TA 2025

Berdasarkan efektifitas kinerja, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan
Permukiman Sulawesi | telah melaksanakan target kinerja yang telah diperjanjikan dengan
Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal
Perumahan Perkotaan, Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan, dan Direktorat Jenderal
Tata Kelola dan Pengendalian Risiko dan tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja dengan
masing-masing Unit Eselon | Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun
2025/ Adapun Kronologi capaian tersebut disebabkan adanya:

1. Tindaklanjut Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 tanggal 24 Januari
2025 hal Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025;

2. Tindaklanjut Surat Menteri Keuangan Nomor S-401/AG/AG.3/2025 tanggal 24 April
2025 hal Pengesahan Revisi Anggaran ke-3 pada Direktorat Jenderal Tata Kelola dan
Pengendalian Risiko Kementerian PKP TA 2025;

3. Tindaklanjut Surat Menteri Keuangan Nomor S-200/PB.2/2025 tanggal 25 Juni 2025
hal Pengesahan Revisi Anggaran.

E. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan
Kawasan Permukiman Sulawesi | membutuhkan Sumber Daya Manusia dengan latar
belakang pendidikan yang mendukung dalam pelaksanaan kerja, terutama di bidang Teknik.
Berdasarkan data kepegawaian tahun 2025, kapasitas sumber daya manusia di lingkungan
Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi | dapat
digambarkan sebagai berikut:

Dilihat dari latar belakang Pendidikan dan Keahlian, pelaksanaan tugas dan fungsi

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi | yang saat ini
melaksanakan kegiatan dari perencanaan hingga pengawasan dan evaluasi, dinilai sudah
cukup efektif didukung dengan adanya penambahan sebanyak 29 CPNS di Balai Pelaksana
Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
F. Analisis Pemanfaatan Informasi dalam Laporan Kinerja

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi | telah
memanfaatkan teknologi informasi dalam pengelolaan hasil pengawasan. Sehubungan hal
tersebut diatas, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman
Sulawesi | sebagai salah satu unit kerja yang membawahi Satuan Kerja PKP Provinsi Sulut,
Satuan Kerja PKP Provinsi Malut, dan Satuan Kerja PKP Provinsi Gorontalo memandang
perlu optimaliasi untuk sebagai Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan secara
optimal, yang lebih terencana, menyeluruh, sistematis, dan efektif. Peraturan Menteri PANRB

Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
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memberikan perhatian yang lebih besar terhadap pemanfaatan laporan kinerja. Terdapat

berbagai aspek yang menjadi penekanan, yaitu perhatian pimpinan dan kepedulian seluruh

pegawai terhadap laporan kinerja serta bagaimana informasi dalam laporan kinerja telah

digunakan dalam penyesuaian aktivitas, penyesuaian anggaran, evaluasi, perencanaan

kinerja tahun berikutnya, dan pengaruh budaya kerja. Sehubungan dengan hal tersebut,

dalam Laporan Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Sulawesi | ini dilakukan analisis pemanfaatan kinerja yang mencakup aspek-aspek di atas.

G. Faktor Pendukung Keberhasilan dan Penyebab Kegagalan

1.

Faktor Pendukung Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian ini dapat dilihat sebagai perwujudan sinergi dan komitmen yang

nyata dari seluruh pimpinan dan pegawai di lingkungan Balai Pelaksana Penyediaan

Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi | dalam upaya meningkatkan kualitas

pelaksanaan tugas dan fungsinya. Faktor-faktor pendukung keberhasilan capaian kinerja

adalah sebagai berikut:

a.

Membangun komunikasi yang lebih intens dengan pemerintah daerah, serta
mengembangkan teknik komunikasi yang baik dan efektif dalam memberikan
penjelasan terkait pentingya proses serah terima aset bagi pemerintah daerah;
Menyusus program atau rapat rutin dengan pihak pemerintah daerah khususnya
dengan pejabat penting di daerah dalam hal ini Kepala daerah atau Sekretaris daerah
terkait rencana dan program pengembangan perumahan dari Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat;

Melaksanakan rapat konsolidasi internal dalam rangka evaluasi dan pembahasan
progres seluruh kegiatan di lingkungan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan
Kawasan Permukiman Sulawesi I;

Melakukan pengembangan kualitas sumber daya manusia melalui pengadaan
pelatihan ataupun bimbingan teknis di tingkat internal Balai Pelaksana Penyediaan
Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi | atau melalui pelatihan eksternal
yang ada di luar Balai P3KP Sulawesi | (Diklat/Kurusu/Pelatihan);

Menyusunan Master Schedule pelaksanaan seluruh kegiatan BP3KP Sulawesi |
dengan penetapan Person in Charge (PIC) pada setiap kegiatan sebagai upaya
meningkatkan efektivitas pelaksanaan, pemerataan beban kerja, serta akuntabilitas
kinerja.

Faktor Penyebab Kegagalan

Dalam pelaksanaan program/kegiatan di tahun 2025, masih terdapat beberapa

permasalahan yang dihadapi oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan

Permukiman Sulawesi | antara lain sebagai berikut:
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Perubahan struktur organisasi dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat menjadi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang
menyebabkan adanya perubahan Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang
dan Pejabat Perbendaharaan di lingkungan Balai dan Satuan Kerja yang tertuang
dalam Surat Keputusan menyebabkan tertundanya penyerapan anggaran di awal
tahun dan baru berjalan efektif pada akhir tahun;

Pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan Master Schedule
yang telah ditetapkan, terutama pada aspek pengendalian waktu dan koordinasi
internal;

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan belum berjalan optimal sehingga
berdampak pada keterlambatan sebagian tahapan kegiatan;

Penyesuaian jadwal pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya diantisipasi dalam
perencanaan awal;

Tertundanya pekerjaan fisik yang baru dimulai pada akhir tahun sehingga berdampak

pada kurang optimalnya perencanaan dan kualitas pelaksanaan.
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BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan
Permukiman Sulawesi | Tahun 2025 ini merupakan wujud tanggung jawab dalam menjalankan
tugas-tugas Inspektorat Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Laporan ini juga merupakan bukti pertanggungjawaban atas pengelolaan anggaran pada TA
2025 yang dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas public dalam menjalankan
tata pemerintahan yang baik (good governance). Pada Laporan Kinerja ini disampaikan
pencapaian kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman
Sulawesi | Laporan Hasil Implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025.
Metode pengukuran berdasarkan PK Awal Tahun 2025 yang ditetapkan setelah terbitnya
Pejabat

Perbendaharaan di Lingkungan Balai dan Satuan Kerja, maka beberapa hal yang dapat

Surat Keputusan Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan
disimpulkan dalam penyusunan Laporan Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan
Kawasan Permukiman Sulawesi | Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Pada akhir tahun anggaran (per 31 Desember 2025) sesuai dengan total nilai pagu Revisi
terakhir Rp. 216.095.162.000,- telah terealisasi sebesar Rp. 209.778.982.096 dengan tingkat

capaian fisik sebesar 100% dan penyerapan keuangan sebesar 97,08%;

SATUAN
KERJA

PAGU
Total (Rp)

PROGRAM DUKMAN

PAGU
(Rp)

REALISASI
KEUANGAN

Rp

%

PROGRAM KP

PAGU (Rp)

REALISASI
KEUANGAN

Rp

BP3KP Sulawesi 3,555,622,000( 1,449,418,000 1,344,692,560, 92.77| 2,106,204,000 1,495,725,685 71,02
Satker PKP Prov. | 158,826,868,000 1,190,091,000 1,075,407,623| 90.36| 157,636,777,000 157,172,297,544| 99,71
Sulut
Satker PKP Prov. 11,617,232,000f 688,873,000 618,831,762 89.83| 10,928,359,000, 8,715,309,773| 79,75
Gorontalo
Sarker PKP Prov. 42,095,440,000| 1,017,271,000 928,656,312 91.29| 41,078,169,000{ 38,428,060,837| 93,55
Malut

TOTAL 216,095,162,000( 4,345,653,000, 3,967,588,257| 91.30| 211,749,509,000( 205,811,393,839| 97,20

B. Rekomendasi dan Tindak Lanjut

Langkah-langkah yang dilakukan untuk dapat meningkatkan kinerja Balai Pelaksana
Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi | pada tahun 2025 adalah
sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan peningkatan kompetensi dan profesionalisme sumber daya manusia

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi |;
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Melaksanaan kegiatan rapat rutin dengan tujuan untuk meningkatkan koordinasi yang
ada antara Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman
Sulawesi | dengan Satuan Kerja Penyediaan Perumahan yang ada, dengan waktu
pelaksanaan satu kali dalam kurun waktu dua minggu atau pada pelaksanaan apel
pagi dengan mengembangkan konsep pelaksanaan apel pagi.

Mempercepat proses penyesuaian pejabat KPA/PPK/Pejabat Perbendaharaan
melalui koordinasi intensif dengan unit pembina.

Memperkuat fungsi Master Schedule sebagai alat pengendalian utama pelaksanaan
kegiatan dan melakukan pemutakhiran Master Schedule secara berkala dan
menetapkan kewajiban pelaporan progres kegiatan oleh masing-masing PIC.
Menetapkan jadwal monitoring rutin dan mekanisme pelaporan progres kegiatan
sebagai dasar pengambilan keputusan dan percepatan tindak korektif.

Menyusun perencanaan kegiatan yang lebih adaptif disertai buffer waktu dan skenario

penyesuaian jadwal pada tahap awal perencanaan.
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STRUKTUR ORGANISASI

KEMENTERIAN PERUMAHAN

DAN KAWASAN PERMUKIMAN Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan
dan Kawasan Permukiman Sulawesi |
TA. 2026

ERPIKA ANSELA SURIRA, S.T.

KEPALA BALAI PELAKSANA
PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI |

Suparno, S.T.

PPK BP3KP SULAWESI |

Kartika Pratiwi, S.T.
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PPK TKPR BP3KP SULAWESI |
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P-PSPM BP3KP SULAWESI |
I Lifiana Zena Pasuhuk, S.T.

Andre Sently Sembor
Regina Miranda Paulina Tamburian, S.T. Penata Layanan Operasional
Teknik Tata Bangunan dan Perumahan

Ahli Pertama

Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama

Brando Yohanes Tendean, S.H.
Arsiparis Ahli Pertama

David Wiliam Rambitan, S.T.
Penata Kelola Bangunan Gedung dan

Kawasan Permukiman Ahli Pertama Gerald Sambenthiro, S.T.

Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama

Lady A. B. C. Ruru, S.Sos

BENDAHARA BP3KP SULAWESI |

Jeff Kurmasela, S.Kom
Penata Layanan Operasional

Karen Beatrix Mumek, SE | Stence Marlien Kantohe
Penata Layanan Operasional Pengadministrasi Perkantoran

Grandy Lumapow, S.ST
Penata Layanan Operasional

Yunike Helmi Ering, S.H.
Penata Layanan Operasional

Christofel Roy Mabuka
Operator Layanan Operasional

Maykhel Manuel Melki Kalensun
Operator Layanan Operasional

Alwi Mahdali, S.T., M.T. Elvira Rizkiah Monayo, S.T.

Stenly Imanuel Tangkere, S.T.

KEPALA SATUAN KERJA PKP
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPALA SATUAN KERJA PKP
PROVINSI GORONTALO

Lanny A. Mamudi, S.T., M.T. Hendra Tumilantouw, S.T. Sri Dewi Maku, S.E. Abdullah, S.T.

PPK RUSUN RUSUS SATKER PKP PPK RUMAH SWADAYA, PSU DAN KP — BENDAHARA SATUAN KERJA PPK RUMAH SWADAYA, PSU DAN KP
PROV. SULAWESI UTARA SATKER PKP PROVINSI SULUT PKP PROVINS| GORONTALO SATKER PKP PROV. GORONTALO

KEPALA SATUAN KERJA PKP
PROVINSI MALUKU UTARA

Abubakar Albaar, S.T., M.Sc Ajeng Citra, S.T., M.Sc

— BENDAHARA SATUAN KERJA PKP gzﬁEURMPA;'PSIXIV:(‘)?IAmL%STU DAN KP
PROVINSI MALUKU UTARA -

Praycilia Inri Badar, S.T.

Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama Moh. Aditya Gani
Pengadministrasi Perkantoran

Tigor Yunathan Lubis, S.ST.

Mariani Soamole, A.Md
Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama

Pengelola Layanan Operasional
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Penata Kelola Bangunan Gedung dan
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GORONTALO

Hardin, S.T.
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Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama

Widiningsih Abas, S.E.
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ENENEWAELT
Operator Layanan Operasional |
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Penata Kelola Perumahan Ahli Madya

P-PSPM SATKER PKP PROVINSI Hedy Sambenthiro, S.T. |
SULAWESI UTARA Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama

Silvana Saleh, S.T. |
Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama o e e e Emilia Arsad, S.Pd.
Arsiparis Anhli Pertama

. Keterangan:
Pamela Christania Rompas, S.T. . _
Penata Layanan Operasional - PNS | Kurnia Sudirman, S.E.
Penata Layanan Operasional
B rrri
Frangky Pelentino Yaidule - PPPK Paruh Waktu Nurul Amalia Syahrudin, S.E.
Operator Layanan Operasional CPNS Penata Layanan Operasional

Nova Agustina Rumengan
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Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman — Balai P3KP Sulawesi |

STATUS KANTOR BALAI DAN SATKER

KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN

BALAI PSKP SULAWESI |

A1 PRCARSANA TSI PEROMANAN

KAWASAN PERMUKIMAN SULAWES )

[l = A P T L

Lokasi: Ruko Business 8 JI. Ring Road No.1,
Paal IV, Kec. Tikala, Kota Manado, Sulawesi Utara 95129
Status : Sewa

Easilitas

Lobby Balai : 1 Unit
Ruang Kerja : 10 ruangan
Ruang Rapat : 1 ruangan
Kendaraan Operasional :lunit
Kendaraan Jabatan :1unit
Pantry : 1 ruangan
Mushola : 1 ruangan
Toilet : 2 Unit




Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman — Balai P3KP Sulawesi |

STATUS KANTOR BALAI DAN SATKER

Satker Sulawesi Utara

. —

T

e |

Satker Gorontalo

KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Satker Maluku Utara

Lokasi :

Ruko Business 8 JI. Ring Road
No.1, Paal IV, Kec. Tikala, Kota
Manado, Sulawesi Utara 95129

Status :Sewa

Lokasi :

JI. KH. Adam Zakaria N0.9, Dembe
Jaya, Kec. Kota Utara, Kota
Gorontalo, Gorontalo 96121

Status : Sewa

Lokasi :

JI. Salim Fanbayo, No. 105, Kelurahan
Tana Raja, Kecamatan Ternate Tengah,
Kota Ternate

Status : Sewa
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OVERVIEW KEGIATAN BP3KP SULAWESI |

SATKER SULAWESI UTARA SATKER GORONTALO SATKER MALUKU UTARA

KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Kegiatan Saat ini:

BSPS (748 unit)
 Delineasi Pesisir: 695 unit
 Delineasi Perkotaan: 53 unit

RUMAH KHUSUS (287 unit)

* Huntap Pasca Bencana Gunung
Ruang, Kab. Bolaang Mongondow
Selatan, Sulawesi Utara

Kegiatan Saat ini:

PSU (501 unit)

« Palma Residence (83 unit)

« Perum Rifka Lestari (253 unit)
« Amanda Residence (103 unit)
« Alya Residence (62 unit)

PENANGANAN KAWASAN KUMUH
(18,81 Ha)
 Lekobalo, Kota Gorontalo

PENANGANAN SANITASI (100 unit)
 Lekobalo, Kota Gorontalo

Kegiatan Saat ini:

BSPS (674 unit)
* Delineasi Pesisir: 384 unit
 Delineasi Perkotaan: 290 unit

RUMAH KHUSUS (49 unit hunian, 1

Mushola dan PSU)

* Huntap Pasca Bencana Banjir
Bandang di Kota Ternate Provinsi
Maluku Utara
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PETA SEBARAN KEGIATAN DI PROVINSI SULAWESI UTARA MrruBLIK TRbonEse AN
O R B B
KOTA BITUNG KHPULAUAN SI " o :
20 Unit

TAQULANDANG BIKRO %
a )

‘o

-

BSPS PESISIR
(695 UNIT)

KAB. MINAHASA

38 Unit

KAB. MINAHASA SELATAN
57 Unit

KAB. BOLAANG
MONGONDOW SELATAN
100 Unit

WILAYAH KEPULAUAN

0
MONGON UTARA

KAB. BOLAANG

BOLAANG
MONGONDOW Zlc)ONGQNDow
DESA MODISI 0 Unit
287 Unit KAB. BOLAANG

MONGONDOW UTARA

1AM 1 lenid
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PETA SEBARAN KEGIATAN DI PROVINSI GORONTALO MeruBtIK tnoonEsia AN

POHUWATO BOAL EMO

° Kel. Lekobalo ¢
100 Unit - |
m ° Perumahan Palma Residance
X a 83 Unit
° KoL LOKODAIO ¢:v:cisssesssisncisionivna el Perumahan Rifka Lestari
18,81 Ha 253 Unit

o Perumahan Amanda Residence
103 Unit
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PETA SEBARAN KEGIATAN DI PROVINSI MALUKU UTARA MrruBLIK TRbonEse AN

BSPS PESISIR
(384 unit)

KABUPATEN HALMAHERA UTARA

105 Unit

KABUPATEN HALMAHERA

BARAT

128 Unit 3
KABUPATEN PULAU SULA

64 Unit

KABUPATEN KEPULAUAN

MOROTAI

87 Unit

KOTA TERNATE

126 Unit

KOTA TIDORE KEPULAUAN
164 Unit

<9

N G0

KOTA TERNATE

49 Unit Rumah, 1 Musholq,
PSU




PROGRES

ANGGARAN

BALAI P3KP N
SULAWESI | .

Status: 16 Januari 2026
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PROGRES ANGGARAN

SATUAN KERJA

DIPAUNIT

JUMLAH
DIPA

REALISASI (%)

KEUANGAN

REALISASI (Rp)

1 SATKER BALAI 3,555,622,000.00 79.89 2,840,418,245.00
BP3KP SULAWESI | SEKJEN 1,145,952,000.00 1 91.02 1,043,026,101.00
BP3KP SULAWESI | TKPR 303,466,000.00 1 99.41 301,666,459.00
BP3KP SULAWESI | KP 610,426,000.00 1 84.20 514,005,086.00
BP3KP SULAWESI | DESA 314,556,000.00 1 90.26 283,912,194.00
BP3KP SULAWESI | KOTA 1,181,222,000.00 1 59.08 697,808,405.00

2 SATKER SULUT 158,826,868,000.00 99.64 158,247,705,167.00
SATKER PKP PROV. SULUT SEKJEN 1,190,091,000.00 1 90.36 1,075,407,623.00
SATKER PKP PROV. SULUT KP 15,469,687,000.00 1 99.55 15,400,096,263.00
SATKER PKP PROV. SULUT DESA 140,325,204,000.00 1 99.85 140,112,999,405.00
SATKER PKP PROV. SULUT KOTA 1,841,886,000.00 1 90.08 1,659,201,876.00

3 SATKER GORONTALO 11,617,232,000.00 80.35 9,334,141,535.00
SATKER PKP PROV. GORONTALO | SEKIEN 688,873,000.00 1 89.83 618,831,762.00
SATKER PKP PROV. GORONTALO KP 10,302,871,000.00 1 81.18 8,363,643,663.00
SATKER PKP PROV. GORONTALO DESA 117,423,000.00 1 72.24 84,825,688.00
SATKER PKP PROV. GORONTALO KOTA 508,065,000.00 1 52.52 266,840,422.00

4 SATKER MALUT 42,095,440,000.00 93.49 39,356,717,149.00
SATKER PKP PROV. MALUT SEKJEN 1,017,271,000.00 1 91.29 928,656,312.00
SATKER PKP PROV. MALUT KP 16,420,364,000.00 1 99.99 16,419,079,208.00
SATKER PKP PROV. MALUT DESA 16,069,470,000.00 1 84.35 13,554,446,699.00
SATKER PKP PROV. MALUT KOTA 8,588,335,000.00 1 98.44 8,454,534,930.00
TOTAL 216,095,162,000.00 97.08 209,778,982,096.00

KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Status : 23 Januari 2026



Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman — Balai P3KP Sulawesi |

PROGRES ANGGARAN PER PROGRAM

SATUAN KERJA

PAGU total (Rp)

KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN

PROGRAM DUKMAN

PAGU (Rp)

KEUANGAN
REALISASI %

PAGU (Rp)

PROGRAM KP
KEUANGAN
REALISASI (Rp)  REALISASI %

BP3KP SULAWESI |

3,555,622,000.00

1,449,418,000.00

REALISASI (Rp)
1,344,692,560.00

92.77

2,106,204,000.00

1,495,725,685.00 71.02

SATKER PKP PROV. SULUT

158,826,868,000.00

1,190,091,000.00

1,075,407,623.00

90.36

157,636,777,000.00

157,172,297,544.00 99.71

SATKER PKP PROV. GORONTALO

11,617,232,000.00

688,873,000.00

618,831,762.00

89.83

10,928,359,000.00

8,715,309,773.00 79.75

Al WIN| -

SATKER PKP PROV. MALUT

42,095,440,000.00

1,017,271,000.00

928,656,312.00

91.29

41,078,169,000.00

38,428,060,837.00 93.55

TOTAL

216,095,162,000.00

4,345,653,000.00

3,967,588,257.00

91.30

211,749,509,000.00

205,811,393,839.00 97.20

Status : 23 Januari 2026
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PROGNOSIS BP3KP SULAWESI |

KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Realisasi s/d 31 Desember 2025 Prognosis 31 Desember
Satker Pagu (RP) Persentase

Realisasi (Rp) Persentase (%) Prognosis (Rp) (%)
Balai P3KP Sulawesi 1 3,555,622,000.00 2,840,418,245.00 79.89% 3,200,059,800.00 90.00%
Satker PKP Prov Sulawesi Utara| 158,826,868,000.00, 158,247,705,167.00 99.64% 158,498,383,000.00 99.79%
Satker PKP Prov Gorontalo 11,617,232,000.00 9,334,141,535.00 80.35% 9,565,128,397.00 82.34%
Satker PKP Prov Maluku Utara 42,095,440,000.00, 39,356,717,149.00 93.49% 39,503,989,897.00f 93.84%
Total 216,095,162,000.000 209,778,982,096.00 97.08% 210,767,561,094.00 97.53%

Status : 23 Januari 2026

* Untuk Satuan Kerja BP3KP Sulawesi | tidak 100% Karena ada Dana Sisa Swakelola di DIPA Sekjen dan Ditien Perkotaan
* Untuk Satuan Kerja PKP Provinsi Gorontalo tidak 100% Karena ada Dana Sisa Lelang di DIPA KP (PSU, Sanitasi dan Kumuh)

* Untuk Satuan Kerja PKP Provinsi Sulawesi Utara tidak 100% Karena ada Dana Sisa Swakelola di DIPA Sekjen

* Untuk Satuan Kerja PKP Provinsi Maluku Utara tidak 100% Karena ada sisa Dana Kontrak Pembayaran Tunggakan Huntap, di DIPA Perdesaan, dan Sisa Dana Operasional dan Honorarium

Sekjen, KP dan Perkotaan



PROGRES KEUANGAN

SATKER BP3KP SULAWESI | SEKRETARIAT JENDERAL

Pagu :Rp. 1.145.952.000
SEKRETARIAT JENDERAL

691417

Realisasi :Rp. 1.043.026.101

DETAIL PENYERAPAN ANGGARAN per 31 Dec 2025

PERSENTASE
KODE KEGIATAN (KRO/RO) NILAIREALISASI REALISASI
Operasional dan Pemeliharaan .
EBA.994.002.A Cantor BP3KP Sulawes | Rp. 413.041.331 82.81%
(V)
91.02%
EBA.994.002.B Langganan Daya dan Jasa Rp. 71.266.766 93.77%
EBA.994.002.C Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rp. 191.326.245 99.96%
EBA.994.002.D Honor Operasional Satuan Kerja Rp. 232.830.000 94.97%

EBA.994.002.E Koordinasi dan Konsolidasi Rp. 134.561.759 99,95%
Penyelenggaraan Perumahan




PROGRES KEUANGAN

SATKER BP3KP SULAWESI | KAWASAN PERMUKIMAN

DIREKTORAT JENDERAL Pagu : Rp. 610.426.000

KAWASAN PERMUKIMAN e |
691471 Realisasi : Rp. 514.005.086

DETAIL PENYERAPAN ANGGARAN per 31 Dec 2025

PERSENTASE
KODE KEGIATAN (KRO/RO) NILAI REALISASI REALISAS
Pemantauan Penyelenggaraan Perumahan 0
FAE.001.100.A dan Kawasan Permukiman BP3KP Sul Rp.168.524.652 86.30%
84.20%
° FAE.003.100.A Pemantauan dan Evaluasi Peningkatan Rp. 296.158.814 81.11%
Kualitas dan Penanganan Kumuh
PBE001.100.A Penyelenggaraan Klinik Perumahan dan Rp. 49.321.620 89,64%

Kawasan Permukiman




PROGRES KEUANGAN

SATKER BP3KP SULAWESI | PERDESAAN

DIREKTORAT JENDERAL Pagu - RD. 314.556.000
PERUMAHAN PERDESAAN L
691525 REEIRER)

283.912.194

DETAIL PENYERAPAN ANGGARAN per 31 Dec 2025

PERSENTASE

KODE KEGIATAN (KRO/RO) NILAIREALISASI REALISASI

Sinkronisasi Penyelenggaraan Perumahan

AEA.001.100.A
Perdesaan

Rp.283.912.194 90.26%




PROGRES KEUANGAN

SATKER BP3KP SULAWESI | PERKOTAAN

DIREKTORAT JENDERAL Pagu :Rp. 1.181.222.000

PERUMAHAN PERKOTAAN e .
691579 REEIURER :Rp. 697.808.405

DETAIL PENYERAPAN ANGGARAN per 31 Dec 2025

PERSENTASE

KODE KEGIATAN (KRO/RO) NILAIREALISASI REALISASI

Sinkronisasi dan Koordinasi
ABF.001.100.A Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan Rp. 293.483.348 74.37%
Pusatdan Daerah

Verifikasi Bantuan Pembangunan 0
59 _ 08% ABF.004.100.A e Rp. 42.584.921 24,87%
ABE.005.100.A Verifikasi Bantuan Peningkatan Kualitas Rp. 105.464.046 33.75%
Perumahan Perkotaan
FAE.001.100.A Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Rp. 256.276.090 84.61%

Perumahan Perkotaan




PROGRES KEUANGAN SATKER BP3KP SULAWESI |

TATA KELOLA DAN PENGELOLAAN RISIKO

DIREKTORAT JENDERAL Pagu :Rp. 303.466.000
TATA KELOLA DAN PENGELOLAAN RISIKO
691608

CELRER :Rp. 301.666.459

DETAIL PENYERAPAN ANGGARAN per 31 Dec 2025

PERSENTASE
KODE KEGIATAN (KRO/RO) NILAI REALISASI REALISASI
o ABF.004.100.D Pembangunan Zona Integritas BP3KP Rp. 128.934.532 99.77%
99.41% Sulawesi|

ABF.005.100.A Penerapan Manajemen Risiko Rp.172.731.927 99.14%




REALISASI

FLPP

BP3KP SULAWESI |

DAN KUR
PERUMAHAN
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DAN KAWASAN PERMUKIMAN

REALISASI PENYALURAN FLPP PROVINSI SULAWESI UTARA \

Sumber : BP Tapera 25 November 2025

2406 2957B 5 6

UNIT Nominal FLPP Bank Asosiasi

/0 110 1 11

Pengembang Perumahan Provinsi Kab/Kota

‘ FLPP - Tahun Realisasi

423
339

o b

o/O"\“

29 52 b
ol

January 2025 July 2025

367

Unit
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REALISASI PENYALURAN FLPP PROVINSI GORONTALO U R T Y i

Sumber : BP Tapera 25 November 2025

1502 1879B 5 6

UNIT Nominal FLPP Bank Asosiasi

61 103 1 (|

Pengembang Perumahan Provinsi Kab/Kota

FLPP - Tahun Realisasi
318
202 218
/”‘\ / \
101
83 82
23 Y b\d 39
o

o

January 2025 July 2025
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DAN KAWASAN PERMUKIMAN

REALISASI PENYALURAN FLPP PROVINSI MALUKU UTARA \

Sumber : BP Tapera 25 November 2025

49 6,0B 2 Y.

UNIT Nominal FLPP Bank Asosiasi

7 9 1 4

Pengembang Perumahan Provinsi Kab/Kota

FLPP - Tahun Realisasi

12
1"

Unit
»
p =N

0—0 \GN

April 2025 July 2025 October 2025




PENDATAAN

BANTUAN
COORPORATE
SOCIAL
RESPONSIBILITY
(CSR)
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DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PENDAMPINGAN CSR PERUMAHAN
PENDAMPINGAN CSR PERUMAHAN Dokumentasi CSR PT Sarana Multigriya Finansial (persero)

TOTAL CSR (UNIT) 154

KOMITMEN (UNIT) 154

SELESAI (UNIT) 107
PEMBANGUNAN BARU PENINGKATAN KUALITAS
KOMITMEN (UNIT) 88 KOMITMEN (UNIT) 66
SELESAI (UNIT) 65 SELESAI (UNIT) 42

TOTAL CSR PERUSAHAAN BESAR TOTAL CRS LAINNYA
KOMITMEN (UNIT) 73 KOMITMEN (UNIT) 81
SELESAI (UNIT) 55 SELESAI (UNIT) 52
PEMBANGUNAN BARU PEMBANGUNAN BARU
KOMITMEN (UNIT) 58 KOMITMEN (UNIT) 33 : e S : _
SELESAI (UNIT) 55 SELESAI (UNIT) 10 : : E 3 — —E |
PENINGKATAN KUALITAS PENINGKATAN KUALITAS q 7
KOMITMEN (UNIT) 18 KOMITMEN (UNIT) 48 = PROFIL PENERIMA MANFAAT ‘
SELESAI (UNIT) 0 SELESAI (UNIT) 42 Kabupaten : Bolaang Mongondow Selatan B
;‘_' Desa : Motandoi Selatan
L Nama : Karim Igrisa
Jumlah Jiwa :1=3 - P=1 : 4 Jiwa
Ukuran Rumah :6M x 6 M = 36 M?

Status: 31 Desember 2025

P . L T T e T -— TR A .. T B ..
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REKAP CSR BALAI P3KP SULAWESI |

KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Peningkatan Kualitas (PK)

Pembangunan Baru (PB)

No. Mitra Kategori Provinsi Kota/ Kab - _ Keterangan
Rencana | Proses | Selesai| Rencana| Proses | Selesai
1 |[BAZNAS Lainnya Gorontalo Kab. Pohuwato 6 Proses konfirmasi
2 |PT. Merdeka Gold Perusahaan |Gorontalo Kab. Pohuwato 35 |[selesai
Lainnya 6 da_ri baznas 6 unit (5 unit baznas RI, 1

3 |BAZNAS Gorontalo Kab. Gorontalo unit baznas kab)

4 | BAZNAS Lainnya Gorontalo Kota Gorontalo 5 12 Proses konfirmasi

5 |BAZNAS Lainnya Gorontalo Kab. Bone Bolango 1 |selesai

6 |PT. Bank SulutGo Perusahaan |Gorontalo Kab. Gorontalo Utara 10 Proses pelaksanaan

Kab. Bolaang Mongondow

7 |PT.SMF Perusahaan |Sulawesi Utara|Selatan 20 |selesai

8 |PT. Meares Soputan MiningPerusahaan |Sulawesi UtaralKab. Minahasa Utara 2 Proses pelaksanaan

9 |PT. Pilar Andalan Lestari |Perusahaan |Sulawesi UtaralKab. Minahasa Utara 1 Proses pelaksanaan

10 |PT. Karya Putra Kawanua [Perusahaan [Sulawesi Utara|Kab. Minahasa Utara 1 Proses pelaksanaan

11 |PT. Manado Maju Perkasa [Perusahaan [Sulawesi Utara|Kab. Minahasa Utara 1 Proses pelaksanaan

12 |PT. Viola Putri Mandiri Perusahaan [Sulawesi Utara|Kab. Minahasa Utara 1 Proses pelaksanaan

13 |PT. Cherry Kasih Abadi Perusahaan [Sulawesi Utara|Kab. Minahasa Utara 1 Proses pelaksanaan

14 |PT. Kharisma Perusahaan [Sulawesi Utara|Kab. Minahasa Utara 1 Proses pelaksanaan

15 |Polres Kotamobagu Lainnya Sulawesi Utara|Kota Kotamobagu 1 selesai

16 |BAZNAS Lainnya Maluku Utara |Kota Ternate 1 4 Perencanaan

17 |PLN Lainnya Maluku Utara |Kota Tidore Kepulauan 1 Perencanaan

12 Total Sulut ada 44 unit, konfirmasi lagi

18 Kota Manado ke baznas sulut

19 BAZNAS Lainnya |Sulawesi UtaralKab. Kepl. Sangihe 3 [selesai

_ _ ' 29 A_da 29 unit lain yg belum diketahui
20 Lainnya (belum diketahui) dimana
TOTAL 1 23 42 5 18 65 154
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DOKUMENTASI CSR PT. MERDEKA GOLD \ N AN TN
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DOKUMENTASI CSR BAZNAS SULAWESI UTARA Rerusik Thoanesia
LAPORAN DOKUMENTASI PROGRES PEMBANGUNAN RLHB
' NAMA MUSTAHIK - [SUMIATI UMPEL
ALAMAT - | JI. Pumorow Banjeer, Tikala, Manado O e o )
.| PEKERJAAN . | Pedagang
4| JUMLAH PENGHASILAN . | Rp. 2.000.000

= | JUMLAH ANGGOTA KELUARGA : | 3 Jiwa
| JUMLAH BANTUAN BAZNASRI | : | Rp. 25.000.000

= | JUMLAH BANTUAN PIHAK LAIN| : | Rp.
(BAZNAS DAERAH, DLL)

MITRA PELAKSANA . | BAZNAS PROV SULAWESI UTARA
PIC PELAKSANA . | Asrianti D.A Mokodompit |

A M0

100%

0% | “ 30% Konstruksi oleh Tukang
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DOKUMENTASI CSR BAZNAS SULAWESI UTARA \_ R T Y i

LAPORAN DOKUMENTASI PROGRES PEMBANGUNAN RLHB

% 0 %

NAMA MUSTAHIK . HENDRA TAHUPIA S
ALAMAT - | Lingkungan VII, Pandu, Bunaken Badgﬁ%ﬂﬁg) "
PEKERJAAN . | Buruh

JUMLAH PENGHASILAN . | Rp. 2.000.000

JUMLAH ANGGOTA KELUARGA : | 5 Jiwa
JUMLAH BANTUAN BAZNASRI | : | Rp. 25.000.000

JUMLAH BANTUAN PIHAK LAIN| : | Rp.
(BAZNAS DAERAH, DLL)

MITRA PELAKSANA . | BAZNAS PROV SULAWESI UTARA
PIC PELAKSANA : | Asriyanti D.A Mokodompit

i

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
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DOKUMENTASI CSR BAZNAS SULAWESI UTARA it o ol S

LAPORAN DOKUMENTASI PROGRES PEMBANGUNAN RLHB

~f~ NAMA MUSTAHIK . RITA MOKOGINTA e
H ALAMAT - | Lingk IV, Bumi Nyiur, Wanea, Manado BadEﬁilZEtNgonal

| PEKERJAAN . | Pedagang
JUMLAH PENGHASILAN . | Rp 2.000.000

- o JUMLAH ANGGOTA KELUARGA| : | 4 Jiwa
JUMLAH BANTUAN BAZNAS RI | : | Rp. 25.000.000

§ JUMLAH BANTUAN PIHAK LAIN| : [ Rp. 0
} | (BAZNAS DAERAH, DLL)

4 MITRA PELAKSANA

BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara

Konstrusi .6IeTukang
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DOKUMENTASI CSR BAZNAS SULAWESI UTARA

LAPORAN DOKUMENTASI PROGRES PEMBANGUNAN RLHB

LB

KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN

BAZNAS

NAMA MUSTAHIK . JARSAD HUSAIN
ALAMAT Lingk IV, Bumi Nyiur, Mando
PEKERJAAN Buruh

JUMLAH PENGHASILAN . | Rp. 400.000
JUMLAH ANGGOTA KELUARGA : | 3 Jiwa

JUMLAH BANTUAN BAZNAS RI | : | Rp. 25.000.000
JUMLAH BANTUAN PIHAK LAIN| : | Rp.

(BAZNAS DAERAH, DLL)

MITRA PELAKSANA

BAZNAS Prov. Sulawesi Utara

0%

PI A

Konstrukéi oleh Tukang |

BAZNAS

Badan Amil Zakat Nasional
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DOKUMENTASI CSR BAZNAS SULAWESI UTARA i i e e s

LAPORAN DOKUMENTASI PROGRES PEMBANGUNAN RLHB

NAMA MUSTAHIK . JAL YASIR MOKODOMPIT
ALAMAT - | Desa Busisingo, Sangkub, Bolmut 5 .dEﬁE mﬁgo o
| PEKERJAAN . | Petani

JUMLAH PENGHASILAN : [ Rp. 1.500.000
w\ JUMLAH ANGGOTA KELUARGA| : | 4 Jiwa
JUMLAH BANTUAN BAZNASRI | : [ Rp. 25.000.000

JUMLAH BANTUAN PIHAK LAIN| : | Rp.
(BAZNAS DAERAH, DLL)

MITRA PELAKSANA : | BAZNAS Prov. Sulawesi Utara
PIC PEI:AKSANA Asriyanti D.A Mokodompit

0% | 30% | Konstrksi oleh Tukng



PENDAMPINGAN
RP3KP DAN
RP2KPKPK
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PENDAMPINGAN RP3KP KABUPATEN/KOTA TAHUN 2025 e e e

Peta Lingkup Administrasi Balai
BP3KP Sulawesi |

Kabupaten/Kota Jenis Kegiatan Sampai Bulan November
- Provinsi Sulawesi Utara
1 |Kabupaten Kepulauan Talaud Penyusunan Profil

2 |Kabupaten Minahasa Laporan Akhir, memasuki proses legalisasi

(prolegda)
Provinsi Gorontalo
1 |Kabupaten Gorontalo Proses Legalisasi Perda
Provinsi Maluku Utara
1 |Provinsi Maluku Utara Penyusunan Profil
2 |Kabupaten Kepulauan Taliabu Penyusunan Profil
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PENDAMPINGAN RP2KPKPK KABUPATEN/KOTA TAHUN 2025

Peta Lingkup Administrasi Balai
BP3KP Sulawesi |

Kabupaten/Kota Jenis Kegiatan Sampai Bulan November
Provinsi Sulawesi Utara
1 Kabupaten Bolaang Mongondow Draf Laporan Akhir
Selatan
- 2 |Kabupaten Minahasa Tenggara Penyusunan Data dan Fakta
..
! Provinsi Gorontalo
KAB. BOI.AANG
MONGONDOW . .
SEA 1 |Kabupaten Gorontalo Proses Legalisasi Perbup
Provinsi Maluku Utara
KAB KEPULAUAN
KAB TALIABU su._A .

1 |Kabupaten Kepulauan Taliabu Penyusunan Data dan Fakta
2 |Kabupaten Kepulauan Sula Penyusunan Data dan Fakta




KEGIATAN BALAI
P3KP SULAWESI |
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KEGIATAN BALAI P3KP SULAWESI | <A

KEGIATAN PENERIMAAAN CPNS DI BALAI P3KP SULAWESI |

@]

SKE SSUAWES T
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KEGIATAN BALAI P3KP SULAWESI |

KEGIATAN SINKRONISASI PROGRAM DAN PENDATAAN 3 JUTA RUMAH

KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN

= /7Y —
SINKIF S| PROGRAM NSOL|
TAA! {AHAN DI W1I ALAI

SULAWESI |
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KEGIATAN BALAI P3KP SULAWESI |

KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN

KEGIATAN SINKRONISASI PROGRAM DAN PENDATAAN 3 JUTA RUMAH

!illlliiibm

‘ ;r,,:{ ’ 'f) \’rf"".‘r
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KEGIATAN BALAI P3KP SULAWESI | \ By

KEGIATAN MONITORING FLPP
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KEGIATAN BALAI P3KP SULAWESI |

KEGIATAN ZI, SPIP DAN MANAJEMEN RISIKO

BEIKP SULAWES!

KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
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KEGIATAN BALAI P3KP SULAWESI |

KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
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KEGIATAN BALAI P3KP SULAWESI |

KEGIATAN BENCHMARKING ZONA INTEGRITAS
v ’

BADAN POM

sa3p0N ol Manzclo

KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
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KEGIATAN BALAI P3KP SULAWESI |

KEGIATAN KLINIK PKP

Kontak Yang Bisa Di

Tanggal

Hubungi

Alamat

Kegiatan

Uraian Keluhan

Belum ada masalah yg

Peran TFL

30 Oktober 2025 Elis Kulati 08525655478 Nunuka BSPS dihadapi (karena masih Sangat bagus
proses penyaluran material)
Belum ada masalah yg
30 Oktober 2025 Reki Nasiki 08154332682 Nunuka BSPS dihadapi (karena masih Bagus
proses penyaluran material)
Belum ada masalah yg A afl oy
. . ; Koordinasi setia|
30 Oktaber 2025 Pardi Bouti 085757667161 Nunuka BSPS dihadapi (karena masih ot P
proses penyaluran material)
Belum ada masalah yg
30 Oktober 2025 | Waris Pasune 085143805004 Milangodaa BSPS dihadapi (karena masih Tidak ada kendala
proses penyaluran material)
Sucipto Belum ada masalah yg
30 Oktober 2025 Daalasvan 085240416505 Milangodaa BSPS dihadapi (karena masih Tidak ada kendala

proses penyaluran material)

Sosialisasi Klinik PKP

| ===
|- v
- |

PROGRAM _ |

Layanan Klinik PKP

GUNAKAN APD
AGAR SELAMAT 7
=

GUNAKAN APD.
AGAR SELAMAT
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KEGIATAN BALAI P3KP SULAWESI |

KEGIATAN KLINIK PKP

Kontak Yang Bisa Di .
Tanggal Hubungi Alamat Kegiatan Pengaduan
Sejauh ini belum ada keluhan pembangun
1 |20 November 2025 Rusmina Abas - Desa Gubuk BSPS |BSPS
Kusuma
- masih terkendala dari segi pembiayaan
2 |20 November 2025| Asnawi Suleman - Desa Gubuk BSPS |- material masih mahal untuk swadaya bsps
Kusuma
'-Material untuk swadaya bsps masih mahal di
3 |20 November 2025| Adenan Johar 081340143813 Desa Gubuk BSPS |desa
Kusuma
Kesulitan ketersediaan material khususnya pasir
4 |20 November 2025 Maria Ridwan 082267764915 Malikrugi ternate] BSPS |ayak
tengah
Mato Alhamdulillah proses pembangunan berjalan
5 |20 November 2025 ‘081352792033 Kelurahan BSPS |lancar tanpa ada pungutan
pulaba

Sosialisasi Klinik PKP




Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman — Balai P3KP SULAWESI |

KEGIATAN BALAI P3KP SULAWESI |

KEGIATAN KLINIK PKP

Koordinasi penyusunan Berkas RP2KPKPK dan RP3KP Sosialisasi Program 3 Juta Rumah di Balai
Kelurahan Batu Putih Atas
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KEGIATAN BALAI P3KP SULAWESI |

KEGIATAN KLINIK PKP

N
sOSIAI.lSASlP NGH!.!BNE!NA‘;A

HUNIAN TETAP P PASCA
KOTABITUNG, 22/

SOSIALISAS| PENGHUNIAN DAN PEMELIHARAAN ASET
HUNJAN TETAP PASCA BENCANA ERUPSI GUNUNG RUANG

KOTA BITUNG, 22 DESEMBER 2025

SOSIALISASI PENGHUNIAN DAN PEMANFAATAN ASET HUNIAN TETAP PASCA BENCANA ERUPSI GUNUNG RUANG
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KEGIATAN BALAI P3KP SULAWESI |

IMPLEMENTASI ZONA INTEGRITAS PADA BP3KP SULAWESI |

HEMENTERIAN PERUMAMAN DAN KAWASAX PERMUKIMAX
BALAI PELAKSANA PENTEDIAAN PERUMANAN DAN
KAWASAN SULAWEST 1

PERMUKIMAN
A B B 3 Wi s £, 0, Tons, Ko T, K Moo, oo Cours 9530

KEPUTUSAN
-:(m bAu\ PELAKSANA PENY EDIAAN PERUMARAN

20N MTEGHRY 1§ MENLL

WA
MELAYAN (WBSH) O L
DAN KAWASAN PERMUSMAN SUAWES! 1

KEPALA BALN PELA
BRAWES |
Morsmbang © Binwe pads periode hen 2031 higga tshun 2024 Dvektont Jenderd
Parumahan ne
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Mongiogat 1 Perasen Mestes Rowraha Nagrs don Redomant

Tatun 2021
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SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KERA
WO JARATAN UNIT KERUA I KEDUDUKAN DALAM TIM
Peranygng Jawah
| KeteaSanghip Koudnake
| il Kt VRangiap Koordiralor
[ W reha b
T Haordnator
Aagxta
i L -
I Fogta
1 Avaxts
T K nator
T Fogta
Aveta
| Aoayta
: TPrayciia | Badur ST T Kngeta
Reoronaa
Avgyin
Agcis
Rngcta
| Aogta
1. [Maya yaced § MM [ Kaordratn
2 Audoey howta Sambs. § 17 T 1 Aggeia
3 anwuiine Ndne Deecrs Birng § A Anggcta
4. | Fugi Donwito Gabe, S Ars | Aotz
4 Warenia Sarn dsmee. 5 A Rogie

| gett Kutmasets, S Mom

PENANDATANGANAN PENCANANGAN DAN PEMBENTUKAN POKIJA ZI BP3KP SULAWESI |




Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman — Balai P3KP SULAWESI |

KEGIATAN BALAI P3KP SULAWESI |

IMPLEMENTASI ZONA INTEGRITAS PADA BP3KP SULAWESI |

Satker Balai Satker Sulut Satker Gorontalo Satker Malut
Dirga Saskia Enricho Will

PENETAPAN AGEN PERUBAHAN
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KEGIATAN BALAI P3KP SULAWESI |

INOVASI AGEN PERUBAHAN BP3KP SULAWESI |

KEMEN

Kriteria
Panada

Kriteria PegawaiAndalanAntiDelay(PANADA)

Datang Tepat Waktu(TidakTerlambatMelebihi 07.30)
Pegawai hadir dikantor sebelum atautepatpukul 07.30, serta
konsisten menjagakedisiplinan waktu.Ketepatan hadir ini
menunjukkan komitmen terhadap aturanjamkerja dan rasa tanggung
jawab terhadap tugas.

Tidak Pernah Lupa Melakukan Absen [
Pegawai selalu melakukan absen masuk dan pulang sesuai
E L q tanpa kelalaian. Konsistensi ini mencerminkan sikap dis |
kepedulian terhadap administrasi kehadiran, dan keterati;m!(\jalam I | i
bekerja. L N \ \; 4 g ”

. L

ketentuan ;' e

KEMEN

N

Reward Pegawai AndalanAntiDelay(PANADA)

f“/Dipajang pada Wallof Fame"BestEmployee ofthe
Month”

Pegawai yang terpilih akan ditampilkan pada dinding
penghargaan sebagai bentuk apresiasi dan motivasi bagi
seluruh pegawai. Foto dan identitasnya akan terpampang
selama satu bulan penuh sebagai simbol prestasi
kedisiplinan waktu.

~ Mendapatkan Hadiah Kue Panada EGAWAI DALAN NTI EL Y
A\ Sebagai bentuk penghargaan yang khas dan berkesan,
fbegawai terpilih menerima kue panada spesial. Hadiah ini
’,'-"melambangkan semangat lokal serta menjadi simbol
ketekunan dan konsistensi dalam hadir tepat waktu.
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KEGIATAN BALAI P3KP SULAWESI |

INOVASI AGEN PERUBAHAN BP3KP SULAWESI |
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KEGIATAN BALAI P3KP SULAWESI |

IMPLEMENTASI ZONA INTEGRITAS BP3KP SULAWESI |

\ I Layanan Klinik PKP
e N

——rar A

Area Bermain Anak
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KEGIATAN BALAI P3KP SULAWESI |

IMPLEMENTASI ZONA INTEGRITAS BP3KP SULAWESI |

KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

\NIA N DAN [ BN

MAKLUMAT PELAYANA

Dengan ini, kami seluruh penyelenggara pelayanan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP)
Sulawesi |, menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat sesuai Standar Pelayanan yang telah ditetapkan.

Kami berkomitmen untuk :

1.Memberikan pelay 1 secara profesional, transparan, akuntabel, cepat, tepat, dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(KKN).

2.Menyediakan informasi pelayanan yang akurat, mudah diakses serta dapat dipertanggungjawabkan melalui media elektronik dan
non-elektronik.

3.Melaksanakan seluruh proses pelayanan dengan mengutamakan kepuasan masyarakat dan berorientasi pada nilai BerAKHLAK.

4.Menjamin pelayanan teknis perumahan dan permukiman yang responsif, inklusif serta sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

5.Menindaklanjuti setiap pengaduan, saran dan masukan masyarakat secara cepat serta melakukan perbaikan berkelanjutan.

Apabila kami tidak menepati janji ini, kami siap menerima konsekuensi sesuai ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.

Manado, 10 November 2025
Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan
dan Kawasan Permukiman Sulawgsi |,




Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman — Balai P3KP Sulawesi | KEMENTERIAN PERUMAHAN

BMN BP3KP SULAWESI | YANG SUDAH DI TKTM _ DN AW FERNUKAAN

Tahun
Perolehan

Penerima Alih Status Total Nilai Perolehan

Nama Satker Nama Barang

FLAT RUMAH SUSUN PERMANEN/KODAM KALASEY 2022

SATKER PP SULUT PERLATAN DAN MESIN/MEUBELAIR Kementerian IDR 21,730,007,100.
2022 Pertahanan

FLAT RUMAH SUSUN PERMANEN/KOREM
GORONTALO Kementerian

SATKER PP PERALATAN DAN MESIN/MEUBELAIR 2022 Pertahanan IDR 23,750,380,000
GORONTALO
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STATUS LIKUIDASI BMN DI BP3KP SULAWESI |

Jenis BMN

Persediaan

Selain Tanah
Bangunan

Satker Sulut

Persediaan

Satker Gorontalo

Selain Tanah dan
Bangunan

Satker Malut Persediaan

Selain Tanah dan
Bangunan

Daftar Barang

Pembangunan huntap, revitalisasi,
Landscape, dll

Peralatan dan Mesin

Pembangunan xix rusun paramedis

Peralatan dan Mesin

Panel RISHA ,MK,Pemeliharaan

Aset Perkantoran (Rak, Lemari, Meja Kerja,
Kamera, Lap top, Printer dll.)

Status Likuidasi

Proses di PKP

Proses di PKP

Proses di PKP

Proses di PKP

Proses di PKP

Proses di PKP

Tahun Perolehan

2023-2024

2016-
2020

2021

2016-2022

2021-
2024

2016-2021

KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Nilai Perolehan

IDR 21,981,015,410.

IDR 978.683.342

IDR 376,785.000

IDR 881,745,750.

IDR 9,873,669,566.

IDR 1,001,092,880.



NO
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STATUS STA BMN BP2P JAWA | DI WILAYAH BP3KP SULAWESI |

KOTA /
SATKER
PENCATAT NAMA BMN ALAMAT LOKASI .
EKS. Rusun Pekerja Bolaang Ul TGS SETNEE), DEEs) Kab. Bolaang
Lalow, Kec. Lolak, Kab.
BANGRUM Mongondow Mongondow
Bolaang Mongondow
EKS. Rusun MBR Kotamobagu igiag%%tnduaéa;a’uzﬁc' Kota
BANGRUM 2016-2017 9 ' Kotamobagu
Kota Kotamobagu
BANGRUM Mongondow Timur yan, - 9 9
Mongondow Timur Timur
JL. Jend. Sudirman
EKS. Rusun Universitas No0.247, Kayubulan, Kec. Kab.
BANGRUM Gorontalo, Kab Gorontalo Limboto, Gorontalo
Kab. Gorontalo
Rusun Sekolah Tinggi SEIE SUEIN EEIETL iy Kab.
EKS. . : Trans Goal, Kec. Sahu
Pertanian Kewirausahaan _. Halmahera
BANGRUM Timur Kab. Halmahera
(STPK Banau) Barat
Barat
EKS. Kota Manado Kel. Pandu, Kec. Kota
BANGRUM Mapanget, Kota Manado = Manado
EKS Desa Lolak, Kec. Lolak, Kab.
: Kab. Bolaang Mongondow Kab. Bolaang Bolaang
BANGRUM
Mongondow Mongondow
EKS Desa Ambang Il, Kec. Kab.
. Kab. Bolaang Mongondow Bolaang Timur, Kab. Bolaang
BANGRUM
Bolaang Mongondow Mongondow

TAHUN SASARAN PENERIMA

KABUPATE PEROLE PENERIMA HIBAH/ALIH

HAN MANFAAT STATUS
Pemerintah
2013 Pekerja AEISUEENN
Bolaang
Mongondow
2017 MBR Pemerintah Kota
Kotamobagu
Pemerintah
Kabupaten
2018 MBR Bolaang
Mongondow
Timur
Peserta Yayasan
Didik Pendidikan
2013 Duluwo Limo
Perguruan
Tinggi Lopoholaa
Gorontalo
2015 Peserta Didik Yayasan STPK
LPKB Banau
2007 Rawan Pemerintah Kota
Bencana Manado
Pemerintah Kab
2007 Nelayan Bolaang
Mongondow
Pemerintah Kab
2010 Nelayan Bolaang

Mongondow

KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN

TOTAL NILAI
PEROLEHAN (RP)
(FISIK & MEBEL)

PROSES SERAH

TERIMA ASET KETERANGAN

PEMBERKASAN
Rp 17,526,468,306 USULAN HIBAH DI
SESDITJEN

Dalam proses balik nama sertifikat lahan
milik Pemkab Bolmong

PEMBERKASAN Dok Eksternal telah diserahkan kepada
Rp 24,243,608,232 USULAN HIBAH DI Bangrum dan akan diproses hibah ke
SESDITJEN Sekjen PKP

Telah Terbit Persetujuan Hibah dari
Presiden, menunggu proses terbit
Persetujuan Hibah Kemenkeu

PROSES TTD

Rp 12,715,416,739 BAST DI PEMDA

PEMBERKASAN
5,659,240,000 USULAN HIBAH DI
SESDITJEN

Dokumen Eksternal diserahkan kepada

Rp BP3KP Jawa | untuk dapat diproses

PROSES

Rp 14,977,106,686 PERSETUJUAN Sementara Dalam Proses Persetujuan

HIBAH DI Hibah di Kemenkeu
KEMENKEU
Rp 882,150,833 BELUM DIPROSES "8l di survey ulang lokasi untuk
dilakukan inventarisasi kondisi aset
Rp 877,301,833 BELUM DIPROSES 8'lu di survey ulang lokasi untuk
dilakukan inventarisasi kondisi aset
Rp  1,172,025,806 BELUM DIPROSES Perlu di survey ulang lokasi untuk

dilakukan inventarisasi kondisi aset
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STATUS STA BMN BP2P JAWA | DI WILAYAH BP3KP SULAWESI |

SATKER

PENCATAT NAMA BMN

EKS. Kab. Bolaang Mongondow
BANGRUM Selatan

EKS. Kab. Bolaang Mongondow
BANGRUM Timur

EKS.
BANGRUM

Rumah Khusus Petugas
Medis Sangihe

Rumah Khusus Atlet Kota
Bitung

EKS.
BANGRUM

EKS.

BANGRUM Kab. Bone Bolango

EKS.
BANGRUM Kab. Gorontalo Utara

EKS.

BANGRUM Kab. Bone Bolango
Rumah Khusus Atlet
Berprestasi Kota Gorontalo
(RSSATLET 19-11)

EKS.
BANGRUM

Rumah Khusus Atlet
Berprestasi Kab. Gorontalo
(RSSATLET 19-12)

EKS.
BANGRUM

KOTA /
ALAMAT LOKASI KABUPATEN
Desa Tolandadu Il, Kec.  Kab. Bolaang
Bolaang Uki, Kab. Mongondow
Bolmong Selatan Selatan
Desa Paret, Kec. Kab. Bolaang

Kotabunan, Kab. Bolaang Mongondow

Mongondow Timur Timur
Puskesmas Enemawira, Kab
Desa Petta, Kec. Tabukan Ke ulaﬁan
Utara, Kab. Kepulauan pua

. Sangihe
Sangihe
Kel. Girian Indah, Kec. .
Girian, Kota Bitung Kota Bitung
Desa Tihu, Kec. Bone Kab. Bone
Pantai, Kab. Bone Bolango  Bolango
Desa Bulalo, Kec. Kab.
Kwandang, Kab. Gorontalo
Gorontalo Utara Utara
Desa Tihu, Kec. Bone Kab. Bone
Pantai, Kab. Bone Bolango = Bolango
Desa Dataho, Kec. Kota
Tibawa, Kota Gorontalo Gorontalo
Komplek Kampus Sultan
Amal Gorontalo, Kel. Kab.
Kayumerah, Kec. Limboto, Gorontalo

Kab. Gorontalo

TAHUN  SASARAN

PEROLE PENERIMA
HAN MANFAAT
2010 Nelayan
2011 Nelayan

Petugas

2019 Medis
2020 Atlet
2008 Nelayan
2010 Nelayan
2011 Nelayan
2019 Atlet
2019 Atlet

PENERIMA
HIBAH /ALIH
STATUS

Pemerintah Kab
Bolaang
Mongondow
Selatan
Pemerintah Kab
Bolaang
Mongondow
Timur
Pemerintah
Kabupaten
Kepulauan
Sangihe

Atlet Berprestasi

Pemerintah
Kabupaten Bone
Bolango
Pemerintah
Kabupaten
Gorontalo Utara
Pemerintah
Kabupaten Bone
Bolango

Atlet Berprestasi

Atlet Berprestasi

NILAI PEROLEHAN

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

(RP)

1,222,315,200

1,066,366,125

221,466,395

177,897,000

493,486,000

1,315,805,277

1,066,366,125

188,513,730

188,513,730

KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN

PROSES SERAH
TERIMA ASET

BELUM DIPROSES

BELUM DIPROSES

PEMBERKASAN
USULAN HIBAH DI
SESDITJEN

PEMBERKASAN

USULAN HIBAH DI
SESDITJEN

BELUM DIPROSES

BELUM DIPROSES

BELUM DIPROSES

PEMBERKASAN
USULAN HIBAH DI
SESDITJEN

PEMBERKASAN
USULAN HIBAH DI
SESDITJEN

KETERANGAN

Perlu di survey ulang lokasi
untuk dilakukan inventarisasi
kondisi aset

Perlu di survey ulang lokasi
untuk dilakukan inventarisasi
kondisi aset

Dokumen Eksternal sudah
diserahkan kepada BP2P Jawa
| untuk dapat diusulkan ke
Sesditjen

Dokumen Eksternal sudah
diserahkan kepada BP2P Jawa
| untuk dapat diusulkan ke
Sesditien

Perlu di survey ulang lokasi.
Untuk dilakukan inventarisasi
kondisi aset

Perlu di survey ulang lokasi.
Untuk dilakukan inventarisasi
kondisi aset

Perlu di survey ulang lokasi.
Untuk dilakukan inventarisasi
kondisi aset

Dokumen Eksternal sudah
diserahkan kepada BP2P Jawa
| untuk dapat diusulkan ke
Sesditjen

Dokumen Eksternal sudah
diserahkan kepada BP2P Jawa
| untuk dapat diusulkan ke
Sesditjen
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STATUS STA BMN BP2P JAWA | DI WILAYAH BP3KP SULAWESI |

SATKER
PENCATAT

EKS
BANGRUM

EKS
BANGRUM

EKS
BANGRUM

EKS
BANGRUM

EKS
BANGRUM

EKS.

NAMA BMN /NOMOR

PAKET

PKPSU11-202 - Kab.
Minahasa Utara |

PKPSU11-203 - Kab.
Minahasa Utara Il

PKPSU11-204 - Kab.
Minahasa Utara Il

PKPSU11-205 - Kab.
Bolaang Mongondow
Utara

PKPSU11-209 - Kab.

Gorontalo Utara

BSPK Kab. Bone

KEMENPERA Bolango 2012

ALAMAT LOKASI /LOKASI
PEMBANGUNAN

1. Perumahan Pemkab. Minut
2. Perumahan The Kalawat

Residence

3. Perumahan Griya Bintang Mas |

1. Perumahan Pesona Lestari

Watutumou

2. Perumahan Mapanget Griya

Indah Korpri

1. Perumahan Agape Griya
2. Perumahan CBA Gold Estate
3. Perumahan Griya Klabat Indah Il

Perumahan Griya MBC

Perumahan PNS Villa Gorontalo

Utara

Desa Tupa, Kec. Bulango Utara,

Kab. Bone Bolango 01

KOTA /
KABUPATEN

Kab. Minahasa
Utara

Kab. Minahasa
Utara

Kab. Minahasa
Utara

Kab. Bolaang
Mongondow
Utara

Kab. Gorontalo
Utara

Kab. Bone
Bolango

TAHUN
PEROLEH

AN

2011

2011

2011

2011

2011

2012

NILAI PEROLEHAN

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

(RP)

2,899,610,008

4,143,324,288

4,386,891,068

443,145,815 ASET HILANG/RUSAK BERAT

666,666,902

132,818,517

PROSES SERAH TERIMA

ASET

PROSES SURAT KESEDIAAN

HIBAH PEMDA

PROSES SURAT KESEDIAAN

HIBAH PEMDA

PROSES SURAT KESEDIAAN

HIBAH PEMDA

PERSETUJUAN HIBAH
(PROSES PENGHAPUSAN)

PEMBERKASAN USULAN

HIBAH DI SESDITJEN

KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN

KETERANGAN

Dalam Proses Penandatanganan Surat
Tidak Bersedia Menerima Hibah dari
Pemerintah Kabupaten

Dalam Proses Penandatanganan
Kesediaan Menerima Hlbah PSU

Dalam Proses Penandatanganan
Kesediaan Menerima Hlbah PSU

dimintakan sk kawasan hutan lindung
yang bersinggungan dengan lahan
bantuan PSU

NH & BAST dalam Proses
Penandatanganan oleh Pemkab

dalam proses pengusulan hibah di
Sesditjen oleh Dit. RUK

Ket : Berdasarkan Koordinasi dengan pihak BP3KP Jawa |, BP3KP Sulawesi | hanya membantu untuk Koordinasi dengan Pemda setempat terkait

dokumen eksternal saja, dan untuk dokumen internal sepenuhnya menjadi tanggung jawab BP3KP Jawa .



PROGRES
KEUANGAN DAN
FISIK

SATKER PKP -
SULAWESI
UTARA




PROGRES KEUANGAN

SATKER PROVINSI SULAWESI UTARA

SEKRETARIAT JENDERAL PagL! : : Rp.1.190.091.000
691418 Realisasi : Rp.1.075.407.623

DETAIL PENYERAPAN ANGGARAN

PERSENTASE
KODE KEGIATAN (KRO/RO) NILAIREALISASI REALISASI
Operasional dan Pemeliharaan 0
EBA.994.002.A Cantor BP3KP Sulawesi | Rp. 441.044.528 92.90 %
EBA.994.002.B Langganan Daya dan Jasa Rp. 94.628.786 96.17 %
EBA.994.002.C Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rp. 109.677.037 96.83 %
EBA.994.002.D Honor Operasional Satuan Kerja Rp. 262.842.776 97.96 %

EBA.994.002.E Operasional Satuan Kerja Rp. 167.214.496 71.04 %




PROGRES KEUANGAN

SATKER PROVINSI SULAWESI UTARA

DIREKTORAT JENDERAL Pagu :Rp.  15.469.687.000
KAWASAN PERMUKIMAN SO
691472 CEINREN : Rp. 15.400.096.263

DETAIL PENYERAPAN ANGGARAN

PERSENTASE
KODE KEGIATAN (KRO/RO) NILAI REALISASI REALISAS
Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan
FAE.003.100.A Kegiatan Pembangunan Rusun, Rp. 84.013.813 81.06 %

Peningkatan Kualitas dan Penanganan
Kumuh

RBB.003.101.A | claksanaan Bantuan Stimulan Rumah Rp. 13.900.000.000 100 %
Swadaya di Kawasan Permukiman

Pendampingan Pelaksanaan Bantuan
RBB.003.102.A Stimulan Rumah Swadaya di Kawasan Rp. 1.416.082.450 96.59 %
Permukiman




PROGRES KEUANGAN

SATKER PROVINSI SULAWESI UTARA

DIREKTORAT JENDERAL Pagu : Rp. 140.325.574.000
PERUMAHAN PERDESAAN Realisasi : Rp. 140.112.999.405
691526

DETAIL PENYERAPAN ANGGARAN

KODE KEGIATAN (KRO/RO) NILAIREALISASI PERSENTASE REALISASI

Pemantauan dan Evaluasi
FAE.001.100.A Penyelenggaraan Perumahan Rp.22.010.000 98,22 %
Perdesaan

Pemantauan dan Evaluasi
FAE.001.100.B Penyelenggaraan Perumahan Rp. 108.394.405 33.96 %
Perdesaan (Pergeseran)

Pelaksanaan Pembangunan Rumah

RBB.002.101.A Rp. 136.041.030.000 100 %
Khusus Perdesaan

RBB.002.102.A SIS WO el 2 S e Rp. 3.841.951.000 100 %
Rumah Khusus Perdesaan

RBB.002.102.8 ' cngawasandan Pengendalian Rp. 99.614.000 99.61 %

Rumah Khusus Perdesaan




PROGRES KEUANGAN

SATKER PROVINSI SULAWESI UTARA

DIREKTORAT JENDERAL Pagu :Rp. 1.841.886.000
PERUMAHAN PERKOTAAN
691580

CELRERN :Rp. 1.659.201.876

DETAIL PENYERAPAN ANGGARAN

PERSENTASE
KODE KEGIATAN (KRO/RO) NILAIREALISASI REALISASI
FAE.001.100.A Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Rp. 370.879.481 71.06 %
Perumahan Perkotaan
RBB.008.100.A Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Rp. 1.060.000.000 100 %

Pengawasan dan Pengendalian Bantuan
RBB.008.100.A Stimulan Perumahan Swadaya Perkotaan Rp. 228.322.395 87.84 %
Sulawesi Utara




RUMAH KHUSUS




PEMBANGUNAN HUNIAN TETAP

PASCA BENCANA ERUPSI GUNUNG RUANG DI SULAWESI UTARA

DATA UMUM BANGUNAN

Nama Rumah Khusus

Pembangunan Hunian Tetap Pasca
Bencana Erupsi Gunung Ruang di
Sulawesi Utara |

Alamat

Kab. Bolaang Mongondow Selatan

Tahun Anggaran

2024-2025 (MYC)

Penerima Manfaat

Masyarakat Terdampak Bencana
Erupsi Gunung Ruang

Tipe Bangunan/Jumlah Unit

287 Unit

Nilai Kontrak Rp. 136.041.030.000,00
DATA KONTRAK
Konsultan MK/SPV PT. INDAH KARYA

Kontraktor Pelaksana

PT. NINDYA KARYA

DATA PELAKSANAAN
Progres Fisik 100 %
\Waktu Pelaksanaan 533 HK
\Waktu Berjalan 533 HK

MINGGU KE -77 MYC (Kontrak)

Rencana Re

100 % 100%

alisasi

Deviasi Keuangan
0% 100%

PERMASALAHAN : \
Proses Penghunian Huntap.
Proses Serah Terima Aset ke peme
rintahDaerah Provinsi Sulawesi
Utara, PemerintahDaerah Kab.
Kepl. Sitaro, Pemerintah
Daerah Kab. Bolaang Mongondow

Selatan. /

Overview Area 2

1. Balai BP3KP akan melakukan

Pek. Lapisan AC-WC (T=5 Cm)

TINDAK LANJUT:

berkoordinasi dengan Pemda
Provinsi Sulawesi Utara, Pemda
Kab.Bolsel dan Kab.
Kepl. Sitaro dalam
Rangka Percepatan Penghunian
dan Relokasi Korban Tedampak
Bencana Erupsi Gunung Ruang
dari Huntara yang
berada di Kota Bitung Ke Hunta
Kab. Bolaang  Mongondow
Selatan.

Balai  Melakukan  Kordinasi
dengan Pemerintah  Provinsi
terkait Serah Terima Aset dan

Pembentukan Kelembagaan Unit
Pengelola Huntap. /




BSPS




PROGRES BSPS PROVINSI SULAWESI UTARA

PAGU TOTAL (FISIK+ PENDAMPINGAN) Delineasi Perkotaan

Delineasi Pesisir

Pagu BSPS Total Rp.17.311.613.000,00 1. Pekerjaan Perbaikan Rumah Tahap Il 1. Pekerjaan Perbaikan Rumah Tahap Il

2. Pekerjaan Penyaluran Bahan Bangunan 2. Pekerjaan Penyaluran Bahan Bangunan

Realisasi Keuangan Pagu Total Dari Toko Penyalur ke Penerima Dari Toko Penyalur ke Penerima
Rp.16.372.700.303,00 Pekerjaan Saat Ini Bantuan Pekerjaan Saat Ini Bantuan

Realisasi Keuangan Pagu Total 3. Pembayaran Toko Tahap | 3. Pekerjaan Persiapan penyaluran Tahap

(%) 94.58 % 4. Pembayaran UpahTahap | 1

5. Pembayaran Toko Tahap Il 4. Pembayaran Toko Tahap |

Pagu Fisik Rp. 14.960.000.000,00 1. Ada nya PB yang Belum Melg ksanakan 1. Tg rdapat Bebergpa PB yang Progres

Peekrjaan dikarenakan Masih dibawah 30% dikarenakan Akses

Realisasi Keuangan PaguFisik  |Rp. 14.960.000.000,00 Menunggu Dana Swadaya Material yang sulit sehingga Progres

Realisasi Keuangan Pagu Fisik Permasalahan 2. Terdapat PB yang mengundurkan Diri Permasalahan Pelaksanaan Pembangunan terhambat.

(%) 100.00 % dikarenakan Keterbatasan Swadaya 2. Adanya PByang hanya bisa

Realisasi Fisik 94.35 % (QS Prov. Sulut) dan Memasuki Hari Raya NATARU mengerjakgn Peml?angu nansehari .

1. Sudah Ditemui dan Akan segera dalam seminggu dikarenakan bekerja
melakukan Pembangunan 1. Sudahdibicarakan dengan Pemerintah
Delineasi Pesisir 695 . . 2. Sudahdila kg kan Mediasi te rhada'p.PB . . Kelurahan Setempat untuk m.elakukan

Tindak Lanjut yang Mengajukan Pengunduran diri Tindak Lanjut Gotong Royong angkut material ke
Delineasi Perkotaan o3 tetapi tetap akan mundur dikarenakan Lokasi Pembangunan
Total 748 tidak cukup dana Untuk melakukan
Swadaya




DOKUMENTASI KEGIATAN PENDAMPINGAN BSPS . ENP
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DOKUMENTASI KEGIATAN FISIK BSPS SULUT
KOTA MANADO

NAMA PB - | JOHAN PONGAYOW
DESA/KELURAHAN - | BUHA
KABUPATEN/ KOTA - | MANADO

JUMLAH BANTUAN BSPS

- | RP.20.000.000




DOKUMENTASI KEGIATAN FISIK BSPS SULUT
KOTA MANADO

NAMA PB - | FIOLEN MAMARIMBING
DESA/KELURAHAN - | BUHA
KABUPATEN/ KOTA - | MANADO

JUMLAH BANTUAN BSPS

- | RP.20.000.000




DOKUMENTASI KEGIATAN FISIK BSPS SULUT
KOTA MANADO

NAMA PB - | EVIE KAUNANG
DESA/KELURAHAN - | BUHA
KABUPATEN/ KOTA - | MANADO

JUMLAH BANTUAN BSPS

- | RP.20.000.000




DOKUMENTASI KEGIATAN FISIK BSPS SULUT
KOTA BITUNG

NAMA PB : | BEN GANSA
DESA/KELURAHAN : | BATU PUTIH ATAS
KABUPATEN/ KOTA .| BITUNG

JUMLAH BANTUAN BSPS : | RP.20.000.000




DOKUMENTASI KEGIATAN FISIK BSPS SULUT
KOTA BITUNG

NAMA PB : | BETI MAKAPIA
DESA/KELURAHAN : | BATU PUTIH ATAS
KABUPATEN/ KOTA .| BITUNG

JUMLAH BANTUAN BSPS : | RP.20.000.000




DOKUMENTASI KEGIATAN FISIK BSPS SULUT
KOTA BITUNG
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NAMA PB - | DJONI LOHONAUMAN
DESA/KELURAHAN - | BATU PUTIH ATAS
KABUPATEN/ KOTA - | BITUNG
JUMLAH BANTUAN BSPS - | RP.20.000.000




DOKUMENTASI KEGIATAN FISIK BSPS SULUT
KAB. BOLAANG MONGONDOW

NAMA PB

: | DJONI LOHONAUMAN

DESA/KELURAHAN

- | BATU PUTIH ATAS

KABUPATEN/ KOTA

: | BITUNG

JUMLAH BANTUAN BSPS

- | RP.20.000.000




DOKUMENTASI KEGIATAN FISIK BSPS SULUT
KAB. BOLAANG MONGONDOW

NAMA PB : | PUJI SUKAMTO
DESA/KELURAHAN . | MOPUYA UTARA
KABUPATEN/ KOTA : | BOLAANG MONGONDOW
JUMLAH BANTUAN BSPS - | RP.20.000.000




DOKUMENTASI KEGIATAN FISIK BSPS SULUT
KAB. BOLAANG MONGONDOW

NAMA PB : | WAYAN MARIYANTO
DESA/KELURAHAN . | MOPUYA UTARA
KABUPATEN/ KOTA : | BOLAANG MONGONDOW
JUMLAH BANTUAN BSPS - | RP.20.000.000




DOKUMENTASI KEGIATAN FISIK BSPS SULUT
KAB. BOLAANG MONGONDOW

NAMA PB : | KIPLITOLINGGUHU
DESA/KELURAHAN . | MOPUYA UTARA
KABUPATEN/ KOTA : | BOLAANG MONGONDOW
JUMLAH BANTUAN BSPS - | RP.20.000.000




DOKUMENTASI KEGIATAN FISIK BSPS SULUT
KAB. BOLAANG MONGONDOW SELATAN

NAMA PB : | YUMAN PUNU

DESA/KELURAHAN : | MAYEMBANGA TIMUR
KABUPATEN/ KOTA : | BOLAANG MONGONDOW SELATAN
JUMLAH BANTUAN BSPS - | RP.20.000.000




DOKUMENTASI KEGIATAN FISIK BSPS SULUT
KAB. BOLAANG MONGONDOW SELATAN

NAMA PB : | JUFRIN TUMBALI
DESA/KELURAHAN : | MAYEMBANGA TIMUR
KABUPATEN/ KOTA : | BOLAANG MONGONDOW SELATAN
JUMLAH BANTUAN BSPS - | RP.20.000.000




DOKUMENTASI KEGIATAN FISIK BSPS SULUT
KAB. BOLAANG MONGONDOW SELATAN

NAMA PB

- | ELIS KULATI

DESA/KELURAHAN

: | NUNUKA RAYA

KABUPATEN/ KOTA

: | BOLAANG MONGONDOW SELATAN

JUMLAH BANTUAN BSPS

- | RP.20.000.000




DOKUMENTASI KEGIATAN FISIK BSPS SULUT
KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA

NAMA PB : | SALAM DJUKA
DESA/KELURAHAN .| TOMBULAN PANTAI
KABUPATEN/ KOTA : | BOLAANG MONGONDOW UTARA
JUMLAH BANTUAN BSPS - | RP.20.000.000




DOKUMENTASI KEGIATAN FISIK BSPS SULUT
KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA

NAMA PB - | LION GOBEL

DESA/KELURAHAN .| TOMBULAN PANTAI
KABUPATEN/ KOTA : | BOLAANG MONGONDOW UTARA
JUMLAH BANTUAN BSPS - | RP.20.000.000




DOKUMENTASI KEGIATAN FISIK BSPS SULUT
KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA

NAMA PB : | SAMSUL LUMOTO
DESA/KELURAHAN - | PONTAK

KABUPATEN/ KOTA : | BOLAANG MONGONDOW UTARA
JUMLAH BANTUAN BSPS - | RP.20.000.000




DOKUMENTASI KEGIATAN FISIK BSPS SULUT
KAB. MINAHASA

NAMA PB JERRY MUMEK
DESA/KELURAHAN SINUIAN
KABUPATEN/ KOTA MINAHASA

JUMLAH BANTUAN BSPS

RP. 20.000.000




DOKUMENTASI KEGIATAN FISIK BSPS SULUT
KAB. MINAHASA

NAMA PB - | STIVO GERUNGAN
DESA/KELURAHAN - | SINUIAN
KABUPATEN/ KOTA - | MINAHASA
JUMLAH BANTUAN BSPS - | RP.20.000.000




DOKUMENTASI KEGIATAN FISIK BSPS SULUT
KAB. MINAHASA

NAMA PB - | REINE TAMBAHANI
DESA/KELURAHAN .| TATAARAN |
KABUPATEN/ KOTA - | MINAHASA
JUMLAH BANTUAN BSPS - | RP.20.000.000




DOKUMENTASI KEGIATAN FISIK BSPS SULUT
KAB. MINAHASA SELATAN

NAMA PB - | DENITEESEN
DESA/KELURAHAN : | RUMOONG BAWAH
KABUPATEN/ KOTA : | MINAHASA SELATAN
JUMLAH BANTUAN BSPS - | RP.20.000.000




DOKUMENTASI KEGIATAN FISIK BSPS SULUT
KAB. MINAHASA SELATAN

Septe mber 2025113122

1 10 36,21845"N 124°34'10,20029'F
Jalan Lelenboto

Buyungon

Kecamatan Amurang [l
Sela

¥ Kabupaten Min,
B O Bans

NAMA PB

. | SARTIJE RAINTAMA

DESA/KELURAHAN

: | RUMOONG BAWAH

KABUPATEN/ KOTA

: | MINAHASA SELATAN

JUMLAH BANTUAN BSPS

- | RP.20.000.000




DOKUMENTASI KEGIATAN FISIK BSPS SULUT
KAB. MINAHASA SELATAN

NAMA PB - | MAXITICOALU
DESA/KELURAHAN : | RUMOONG BAWAH
KABUPATEN/ KOTA : | MINAHASA SELATAN
JUMLAH BANTUAN BSPS - | RP.20.000.000




PROGRES
KEUANGAN
DAN FISIK
SATKER PKP -
GORONTALO




PROGRES KEUANGAN

SATKER PROVINSI GORONTALO

Pagu RKAKL :Rp. 688.873.000

SEKRETARIAT JENDERAL Realisasi  :Rp.  618.831.762
691419

DETAIL PENYERAPAN ANGGARAN

PERSENTASE
‘ KODE KEGIATAN (KRO/RO) NILAI REALISASI e
EBA.994.002.A Layanan Perkantoran Rp. 527.551.762 88,28%
89,83% '
Honorarium PISK
EBA.994.002.B TR Rp. 50.880.000 100,00%
Permukiman
EBA.994.002.C Honorarium PISK Rp. 16.240.000 100,00%
Perdesaan
EBA.994.002.D Honorarium PISK Rp. 24.160.000 100,00%

Perkotaan




PROGRES KEUANGAN

SATKER PROVINSI GORONTALO

DIREKTORAT JENDERAL DETAIL PENYERAPAN ANGGARAN
KAWASAN PERMUKIMAN Pagu RKAKL :Rp.  10.302.871.000
691473 Realisasi Rp. 8.363.643.663
PERSENTASE
KODE KEGIATAN (KRO/RO) NILAI REALISASI REALISASI
RBB.005.102.A Pembangunan Kawasan Kumuh Rp. 3.998.048.000 100%
Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan
FAE.003.100.A Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Rp. 66.318.538 73.24%
Penanganan Kumuh
81,18%
RBB.001.100.0A Eerencanaan dan Supervisi Pembangunan PSU Rp. 124.000.000 20.45%
rov. Gorontalo
RBB.001.108.A Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan PSU Rp. 212.027.335 88,71%
RBB.005.100.A Perencanaan Teknis Penanganan Kawasan Kumuh Rp. 48.590.000 100%
RBB.005.100.B Perencanaan Teknis Kawasan Sanitasi Rp. 36.000.000 100%

SAMBUNGAN DETAIL




PROGRES KEUANGAN

SATKER PROVINSI GORONTALO

DIREKTORAT JENDERAL

ggx\ingN PE RM U KI MAN KODE KEGIATAN (KRO/RO) NILAI REALISASI P::if:gfssf
RBB.005.102.B Pembangunan Kawasan Sanitasi Rp. 1.468.184.000 100%
RBB.005.103.A Pengawasan dan Pengendalian Kawasan Kumuh Rp. 136.767.167 57.69%
RBB.005.103.B Pengawasan dan Pengendalian Kawasan Sanitasi Rp. 99.260.623 58.56%
RBB.001.101.0A Pembangunan PSU Perumahan (Palma Residence) Rp. 341.055.000 100%
RBB.001.101.0B Pembangunan PSU Perumahan (Rifka Lestari) Rp. 1.099.810.000 100%
RBB.001.101.0C Eg's‘?::;‘fs)"a” PSU Perumahan (Amanda Rp. 446.833.000 100%
RBB.001.101.D Pembangunan PSU Perumahan MBR di Perumahan Rp. 286.750.000 100%

Alya Residencell




PROGRES KEUANGAN

SATKER PROVINSI GORONTALO

DIREKTORAT JENDERAL Pagu : Rp. 117.423.000

PERUMAHAN PERDESAAN e .
691527 REEIRER) : Rp. 84.825.688

DETAIL PENYERAPAN ANGGARAN

KODE KEGIATAN (KRO/RO) NILAIREALISASI(Rp) PERSENTASE REALISASI
72; 24% FAE.001 Pelaksanaan Pemantauan,
TR, Pengendalian Kebijakan dan Pelaporan Rp.84.825.688 72,24%

Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan




PROGRES KEUANGAN

ssiee PROVINSI GORONTALO

DIREKTORAT JENDERAL Pagu RKAKL :Rp.  508.065.000
PERUMAHAN PERKOTAAN
‘Rp.  266.840.422

691581 CEIRER)

DETAIL PENYERAPAN ANGGARAN

PERSENTASE
KODE KEGIATAN (KRO/RO) NILAIREALISASI REALISASI
FAE.001.100.0A Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Rp. 266.840.422 52,52%

Perumahan Perkotaan

52,52%



PSU




PAKET PSU

PEMBANGUNAN PSU PERUMAHAN MBR PALMA RESIDENCE

DATA UMUM
Pembangunan PSU Perumahan MBR di
Nama Paket Perumahan Palma Residence, Kota

Gorontalo, Provinsi Gorontalo

J1. Palma, Kelurahan Libuo

Alamat ..

Kecamatan Dungingi Kota Gorontao
Tahun Anggaran 2025
Penerima Manfaat Perumahan Palma Residence

Tipe Perkerasan/Jumlah Unit |Paving Block/83 Unit

Kepemilikan Aset PT. Falindo Karya Prima
Nilai Perolehan Rp. 341.055.000 =
Konsultan Supetrvisi Rendy R.S. Monoarfa, S.T.,
Kontraktor Pelaksana PT. Falindo Karya Prima D k .
erumentasl =
VYaktu Pelaksanaan 85 HK b2 B = \\}%;g\x%\\N\
SisaWaktu 8 HK
p
KEUANGAN (FISIK) PEMBANGUNAN Ruas 6

Rencana | 100% Rencana 100% s

Realisasi | 100% Realisasi 100 %

Deviasi 0% Deviasi 0%




PAKET PSU

PEMBANGUNAN PSU PERUMAHAN MBR RIFKA LESTARI

DATA UMUM

Pembangunan PSU Perumahan MBR
di Perumahan Rifka Lestari, Kab.
Nama Paket Gorontalo, Provinsi Gorontalo
(PSU25-GORONTALO-
KABGORONTALO-02)
Alamat JI. Abdul Gangi Pajuhi, Desa Dumati,
Kec. Telaga Biru, Kab. Gorontalo
Tahun Anggaran 2025
Penerima Manfaat Perumahan Rifka Lerstari Ruas 21 ]
Tipe Perkerasan/Jumlah Unit|Paving Block/ 249 Unit
Kepemilikan Aset PT. Rifka Mutiara Indah
Nilai Perolehan Rp. 1.099.810.000
DATA KONTRAK
Konsultan Supervisi Roki Monoarfa, S.T.
Kontraktor Pelaksana PT. Rifka Mutiara Indah
Waktu Pelaksanaan 90 HK
SisaWaki 8 HK [ Ruas 22 ]{ Ruas 18 ]
KEUANGAN (FISIK) PEMBANGUNAN
Rencana | 100% Rencana 100%
Realisasi | 100% Realisasi 100 %
Deviasi 0% Deviasi 0%




PAKET PSU
PEMBANGUNAN PSU PERUMAHAN MBR AMANDA RESIDENCE

DATA UMUM BANGUNAN

Pembangunan PSU Perumahan MBR
Nama Paket di Perumahan AmandaResidence,
Kab. Gorontalo, Provinsi Gorontalo

JI. Runi S. Kabli Desa Talumelito Kec.

Alamat Telaga Biru
Tahun Anggaran 2025
Penerima Manfaat Perumahan AmandaResidence

Tipe Bangunan/Jumlah Unit  |Paving Block/103 Unit

Kepemilikan Aset PT.Irgi Elektrikal
Nilai Kontrak Rp. 446.833.000
Konsultan Supetrvisi ZulmanL.Yahya, S. Ars
Kontraktor Pelaksana PT.Irgi Elektrikal
Waktu Pelaksanaan 85 HK il ‘ S NG
SisaWaktu 8 HK ‘ g S & =X
[ Ruas 8 ] [ Ruas9 ]
KEUANGAN (FISIK) PEMBANGUNAN
Rencana 100% Rencana 100%
Realisasi 100% Realisasi 100,0 %
Deviasi 0% Deviasi 0%




PAKET PSU
PEMBANGUNAN PSU PERUMAHAN MBR ALYA RESIDENCE 3

DATA UMUM BANGUNAN

Pembangunan PSU Perumahan MBR

Nama Paket di Perumahan Alya Residence 3,
Kota. Gorontalo, Provinsi Gorontalo
Kelurahan Kota Gorontalo Provinsi

Alamat
Gorontalo

Tahun Anggaran 2025

Penerima Manfaat Perumahan Alya Residence 3

Tipe Bangunan/Jumlah Unit  |paving block/62

Kepemilikan Aset

PT Dwi Putri Utama Mandiri

Nilai Kontrak

Konsultan Supervisi

Rp.286.750.000

DATA KONTRAK

Abd. Mashuramadan S. Ars

Kontraktor Pelaksana PT Dwi Putri Utama Mandiri
Waktu Pelaksanaan 55 HK
SisaWaktu 8 HK
KEUANGAN (FISIK) PEMBANGUNAN
Rencana 100% Rencana 100 %
Realisasi 100% | Realisasi 100 %
Deviasi 0% Deviasi 0.%




KUMUH




DATA UMUM BANGUNAN

Peningkatan Kualitas Kawasan

Nama Paket Kumuh
Alamat Kelurahan Lekobalo, Kecamatan

Kota Barat, Kota Gorontalo
Tahun Anggaran 2025

Penerima Manfaat

Masyarakat Kelurahaan Lekobalo,
Kecamatan Kota Barat, Kota
Gorontalo

Tipe Bangunan/Jumlah Unit

Saluran Drainase dan Paving Blok

Kepemilikan Aset

Pemerintah Kota Gorontalo

Nilai Kontrak

Konsultan Supervisi

DATA KONTRAK

Rp. 3.928.048.000

Ar. Muh. Syahrul Latif, S.T.

Kontraktor Pelaksana

\Waktu Pelaksanaan

DATA PELAKSANAAN

CV. Liuntuhaseng Brothers

63 HK

SisaWaktu

OHK

KEUANGAN (FISIK)

PEMBANGUNAN

Rencana 100%

Rencana RPATA 90,76 %

Realisasi 50%

Deviasi 0%

Realisasi RPATA 90.87 %

Deviasi +0.09 %

/ PEKERJAAN SAAT INI : \

Pekerjaan Pemasangan
Kanstin ruas A

Pekerjaan Pemasangan Paving
ruas A

Pekerjaan Pemasangan
Kanstin ruas B

Pekerjaan Pemasangan Paving
ruas B

Pekerjaan Cor plat ruas C
Pekerjaan Pemasangan

PERMASALAHAN :
Tukang masih kurang untuk
mengejar target progress yang
harus dicapai.

Cuaca hujan

TINDAK LANJUT :
Sudah diadakan SCM1

Kanstin ruas C /




SANITASI




SANITASI

DATA UMUM BANGUNAN

Nama Paket Pembangunan Sanitasi Kawasan
Kumuh

Alamat Kelurahaan Lekobalo, Kecamatan
Kota Barat, Kota Gorontalo

Tahun Anggaran 2025

Penerima Manfaat

Masyarakat Kelurahaan Lekobalo,
Kecamatan Kota Barat, Kota
Gorontalo

Tipe Bangunan/Jumlah Unit

100 Unit SPALD-S Individual

Kepemilikan Aset

Pemerintah Kota Gorontalo

Nilai Kontrak

Konsultan Supervisi

Rp. 1.468.184.000

DATA KONTRAK

Riska Abukasi, S.Ars

Kontraktor Pelaksana

CV. Aries Karya

Pek. Dinding

+0.549531,+123.014654
Gorontalo;Tilango,Jalan Gorontalo 6
Mirna D Pakaya

Waktu Pelaksanaan 63 HK
SisaWaktu O HK
KEUANGAN (FISIK) PEMBANGUNAN
Rencana 100% Rencana RPATA | 97,60%
Realisasi 50% Realisasi RPATA | 95.91%
Deviasi 0% Deviasi -1,69%

PEKERJAAN SAAT INI :
Pondasi dan Sloof 2 unit
Dinding dan Kolom 93 unit
Plesteran dan Aci 89 unit
Atap 80 unit
Lantai Keramik 87 unit
Pemasangan Septic 73 unit
Cor Penutup Septic 66 unit
Galian Resapan & Pas. Dinding 36 unit
Pengecatan 77 unit

Pek. Pemasangan Bio Septic

/

PERMASALAHAN :
Kurangnya material di
Lokasi pekerjaan
menyebabkan pekerjaan
jadi terlambat

Muka air tanah mulai
naik di Lokasi pekerjaan

~

Va

menyebabkan pekerjaan
jadi terlambat

TINDAK LANJUT:
Memberikan instruksi kepada
pelaksana untuk menyediakan
kebutuhan material yang akan
digunakan

Memberikan instruksi kepada
pelaksana untuk mempercepat
pekerjaan yang belum selesai di
Lokasi yang dekat dengan sunga

\

Y,




PROGRES
KEUANGAN
DAN FISIK
SATKER PKP -
MALUKU
UTARA




PROGRES KEUANGAN

SATKER PROVINSI MALUKU UTARA

Pagu : Rp. 1,017,271,000
SEKRETARIAT JENDERAL

691420

Realisasi : Rp. 928,656,312

DETAIL PENYERAPAN ANGGARAN

KODE KEGIATAN (KRO/RO) NILAIREALISASI P:ESAEI':I::E
EBA.994.002.A Administrasi Kegiatan Satker Rp. 370,161,659 99.13%
EBA.994.002.B Langganan Daya dan Jasa Rp. 61,088,826 99.91%
9 1 ° 29% EBA.994.002.C Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rp. 105,902,000 99.93%
EBA.994.002.D Honor Operasional Satuan Kerja Rp. 171,994,520 90.24%
EBA.994.002.E HEIENEI IS CEITlAE, e Rp. 219,509,307  76.71%

Monitoring dan Evaluasi




PROGRES KEUANGAN

SATKER PROVINSI MALUKU UTARA

DIREKTORAT JENDERAL Pagu : Rp. 16.420.364.000

KAWASAN PERMUKIMAN e |
691474 Realisasi ' Rp. 16,419,079,208

DETAIL PENYERAPAN ANGGARAN

PERSENTASE
KODE KEGIATAN (KRO/RO) NILAIREALISASI REALISASI
FAE.003.100.A Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan  Rp. 111.409.930 99.51%

Pelaksanaan bantuan Stimulan
99.99% RBB.003.101.A Rumah Swadaya diKawasan Rp. 15,360,000,000 100.00%
Permukiman Provinsi Maluku Utara

Pengawasan Pengendalian

RBB.003.101B o aneunan Rumah Swadaya

Rp. 947,669,278 99.92%




PROGRES KEUANGAN

SATKER PROVINSI MALUKU UTARA

DIREKTORAT JENDERAL Pagu ' Rp. 16.069.470.000
PERUMAHAN PERDESAAN Roalisas R R G
eallsSasl ‘RP.
691528 P 99,449,
DETAIL PENYERAPAN ANGGARAN
PERSENTASE
KODE KEGIATAN (KRO/RO) NILAIREALISASI REALISASI
Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Hunian Tetap
ot U0 PascaBancana Banijir di Kota Ternate Provinsi Maluku Utara Rp. IR kel
RBB.002.101 A Pembangunan Rumah Khusus Perdesaan dan PSU i 0.00%
Pendukungnya
Pembayaran Tunggakan atas Pekerjaan Pembangunan Hunian
2 Lo Tetap Pasca Bencana Banjir Bandang di Provinsi Maluku Utara Rp. PRl St
84.35%
RBB.002.102.A Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Khusus Perdesaan - 0.00%
RBB.002.102.B Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Rumah Khusus Rp. 99,297,437 99.30%

Perdesaan

Pembayaran Tunggakan atas Paket Manajemen Konstruksi
RBB.002.102.C Pembangunan Hunian Tetap Pasca Bencana Banjir Bandang di Rp. 349,656,377 100.00%
Provinsi Maluku Utara




PROGRES KEUANGAN

SATKER PROVINSI MALUKU UTARA

DIREKTORAT JENDERAL Pagu ' Rp. 8,588,335,000
PERUMAHAN PERKOTAAN Roalisas R 8 AEA £34 930
691582 ealsasl . RP. y , ’
DETAIL PENYERAPAN ANGGARAN
PERSENTASE
KODE KEGIATAN (KRO/RO) NILAIREALISASI REALISASI
Perencanaan, Verifikasi, Monitoring dan
FAE.001.100.A Evaluasi Penyelenggaran Perumahan Rp. 282,294,666 93.76%
Perkotaan
o : .
98.44% FAE.001.1008 | cralananDinasdalamRangka Rp. 369,838,515  85.70%
Verifikasi, Monitoring dan Evaluasi
RBB.008.100.A Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya  Rp. 7,250,000,000 100.00%
RBB.008.101A Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Rp. 552,401,749 91.20%

(BSPS)




RUMAH KHUSUS




NAMA PAKET RUMAH KHUSUS
Hunian Tetap Pasca Bencana Banjir Bandang di Kota Ternate Provinsi Maluku Utara

Tahun Anggaran 2024

Nama Rumah Khusus

Hunian Tetap Pasca Bencana Banjir
Bandang di Kota Ternate Provinsi Maluku
Utara

Alamat

Jl. Pertamina, Kel. Jambula, Kec. Pulau
Ternate, Kota Ternate

Tahun Anggaran

2024

Penerima Manfaat

Korban Bencana Banjir Bandang di Kota
Ternate

Tipe Bangunan/Jumlah
Unit

49 Unit Hunian, 1 Unit Musallah dan PSU

Kepemilikan Aset

Pemerintah Kota Ternate

Nilai Perolehan

Konsultan MK/SPV

18.204.191.227

DATA KONTRAK |

PT. Indah Karya (Persero)

Kontraktor Pelaksana

PT. Nindya Karya

Penyedia Jasa Meubelair

DATA PELAKSANAAN v ‘ f

SisaWaktu

RENIEREMNVON Realisasi 100% Keuangan 100%

Progres Fisik 100%

Progres Meubelair -

Serah Terimall 31 Desember 2024 Pe rspektif
Rencana Serah Terima Il | 31 desember 2025

Waktu Pelaksanaan 110 Hari



DOKUMENTASI KEGIATAN

PEMBANGUNAN RUSUS

KEGIATAN : Kunjungan Kerja Direktorat Sistem dan Strategi Pembangunan Perumahan Perdesaan Direktorat Jenderal
Perumahan Perdesaan Kementerian PKP. Pada hari Rabu tanggal 10September 2025 telah dilakukan Rapat

Koordinasi terkait Pembangunan Huntap Pasca Bencana Banjir Bandang Kota Ternate dan Kegiatan BSPS

BAPAK Ir. ASGUL MUIN, S.T.
Kepada
BAPAK STENLY IMANUEL TANGKERE, S.T.

N

-,
e T
-

dl.‘un"bunnnn . -
TACERME S

?AK \r. ABDUL MUIN, ST.
Kepada

FTENLY IMANUEL TANGKERE, ST.




DOKUMENTASI KEGIATAN il
PEMBANGUNAN RUSUS G‘

KEGIATAN : Kunjungan Kerja Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian PKP

Pada hari Kamis tanggal 11 September 2025 telah dilakukan Kunjungan Kerja dan Audiensi bersama Gubernur dan Wakil Gubernur
Maluku Utara, Walikota Ternate, dan Dinas Perumahan Kawasasan Permukiman dan Pertanahan Maluku Utara




DOKUMENTASI KEGIATAN

PEMBANGUNAN RUSUS

KEGIATAN : Kunjungan Lapangan Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian PKP

Pada hari Kamis tanggal 11 September telah dilaksanakan Kunjungan Lapangan Ke Lokasi Pembangunan
Huntap Pasca Bencana Banjir Bandang Kota Ternate




DOKUMENTASI KEGIATAN il
PEMBANGUNAN RUSUS G‘

KEGIATAN : Rapat Koordinasi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Program Strategis Nasional 3 Juta Rumah

Provinsi Maluku Utara. Pada hari Jumat tanggal 12 September telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Program Strategis Nasional 3 Juta Rumah Provinsi Maluku Utara

\ ‘Hﬂl"’

!




DOKUMENTASI KEGIATAN

PEMBANGUNAN RUSUS

KEGIATAN : Rapat Entry Meeting Post Audit antara Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian PKP
bersama BPKP Perwakilan Provinsi Maluku Utara pada Tanggal 11 September 2025

\ bpkp )
'ROVINSI MALSEY va

Wa? 4
PROVINS! MALUKU UTARA




DOKUMENTASI KEGIATAN

PEMBANGUNAN RUSUS

Kegiatan Post Audit Pembangunan Hunian Tetap Pasca Bencana Banjir Bandang Kota Ternate Provinsi
Maluku Utara olen BPKP Provinsi Maluku Utara bersama Tim Inspektorat |l Kementerian PKP

KEGIATAN :

.Kepada
ANUEL TANGKERE, S.T.

pAPAK STENLY IM

Kepadad
a1pAK STENLY IMANUEL TANGKERE, S.T-

\“““\‘N\‘“ it |||n-' il

IR

KKKKK

=5 ' Ay 1
X ABATA
o ~ :
APAK |y, ABOUL 51

epada
BAPAK STENLY IMANUEL TANGKERE, s

BAPAK Ir. ABDUL MUIN, S.T.
Kepada
BAPAK STENLY IMANUEL TANGKERE, S.T.

sT
apAK AB0UL N

Yepada
aeaSTEILY HANUEL TANGKERE,




DOKUMENTASI KEGIATAN 0
PEMBANGUNAN RUSUS CDKEMENP

KEGIATAN : Pendampingan Post Audit Pembangunan Hunian Tetap Pasca Bencana Banjir Bandang Kota Ternate
Provinsi Maluku Utara Oleh Inspektur Wilayah Ill Inspektorat Jenderal Kementerian PKP

BAPAK Ir. ABGUL MUIN, ST. ‘ . . . | _— | ) ‘ ’
= 1 Wi i = I KEMENTERIAN PKP

BAPAK STENLY IMANUEL TANGKERE, ST. ke : i . Rre ke ‘
| : 7 wmr.::;%l;num' » i SATKER PKP PROV MALUKU UTARA ‘
BAPAK STENLY IMANUEL TANGKERE, STo “

|

@
—, [l {l
KEMENTERIAN PKP J i

‘ :“‘}C’JC‘SATKER PKP PROV MALUKU UTARA ‘r “
! o ( ]
1 I [

o —

LS
/ ';\-?:‘__;
17-8ep 2025 0%:12:5

N 0.760064°, E 127,31 67"
& ~_ Iemate
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ndonesia




DOKUMENTASI KEGIATAN

PEMBANGUNAN RUSUS

KEGIATAN : Rapat Penyampaian dan Pembahasan Hasil Audit atas Pembangunan Hunian Tetap Pasca Bencana Bencana
Banjir Bandang di Provinsi Maluku Utara
Pada tanggal 1 Oktober 2025 dilaksanakan Peyampaian dan Hasil Audit oleh BPKP Provinsi Maluku Utara




BSPS




PROGRES BSPS
PROVINSI MALUKU UTARA

Delineasi Pesisir
Pekerjaan Saat Ini  |Pembangunan Fisik

PAGU TOTAL (FISIK + PENDAMPINGAN) 1. !(eterlambatan Distribusi Bahan
Pagu BSPS Total Rp  24,164,128,000 permasalahan gk'Tbakt C;\J/Iaca E?U:VU_Z )
Realisasi Keuangan Pagu Total |Rp  24,110,071,027 - Toko Material tidak sanggup

- 5 melakukan distribusi secara serentak
Realisasi Keuangan Pagu Total |99.78% karena kekurangan armada

PAGU TOTAL
Pagu Fisik Rp 22,610,000,000 Koordinasi dengan toko untuk
. — Tindak Lanjut bah d t
Realisasi Keuangan Pagu Fisik Rp 22,610,000,000 Menamban armada agar mempercepa
Realisasi Keuangan Pagu Fisik  |100.00% pendistribusian bahan
N 1. Pesisir: 85.99% — __ Delineasi Perdesaan
Realisasi Fisik Pekerjaan Saat Ini |-

2. Perkotaan: 61.65%

Permasalahan -
JUMLAH UNIT Tindak Lanjut

Delineasi Pesisir 384 Delineasi Perkotaan

Delineasi Perkotaan 290 Pekerjaan Saat Ini Pendistribusian Bahan Bangunan Tahap 1
Delineasi Perdesaan 0 dan Pembangunan Fisik

Total 674 Permasalahan Keterlambatan pendistribusian bahan

akibat cuaca buruk

_ _ Koordinasi dengan toko untuk
Tindak Lanjut menambah armada agar mempercepat
pendistribusian bahan




DOKUMENTASI PROGRES BSPS
DELINEASI PESISIR

2025




DOKUMENTASI PROGRES BSPS
DELINEASI PESISIR

| Kegiatan:BSPS 2025
| Distribusi Bahan Material

Lintang: 1.25683

Bujur: 127.422307
Elevasi: 35.23+4.36 m
Akurasi: 124.9 m

Waktu: 15:07

Catatan: Desa : Sasur
Kegiatan:BSPS 2025
PB:Mibsan Tahane

S
1.259263

Catatan: Desa : Goro - Goro
Kegiatan: BSPS 2025
Distribusi Bahan




DOKUMENTASI PROGRES BSPS
DELINEASI PESISIR

Program BSPS 2025 i

.
Lintang: 1.41

Bujur: 127.506096
Akurasi: 37.17 m
Catatan: Hasim

Ds. Gamsungi
Program BSPS 2025

Lintang: 1.41148
Bujur: 127.504389
Akurasi: 94.23m

JCatatan: Mufti

Ds. Gamsungi
Program BSPS 2025

4




DOKUMENTASI PROGRES BSPS il
DELINEASI PESISIR G

KEGIATAN : Pekerjaan Pembangunan Kegiatan BSPS Delineasi Pesisir TA. 2025 dan Monitoring
dan Evaluasi oleh Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman

Akurasi: 3.827 m e " - Z

Catatan: Delfis 7Y A ¥ N Catatan: Daniel Kotu
Ds. Bataka ¥ 2 ey PARyRe 1 — N O : e % Ds. Bataka
ProgramBSPS 2025 PR TAWR il . 7 i # P n Program BSPS 2025




DOKUMENTASI PROGRES BSPS il
DELINEASI PESISIR G

Waktu: 16:49

{ A AN \ % aktu: 17:23 E
|Catatan: Nama_ HI e % 0" ) atatan; Nama_Distribusi 7]
Alamat:DesaKedi ~ AJ|| I\ A e T \ e p: | Alamat : Desa Kedi
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DOKUMENTASI PROGRES BSPS
DELINEASI PERKOTAAN




DOKUMENTASI PROGRES BSPS
DELINEASI PERKOTAAN

| Kel. Sulamadaha
| KOTA TERNATE

Lintang: 0791235
Bujur: 127366843
Elevasi: 197.6122m

Kota Ternate



DOKUMENTASI PROGRES BSPS il
DELINEASI PERKOTAAN G»




DOKUMENTASI PROGRES BSPS il
DELINEASI PERKOTAAN G

KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN

;B > =
Wi ¢ S
© 20 Nov 2025\at45:28:21/,

* . 0.844809° N, 127.36125%° E |
Ternate;:North Mafuku
“Kelurehan Kul




DOKUMENTASI PROGRES BSPS
DELINEASI PERKOTAAN




INFORMASI PENGADUAN RESMI

Untuk memperkuat transparansi dan mencegah penyimpangan,
berikut 3 (tiga) kanal pengaduan resmi yang dapat digunakan:

BENAR-PKP, melalui whatsapp di 0812-88888-911.

AWASI-PKP, melalui website: https://awasi.pkp.go.id dan
whatsapp 0811-1010-0888.

SP4N-LAPOR!, melalui website:
https://spanlapor.go.id, aplikasi SP4N-LAPOR
(Android/iOS) dan SMS ke 1708.



https://awasi.pkp.go.id




L APORAN
KLINIK PKP

BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI |




KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah
melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan laporan akhir
Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Balai Pelaksana Penyediaan
Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Sulawesi I.

Laporan akhir ini berisi tentang hasil pelaksanaan kegiatan Klinik PKP BP3KP
Sulawesi | selama periode Januari sampai dengan bulan Desember 2025 dalam
menjalankan rencana dan mencapai target kegiatan Klinik PKP Tahun 2025. Laporan ini
terdiri dari pendahuluan, Gambaran Umum dan Rencana Kerja, Capaian, Permasalahan
dan Kendala, Kesimpulan dan Saran. Adapun tujuan penyususnan laporan akhir ini adalah
melaporkan serta mengevaluasi kegiatan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman
Sulawesi I.

Dalam penyusunan laporan ini, kami menyadari bahwa masih jauh dari sempurna
dan belum sepenuhnya dapat memenuhi harapan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu
kami berharap saran dan masukan yang membangun untuk laporan akhir ini dapat menjadi

sarana evaluasi agar memacu kinerja yang lebih produktif untuk kedepannya. Terima kasih.

Manado, Januari 2026

Kepala Balai,

Ir. H. HUJURAT]S.T.. M.T.
NIP. 19681125f99031003

KLINIK PKP

BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESII
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1.1 Latar Belakang

Dalam rangka mendukung pencapaian target penyelenggaraan perumahan dan
kawasan permukiman yang layak, aman, dan berkelanjutan, diperlukan upaya penguatan
kapasitas tidak hanya bagi pemerintah daerah, tetapi juga bagi masyarakat, akademisi,
pelaku usaha, serta seluruh pemangku kepentingan di bidang perumahan dan kawasan
permukiman.

Salah satu bentuk dukungan tersebut adalah melalui kegiatan Klinik Perumahan dan
Kawasan Permukiman (PKP) yang dilaksanakan oleh Balai Pelaksana Penyediaan
Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Sulawesi I. Klinik PKP berfungsi sebagai
wadah konsultasi, asistensi, dan bimbingan teknis yang terbuka bagi seluruh pihak yang
terlibat dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.

Melalui layanan Klinik PKP, diharapkan berbagai permasalahan yang dihadapi daerah
dan masyarakat seperti keterbatasan kapasitas teknis, penyusunan dokumen RP3KP,
pengelolaan data perumahan, maupun pelaksanaan program bantuan dapat diatasi dengan
pendekatan kolaboratif dan berbasis solusi.

Selain itu, Klinik PKP juga menjadi sarana koordinasi antara pemerintah pusat,
pemerintah daerah, akademisi, dan masyarakat dalam memastikan sinkronisasi kebijakan,
perencanaan, serta pelaksanaan program perumahan dan permukiman. Dengan demikian,
kegiatan Klinik PKP berperan penting dalam memperkuat sinergi multipihak dan
mempercepat pencapaian target penurunan backlog perumahan serta peningkatan kualitas
permukiman di wilayah Sulawesi Utara, Gorontalo dan Maluku Utara khususnya di wilayah
kerja BP3KP Sulawesi I.

1.2 Lingkup Pekerjaan

1. Potensi

Lingkup pekerjaan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mencakup
seluruh kegiatan layanan konsultasi, pendampingan, dan fasilitasi teknis yang berhubungan
dengan penyelenggaraan bidang perumahan dan kawasan permukiman di wilayah kerja
BP3KP Sulawesi |. Secara umum, kegiatan Klinik PKP meliputi:
1) Layanan Informasi

1) Program, kebijakan/regulasi, dan jenis bantuan perumahan dan kawasan

permukiman dari Kementerian PKP.
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2) Edukasi publik tentang rumah layak huni, rumah subsidi, dan pencegahan kawasan

kumuh.
2) Layanan Konsultasi

1) Konsultasi perencanaan rumah: desain, RAB, PBG, SLF, legalisasi lahan, konsep
green building.

2) Konsultasi pembiayaan: sumber pendanaan, pemilihan lembaga keuangan, analisis
kemampuan angsur, dan skema KPR.

3) Konsultasi pelaksanaan konstruksi: teknik membangun, pemilihan tukang, material,
metode perbaikan rumah.

4) Konsultasi pengawasan konstruksi: teknik pengawasan, kartu kendali konstruksi
mandiri.

5) Konsultasi pemanfaatan rumah/perumahan: pemeliharaan, perawatan, dan
pengelolaan.

6) Konsultasi pencegahan kawasan kumuh: RP2KPKP, pemberdayaan masyarakat,
dan upaya pencegahan.

7) Fasilitasi penanganan pengaduan masyarakat (terkait aplikasi BENAR-PKP).

3) Pendampingan dan Bantuan Teknis

1) Pendampingan perancangan/pembangunan rumah sederhana.

2) Penyusunan RAB pembangunan/perbaikan rumah.

3) Advis teknis penggunaan bahan bangunan, metode konstruksi, dan pembiayaan.

4) Pendampingan pengawasan konstruksi dan pemberdayaan masyarakat.

Melalui lingkup pekerjaan tersebut, Klinik PKP diharapkan dapat berperan sebagai

pusat layanan dan fasilitasi terpadu yang membantu mempercepat pencapaian target
pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang layak, aman, dan berkelanjutan

di wilayah kerja BP3KP Sulawesi I.

1.3 Metode Kerja
Metode kerja Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) disusun untuk
memastikan pelaksanaan layanan berjalan efektif, terarah, dan dapat memberikan manfaat
nyata bagi masyarakat serta pemangku kepentingan di bidang perumahan dan kawasan
permukiman. Pelaksanaan kegiatan Klinik PKP dilakukan melalui beberapa tahapan utama,
yaitu:
A. Perencanaan Pelaksanaan
1) Penunjukan Penanggung Jawab Klinik PKP di tingkat Balai (Eselon IV/Jabatan
Fungsional). Penetapan Tenaga Ahli dan Asisten Tenaga Ahli/Jabatan
Fungsional Teknis yang bertugas dalam pemberian layanan.
2) Penyusunan rencana kerja bulanan yang mencakup jenis layanan, target capaian,
dan strategi pelaksanaan.
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B. Pelaksanaan Layanan

Layanan Klinik PKP diberikan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan melalui
metode utama yaitu Layanan Offline (Tatap Muka): Dilaksanakan di loket layanan
Klinik PKP di kantor BP3KP Sulawesi | atau di lokasi kegiatan luar kantor, seperti
sosialisasi, pendampingan, maupun kunjungan lapangan.

C. Koordinasi dan Kolaborasi Multipihak

Klinik PKP mendorong sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah,
akademisi, sektor swasta, lembaga keuangan, dan masyarakat untuk memperkuat
efektivitas layanan. Kolaborasi dilakukan melalui kegiatan bersama seperti pelatihan,

pendampingan teknis, atau kemitraan CSR dalam bidang perumahan.

D. Pengawasan dan Evaluasi
1) Pelaksanaan layanan Klinik PKP diawasi secara berjenjang mulai dari tingkat

daerah yang diawasi oleh BP3KP Sulawesi I, hingga tingkat pusat oleh Direktorat
Jenderal Kawasan Permukiman dan Direktorat Jenderal Tata Kelola dan
Pengendalian Risiko.

2) Evaluasi dilakukan melalui laporan bulanan dan laporan akhir tahun, dengan
penilaian kinerja mengacu pada indikator capaian:
a) Jumlah masyarakat yang mengakses informasi;
b) Jumlah layanan konsultasi;
¢) Jumlah bantuan teknis; dan
d) Kualitas layanan berdasarkan tingkat kepuasan masyarakat.

Dengan metode kerja yang terstruktur dan terukur, Klinik PKP diharapkan mampu
memberikan pelayanan yang profesional, transparan, dan responsif dalam mendukung
peningkatan akses masyarakat terhadap hunian layak huni serta penguatan kapasitas
daerah di bidang perumahan dan kawasan permukiman.
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GAMBARAN UMUM

2.1 Wilayah Kerja
Wilayah kerja Klinik PKP BP3KP Sulawesi | mencakup beberapa kabupaten dan kota di

Provinsi Sulawesi Utara, Gorontalo dan Maluku Utara, sesuai dengan pembagian wilayah
kerja Balai. Klinik PKP beroperasi untuk memberikan layanan informasi, konsultasi, dan
bantuan teknis kepada masyarakat, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lainnya
dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman di wilayah tersebut.

Adapun wilayah kerja BP3KP Sulawesi | meliputi:

A. Provinsi Sulawesi Utara

GAMBARAN UMUM SULAWESI UTARA
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Gambar 2.1 Peta Provinsi Sulawesi Utara
1. Kota Manado 2. Kota Tomohon
3. Kota Bitung 4. Kota Kotamobagu
5. Kabupaten Minahasa 6. Kabupaten Minahasa Utara
7. Kabupaten Minahasa 8. Kabupaten Minahasa Selatan
Tenggara
9. Kabupaten Bolaang 10. Kabupaten Bolaang Mongondow
Mongondow Selatan
11. Kabupaten Bolaang 12. Kabupaten Bolaang Mongondow
Mongondow Utara Timur
13. Kabupaten Kepulauan 14. Kabupaten Kepulauan Siau
Sangihe Tagulandong Biaro

15. Kabupaten Kepulauan Talaud
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B. Provinsi Gorontalo

GAMBARAN UMUM PROVINSI GORONTALO

BOALEMO

LUAS WILAVAM

1202615 in2
JUMLAM KASUPATEN/KOTA
S KABUPATIN/KOTA

JUMLAN FENDUDUX BFS 2022
1392737 Swo

Sumber | hitps./ /i wikipedia.org/

Gambar 2.2 Peta Provinsi Gorontalo

1. Kota Gorontalo 2. Kabupaten Gorontalo
3. Kabupaten Boalemo 4. Kabupaten Gorontalo Utara
5. Kabupaten Bone Bolango 6. Kabupaten Pohuwato

C. Provinsi Maluku Utara

GAMBARAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA

LUAS WILAYAM

MOSLED kT

JUMLAM XABUPATEN/XOTA
10 kaoupaten/Kota
JUMLAH JIWA TAHUN 2024
130420 Jiva

Sumbee : hitpa://id.wikipedia.org/

Gambar 2.3 Peta Provinsi Maluku Utara

1. Kota Ternate 2. Kabupaten Halmahera Timur

3. Kota Tidore Kepulauan 4. Kabupaten Halmahera Utara

5. Kabupaten Halamhera Barat 6. Kabupaten Kepulauan Sula

7. Kabupaten Halmahera 8. Kabupaten Pulau Morotai
Selatan

9. Kabupaten Halmahera 10. Kabupaten Pulau Taliabu
Tengah
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Target lokasi layanan Klinik PKP BP3KP Sulawesi | Tahun 2025 difokuskan pada wilayah
yang memiliki kebutuhan tinggi terhadap peningkatan kualitas hunian dan permukiman, serta
daerah dengan tingkat partisipasi aktif dalam program perumahan dan kawasan permukiman.
Selain itu, pelaksanaan layanan juga diarahkan untuk menjangkau:

1) Masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang membutuhkan pendampingan dalam
pembangunan atau perbaikan rumah secara swadaya;

2) Pemerintah daerah yang membutuhkan asistensi ~ dan  konsultasi  teknis  dalam
penyelenggaraan urusan perumahan dan kawasan permukiman;

3) Pelaku usaha dan sektor swasta yang mendukung program perumahan melalui kegiatan
kemitraan dan CSR.

Dengan cakupan wilayah yang luas, BP3KP Sulawesi | berkomitmen untuk memberikan
pelayanan Klinik PKP yang merata, mudah diakses, serta sesuai dengan kebutuhan
masyarakat dan daerah. Upaya ini sejalan dengan tujuan nasional untuk mempercepat
peningkatan akses terhadap hunian layak huni dan lingkungan permukiman yang sehat,

aman, serta berkelanjutan di Sulawesi Utara, Gorontalo dan Maluku Utara.

2.2 Potensi Dukung Layanan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP)
Wilayah kerja BP3KP Sulawesi | memiliki potensi yang sangat besar dalam
pengembangan dan pelaksanaan layanan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman
(PKP). Potensi tersebut berasal dari keberagaman karakter wilayah, dukungan kelembagaan,
sumber daya manusia, serta kolaborasi multipihak yang telah terjalin di bidang perumahan
dan kawasan permukiman. Beberapa potensi dan peluang yang dapat mendukung layanan
Klinik PKP antara lain sebagai berikut:
1) Potensi Kelembagaan dan Dukungan Pemerintah Daerah
Pemerintah kabupaten/kota di wilayah kerja BP3KP Sulawesi | memiliki komitmen yang
kuat terhadap peningkatan kualitas perumahan dan penanganan kawasan kumuh.
Dukungan ini menjadi peluang besar bagi Klinik PKP dalam melaksanakan konsultasi dan
asistensi teknis di tingkat daerah melalui sinergi program dan kegiatan.
2) Ketersediaan Sumber Daya Manusia dan Keahlian Teknis
BP3KP Sulawesi | didukung oleh pejabat fungsional dan tenaga ahli di bidang teknik sipil,
arsitektur, perencanaan, serta tata bangunan yang berkompeten dalam memberikan
layanan konsultasi dan bantuan teknis.
3) Partisipasi Masyarakat dan Pelaku Usaha
Masyarakat di wilayah Sulawesi Utara, Gorontalo dan Maluku Utara khususnya kelompok
swadaya dan pelaku usaha lokal, memiliki antusiasme tinggi terhadap pembangunan

rumah layak huni. Hal ini menjadi peluang besar untuk mengembangkan layanan bantua

teknis dan konsultasi swadaya melalui Klinik PKP.
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Dengan berbagai potensi tersebut, Klinik PKP BP3KP Sulawesi | memiliki peluang
besar untuk memperluas jangkauan layanan, meningkatkan kualitas pendampingan teknis,
serta memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam mendukung penyelenggaraan perumahan
dan kawasan permukiman yang layak, aman, dan berkelanjutan di wilayah Sulawesi Utara,

Gorontalo dan Maluku Utara.
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BAB llI
REKAPITULASI CAPAIAN

3.1 Kegiatan Sosialisasi, Layanan Konsultasi dan Bimbingan Teknis

Selama bulan Januari hingga bulan Desember 2025, Klinik Perumahan dan Kawasan
Permukiman (PKP) BP3KP Sulawesi | telah melaksanakan sejumlah kegiatan yang mencakup
sosialisasi, layanan konsultasi, serta bimbingan teknis kepada masyarakat, pemerintah
daerah, dan pemangku kepentingan lainnya di wilayah kerja. Kegiatan tersebut bertujuan
untuk memberikan layanan informasi, pendampingan, dan solusi atas berbagai permasalahan

teknis terkait penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman. Berikut rekapitulasi

kegiatan yang telah dilaksanakan selama bulan Januari hingga bulan Desember 2025:

Tabel 3.1 Rekapitulasi Kegiatan Klinik PKP Bulan Januari Hingga Desember 2025

Kategori Bentuk
No Lokasi Media [Layanan| Capaian
Layanan Layanan Waktu
Layanan
1 | Konsultasi [Bantuan Teknis |Balai P3KP Sulawesi I| 3 jyji 2025 Iﬁjzg 1 Konsultasi
Layanan
2 | Konsultasi [Bantuan Teknis |Balai P3KP Sulawesi || 18 juli 2025 Lzﬁak‘g 1| konsultasi
Layanan
3 | Konsultasi [Bantuan Teknis |Balai P3KP Sulawesi | 19 g‘g;;tus Lzﬁak‘g 1 Konsultasi
Sosialisasi Desa Milangodaa 30 Oktober | Tatap Layanan
4 | Sosialisasi Program Barat 2025 Muka 1 Sosialisasi
Sosialisasi 28 November| Tatap Layanan
5 Sosialisasi Program Kota Tidore 2025 Muka 1 Sosialisasi
Sosialisasi 29 November Layanan
6 | Sosialisasi Program Kota Ternate 2025 Iﬁi‘g 1 Sosialisasi
Sosialisasi  |Kelurahan Batu Putih |11 Desember| Tatap Layanan
8 | Sosialisasi Program Kota Bitung 2025 Muka 1 Sosialisasi
o | Sosialisasi Sosialisasi Kelurahan Buha dan 16 Desember| Tatap ) Lay-an-an |
Program Wonasa, Manado 2025 Muka Sosialisasi
17 Desember| Tatap Layanan
9 | Konsultasi |Bantuan Teknis |Balai P3KP Sulawesi || ¢ Muka 1 Konsultasi
Sosialisasi
S Pen%gaunnaan Hotel Fave Kota |22 Desember| Tatap Layanan
10| Sosialisasi Pemeliharaan Bitung 2025 Muka 1 Sosialisasi
Risha Ruspin
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Tabel 3.2 Dokumentasi Rekapitulasi Kegiatan Klinik PKP Bulan Januari Hingga Desember 2025

Kegiatan Konsultasi penanganan dan penataan kawasan permukiman kumuh

Balai P3KP Sulawesi |, Manado, 3 Juli 2025

-
adi aldalad =Ll uad S elunzpa -
Aurnianlnsind sl gt Bakii:) sdwbzands s Zalasil

Konsultasi pendataan Rumah Tidak Layak Huni dan DTSen
Balai P3KP Sulawesi |, Manado, 18 Juli 2025
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Konsultasi mengenai Inovasi Pembiayaan Stimulan Rumah Swadaya

Balai P3KP Sulawesi I, Manado, 19 Agustus 2025

Sosialisasi Program dan Kebijakan Perumahan

Desa Milangodaa dan Milangodaa Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan,
30 Oktober 2025

KLINIK PKP

BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI




11

Sosialisasi Klinik PKP di Kota Tidore dan Kebijakan Perumahan

Kota Tidore, Maluku Utara, 28 November 2025

Sosialisasi Klinik PKP di Kota Ternate dan Kebijakan Perumahan

Kota Ternate, Maluku Utara,29 November 2025

W
’ g
[ SR
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Sosialisasi Klinik PKP di kelurahan Batu Putih Atas dan Program Kementerian PKP

Desa Batu Putih Atas, Kota Bitung, 11 Desember 2025

Sosialisasi Klinik PKP di Kota Manado dan Program Kementerian PKP

Kelurahan Wonadan da Buha, Manado,16 Desember 2025
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Koordinasi penyusunan berkas RP2KPKPK dan RP3KP
Balai P3KP Sulawesi |, Kota Manado, 17 Desember 2025

Sosialisasi Pemeliharaan dan Penggunaan Risha dan Ruspin

Fave Hotel, Kota Bitung, 22 Desember 2025
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3.2 Kegiatan Penunjang Klinik PKP

Berisi Selain melaksanakan kegiatan sosialisasi, konsultasi, dan bimbingan teknis, Klinik
Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) BP3KP Sulawesi | juga melakukan berbagai
kegiatan penunjang yang bertujuan untuk memperkuat pelaksanaan layanan, memperluas
jangkauan informasi, serta meningkatkan sinergi dengan para pemangku kepentingan.
Kegiatan penunjang tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan keberlanjutan,
efektivitas, dan inovasi layanan Klinik PKP di wilayah kerja. Berikut rangkuman kegiatan
penunjang yang dilaksanakan selama bulan Januari hingga bulan Desember 2025:

A. Pencetakan Leaflet Barcode Klinik PKP dan Barcode Survei Kepuasan Klinik PKP

Pencetakan leaflet Klinik PKP dilaksanakan sebagai media informasi dan promosi layanan
kepada masyarakat, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lainnya. Leaflet ini
memuat informasi mengenai jenis layanan yang tersedia, mekanisme pengajuan konsultasi,
kontak layanan, serta kode QR yang terhubung dengan akses layanan digital.

Keberadaan leaflet ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap
fungsi dan manfaat Klinik PKP, sekaligus memperluas jangkauan informasi secara lebih efektif
dan praktis. Leaflet didistribusikan pada saat kegiatan sosialisasi, kunjungan lapangan, forum
koordinasi, serta ditempatkan pada ruang pelayanan publik di lingkungan kantor dan instansi
terkait.

Gambar 3.1 Leaflet Klinik PKP dan Survei Kepuasan Pelayanan Klinik PKP

! KLINIK PKP ’ SURVEI KEPUASAN !

BALAI P3KP SULAWESI | PELAYANAN KLINIK PKP
BP3KP SULAWESI |

https://bit.ly/KlinikPKP_BP3KPSull

&7’\':,11’.3}.“#.:”‘ Masalah

Rumah Anda Kepada
Kami!
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B. Penyiapan Ruang Layanan Klinik PKP untuk Konsultasi Secara Offline

Penyiapan ruang layanan dilakukan untuk mendukung pelaksanaan konsultasi teknis
secara tatap muka (offline) bagi masyarakat maupun pemerintah daerah yang membutuhkan
pendampingan langsung. Ruang layanan dilengkapi dengan meja konsultasi, materi informasi
pendukung, media publikasi, serta sarana dokumentasi guna menunjang kelancaran
pelayanan.

Penyediaan ruang khusus ini bertujuan untuk menciptakan suasana layanan yang
nyaman, tertata, dan profesional, sehingga proses konsultasi dapat berlangsung secara lebih
efektif dan terarah. Selain itu, ruang layanan ini juga menjadi sarana representatif dalam
memperkuat citra dan eksistensi Klinik PKP sebagai pusat layanan informasi dan konsultasi

bidang perumahan dan kawasan permukiman di wilayah kerja.

Gambar 3.2 Ruang Layanan Klinik PKP
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BAB IV
PERMASALAHAN DAN KENDALA

4.1 Permasalahan dan Kendala

Dalam pelaksanaan kegiatan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP)
selama tahun anggaran 2025, masih terdapat sejumlah permasalahan dan kendala yang
mempengaruhi pencapaian target layanan yang direncanakan hingga bulan Desember

tahun pelaksanaan. Permasalahan dan kendala tersebut antara lain sebagai berikut:

1) Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) Pelaksana Layanan
Jumlah tenaga teknis dan pejabat fungsional yang terlibat dalam layanan Klinik PKP
masih terbatas, sehingga kapasitas pelayanan, khususnya dalam menanggapi

konsultasi daring maupun permintaan bantuan teknis di lapangan, belum optimal.

2) Minimnya Pemahaman Masyarakat terhadap Fungsi dan Layanan Klinik PKP
Sebagian masyarakat dan pemangku kepentingan daerah masih belum sepenuhnya
memahami peran Klinik PKP sebagai sarana konsultasi dan pendampingan teknis
bidang perumahan dan kawasan permukiman. Hal ini berdampak pada rendahnya

angka permintaan layanan di beberapa wilayah.

3) Keterbatasan Anggaran Operasional Layanan
Dukungan anggaran untuk kegiatan sosialisasi lapangan dan publikasi layanan masih
terbatas, sehingga membatasi intensitas kegiatan tatap muka dan penyebaran
informasi di daerah-daerah yang jauh dari pusat layanan Balai.

4) Koordinasi Lintas Pihak yang Masih Perlu Ditingkatkan
Meskipun telah terjalin kerja sama dengan pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan
mitra CSR, koordinasi teknis dan administratif dalam pelaksanaan kegiatan bersama
masih menghadapi kendala waktu, kesesuaian jadwal, serta perbedaan prioritas
program.

5) Tantangan dalam Pengumpulan Data dan Pelaporan Layanan
Proses rekapitulasi dan pelaporan data layanan dari berbagai sumber (offline dan
online) masih membutuhkan waktu lebih lama, terutama karena keterbatasan sistem
monitoring terintegrasi di tingkat Balai.
Permasalahan dan kendala tersebut menjadi bahan evaluasi penting untuk

memastikan pencapaian target layanan Klinik PKP hingga akhir tahun 2025 dapat tercapai

secara optimal, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas pelayanan.

KLINIK PKP
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4.2 Rekomendasi Kebijakan

Untuk mengatasi berbagai permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan Klinik
Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) serta memastikan tercapainya target layanan
hingga bulan Desember 2025, telah dirumuskan beberapa langkah tindak lanjut dan
rekomendasi kebijakan sebagai berikut:

1) Optimalisasi Peran dan Pembagian Tugas SDM Pelaksana

a. Melakukan penugasan yang lebih terfokus bagi pejabat fungsional dan tenaga
teknis sesuai bidang keahliannya agar pelayanan dapat lebih cepat dan tepat
sasaran.

b. Mendorong keterlibatan pegawai non-teknis dalam mendukung administrasi
dan dokumentasi layanan Klinik PKP.

c. Mengoptimalkan kolaborasi lintas jabatan fungsional di lingkungan Balai untuk
memperkuat tim pelaksana layanan.

2) Peningkatan Sosialisasi dan Publikasi Layanan Klinik PKP

a. Melaksanakan sosialisasi intensif ke masyarakat dan pemerintah daerah
melalui berbagai kanal komunikasi, baik offline (tatap muka, brosur, spanduk,
kegiatan bersama Pemda) maupun online (website dan media sosial).

b. Membuat materi promosi visual (video pendek, infografis, leaflet digital) untuk
meningkatkan pemahaman publik terhadap manfaat layanan Klinik PKP

3) Efisiensi dan Optimalisasi Penggunaan Anggaran

a. Menyusun prioritas kegiatan yang berdampak langsung pada peningkatan
capaian layanan, seperti kegiatan konsultasi teknis, sosialisasi publik, dan
bimbingan lapangan.

b. Mendorong pelaksanaan kegiatan kolaboratif dengan mitra seperti perguruan
tinggi, sektor swasta, dan lembaga sosial untuk mendukung efisiensi
pendanaan melalui program kemitraan (CSR, magang, dan kerja sama teknis).

4) Penguatan Koordinasi dan Sinergi Lintas Pihak

a. Meningkatkan intensitas komunikasi dan koordinasi antara BP3KP Sulawesi I,
pemerintah daerah, akademisi, dan mitra swasta melalui forum koordinasi atau
pertemuan rutin.

b. Membentuk kelompok kerja kecil (task force) untuk percepatan penyelesaian
permasalahan teknis di lapangan dan pelaporan data layanan.

5) Pengembangan Sistem Monitoring dan Evaluasi Layanan

a. Mengembangkan sistem rekapitulasi data yang terintegrasi antara layanan
online dan offline untuk mempercepat pelaporan capaian bulanan.

b. Melaksanakan evaluasirutin setiap akhir bulan untuk menilai efektivitas layanan
dan merumuskan tindak lanjut perbaikan menuju target akhir tahun.

KLINIK PKP
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BAB V
PENNUTUP

Pelaksanaan kegiatan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) BP3KP
Sulawesi | Tahun 2025 merupakan wujud komitmen dalam menghadirkan layanan konsultasi
dan pendampingan teknis yang responsif, adaptif, dan berorientasi pada kebutuhan
masyarakat serta pemerintah daerah. Melalui pelaksanaan sosialisasi, konsultasi, dan
bantuan teknis secara luring maupun daring, Klinik PKP telah berperan sebagai ruang
kolaboratif yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan
perumahan dan kawasan permukiman.

Sepanjang tahun 2025, berbagai kegiatan yang dilaksanakan menunjukkan adanya
penguatan partisipasi masyarakat, peningkatan pemanfaatan layanan, serta terbangunnya
sinergi multipihak dalam mendukung peningkatan kualitas hunian dan penataan kawasan
permukiman. Klinik PKP tidak hanya menjadi sarana penyampaian informasi, tetapi juga
menjadi instrumen fasilitatif dalam menjembatani kebutuhan teknis di lapangan dengan
kebijakan dan program pemerintah di sektor perumahan dan kawasan permukiman.

Keberlanjutan layanan Klinik PKP memerlukan dukungan sumber daya yang
memadai, penguatan koordinasi lintas sektor, serta inovasi dalam penyampaian layanan
agar jangkauan dan dampaknya semakin luas. Dengan semangat kolaborasi dan
peningkatan kualitas layanan secara berkelanjutan, Klinik PKP BP3KP Sulawesi |
diharapkan terus berkontribusi dalam mendukung pencapaian target layanan nasional serta
memperkuat penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang layak, aman,

dan berkelanjutan di Provinsi Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Maluku Utara

KLINIK PKP
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BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
SULAWESI |

GAMBARAN UMUM KEGIATAN KLINIK PKP :

Kiinik Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selargutrya disebut Klinik PKP adalah bantuan pernerintah berupa lavanan.
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KEHENTERIAN DESUMAKAN
DAN SAWANAM S B AN

MENU LAYANAN
- , o

Pendampingan dan
Layanan Informasi Layanan Konsultasi Bantuan Teknis

KEMENTERIAN PEIUMAHAN
AN SAWASAN RN

b MENU LAYANAN KLINIK PKP

1. LAYANAN INFORMASI

Layanon Informasi di Klink PKP merupakan sarona
g %oml(zckatuk mempe:(m ponjeiasan yang jeias dan
ap terkait progrom, an, maupun kegiotan di
bi umogm dan kawasan permuliman. Melalul
layanan ini, masyorckot bisa meminta informasi longsung
kepada p(aluﬁ:I linik PKP mengenai hal-hal seperti:
+ Program tuan rumaoh swadayo atau peningkatan
’.’ kuchtas rumahy;
. Pon?‘ur?n teknis permbangunan rumah yang aman dan
! uni;
* Informasi kedljakan otau regulasi terboru di b
perurr\ohmdt#'\, efmuklmone'gdon e
« Jadwal  kegiatan dﬁojlmﬂ. pelatihan,  don
m ya i rakan o
° genda IIN"QC'“ ng ngga

Selain menjowab pertonyacan mosyorakot,  kayanon
®  informaosi juga mencakup kegiotan sosialisasi don edukasi

yong Dbertujuon untuk meningkatkon pemahoman

masyarakat mengenai perumahan dan permukiman,

EPMENTERIAN DESUMAHAN
DAM KA WALAN I MMM N

b MENU LAYANAN KLINIK PKP

2. LAYANAN KONSULTASI

e layanan Konsultasi di Klinik PKP disediakan
untuk membantu  masyarakat, pemerintah
doerah, moupun pelaku pembangunon yang
memerlukan pendampingan dan solusi teknis
terkait bidang perul an dan kawasan

o permukiman. ~ Dalam  proses  konsultasi,
petugas Klinik PKP ackan memberikan
penjelasan, saran teknis, dan referensi
peraturan yang relevan agar masyarakat bisa
memahami dan melaksanakan solusi yang
tepat. Selain itu, kegiotan sosialisasi daon

& dompingan  tekn # merupakan

ian dari upaya Kiink PKP dalom
®  memperluas akses konsultasi dan membantu
penyelesaion masalah di lapangan.
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M MPN T ETLAN PR BUMARA N
DAN KAWASAN PERLIMMAN

b MENU LAYANAN KLINIK PKP

3. PENDAMPINGAN TEKNIS

e Layanan Pendampingan Teknis merupakan
bentuk dukungan dari Klinik PKP Balai P3KP
Sulawesi | kepada masyarakat, pemerintah
daerah, atau kelompok pelaksana kegiatan
dalam melaksanakan program perumahan

P»*  dan kawasan permukiman agar berjalan
dengan baik dan sesual ketentuan.
Pen mpinqcn ini dapat dilakukan secara
langsung di lokasi kegiatan maupun melalui
komunikasi daring, tergantung kebutuhan
L dan kondisi lapangan.

KEMENTERIAN DESOCAHAN
DAN KAWASAM BERVUMIMAN

SUBSTANSI LAYANAN KLINIK PKP

Substansi layanan yang diberikan dalam pelaksanaan Klinik PKP kepada masyarakat pengguna meliputi;

INFORMASI KEBIJAKAN KEMENTERIAN PKP PANDUAN LEGALITAS
Frogram, bnbgokon regucs dan jorin Pt " = o Prosécdu Punetiquon Sorgrsn Gedung
Dontuon/ penamohan dan kwosan permukimen don ‘ — (5:5))
Kpmenterian K9, | (%] -,’ » Proseche Semilieat Loyok fungsd (ur)
- — * Frosedur Logolsas! Lohan
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Type 38 - 80 m2 YOOWJLos DeMBNON Moteial nanod
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& 2 OGN ko kKot peMbangunan
. ]
MAHAN

PEMBIAYAAN PERU
0] Fosltas) konstios pemdhon
&’ SATIDEr PEndanann don
\‘; pemticyoan kroait rumoh

PERENCANAAN RAB

Parercancon Estimos

Borcona Anggoran Biowo
(223] Surnah
FASILITAS PENGADUAN

Lerpanan pananganan
peegoduan masyarokat

J

METODE PELAKSANAAN KLINIK PKP

i,

8

i

ol Unhk layanan tiap muka, daoet Langwong datang de Balal PSP Untuk Lyanan secats onivesdarng, depat melaki googde fvm
‘e Salawresi | i Rudey Euiness 8 1L Fong Rood Mol 7ot 11 B, Thaka Kol dongan [k Wtpss /It N/KilnkPKP_EPSKPSUlt

Manado, Subawes [tara 35029, Sebain u, gt juga melalul sosiasasi
Kinik kediing atau forum deshs memyesiaitan bebututan masyardiat

KLINIK PKP

BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI




23

MEAMENTEMAN P UMAMAN
DAN KAWATAN PESMUKSMAN

PERSYARATAN AKSES LAYANAN “"

Untuk mengakses layanan Klinik PKP, masyarakat cukup:

Menaisi formulir layanan (dapat secara offline maupun online) 3 ®
P

Menyebutkan  jenis layanan yang  dibutuhkan
& (informasi/konsultasi/pendampingan teknis)

T
) Melampirkan data dukung (jika ada) ¢
o~
Layanan Klinik PKP tidak dipungut biaya dan terbuka untuk seluruh masyarakat serffa o
pemangku kepentingan di bidang perumahan dan permukiman °
i<

KEMEMTERIAMN PERUMANAN
DAN SAWALAN PPN IMAN

MEKANISME/ALUR LAYANAN "

n Pemohon mengisi formulir layanan Kiink PKP

n Petugas melakukan verifikasi data dan jenis layanan o ®
n Permintaan diarahkan ke tim teknis sesual bidang lsyanan
n Tim memberikan informasi, konsultas), atau pendampingan sesusai kebutuhan
’ B Pemaohon menerima hasil atau tindak kanjut darl Klinlk PKP e ‘
n Pemohon mengisi Form Surved Kepuasan terhadap layanan yang telah diberikan
Petugas mencatat hasil layanan sabagal bahan evaluas| L
o

MEAMENTERIAN PENUMASMAN
DUAN KAWALAN OERMUKRMAN

GAPAIAN DAN PROGRAM
BPIND SULANES! 1
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Bantuan  Stimulon  Perumahan
Swadaya atou BSPS adaloh dukungan
i dana pemerintah bagi masyarakat
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peningkatan kualitas dan
mbongunan baru rumah swadayo
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KEMERTESIAN DEDUMANAMN
AN KAWASAN PEAMUSIMAN

BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA
(BSPS)

Lokasi Jumiah Penanganon BSPS
Provinsi Sulowesi Utaro 748 Unit
Provinsi Maluku Utara 638 unit

. e

SEBARAN KEGIATAN BSPS DI PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2025

KOTA MAMADO e o

23 Uit SANG IME TALALD

KOTA BITUNG ¥ M) "

20 urit r tye vl I % 2
e

WILAYAH KEPULALAN

KABUPATEN HALMAMEIRA UTARA
106 Unit

o KABUPATIN MALMAMIRA BARAT
120 Lrt
KASUPATEN PULAU SLLA
04 LUnit
KADUPATEN KEPULAUAN
MOROTAI
H7 Urnt

BSPS PESISIR
(e85 unim)

KAR MINAMASA
B umt

o KAR MINAHASA SELATAN
57 Unit
KAR BOILAANG
MONGONDOW SELATAN
100 Uak

KAD. BOLAANG
MONGONDOW

400 Uit

KAD SOLAANG
MONOGONDOW UTARA
100 Uit

KOTA TERNATE

120 Unit

KOTA NOORE KEPULAUAN
164 Uit

KLINIK PKP
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Jumlah | Jumiah
Tower Unit

I BANTUAN RUMAH SUSUN

Lokasi

Rumah Susun (Rusun)
ASN Xeyaksoon T -
Suowes  Utaro Provinsi

Kecarmnaton  Waned, 37 1555
Koo Monodo, Provins Sulowes! Utara
Suwes Lo
« b 1 °
Provinsi
4 )l
Gorontalo 2 nes
Provinsi
furmah Susun {Rusun) 26 1287
i I Lcnm gl Kecamatan Maluku Utara
ctcnmlm Bone
Provinsi
Total 87 aon

I BANTUAN RUMAH KHUSUS
' |

Lokasi Jumiah Unit
' Hunion Tetop Fasca
Bondong ook Provinsi Sulawesi
Temote, Proving 1007
Moluku Utoro Utora
L] B
g Provinsi Gorontalo ns7
Provinsi Maluku Utara nsa
Huran  Tetop l\nco . I 3348
Bancana Erups! ota
Gunung Ruang dl Desa
yodiel” Kab
ndow  Sefatan,
. Proving Sulowesi Utara

KRMEHTROLAN PERUMAMAN
DAN MAWASAN FERIUSSMAN

i l BANTUAN P SARANA DAN UTILITAS
gl UNUN (PSL)

Jumiah | Jumiah
i I Jokow Lokasi Unit
Provinsi
L] B Sulowesi Utara 04 uise
‘e
Provinsi
7.
Gorontalo 0% 4
Konstrors . Proyek Provinsi 2% I
u;o‘mn Kawrgsgn Maluku Utara
Kumuh gan
Permbangunan
°
ot Kol i Total 295 | 18896
Gorontaso
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KEMENTEILAM PENUMANAR
AN KAWASAN PIRILMTMAN

»»- BANTUAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN KPR FLPP

KPR Subsidi FLPP adoloh progrom permesintoh yang bekerjo somo dengon Bork Peryalur untuk membontu
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Suku Bunga T -
Uang Muka "y apgy  Mekeimal wdak Menikah
1% s ' Tenor 20 Monikah
ar Tahun
T — D Lunos
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*Hingge Lunos 200G 2 Kokmert, Sdowes, Kep: Ronge Dutung Ces
Geotie Prami Asuransi dan PeN Do MU Wodubu U Oon ol
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HUBUNGI KAMI "

KEMERTERIAN BLRUSANAN
AN PR I AN

4 f i
) @ BP3KP Sulawesi |
Ruko Business 8 JI. Ring Road No.1,
Paal IV, Kec. Tikala, Kota Manado,
Sulawesi Utara 95129
@) pkp_perumahan_sulawesi1

KEMENTERIAN PLAUMAMAN
DAN KAWASAN PERMUIMAN

[l 1ol

LAPORAN KEGIATAN KLINIK PKP
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN W DAN KAWASAN PERMUKIMAN
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KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan
karuniaNya sehingga Laporan Hasil Evaluasi Pengelolaan Kehumasan di Lingkungan Balai
Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi | tahun anggaran

2025 dapat tersusun.

Laporan ini berisi Pelaksanaan Kegiatan Kehumasan dan Komunikasi Publik di Lingkungan
Balai Pelaksanaan Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi | Tahun
2025.

Dalam pelaksanaan kegiatan maupun pembuatan laporan ini, tentu tidak terlepas dari
bantuan berbagai pihak terkait. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami mengucapkan
terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak terkait atas bantuan yang telah
diberikan, sehingga laporan ini diselesaikan dengan baik dan lancar sesuai jadwal yang

direncanakan.

Dalam penyusunan laporan ini, kami menyadari bahwa masih jauh dari sempurna dan belum
sepenuhnya dapat memenuhi harapan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu kami
berharap saran dan masukan yang membangun untuk laporan akhir ini. Semoga laporan
akhir ini dapat menjadi sarana evaluasi agar memacu kinerja yang lebih produktif untuk

kedepannya. Terima kasih.

Manado, 2 Januari 2026
Kepala Balai Pelaksana Penyediaan
Perumahan dan Kawasan Permukiman
Sulawesi |,

Ir. H. Hujurat, 9.T., M.T.
NIP 19681125 199903 1 003
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak Tahun 2010 Pemerintah mulai menerapkan Undang — Undang Nomor 14 Tahun
2008 mengenai keterbukaan informasi publik. Pemberlakuan undang - undang ini
membuat badan-badan publik dan institusi pemerintahan harus terbuka memberikan
segala informasi yang dibutuhkan masyarakat. Era Informasi telah menemui zaman
keemasan pada saat ini. Informasi menjadi kebutuhan sehari-hari bagi semua kalangan.
Kini berbagai media untuk menyampaikan informasi sangat mudah digunakan dan

diakses.

Dalam rangka menerapkan amanat Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (KIP), Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan
Kawasan Permukiman Sulawesi | berupaya untuk melakukan perbaikan dan inovasi
dalam penyebarluasan informasi. Melalui prinsip keterbukaan yang berorientasi pada
peningkatan pelayanan masyarakat, diharapkan dapat mencegah praktik Korupsi, Kolusi,
dan Nepotisme (KKN), serta mampu mewujudkan Badan Publik yang lebih transparan
dan akuntabel, sebagai bagian dari upaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang

baik (good governance) dan bersih (clean governance).

Dalam dinamika pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang makin
kompleks dan mendapat perhatian publik luas, komunikasi publik memegang peranan
penting sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat. Balai Pelaksana
Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi | berupaya memastikan
setiap kebijakan, arahan pimpinan, serta langkah konkret Kementerian PKP dapat
dipahami dengan baik, membangun kepercayaan publik, dan memperkuat citra institusi

sebagai pelayan masyarakat.

Laporan ini disusun sebagai bentuk akuntabilitas kinerja komunikasi publik Balai
Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi | selama satu
tahun berjalan, sekaligus menjadi refleksi atas peran strategis Balai Pelaksana
Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi | dalam mendukung
penyampaian kebijakan, program, dan capaian Kementerian PKP kepada masyarakat

secara transparan, akurat, dan berimbang.



1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud diterbitkannya Laporan Hasil Evalusi Pengelolaan Kehumasan Tahun Anggaran
2025 adalah sebagai bentuk akuntabilitas kinerja Kehumasan dan Komunikasi Publik di
Lingkungan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukinan Sulawesi
l.

Tujuan disusunnya Laporan ini:

1. Mendokumentasikan capaian pelaksanaan kegiatan kehumasan dan komunikasi
pubik yang dilaksanakan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan
Kawasan Permukiman Sulawesi I.

2. Mendukung transaparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas kehumasan dan
komunikasi publik yang dilaksanakan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan
dan Kawasan Permukiman Sulawesi I.

3. Memperkuat citra positif dan Kepercayaan Publik terhadap Kementerian PKP
melalui penyampaian informasi pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan di
lingkungan Balai Pelaksana Penyedian Perumahan dan Kawasan Permukiman

Sulawesi |I.

1.3 Sasaran Kegiatan

Sasaran kegiatan kegiatan Kehumasan dan Komunikasi Publik adalah seluruh
Stakeholder dan Masyarakat di seluruh Indonesia khususnya di Provinsi Sulawesi Utara,
Gorontalo dan Maluku Utara yang membutuhkan informasi program dan kegiatan
pembangunan di lingkungan Balai Pelaksanaan Penyediaan Perumahan dan Kawasan

Permukiman Sulawesi |.



BAB Il
PELAKSANAAN KEGIATAN

2.1. Sumber Daya Manusia Bidang Kehumasan di BP3KP Sulawesi |

A. Deskripsi Kegiatan Kehumasan.

Kegiatan Kehumasan yang dilaksanakan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan

dan Kawasan Permukiman Sulawesi | ada 5 (Lima) kegiatan, sebagai bagian dari

publikasi pelaksanaan Program dan Kegiatan Kementerian PKP. Kegiatan

hehumasan tersebut diantaranya:

a.

Layanan Informasi Publik, kegiatan yang ditujukan untuk memberikan
informasi kegiatan Kementerian PKP dimana informasi kegiatan diberikan
secara berkala sesuai dengan memperhatikan daftar informasi yang
dikecualikan.

Klinik PKP, berfungsi sebagai wadah konsultasi, asistensi, dan bimbingan
teknis yang terbuka bagi seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan
perumahan dan kawasan permukiman.

Benar PKP dan SPAN Lapor sebagai media pengaduan konsumen dan
masyarakat terkait perumahan.

Publikasi melalui media sosial yang dimiliki oleh BP3KP Sulawesi | yaitu
Instagram @pkp_perumahan_sulawesil.

Publikasi melalui website yaitu dengan alamat : https:/pkp.go.id/balai/p2p-

sulawesi-i .


https://pkp.go.id/balai/p2p-sulawesi-i
https://pkp.go.id/balai/p2p-sulawesi-i

B. Struktur Organisasi Kehumasan BP3KP Sulawesi I.
Untuk melaksanakan kegiatan kehumasan di lingkungan Balai Pelaksana
Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi | membutuhkan
sumber daya manusia yang baik dan kompeten. Balai Pelaksana Penyediaan
Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi | 1 (satu) pelaksana tugas media
dan publikasi kehumasan dan komunikasi publik di bawah Kepala Sub Bagian Tata

Usaha yang bertanggung jawab kepada Kepala Balai P3KP Sulawesi I.

KEMENTERIAN PERUMAHAN STRUKTUR KEHUMASAN

DAN KAWASAN PERMUKIMAN Halnd Plsloiacut Panvacions Eumirethas

TA. 2025

Ir.H. HUJURAT, 8T, MT

REZA POLUAN
et

Gambar 1 Struktur Kehumasan BP3KP Sulawesi |



DATA INFORMASI PENGHUBUNG KEHUMASAN :

Tabel 1 Data Informasi Penghubungan Kehumasan

NO INFORMASI KETERANGAN
1. | UnitKerja dan Alamat Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan
Kawasan Permukiman Sulawesi |
Jalan Ring Road No. 1, Paal IV, Kec. Tikala,
Kota Manado
2. | Nama Nomenklatur Unit Kerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan
Kehumasan Kawasan Permukiman Sulawesi |
3. Email TU Persuratan bp3kp.sulawesil@pkp.go.id
4. | Narahubung TU Persuratan Vicaristy tumengkol - 082192653250
> Nama dan_Nom_or Handphone Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Umum
Kepala Unit Kerja BP3KP Sulawesi |
Kehumasan Kartika Pratiwi, S.T. - 081318182295
6. Narahubung dan Nomor
Handphone Pelaksana Reza Poluan - 085256138619
Teknis Kehumasan
7. Narahubung dan Nomor
Handphone Pengelola Reza Poluan - 085256138619
Media Sosial
8. 1. Instagram pkp_perumahan_sulawesil

Data media publikasi yang dimiliki

Follower : 1.677 Jumlah Post 485

WASPADA
GRAT[FI@SI

SEMENPRS

= e ma——
EFII“‘G
o oo o
REPUBLIK
INDONESIA
_& e
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mailto:bp3kp.sulawesi1@pkp.go.id

2.2. Hasil Pelaksanaan Kegiatan.

Adapun kegiatan BP3KP Sulawesi | periode bulan Januari — Desember 2025 yang
diinformasikan melalui akun media sosial :

Tabel 2 Hasil Pelaksanaan Kegiatan BP3KP Sulawesi | Januari-Desember 2025

1 16/6/25 Rapat perdana
BP3KP
Sulawesi |

2 18/6/25 Rapat
Koordinasi
BP3KP
Sulawesi | dan
BPPW SULUT

RAPAT KOORDINAS| BP3KP SULAWESI | DAN BPPW SULUT

Pekerjaan Pembangunan Hunian Tetap Pasca

Bencana Erupsl Gunung Ruang di Sulawesi Utara
®Q R
IWB Ukes by gerakdoniki and 37 others.

3 19/6/25 Audiensi BP3KP
Sulawesi dan
Korem
Winangun
Manado

AUDIENSI BPIKP SULAWESI | DAN
KOREM WINANGUN MANADO

Koordinasi Usulan Serta Tindak Lanjut Kedepannya

11



20/6/25

Kunjungan
Bupati
Kabupaten
Kepulauan
SITARO Ke
Balai P3KP
Sulawesi |

KUNJUNGAN BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN SITARO
KE BALAI BP3KP SULAWESI |

Audiensi Program Kabupaten Kepulauan Sitaro
Berkolaborasl Dengan BP3KP Sulawesl |

®Q

EWBM Lices by gerakdon 3n 25 others

20/6/25

Silahturahmi
BP3KP
Sulawesi | di
Kantor DPD
Real Estate
Indonesia (REI)
Sulawesi Utara

SILATURAHMI BP3KP SULAWESI | DI KANTOR
DPD REAL ESTATE INDONESIA (RE) SULAWESI UTARA

Audiensi Dengar Pondapat Borsama Ketua

dan Anggota DPD REI Sulawesi Utara

untuk Mendukung Program 3 Juta Rumah eQ

WO Lied by geradonikd and 32 others

1/7/25

Monitoring
Pekerjaan
Hunian Tetap
Pasca Bencana
Erupsi Gunung
Ruang di
Kabupaten
Bolaang
Mongondow
Selatan

MONITORING PEKERIJAAN HUNIAN TETAP
PASCA BENCANA ERUPSI GUNUNG RUANG
DI KAB. BOLAANG MONGONDOW SELATAN

Kunjungan Kerja Sekretaris Inspektorat Jenderal
Kementerlan PKP bersama Bupati Kab. Kepulauan Sitaro

2/7/25

Monitoring
Rumah  Susun
Kejaksaan
Tinggi Sulawesi
Utara

L YT p—

UN KEJATI SULUT

MONITORING RUMAH SUSUN KEJAKSAAN TINGGI
SULAWES| UTARA

Kunjungan Kerja Sekretaris Inspektorat Jenderal
Kementerlan PKP bersama BP3KP Sulawesi | ®Q

§WB Likes by geraldoni anc 58 others

12



4/7/2025

Audiensi BP3KP
Sulawesi |
dengan
Pemerintah
Kabupaten
Bolaang
Mongondow
Selatan

L Y ———

PERBHAtah Ko JPtnED
Bahas s
Permukiman Kumuh DAK Tematik
PPKT T.A 2024-2025 dan Kolaborasi

14/7/25

Reviu
Inspektorat Il
Progres
Pekerjaan
Hunian Tetap
Pasca Bencana
Erupsi Gunung
Ruang di Kab.
Bolaang
Mongondow
Selatan

PASTIKAN TEPAT GUNA
Reviu

Pasca
di Kab.

10

15/7/25

Pengumuman
Jadwal
Pelaksanaan
Rekruitmen
Koordinator
Kab/Kota dan
TFL Program
BSPS Provinsi
Sulawesi Utara
dan Maluku
Utara

0
@) kemenpke

*
PENGUMUMAN

n \

)
ekrutmen Koord Kab/Kota dan |
Tenaga Fasilitator Lapangan |

Kegiatan Program BSPS |

Provinsi Sulawesi Utara 1

) dan Provinsi Maluku Utara
TA 2025

11

1717125

Rapat
Koordinasi
BP3KP
Sulawesi |
dengan Bupati
Kabupaten
Bolaang
Mongondow.

Penandatanganan Berita
Usulan Program Pemerintah Kab. Bolaang Mongond:

13



12

17/7/25

Pengumuman
Perpanjangan
Jadwal
Pelaksanaan
Rekruitmen
Koordinator
Kab/Kota dan
TFL Program
BSPS Provinsi
Sulut dan Malut

W«

PENGUMUMAN

JADWAL PELAKSANAAN REKRUTMEN
AW <OORDINATOR KABUPATEN/KOTA DAN
TENAGA FASILITATOR LAPANGAN
KEGIATAN PROGRAM BSPS PROVINSI
SULAWESI UTARA DAN MALUKU UTARA
TAHUN ANGGARAN 2025 X

DIPERPANJANG

13

18/7/25

BP3KP
Sulawesi |
Menerima
Kunjungan dari
Gubernur
Maluku Utara.

BP3KP SULAWESI | TERIMA KUNJUNGAN
GUBERNUR MALUKU UTARA

14

22/7/2025

Kepala Balai
P3KP Sulawesi
| Hadiri Rapat
Paripurna
DPRD Provinsi
Sulawesi Utara

15

24/7/25

Pengumuman
Penundaan Tes
Kompetensi
Dasar Calon
TFL Program
BSPS Provinsi
Sulawesi Utara
dan Maluku
Utara

Tes Kompetensi Dasar \I
| Calon Koord Kab/Kota dan
|calon Tenaga Fasilitator Lapangan
| Kegiatan Program BSPS

Provinsi Sulawesi Utara dan
Provinsi Maluku Utara

DITUNDA

SAMPAI ADA PEMBERITAHUAN SELANJUTNYA

14
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25/7125

Focus Group
Discussion
Percepatan
Penyaluran
KPR FLPP
Tahun
Anggaran 2025
di Provinsi
Sulawesi Utara,
Manado

@ pkp_perumahanperkotaan and php_perumanan sulswesll

17

25/7/25

Kepala Balai
P3KP Sulawesi
| Melakukan
Rapat
Koordinasi
Persiapan
Kunjungan
Kerja Presiden
RI di Prov.
Sulawesi Utara.

18

25/7125

Focus Group
Discussion
Percepatan
Penyaluran
KPR FLPP
Tahun
Anggaran 2025
di Provinsi
Sulawesi Utara,
Manado .

AJAK SELURUH STAKEHOLDERS © G 5
BERPERAN AKTIF SALURKAN -

0350.000 UNIT KPR FLPP

A s oy quradonti 304 57

(]

19

26/7/25

Pengumuman
Hasil Verifikasi
Administrasi
dan Jadwal Tes
Koordinator
Kab/Kota dan
TFL Program
BSPS Provinsi
Sulawesi Utara
dan Maluku
Utara

0
©DxemenpKR

PENGUMUMAN

~Hasil Verifikasl Administrasi "\

dan Jadwal Tes 1

Koord Kab/Kota dan I

Tenaga Fasilitator Lapangan |

Kegiatan Program BSPS |

Provinsi Sulawesi Utaradan |
Provinsi Maluku Utara

15
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29/7125

Penandatangan
an BAST Serah
Terima Aset
BMN Bantuan
PSU Bersama
Walikota Bitung

PENANDATANGANAN BERITA ACARA SERAH TERIMA (BAST)
ASET BMN BANTUAN PSU BERSAMA WALIKOTA BITUNG

Soslalisasi Program Kementerian Perumahan dan
Kawasan Permukiman di Wilayah Kerja BP3KP Sulawes! | oQ R

T Lkeo by geraldoniki ana 38 others

21

31/7/25

Audiensi BP3KP
Sulawesi |
Bersama
Walikota
Manado.

AUDIENS! BP3KP SULAWESI | BERSAMA WALIKOTA MANADO

Dalam Rangka Soslalisasi Program Kementerian PKP

untuk Mendukung Program 3 Juta Rumah
T Uik by geraldonik snd 39 others

©

22

1/8/25

Rapat Kerja
Direktorat
Jenderal
Perumahan
Perkotaan dan
Pemerintah
Provinsi
Sulawesi Utara

RAPAT KERJA DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN
PERKOTAAN DAN PEMERINTAH PROVINS! SULAWES! UTARA

o Q A

FI Liked by geraldorski snd 37 others

23

1/8/25

Audiensi BP3KP
Sulawesi |
Bersama Sekda
Kabupaten
Minahasa.

16



24

1/8/25

Pengumuman
Hasil Tes
Kompetensi
Dasar dan
Jadwal
Wawancara
calon
Koordinator
Kab/Kota dan
TFL Program
BSPS Provinsi
Sulut dan Malut

N

)
Jadwal wawancara :
Calon Koord Kab/Kota dan :
|

i

Calon Tenaga Fasilitator Lapangan|
Kegiatan Program BSPS
Provinsi Sulawesi Utara

TA 2025

25

2/81125

Sosialisasi
Program dan
Kebijakan di
Sektor
Perumahan dan
Kawasan
Permukiman
Perkotaan

26

8/8/25

Kementerian
PKP Mengajak
BWS Sulawesi
Il Berkolaborasi
Tangani
Kawasan
Kumuh di
Lekobalo Kota
Gorontalo

27

8/8/25

Peninjauan
Lapangan
Penanganan
Kawasan
Permukiman
Kumuh di
Lekobalo Kota
Gorontalo

17



28

12/8/25

Monitoring dan
Evaluasi
Pembangunan
HUNTAP
Gunung Ruang
Bersama
dengan
Pemerintah
Kab. Bolaang
Mongondow
Selatan

MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN
HUNTAP GUNUNG RUANG BERSAMA DENGAN
PEMERINTAH KAB.BOLAANG MONGONDOW SELATAN

BP3KP Sulawes! | Minta Dukungan Pemda
untuk Percepatan Serah Terima Aset

29

14/8/25

Kepala BP3KP
Sulawesi | H.
Hujurat
menghadiri
Sosialisasi
Peraturan
Menteri
Perumahan dan
Kawasan
Permukiman di
Kota Makassar

30

16/8/25

Pengumuman
Finalisasi Hasil
Penilaian
Calon
Koordinator
Kab/Kota dan
TFL Program
BSPS Provinsi
Sulut dan Malut

0,
@D kemeneke

PENGUMUMAN

HASIL PENILAIAN
Calon Koord Kab/Kota dan
Calon Tenaga Fasilitator Lapangan
Kegiatan Program BSPS
Provinsi Sulawesi Utara dan
Provinsi Maluku Utara

31

17/8/25

Postingan
Memperingati
Hari
Kemerdekaan
Republik
Indonesia

DIRGAHAYU
REPUBLIK

17 AGcuUsTUS
. 2028

SN Likec by geraldonik 3nd 45 others

18



32

17/8/25

Balai P3KP
Sulawesi | Gelar
Upacara
Memperingati
Hari
Kemerdekaan
Republik
Indonesia

0
@) kemeNPKP

@ o omnm st

33

19/8/25

Video Upacara
Memperingati
Hari
Kemerdekaan
Republik
Indonesia

34

20/8/25

Kepala BP3KP
Sulawesi I
Menerima
Audiensi
Pemerintah
Kabupaten
Minahasa Utara

35

25/8/25

Ucapan
Selamat Hari
Perumahan
Nasional.

V A
A

Selamat Hari )
Perumahan Nasional

HAPERNAS

“SAATNYA RAKYAT PUNYA RUMAH"

19



36

26/8/25

Balai P3KP
Sulawesi |
Kunjungi Kantor
Kepala
Perwakilan
BPKP Provinsi
Maluku Utara

Ce—— . ] -

g 8

PROVINSI MALUKU UTARA

)

37

26/8/25

Kepala P3KP
Sulawesi |
Melakukan
Kunjungan
Kerja di Satuan
Kerja PKP
Provinsi Maluku
Utara

38

2718125

Balai P3KP
Sulawesi |
Melaksanakan
Penanaman
Pohon Dalam
Rangka
Memperingati
Hari Perumahan
Nasional Tahun
2025

39

27/8/25

Kepala BP3KP
Sulawesi Itinjau
Huntap Pasca
Bencana Banijir
Bandang di
Ternate

20



40

28/8/25

Kepala BP3KP
Sulawesi |
Melakukan
Peninjauan
Rumah Susun
di Kota Ternate
Provinsi Maluku
Utara.

41

23/8/25

Satuan Kerja
PKP Provinsi
Maluku Utara
Melakukan
Audiensi

dengan
Kejaksaan
Tinggi  Maluku
Utara

42

1/9/25

Audiensi Balai
P3KP Sulawesi
| dengan Bupati
Kabupaten
Minahasa
Selatan.

43

4/9/25

Balai P3KP
Sulawesi |
Menghadiri
Penyerahan
Bantuan
Perbaikan
RTLH di
Kabupaten
Minahasa Utara

21
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5/9/25

Ucapan
Selamat
Memperingati
Maulid Nabi
Muhammad
SAW 1447 H

Wemperingars Gar

MAULID
NABI 7
MUHAMMAD

12 RABIUL AWAL 1447 H

®Q R

S ke by eraidon 30 29 thers

]

45

8/9/25

Satker PKP
Maluku Utara
Melakukan
Pembekalan
Tenaga
Pendamping
Kegiatan BSPS

IR Lked by gorsidoni anc 5 athers

° |

46

10/9/25

Kepala P3KP
Sulawesi [
Menghadiri
Undangan
Rapat Dengar
Pendapat
Bersama  Unit
Organisasi
Eselon 1 Kemen
PKP

WA Liced by geraidoniki anc 37 others

(€]

47

10/9/25

Satuan Kerja
PKP Sulawesi
Utara
Melakukan
Pembekalan
Tenaga
Pendamping
Kegiatan BSPS

@ ro.pensmanan st
KEMENPKP

DO e oy el angel 3nc 56 others

[©]

22
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11/9/25

Kepala Balai

P3KP H. Hujurat

menandatangan
i Komitmen
Pembangunan
Zona Integritas
dan Pakta
Integritas.

49

12/9/25

Rapat Evaluasi
Prrogram
Pembangunan
Perumahan
Prov. Maluku
Utara.

50

15/9/25

Satuan Kerja
PKP Provinsi
Maluku Utara
Mendampingi
Agenda
Kunjungan
Kerja Dirjen
Perumahan
Perdesaan.

oz
PROVINSI MALUKU UTARA
| TEREN

51

16/9/25

Satker PKP
Provinsi Maluku
Utara
menghadiri
acara Rapat
Koordinasi
Program
Strategis
Nasional 3 Juta

23



52

17/9/25

Kunjungan
Kerja Kepala
BP3KP
Sulawesi | di
Satker PKP
Provinsi
Gorontalo.

o Q

SO L b geradonik and 64 others

53

19/9/25

Video
Kementerian
PKP Melakukan
Audiensi
dengan BPKP
Sulawesi Utara.

54

19/9/25

Kepala BP3KP
Sulawesi |
Tinjau Lokasi
Bantuan PSU
Perumahan
MBR di
Gorontalo..

55

20/9/25

Kepala BP3KP
Sulawesi |
Tinjau Lokasi
Peningkatan
Kawasan
Permukiman
Kumuh dan
Pembangunan
Sanitasi di Kota
Gorontalo.

24



56

12/9/25

Video Tinjauan
Lapangan
Kementerian
PKP bersama
pemerintah
daerah dan
instansi terkait.

=4
' || Pembangunan Hunian Tetap , ‘4

|| Pasca Bencana Erupsi Gunung Ruang

, Provinsi Sulawesi Utara

h 73 4 <
e

57

16/9/25

BP3KP
Sulawesi | dan
BNI
Tandatangani
Penyaluran
Dana BSPS
untuk penerima
Bantuan.

g KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
BIPEXTORAT JENRERAL CIP

58

23/9/25

Ucapan
Dirgahayu
Kepada
Pemerintah
Provinsi
Sulawesi Utara.

®Q

§U L b geraidoriki an 20 others

59

1/10/25

Peringatan Hari
Kesaktian
Pancasila pada
1 Oktober
menegaskan
Pancasila
sebagai dasar
persatuan
bangsa.

o Q

B 0 Lty geaidonki sns 5 others

[©]
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60

2/10/25

Ekspos Hasil
Audit
Pembangunan
Huntap Maluku
Utara oleh
BP3KP
Perwakilan
Maluku Utara.

[ e

61

2/10/25

Postingan Hari
Batik Nasional.

D L by il sl 30 1 thers

62

4/10/25

Kunjungan
Kerja Direktur
Jenderal
Kawasan
Permukiman
Di Gorontalo

B Ui by guakdons and 1 thers

63

7/10/25

Re-Post
Postingan Dirjen
Kawasan
Permukiman
Peninjauan
Lapangan
Kawasan
Kumuh
Lekobalo.

“Perbaikan kawasan kumuh akan kurang efektif jika
persoalan banjir dari Sungai Tapodu tidak ditangani secara,
2 vasan yang i

tanpa S

xmmv«mmmmn’mm
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64

8/10/25

Dirjen Kawasan
Permukiman
Peninjauan
Lapangan
Kawasan
Kumuh
Lekobalo.

65

8/10/25

Evaluasi
Pelaksanaan
Program
Perumahan
Subsidi dalam
Bantuan PSU.

Y-

KEMEN

Evaluasi Pelaksanaan Program Perumahan subsidi "
Dalam Bantuan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum
(Psu). Q0 Q R
B e oy geraldoni rc 42 otbars
‘ =

66

10/10/25

Pendampingan
Kunjungan dari
Direktorat
Penyiapan
Lahan,
Perizinan
Penghunian
Perkotaan
Kemen PKP

dan

7 &t oQ R
@b Liked by ridelsalanti and 13 others
________ . C.

67

28/10/25

Postingan
Ucapan
Selamat Hari
Sumpah
Pemuda.

&:‘ T KEMEN Q

YJM//ML

SUMPAH
PEMUDA

-B OMeber 025~

27



68

17/10/25

BP3KP
Sulawesi |
Melakukan
Sosialisasi
Langkah-
Langkah Akhir
Tahun.

tiap Langkah A
Berjalan Efekti, Efisien, Dan Akuntabel Menjelang
Penutupan T.A 2025.

@ Losvmmmivt
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4/11/25

Sosialisasi KUR
Perumahan.
Proyek Huntap
bencana erupsi
Gunung Ruang,
Kab. Kep. Siau
Tagulandang
Biaro telah
mencapai
progres 100%.

KEMEN

287 Unit Rumah Siap Menjadi Tempat Tinggal Baru Bagi
Warga Terdampak Dan Siap Dihuni Akhir Tahun.

Y T—
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5/11/25

BP3KP
Sulawesi

I mengadakan
Rapat
Sinkronisasi
Program dan
Konsolidasi
Pendataan
Perumahan di
wilayah
kerjanya

e
D

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan

iman Sulawesi | apat Si isasi
Program Dan Konsolidasi Pendataan Perumahan di
Wilayah Balai P3KP Sulawesi 1.

WiiiiEi
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5/11/25

Postingan
tentang
Whistleblowing
System (WBA)

punya keluhan soal
integritas pegawai atau

8 oa A

BB et by akhans 30 13 thers

©
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7/11/25 BP3KP 2Lz O
Sulawesi |
menyelenggara | <
kan Rapat
Sinkronisasi
Program Dan

Konsolidasi
Pendataan
Perumahan di P e e o
Wilayah Balai PRUNONG G i
P3KP Sulawesi e ‘ =
l.
10/11/25 Ucapan =omme (N O cewene: ©
Selamat Hari . L e
Pahlawan PAHLAWAN =

NASIONAL

10 NOVEMBER

1 — sy

10/11/25 Upacara Hari
Pahlawan 2025
di BP3KP
Sulawesi |

“Pahlawanku Teladanku: Terus Bergerak, Melanjutkan
Perjuangan!”
®Q R
5 SO ity gerkdont s 42 ctbers

26/10/25 Balai P3KP
Sulawesi |
berupaya
menumbuhkan
kesadaran akan
pentingnya Alat
Pelindung Diri
dalam setiap
aktivitas kerja.

GUNAKAN APD
AGAR SELAMAT

29
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13/11/25

Pengendalian
Program BSPS
di Bitung

Setiap Bantuan Yang Disalurkan Tepat Sasaran Dan

Komitmen Balai P3KP Sulawesi | Untuk Memastikan Bahwa
Memberikan Hasil Maksimal. Q0 Q
g @ vty st s 48 cthrs

©
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14/11/25

Kepala BP3KP
Sulawesi |
Monitor
Langsung
Kualitas
Material dan
Progres
Pelaksanaan
BSPS di Kota
Manado

Memastikan 33 Unit Rumah Selesai Akhir Desember 2025. G

KEMEN [ T

pe-
per
per
Dal

P

=
-
'oo
g

b Lices 5 geraldoriki and 52 others
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17/11/25

Kasatker PKP
Provinsi Maluku
Utara Monev
BSPS di Tidore

Monitor & Evaluasi BSPS di Tidore: Kasatker PKP Malut
Tegaskan Penyaluran Bahan Bebas Pungli dan Sesuai
Standar Teknis.

KEMEN

@ e porumstan siswesn

@R e by pristcoalu_3nd 44 others
‘ © s
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21/11/25

Kunjungan
Lapangan Dirjen
Perumahan
Perdesaan di
Huntap Pasca
Bencana Erupsi
Gn. Ruang di
Bolaang
Mongondow
Selatan.

Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan

"Kami Hadir, Kami Peduli, Kami
Bangun Bersama"
Huntap Bolsel Siap Menjadi Rumah

Baru Untuk Korban Pasca Bencana
Erupsi Gunung Ruang

30



80 22/11/25 | Re-post Er———
instagram Dirjen
Perumahan
Perdesaan.
o= B o
81 |22/11/25 | Dirjen O i
Perumahan e
Perdesaan
Melakukan
Monev BSPS di
Minahasa.
Hunian Layak"
G romim i
(]
82 | 22/11/25 | Dirjen g i
Perumahan g S
Perdesaan

diskusi bersama
BP3KP
Sulawesi |.

Arahan dan Diskusi
“"Government is a Living O

=
2]

i rganism:

ng Terus

untuk Rakytt"y. i ®Qv A
W Uiced by amandavicaristy and 68 others
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24/11/25

Kepala BP3KP
Sulawesi |
Tinjau Proyek
Kawasan
Kumuh dan
Sanitasi di
Gorontalo.

Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan
Kawasan Permukiman (BP3KP) Sulawesi 1 Tinjau Proyek

Kawasan Kumuh & Sanitasi di Gorontalo.

KEMEN
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24/11/25

BP3KP
Sulawesi |
Melakukan
Langkah
Strategis
Penguatan
Zona Integritas
Melalui
Koordinasi
Dengan
BBPOM.

Y ——

7
b

Balai P3KP Sulawesi | Gelar Sharing Session dan
Benchmarking ke BBPOM Manado Untuk Wujudkan
Birokrasi Bersih.

85

24/11/25

Postingan Video
Pemilihan Toko
Terbuka Satuan
Kerja PKP
Provinsi
Sulawesi Utara.

D

I & 3 o .
R Efisiensi Sistem Pemilihan Terbuka Toko (PTT)” IR
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27/11/25

Kepala BP3KP
Sulawesi

| beserta
jajaran
melaksanakan
koordinasi
strategis ke
Kantor
Kejaksaan
Tinggi (Kejati)
Sulawesi Utara.

r KEMEN Q

i | melaksanakan kunjungan silaturahmi
si strategis ke Kantor Kejaksaan Tinggi

87

30/11/25

Video Edukasi
Program FLPP.

32
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1/12/25

Kepala BP3KP
Sulawesi |
Mendampingi
Itjen
Kementerian
PKP di Manado
dan Bolaang
Mongondow
Selatan.

3@ e oy perakorsk anc 29 thers
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2/12/25

Balai P3KP
Sulawesi [
Menyelenggara
kan Rapat
Koordinasi dan
Evaluasi
Kegiatan

Satuan Kerja.

KEMEN

Balai P3KP Sulawesi | Menyelenggarakan Rapat Koordinasi

dan Evaluasi Kegiatan Satuan Kerja.

90

3/12/25

Kepala Balai
P3KP Sulawesi,
meninjau
langsung
pelaksanaan
Program

BSPS di Kota
Ternate dan
Kota Tidore
Kepulauan.

Kepala Balal P3KP Sulawesi | Pastikan Program BSPS di Maluku

Utara Tepat Sasaran dan Tepat Waktu.
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3/12/25

Kepala .
menghadiri
sekaligus
memberikan
sambutan pada
Rapat
Koordinasi
Progres
Pemanfaatan
Tanah Aset.

Kepala Balal P3KP Sulawesi | Hadiri Rapat Koordinasi
Strategis Pemanfaatan Tanah Aset Untuk Percepatan
Program 3 Juta Rumah.

KEMEN

33
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10/12/25

Sosialisasi
FLPP via media
digital intagram.

@ oo perumatan stawest

KEMENTERIAN PERUMANAN

0 2. perimshon st ik ettt

d APA ITU FLPP ?

Fasilitas Likuiditas
Pembiayaan Perumahan yang
selanjutnya disingkat FLPP
adalah dukungan fasilitas
liuiditas pembiayaan
perumahan kepada
Masyarakat Berpenghasilan

Rendah (MBR). 4
KEUNGGULAN FLPP:

« Cicilan jauh lebih terjangkau dengan Bunga KPR
fixed!
« Bebas PPN & BPHTB (Bagi rumah subsidi).
SYARAT KUNCE: Belum pernah memiliki rumah dan

-
|

belum pernah menerima subsidi dari pemerintah. ®Q

LIHAT SYARAT Gaji MBR Zona 2 & Alur Aplikasi (SiKasep) di
VIDEO INSTAGRAM KAMI! (5] pkp_perumahan_sulawesil

1ang FLPP? Yok Kenalh 5alah 53t program
\3han dan pemerntah yang membantu
Mot Srpeghasen b MR memibl rmah
pertams mereka

FLEP (Faiitas Liuditas Pembiayaan Penumhan adalsh
Gukingan pemaran dan pameitah 2531 .65 b3

diakses dangan lsbih mudah dan tr

s

ngan bunga KPR fssd!
PPN & BEHTB untuk rumsh subid o
« Syarat utama: bekum pernah punya rumah dan bekum permah

Iogn a5 MR Zara 2 s pangpon ot
Kasep?
Simak wdoo zelengsprya di Inctagram kami

Foow & cek highlight kami ya!
8 Gpkp_perumatan suiswe

@ e by geaidoni 200 23 cthers

©
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10/12/25

Kepala BP3KP
Sulawesi |
Tinjau Progres
BSPS di
Bolaang
Mongondow.

7 KEMEN
b

Kepala Balai P3KP Sulawesi | Tinjau Progres BSPS di
Bolaang Mongondow Sulawes! Utara.

[ Y ———

. erumsbn sl ol 3t
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12/12/25

BP3KP
Sulawesi | Gelar
Rakor Capaian
Program 3 Juta
Rumah di Malut.

r KEMEN

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan
Permukiman Sulawesi | Gelar Rakor Capaian Program 3 Juta
Rumah Malut 2025,

© o i i

etancitr o pemaea epars RELAPERS, AZNAS o
N

Tujuan utsma cordinasi e sesusi smbotan Kegala
P30

eogr
1 B P Sotewes 1 oy

m Uik by amandaicaristy anc 28 thers
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18/12/25

Kepala BP3KP
Sulawesi |
Melaksanakan
Monitoring
Pembangunan
Sanitasi dan
Kawasan
Kumuh
Lekobalo.

r KEMEN

Memastikan Pelaksanaan Pekerjaan Tepat Waktu, Mutu,
dan Biaya.

L Y Te—

° Pk _porumahan subamesil Hako 203017

Camtas dan Peiogharan Kusaas Eowasan Kurmi Lokohs
Kota Gorcataia

Vg 4 e bagan oy st B e
e

Gioangun benul-betu dapat diangsian secars optmal Gan
memils i layanan yang panjang.

Poringkatan kuaita: kawasan Lotobio in dinarapkan dapat

Kepaia Bl icampings angaung ol Kegala Sstuan Kera
o Q

S Liced by geraldoniki and 33 others
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23/12/25

Postingan
Selamat Hari
Ibu.

SELAMAT
HARI IBU

= 22 DESEMBER, 2025 - <
N

[ T e—

@ v ronmen miawe
Layak

© Hewocun. Udhlevatt yang pdste min &

o Q

SN sy sty s v
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24/12/25

Balai P3KP
Sulawesi |
melalui Satker
PKP Provinsi
Sulawesi Utara
menyelenggara
kan kegiatan
Evaluasi Akhir
Kegiatan
(BSPS) Provinsi
Sulawesi Utara.

KEMEN

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan
Permukiman Sulawesi | Fokus pada Kualitas Hunian dan
Akuntabilitas Program.

________ e ‘ ‘

oQ

@b Lies by geraidaniki 3nd 40 others

(©]
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24/12/25

BP3KP
Sulawesi |
Menggelar
Rapat Finalisasi
Usulan Program
Tahun
Anggaran 2026.

Balai P3KP Sulawesi | Finalisasi Usulan Program Perumahan

Ylh un Anggaran 2026 untuk Dukung Program Tiga Juta
......... (e

@ oreomatan simwest

"u . geakdonik rc 29 cthers
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24/12/25

BP3KP
Sulawesi |
Melaksanakan
Rapat
Konsolidasi
Akhir
Pendataan
Perumahan
Delineasi
Perkotaan.

prechastomniplion s mhr it

Pormukiman TA206

d-

o a
S Liaay sty a0 26 othas
©
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100 | 24/12/25 Sambut Natal A KEMEN? ) @ srommnnies
BP3KP ' ® ==
Sulawesi | Gelar
Bakti Sosial dan
Ibadah Syukur.

Sambut Natal, Balai P3KP Sulawesi | Gelar Bakti Sosial dan
Ibadah Syukur.

A

@B i by andhacoibran 304 25 others

101 24/12/25 U Capan N | e KEMEN © o eomnn s

BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMARAN DA
KAWASAN PERMUKIMAN SULAWES! |

Selamat Hari

SELAMAT MERAYAKAN

Natal ﬁ/m W

25 DESEMBER 2025
DAN
SELAMATMENYAMBUT

TAHUN BARU 2026
01 JANUARI 2026

10 Q 2]

1@ ties by gerakdonih 0 39 othrs

102 | 29/12/25 BP3KP KEMEN (- @ sosmmnsims
Sulawesi | :
Melaksanakan
Sosialisasi
Penggunaan
dan
Pemeliharaan

Huntap Pasca e AT l
Pemeliharaan Huntap Pasca Erupsi Gunung Ruang. .
o Q

Bencana Erupsi
Gn.Ruang | | 3 <P

S Ui by gerakdoniisnd 31 others

103 | 29/12/25 Postingan : KEMEN.. @ st i )
Waspada A R
Gratifikasi

Wwaspadai
risiko sanksi
pidana




LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

(Laporan Konsultasi, Advokasi, dan Hubungan Antar Lembaga)

Tabel 3 Pelaksanaan Kegiatan Konsultasi, Advokasi dan Hubungan Antar Lembaga Jan - Des2025

1 3/7/125 Pemerintah Konsultasi
Kabupaten penanganan dan
Bolaang penataan kawasan
Mogondow permukiman kumuh
(Jumlah Peserta:
5)
2 18/7/25 Pemerintah Konsultasi pendataan
Provinsi Maluku Rumah Tidak Layak
Utara (Jumlah Huni dan DTSen
Peserta: 15)
3 19/08/25 Pemerintah Konsultasi mengenai
Kabupaten Inovasi Pembiayaan
Minahasa Utara Stimulan Rumah
(Jumlah Peserta 3) | Swadaya
4 30/10/25 Masyarakat Sosialisasi Klinik
Kabupaten PKP Kabupaten
Bolaang Bolaang Mongondow
Mongondow Selatan dan
Selatan (Jumlah ..
Peserta 20) Kebijakan
Perumahan
5 28/11/25 Masyarakat kota Sosialisasi Klinik
Ternate (Jumlah | PKP di Kota Ternate
Peserta 15) dan Kebijakan
Perumahan
6 29/11/25 Masyarakat kota Sosialisasi Klinik
Ternate (Jumlah | PKP di Kota Tidore
Peserta 15) dan Kebijakan
Perumahan
7 17/12/25 Pemerintah Koordinasi
Kabupaten penyusunan berkas
Minahasa Utara RP2KPKPK dan
(Jumlah Peserta 6) | RP3KP




7 26/09/25

Masyarakat kota
Bitung (Jumlah
Peserta 15)

Sosialisasi Klinik
PKP di kelurahan
Batu Putih Atas dan
Program
Kementerian PKP

8 22/12/25 Pemerintah Sosialisasi
Provinsi Sulawesi Penggunaan dan
Utara, Kab. Kep. Pemeliharaan
SITARO dan Huntap Pasca
Masyarakat .
Terdampak Bencana Erupsi Gn.
Bencana Erupsi Ruang
Gn. Ruang
(Jumlah Peserta:
300)

9 08/09/25 Masyarakat kota Sosialisasi Klinik

Manado (Jumlah
Peserta 20)

PKP di Kota Manado
dan Program
Kementerian PKP

Pada tahun 2025 berbagai kegiatan strategis di lingkungan BP3KP Sulawesi | telah

dilakukan untuk meningkatkan pelayanan publik yang diinformasikan melaiui website
BP3KP Sulawesi

produk dan kegiatan yang dilaksanakan.

memiliki website yang terintegrasi dengan website Kementerian
Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan alamat https://pkp.go.id/balai/p2p-sulawesi-i/
Melalui website ini disampaikan informasi terkait tugas dan fungsi, struktur organisasi,

DIRGAHAYU

REPUBLIK
INDONESIA

17 AGUSTUS 2025

Dirgahayu Republik Indonesia ke-80. Jadikan
momen bersejarah ini sebagai pijakan untuk
meningkatkan pengabdian kepada bangsa

dan negara.”

P\
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Updating Tugas dan Fungsi BP3KP Sulawesi |

A > Profil  Tugas dan Fungsi

Tugas Dan Fungsi

Tugas Fungsi

y
dan pengembangan hunian.

A > Profil > Tugas dan Fungsi

Tugas Dan Fungsi

Tugas Fungsi

1. Penyusunan program dan rumah khusus, ya, sert sarana,
2. Penyusunan rencana teknis pembangunan rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya, seta prasarana, sarana, dan utilitas umum
3. Pelaksanaan pembangunan rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya, serta prasarana, sarana, dan utilitas umum;

a rumah susun, rumah swadaya, sarana, dan utilitas umum;
s susun, h ;i sarana, dan utillt

6. Penge . rumah khusus, rumah swadaya, sefta prasarana, sarana, dan utiitas umum;

7

8. Koordinasi

9. Pelaksanaan fasilitasi serah terima aset; dan
10. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga balal

Lokasi Kantor BP3KP Sulawesi |

A Publikasi . Lokasi Kantor

Lokasi Kantor

No Nama Unit Kerja Alamat Nomor Telepon

1 Kantor Balal Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan J1. Ring Road 1, Ruko Bisnis 8 No.69, Kota Manado, Provins| Sulawesi Utara
Permukiman Sulawesi |

2 Kantor Satker PKP Provins| Sulawesi Utara Ji. Ring Road 1, Ruko Bisnis 8 No.69, Kelurahan Taas, Kecamatan Tikala, Kota Manado, Provinst
Sutawesi Utara

3 Kantor Satker PKP Provinsi Gorontalo J. Adam Zakaria No.09, Kelurahan Dembe Jaya, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, 0435 - 821806
Provinsi Gorontalo. Kode Pos 96121

4 Kantor Satker PKP Provinsi Maluku Utara J1. Salim Fabinho, No. 105, Kel. Tanah Raja, Kec. Terate Tengah, Kota Ternate, Maluku Utara




Struktur Organisasi BP3KP Sulawesi |

KEMENTERIAN PERUMAHAN

STRUKTUR ORGANISASI
DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan
dan Kawasan Permukiman Sulawesi |
TA.2025

PP 8PP SULAWES: |

PPK TKPR BP3KP SULAWES! |

P.PSPM BPIKP SULAESI |

Sy It Tanghrs, ST
tipiylrid  KEPALA SATUAN KERIA PR
9 ROV MALUKL UTARA

PPK RUMAN SWADATA, PSU DAN K
'BENCANARA SATLAN KERIA PRP. A Dt C T

i
!

PP FUMAN SWADAYA, PSUDAN KP.
PROV. SULAWES) UTARA ‘SATHER PKP PROVAS: SULLT

Updating Tautan pada footer website
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2.3. Kendala dan Solusi.
A. Kendala.

Keseluruhan pelaksanaan kegiatan kehumasan dan komunikasi publik di
lingkungan Balai Pelaksanaan Penyediaan Perumahan dan Kawasan
Permukiman Sulawesi | Kementerian PKP pada tahun 2025 masih
membutuhkan beberapa perbaikan dan terdapat beberapa kendala dalam
pelaksanaannya, antara lain:

e Tidak adanya Sumber Daya Manusia dalam Bidang Pranata Humas;

e Kolaborasi antar bagian yang masih terkendala disebabkan BP3KP
Sulawesi | terdiri atas 3 Provinsi sehingga dibutuhkan SDM Kehumasan
untuk menunjang Komunikasi Publik disetiap Satker;

e Terbatasnya anggaran dalam melaksanakan pelayanan informasi publik
yang masuk di dalam kegiatan kehumasan Balai Pelaksana Penyediaan
Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi | ;

e Belum adanya Diklat berjenjang/terstruktur untuk pranata humas;

e Kekurangan alat penunjang dan Software untuk mendukung videografi dan
fotografi kegiatan balai seperti :

Tabel 4 Kebutuhan Peralatan Kehumasan

No Nama Alat Qty
1 | Sony Alpha Mark IV 1
2 |Lensa Fix Sony 50 mm F. 1/8 1
3 |Lensa Sony Wide 16 - 35 mm F.2.8 1
4 |Lensa Sony FE 70-200mm F4 Macro G OSS II 1
5 |Laptop Lenovo Legion Pro 5 16 1
6 |Flash Kamera 1
7 | Drone DJI mini 4 Pro DJI RC2 1
8 | Hardisk Ekternal SSD 2 TB 2
9 | Server Storage (NAS) 10 TB 1
10 |Capcut Team Premium 1 tahun 1
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B. Solusi.

Berdasarkan permasalahan yang diungkapkan pada bab sebelumnya, berikut ini

merupakan rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan

pelayanan Kehumasan dan Komuniksi Publik di lingkungan Balai Pelakasana

Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi |, antara lain:

Pemenuhan kebutuhan Sumber Daya Manusia dalam Bidang Pranata
Humas;

Melakukan sosialisasi tentang penyelenggaraan pelayanan kehumasan
seluruh pegawai di Balai termasuk di Satker Provinsi Sulawesi Utara,
Gorontalo dan Maluku Utara;

Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik akan terus dilakukan dan akan
lebih ditekankan tidak hanya untuk petugas di bidang humas dan/atau
pelayanan informasi tapi juga hingga tingkat kesatkeran dalam upaya
meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terkait pelaksanaan
pelayanan informasi Publik kepada masyarakat;

Mengikuti Diklat berjenjang yang diselenggarakan oleh Kementerian pusat
atau lembaga lainnnya;

Pemenuhan sarana dan prasarana dalam menunjang layanan informasi
publik.
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BAB III
PENUTUP

3.1. Kesimpulan

Pelaksanaan kegiatan Kehumasan dan Komunikasi Pulik di lingkungan BP3KP Sulawesi
| selama Tahun 2025 telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan rencana kerja yang
telah ditetapkan. Kegiatan yang dilaksanakan mencakup sosialisasi, publikasi, layanan
konsultasi dan secara tatap muka (offline).

Pelaksanaan Kehumasan dan Komunikasi Pulik di lingkungan BP3KP Sulawesi |
sepanjang tahun pelaporan telah berkontribusi nyata dalam mendukung keterbukaan
informasi publik, penguatan citra kelembagaan, serta penyampaian kebijakan
perumahan dan kawasan permukiman kepada masyarakat secara luas. Melalui sinergi
tim, koordinasi lintas unit, serta pemanfaatan berbagai kanal komunikasi, pesan-pesan
strategis kementerian dapat tersampaikan secara lebih cepat, konsisten, dan akuntabel.
Beberapa capaian utama selama periode pelaporan antara lain:

a. Layanan Informasi Publik, kegiatan yang ditujukan untuk memberikan
informasi kegiatan Kementerian PKP dimana informasi kegiatan diberikan
secara berkala sesuai dengan memperhatikan daftar informasi yang
dikecualikan.

b. Klinik PKP, berfungsi sebagai wadah konsultasi, asistensi, dan bimbingan
teknis yang terbuka bagi seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan
perumahan dan kawasan permukiman.

c. Benar PKP dan SPAN Lapor sebagai media pengaduan konsumen dan
masyarakat terkait perumahan.

d. Publikasi melalui media sosial yang dimiliki oleh BP3KP Sulawesi | yaitu
Instagram @pkp_perumahan_sulawesil.

e. Publikasi melalui website yaitu dengan alamat : hiips://pkp.go.id/balai/p2p-

sulawesi-i .
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3.2. Saran

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan dan capaian kegiatan Kehumasan dan
Komunikasi Publik selama Tahun 2025, terdapat beberapa saran yang dapat menjadi
bahan perbaikan dan pengembangan layanan ke depan, sebagai berikut:
1. Peningkatan Kapasitas dan Jumlah SDM
Diperlukan penambahan serta pelatihan Pranata Humas di lingkungan BP3KP
Sulawesi | agar pelayanan Kehumasan dan Komunikasi Publik dapat lebih baik,
tepat waktu dan berkualitas.
2. Optimalisasi Pemanfaatan Platform Digital
Kanal-kanal media sosial harus dimanfaatkan lebih baik lagi secara optimal
dengan konten-konten yang informatif, edukatif dan menarik.
3. Perluasan Jangkauan Sosialisasi Layanan
Disarankan untuk memperluas kegiatan sosialisasi ke daerah-daerah yang belum
terjangkau, terutama wilayah dengan tingkat kebutuhan tinggi terhadap bantuan
perumahan dan permukiman, melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah dan

perguruan tinggi.
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LAMPIRAN

NOTULA

RAPAT INTERNAL POKJA ZONA INTEGRITAS
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

SULAWESI |

Waktu

Selasa, 7 Oktober 2025, Pukul 10.00 WITA - Selesai

Tempat

Ruang Rapat BP3KP Sulawesi | dan Online Zoom
Meeting

Peserta

A o

KTU BP3KP Sulawesi |

Kepala Seksi Pelaksanaan Wilayah 1
Kepala Seksi Pelaksanaan Wilayah 2
PPK TKPR BP3KP Sulawesi |
Seluruh Pokja Zona Integritas

No Topik

Uraian Singkat dan Arahan

1 Manajemen
Perubahan

Kartika Pratiwi, S.T.

Penyusunan Tim Kerja

Contoh nyata seperti penyusunan tim Pokja. Apakah
penyusunan melalui prosedur yang tepat? Bagaimana
caranya? Apa dasarnya memilih koordinator dan tim?
Semua ada pertanggungjawaban tatanan dan tata
caranya. Semua kegiatan ada tatanan dan tata
caranya sehingga harapannya bisa merubah pola pikir
maupun cara kerja di balai dan satker. Karena output
balai dan satker adalah administratif.

Rencana Pembangunan ZI

Ada dokumen terkait timeline apa saja yang akan
dilakukan dalam 1 tahun oleh tim Pokja. Contohnya
rencana kerja, timeline, outputnya apa, timeframenya
bulan apa dst. Diuraikan lengkap dari undangan rapat,
notulensi, dokumentasi dll.

Pemantauan dan Evaluasi

Setelah  menyusun rencana kerja  dengan
timeframenya, dilakukan monitoring dan evaluasi
(monev) apakah rencana sudah dilakukan atau
belum? Bisa dilakukan secara berkala apakah 1 bulan
sekali dst. Hasilnya adalah tindak lanjut. Akan
dilakukan rapat rutin dengan tujuan agar progres
masih dalam jalur.

Perubahan Pola Pikir dan Budaya

Harapannya mulai saat ini, kedepannya kita bisa lebih
baik, lebih cepat merubah pola pikir dan budaya kerja.
Dilakukan secara bertahap tidak instan. ZI adalah
program yang butuh komitmen bersama, bukan hanya
staff dan bawahan, tetapi juga butuh dukungan
pimpinan sebagai role model. Ada contoh BPOM Bali
yang bercerita bahwa mereka memulai ZI di tahun
2019 dan baru mendapat keterangan WBK di tahun
2025. Kesimpulannya bahwa ZI adalah proses
panjang yang tidak instan. Selanjutnya akan
ditetapkan agen perubahan. Tetapi ini masih dalam
proses sehingga selanjutnya akan dibahas oleh
koordinator dan kabalai.

2 Penataan Tata
Laksana

Prosedur Operasional telah Ditetapkan
Kaitannnya dengan SOP. Dimana di BP3KP sudah
ada Proses Bisnis, dari situlah akan dibuat SOP. SOP
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Kartika Pratiwi, S.T.

utama dan SOP pendukung. SOP utama diambil dari
Probis utama, biasanya lebih ke proses besar di balai
yang menopang jalannya Satker dan Balai.dan SOP
pendukung diambil dari Probis pendukung, yang
sifatnya lebih ke penunjang. Probis pendukung ada di
tiap PPK, seperti bendahara, pencairan, termin dll.
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
Pemanfaatan SPBE seperti absensi dan SKP yang
akan disosialisasikan minggu depan. Persuratan dan
kesatkeran. Di mana semua sudah kita gunakan jadi
tinggal monev terkait pemanfaatan

Keterbukaan Informasi Publik

Inputnya adalah laporan monev berisi kebijakan terkait
keterbukaan apakah diterapkan atau belum. Hasil
monitoring dan evaluasi dari sosial media dikendalikan
oleh tim Pokja Tata Laksana.

3 Penataan Sistem
Manajemen SDM
Aparatur

Kartika Pratiwi, S.T.

Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan
Kebutuhan Organisasi

Membuat perencanaan kebutuhan pegawai sesuai
kebutuhan organisasi. Kemarin sudah di tahap peta
jabatan dan pemetaan. Penempatan suah dijalankan,
lalu selanjutnya dari rencana yang sudah disusun
akan ada monev. Apakah pegawai cocok dengan
penempatan?

Pola Mutari Internal

Dari evaluasi akan ditempatkan kembali atau perlu
analisa ulang. Bisa dilakukan mutasi internal, mutasi
antar jabatan.

Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi
Dibuat Training Need Analysis untuk melihat diklat apa
yang dibutuhkan untuk meningkatkan kompetensi
pegawai. Pegawai di unit kerja memiliki hak untuk
mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi
lain seperti in-house training, coaching atau
mentoring.

Penetapan Kinerja Individu

Akan disosialisasikan minggu depan dalam bentuk
SKP

Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku
Pegawai

Aturan disiplin seperti seragam yang dipakai per hari
Sistem Informasi Kepegawaian

4 Penguatan
Akuntabilitas

Kartika Pratiwi, S.T.

Keterlibatan Pimpinan

Unit kerja melibatkan pimpinan secara langsung.
Jangan sampai ada pimpinan yang tidak terinfo.
Aktifkan dokumentasi, notulensi, dan absensi.
Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja

Ada rencana strategis, RKKL. Laporan kinerja telah
memberikan informasi tentang kinerja.

5 Penguatan
Pengawasan

Kartika Pratiwi, S.T.

Pengendalian Gratifikasi
Public campaign seperti kaos, poster. Pembentukan
Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) bisa dibentuk
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b. 6Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
(SPIP)
Penilaian risiko dan mitigasi risiko. Tujuannya
dibangunnya lingkungan pengendalian. Akan ada
laporan per triwulan.

c. Pengaduan Masyarakat
Pengaduan bisa lewat Klinik PKP, Laporspan, dlIl.
Semua didokumentasikan dari pengaduan, hasil
laporan, tindak lanjut dIl.

d. Whistle Blowing System
Dibuat laporan, Nota Dinas, Penanganan dan tindak
lanjut

6 Peningkatan Kualitas |a. Standar Pelayanan
Pelayanan Publik Membuat standar pelayanan yang selanjutnya
disetujui kabalai. Kedepannya bisa dibuat infografis
Kartika Pratiwi, S.T. alur pelayanan, jam pelayanan dll.

b. Budaya Pelayanan Prima
Peningkatan layanan. Akan dibuat pojok diskusi untuk
menerima aduan dan tamu. Diakomodir dengan DIPA
TKPR. Bisa dilengkapi dengan X Banner dan poster.

c. Pengelolaan Pengaduan

Menampung masukan dari sosial media untuk
diselesaikan. Selanjutnya bisa dilakukan survey
kepuasan masyarakat.

7 Tindak Lanjut

Kawinda Trya
Estherlita, S.T.

Per Pokja mengupload dokumen masing masing ke akun
MyPKP balai sebagai laporan Pembangunan Zona
Integritas

Mengetahui
KTU BP3KP Sulawesi |

s
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Kartika Pratiwi, S.T.
NIP. 199411052019032013
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NOTULA

RAPAT INTERNAL POKJA ZONA INTEGRITAS
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Kartika Pratiwi, S.T.

SULAWESI |
Waktu Selasa, 14 Oktober 2025, Pukul 15:00 WITA - Selesai
Tempat Ruang Rapat BP3KP Sulawesi | dan Online Zoom
Meeting
Peserta 1. KTU BP3KP Sulawesi |
2. Kepala Seksi Pelaksanaan Wilayah 1
3. Kepala Seksi Pelaksanaan Wilayah 2
4. PPK TKPR BP3KP Sulawesi |
5. Seluruh Pokja Zona Integritas
No Topik Uraian Singkat dan Arahan
1 Pengantar Diharapkan masing-masing pokja dapat merinci dan

menjelaskan rencana kerjanya. Meskipun pelaksanaan
kegiatan baru dimulai pada bulan Oktober tahun ini,
rencana kerja tersebut diharapkan dapat menjadi acuan
untuk tahun berikutnya. Dengan demikian, hal-hal yang
masih perlu disesuaikan dapat kita bahas bersama di

M.H.

forum ini.
2 Pokja Penguatan 1. Pelaksanaan apel
Tatalaksana 2. Peliputan kegiatan
3. Pelayanan informasi, akan dibuat barcode, misal di
Lifiana Zena Pasuhuk, klinik PKP, poster untuk penyampaian
S.T. 4. Pengisian konten media sosial
5. Administrasi perjalanan dinas, yang terencana dan
khusus, misal ada dispo dari ppk, lalu ttd satker atau
kabalai, berapa lama hari dan jamnya, itu akan dibuat
SOP. Khusus itu artinya tiba tiba misal sudah pergi
deluan tapi belum ada SPTnya.
6. Pengajuan UP
7. Pengajuan GUPnya
8. Pengajuan LS
9. Pelaksanaan verifikasi teknis pengusulan, akan dibuat
SOP
10. Penanganan benturan kepentingan
11. Penempatan pegawai dengan kehadiran terbaik dan
keterlambatan terbanyak. Akan direkap mingguan.
Misal disetujui akan ada SOPnya
3 Pokja Penataan 1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan
Sistem Manajemen kebutuhan organisasi
Sumber Daya 2. Pola mutasi internal
Manusia 3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi
4. Penetapan kinerja individu
Vicaristy Amanda 5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/ kode perilaku
Tumengkol, S.E. pegawai
6. Sistem informasi pegawai
4 Pokja Penguatan 1. Pimpinan terlibat langsung dalam perencanaan dan
Akuntabilitas Kinerja penetapan kinerja, termasuk penyusunan program
dan anggaran (RKKAL).
Maya Yapardi, S.H., 2. Rapat progres bulanan dipimpin oleh Balai dengan

undangan resmi sebagai bentuk monitoring rutin.
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3. Monitoring kinerja dan keuangan dilakukan melalui
rapat mingguan/bulanan dengan output berupa
laporan  e-monitoring dan  keuangan  yang
ditandatangani pimpinan.

4. Menyusun indikator kinerja (IKU) melalui SK/draft
yang disahkan oleh Kepala Balai untuk memastikan
kesesuaian dengan tugas dan fungsi.

5. Indikator kinerja disusun menggunakan metode
SMART dan dikoordinasikan secara berkala dengan
PPK.

6. Mengadakan rapat koordinasi (online/zoom) antar
satker untuk menyusun dan memantau progres
laporan kinerja (LAKIP).

7. Meningkatkan kapasitas SDM pengelola akuntabilitas
melalui koordinasi dengan TU agar operator mengikuti
diklat, bimtek, dan sosialisasi terkait Renstra, LAKIP,
dan SAKIP.

5 Pokja Penguatan 1. Pengendalian gratifikasi
Pengawasan 2. Penerapan sistem pengendalian intern pemerintah
3. Pengaduan masyarakat
Williams Christian De |4. Whistle-Blowing System
Mellian Aipassa, 5. Penanganan benturan kepentingan

S.Ars.

6 Pokja Peningkatan
Kualitas Pelayanan
Publik

Suryani U. Thalib, S.T.

Usulan & Rencana Pengembangan

1.

4.

Perlu dibuat rencana kerja yang memuat kegiatan
peningkatan kualitas pelayanan publik, termasuk
kegiatan yang menonjol seperti penguatan layanan
informasi publik di Balai dan Satker (terutama di
Maluku Utara).

Disarankan menyiapkan:

a. Standar Pelayanan dan alur permohonan
informasi publik.

b. Maklumat Pelayanan sebagai bentuk komitmen
keterbukaan dan transparansi layanan.

c. Media informasi publik seperti X-banner/poster
terkait alur layanan.

d. Kotak saran atau survei kepuasan masyarakat,
bisa berbentuk barcode atau form digital.

Integrasi & Koordinasi. Koordinasi diperlukan dengan:

a. Pokja Pengawasan, terkait sistem pengaduan
masyarakat (SPAN Lapor atau kanal PKP).

b. Tim Komunikasi Publik (Kompu), untuk menyusun
jadwal dan intensitas publikasi di media sosial
balai.

c. TimTU, dalam penyusunan SK Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta tim
pelayanan publik.

d. Klinik PKP, agar kegiatan pelayanan publik dapat
berjalan paralel dengan pendampingan teknis di
lapangan (BSP/BSPS).

Tindak Lanjut

a. Target minggu ini: penyusunan rencana kegiatan
dan identifikasi ulang kegiatan pelayanan publik
tahun berjalan.
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b. Perlu dukungan dan bahan dari pusat/Balai,
seperti juknis Klinik PKP, draft SK PPID, dan
contoh materi publikasi.

c. Perlu penganggaran untuk media publikasi (X-
banner, poster, leaflet, dIll.) agar dapat
diakomodasi dalam penyerapan kegiatan Balai.

5. Catatan Tambahan

a. SK Tim Pengelola Informasi Publik perlu segera
disiapkan, sejalan dengan SK Renstra, SAKIP,
dan LAKIP.

b. Klinik PKP akan diaktifkan kembali dengan pola
kolaboratif antara Balai dan Satker.

c. Output utama yang diusulkan: Maklumat
Pelayanan, Standar dan Alur Pelayanan Publik.,
Kotak Saran & Survei Kepuasan, Media Publikasi
& Sosialisasi (Poster/X-banner/Media Sosial).

7 Pokja Manajemen
Perubahan -
Pemilihan Agen
Perubahan

Kartika Pratiwi, S.T.

Pemilihan dilakukan secara voting dengan argumentasi
dari masing masing pemilih sesuai dengan kesepakatan
awal yang dihasilkan dari rapat Pembahasan Pemilihan
Agen Perubahan ZI.

Balai P3KP Sulawesi | : Henricho Dirganeri, S.Ars.
Satker Sulawesi Utara : Saskia Desi Queentania, S.E.
Satker Gorontalo : Enricho Rayditia Bround Imbar, S.T.
Satker Maluku Utara : Williams Christian De Mellian
Aipassa, S.Ars.

B =

Prinsip Pelaksanaan kegiatan tidak perlu rumit, yang
penting sederhana namun berdampak dan terlihat di
lingkungan kantor. Setiap kegiatan waijib disertai laporan
realisasi dan rencana aksi dalam bentuk matriks.
Ditekankan agar setiap agen membuat kegiatan berbeda
agar tidak terjadi duplikasi antar individu.

Contoh Kegiatan Agen Perubahan, Berpakaian rapi dan
menjadi teladan disiplin di kantor, Sosialisasi budaya
kerja seperti “senyum, sapa, salam.”, Pembuatan video
pendek atau konten positif di media sosial, Kegiatan
olahraga atau senam sehat untuk membangun semangat
kerja, Sosialisasi penggunaan atribut kerja seperti name
tag (nempel).

Dokumentasi & Bukti Dukung. Seluruh kegiatan harus
terdokumentasi (foto, video, laporan) dan diunggah
sebagai bukti dukung pembangunan Zona Integritas.
Bukti kegiatan dapat diunggah ke media sosial atau
diserahkan melalui dokumentasi internal (emon/rekap
kegiatan). Disarankan membuat video pendek kegiatan
agen perubahan untuk publikasi di akun media sosial
Balai (IG).

Kolaborasi & Koordinasi

Agen Perubahan dapat berkoordinasi dengan:

1. Pokja Pelayanan Publik, untuk kolaborasi kegiatan
positif (misalnya video pelayanan prima).
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2. Tim Komunikasi Publik (Kompu), untuk publikasi
kegiatan di media sosial.

3. Balai membuka ruang komunikasi melalui grup dan
WA untuk memudahkan koordinasi kegiatan.

Tindak Lanjut

1. Menyusun rencana aksi Agen Perubahan dalam
bentuk matriks.

2. Melaksanakan minimal satu kegiatan nyata yang
berdampak dan terdokumentasi.

3. Membuat video atau konten singkat terkait program
unggulan Balai (misalnya Klinik PKP atau BSPS).

Mengetahui
KTU BP3KP Sulawesi | Notulis
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Kartika Pratiwi, S.T. Andhika Cholil Gibran, S.T.
NIP. 199411052019032013 NIP. 199607082025061007
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Absensi Online

Rapat Rencana Kerja Pokja ZI

No Nama Peserta Jabatan Unit Kerja
1 Timothy Van Gils PKBGKP Ahli Pertama Satker PKP Gorontalo
Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan
2 Karenina Sarah Jasmine Satker PKP Sulawesi |
Permukiman Ahli Pertama
3 Angel Ribka Kristyn Sitorus Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama |BP3KP Sulawesi I
Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan
4 Karenina Sarah Jasmine Satker PKP Prov. Gorontalo
Permukiman Ahli Pertama
5 Kartika Pratiwi KTU BP3KP Sulawesi I
6 Siti Aviva Mustika Alamri Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama BP3KP Sulawesi |
7 Saskia Desi Queentania APK APBN Ahli Pertama Satker Sulut
8 Geneviene Nadine Debora Biring Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama BP3KP Sulawesi [
9 Maya Yapardi JF PKP Ahli Madya Satker PKP Maluku Utara
10 Audrey Novita Sambo PKBGKP Ahli Pertama Satker Maluku Utara
11 Stefanny Dotulung PKBGKP BP3KP Sulawesi I
Williams Christian De Mellian
12 Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama BP3KP Sulawesi I

Aipassa, S.Ars.
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NOTULA

RAPAT CAPAIAN POKJA ZI & AGEN PERUBAHAN
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

SULAWESI |
Waktu Selasa, 21 Oktober 2025, Pukul 15.00 WITA - Selesai
Tempat Ruang Rapat BP3KP Sulawesi | dan Online Zoom
Meeting
Peserta 1. KTU BP3KP Sulawesi |
2. Kepala Seksi Pelaksanaan Wilayah 1
3. PPK TKPR BP3KP Sulawesi |
4. Seluruh Pokja Zona Integritas
No Topik Uraian Singkat dan Arahan

Kartika Pratiwi, S.T.
& Kawinda Trya
Estherlita, S.T.

Minggu depan akan diselenggarakan Acara Sosialisasi
Zona Integritas (ZI) dengan menghadirkan narasumber
dari BBPOM. Sebelumnya, telah dilakukan studi banding
ke BBPOM untuk mempelajari penerapan ZI di instansi
tersebut. Dalam kunjungan tersebut, peserta disambut
dengan baik mulai dari petugas keamanan hingga
resepsionis di gedung pelayanan publik yang
representatif. Fasilitas yang tersedia pun cukup lengkap,
seperti buku tamu digital, kopi dan teh di meja pelayanan,
serta berbagai SOP layanan yang ditampilkan dalam
akrilik.

Selain itu, terdapat ruang laktasi, daycare, dan ruang
konsultasi privat, serta jalur khusus difabel lengkap
dengan kursi roda dan tongkat. Dari hasil pengamatan,
Pokja 6 merencanakan pembuatan x-banner bertema
antikorupsi dan gratifikasi sebagai bentuk komitmen
terhadap pembangunan ZI. Harapannya, berbagai praktik
baik yang diperoleh dari kunjungan ini dapat diterapkan di
lingkungan kerja kita ke depan.

2 Henricho Dirganeri, Program
S.Ars 1. Berpakaian sesuai aturan
(Agen Perubahan) 2. Senyum salam sapa
3. Dirga (Disiplin, Inovatif, Ramah, Gotong Royong, &
Adaptif)
3 | Saskia Desi Program
Queentania, S.E. 1. Kalender kerja keuangan
(Agen Perubahan) 2. Datang tepat waktu
3. Berpakaian rapi sesuai jadwal
4 Williams Christian De | Program
Mellian Aipassa, S. 1. Datang tepat waktu 10-30 menit sebelum jam masuk
Ars. kantor
(Agen Perubahan) 2. Berpakaian rapi sesuai ketentuan
3. Pemasangan poster/mading bertema integritas
4. 5 menit membersihkan meja 5 menit
5. Kotak saran
5 Kawinda Trya Capaian dan program kerja (proker) dari masing-masing

Estherlita, S.T.

pokja akan dikumpulkan pada hari Jumat sebagai bagian
dari upaya untuk menyatukan dan mematangkan hasil
kerja setiap tim. Pengumpulan ini diharapkan dapat
menjadi momentum evaluasi bersama, di mana setiap
pokja dapat meninjau kembali progres yang telah dicapai,
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kendala yang dihadapi, serta strategi yang perlu diperkuat
dalam rangka Pembangunan Zona Integrutas di BP3KP
Sulawesi |.

Mengetahui
KTU BP3KP, Sulawesi | Notulis
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Kartika Pratiwi, S.T. Andhika Cholil Gibran, S.T.
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Absensi Online
Rapat Internal Pokja Zona Integritas

No Nama Peserta NIP/NRP NELEIED] Unit Kerja
Penata Kelola Bangunan Gedung
1 Karenina Sarah Jasmine 200201242025062000 dan Kawasan Permukiman Ahli Satuan Kerja PKP Gorontalo
Pertama
Penata Kelola Bangunan Gedung
2 [Rogi Donvito Gabriel 199508252025061000 dan Kawasan Permukiman Ahli Satker PKP Provinsi Sulawesi Utara
Pertama
3 |Winda Niken Erica Samola 199801102025062000 Analis Per}gelolaan Keuangan Satuan Kerja P2KP Sulawesi Utara
APBN Ahli Pertama
Penata Kelola Bangunan Gedung
4 |Andrew Zefanya 199811182020121000 dan Kawasan Permukiman Ahli BP3KP Sulawesi |
Pertama
5 Maya Yapardi 197405132003122000 JF PKP Ahli Madya Satker PKP Provinsi Maluku Utara
6 |Stefanny Cyntia Dotulung, SST 199503002025062000 || enata Kelola Bangunan Gedung g0y b jawesi|
dan Kawasan Permukiman
7 |Enricho Rayditia Bround Imbar, S.T. 199804222025061000 i::tzt;:eb'a Perumahan Afli Satker PKP Gorontalo
8 | williams Christian De Mellian Aipassa 199711232025061000 g:::;t;;(elola Perumahan Ahli Satker PKP Maluku Utara
9 |Arnd Andrew Sondey, S.T. 198207012010011000 Kepala Seksi Pelaksanaan Wilayah | [BP3KP Sulawesi |
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NOTULA

RAPAT INTERNAL POKJA ZONA INTEGRITAS
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Estherlita, S.T.

SULAWESI |
Waktu Rabu, 29 Oktober 2025, Pukul 10.00 WITA - Selesai
Tempat Ruang Rapat BP3KP Sulawesi | dan Online Zoom
Meeting
Peserta 1. KTU BP3KP Sulawesi |
2. Kepala Seksi Pelaksanaan Wilayah 1
3. PPK TKPR BP3KP Sulawesi |
4. Seluruh Pokja Zona Integritas
No Topik Uraian Singkat dan Arahan
1 Kawinda Trya 1. Review dan pemantapan rencana kerja tiap Pokja ZI

BP3KP Sulawesi I.

Kegiatan ZI akan melibatkan seluruh pegawai, tidak
hanya anggota Pokja.

Pelaksanaan acara besar menyesuaikan agenda
pusat (karena padat di akhir tahun).

Persiapan pelaksanaan benchmarking/studi tiru ke
instansi berpredikat WBK ke BPOM Manado dengan
tujuan agar Pokja dapat melihat langsung penerapan
Zl dan membandingkan praktik nyata di lapangan

S.T. & Siti Aviva
Mustika Alamri,
S.P.W.K.

2 Pokja Penguatan Program utama dan rencana kerja tahun 2026
Pengawasan 1. Pengendalian Gratifikasi
a. Penyusunan materi sosialisasi dan bimbingan
Arnd Andrew Sondey, teknis.
S.T. & Mercy b. Sosialisasi dan kampanye publik anti gratifikasi.
Magdalena Michel c. Pemasangan banner/poster di lingkungan kerja
Pangemanan, S.T. (sudah berjalan).
2. Penerapan SPIP (Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah)
a. Pembentukan Tim SPIP dan penyusunan SK.
b. Identifikasi tujuan, risiko, dan mitigasi kegiatan.
c. Penguatan komunikasi dan dokumentasi SPIP
secara digital.
d. Output: Laporan SPIP Balai.
3. Pengaduan Masyarakat
a. Implementasi mekanisme pengaduan, monitoring,
dan tindak lanjut.
4. Whistle Blowing System (WBS)
a. Internalisasi, evaluasi, dan tindak lanjut
penerapan WBS.
5. Penanganan Benturan Kepentingan
a. Sosialisasi, implementasi, dan evaluasi atas
kasus yang mungkin terjadi.
3 Pokja Penguatan Tata |1. Pembuatan SOP utama (Swadaya, Rusus, PSU).
Laksana 2. Penetapan ketentuan pegawai terbaik dan terlambat
berdasarkan absensi.
Lifiana Zena Pasuhuk, |3. Pelaksanaan apel serentak di seluruh Satker,

terdapat tantangan zona waktu namun diharapkan
jadwal bisa disesuaikan
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Pokja Manajamen
Perubahan

Kawinda Trya
Estherlita, S.T. &
Henricho Dirganeri,
S.Ars.

Diminta berkolaborasi dengan Pokja Komunikasi

Publik untuk membuat video internal tentang:

a. Profil seragam ASN Kementerian PKP (Senin—
Jumat).

b. Konten edukatif untuk ditayangkan di TV lobby
Balai (format landscape menyesuaikan TV)

Diperbolehkan meminjam seragam antar pegawai

untuk keperluan produksi.

Penugasan video menjadi bagian dari kegiatan

aktualisasi CPNS.

Kesimpulan &
penutup

Maya Yapardi, S.H.,
M.H. & Kawinda Trya
Estherlita, S.T.

Setiap rapat lintas wilayah wajib direkam (Zoom
Recording) dan disertai notulensi tertulis.

Beberapa Pokja diminta segera melakukan rapat
internal lanjutan.

Studi tiru minggu depan disesuaikan dengan lokasi

WBK terdekat di masing-masing Satker.

Dua minggu ke depan akan dilaksanakan acara
Sosialisasi Zona Integritas di Manado.

. Agen Perubahan menjadi PIC rekap absensi bulanan

dalam rangka pengelolaan reward pegawai terbaik.

Mengetahui
KTU BP3KP Sulawesi |

7

Kartika Pratiwi, S.T.

NIP. 199411052019032013

Notulis

Andhika Cholil Gibran, S.T.
NIP. 199607082025061007
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Dokumentasi
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Dokumentasi

zoom
Workplace

GOD’S

¥ Andhika C. Gibran Ditjen TKPR BP3KP Sulawesi | ¥ Williams Christian De Mellian Aipassa
Y

Ask to Unmute .

¥ Maya Yapardi 1 ¥ Karenina Sarah Jasmine_Satker Gorontalo

¥ & & @ O]

Stop Video Participants Chat Reactions Share Screen Security Record Show Captions Breakout Rooms






https://v3.camscanner.com/user/download



https://v3.camscanner.com/user/download

Absensi Online

Rapat Internal Pokja Zona Integritas

\[e} Nama Peserta NIP/NRP NELEIE Unit Kerja
Penata Kelola Bangunana Gedung
1 |Karenina Sarah Jasmine 200201242025062012 dan Kawasan Permukiman Ahli Satker PKP Prov. Gorontalo
Pertama
2 |Maya Yapardi 197405132003122008  |JF PKP Ahli Madya Sf‘;'r‘;r ANFIESIEI LT
3 Williams Christian De 199711232025061007 Penata Kelola Perumahan Ahli Satker PKP Provinsi Maluku

Mellian Aipassa, S. Ars.

Pertama

Utara
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NOTULA

RAPAT PEMBAHASAN PROGRES LKE & PERSIAPAN RENCANA SOSIALISASI Z|
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

SULAWESI |

Waktu

Jumat, 14 November 2025, Pukul 10:00 WITA - Selesai

Tempat

Ruang Rapat BP3KP Sulawesi |

Peserta

KTU BP3KP Sulawesi |

Kepala Seksi Pelaksanaan Wilayah 1
Kepala Seksi Pelaksanaan Wilayah 2
PPK TKPR BP3KP Sulawesi |
Seluruh Pokja Zona Integritas

Sl

No Topik

Uraian Singkat dan Arahan

1 Ir. Kawinda Trya
Estherlita, S.T.

Secara keseluruhan, enam Pokja dalam LKE Zona
Integritas masih berada pada tahap melengkapi dan
menyempurnakan eviden, mulai dari dokumen komitmen,
SOP, pengelolaan SDM, akuntabilitas kinerja,
pengawasan, hingga pelayanan publik. Seluruh Pokja
terus menyesuaikan bukti pendukung sesuai format LKE
dan memperbaiki kekurangan agar target penyelesaian
dapat tercapai tepat waktu.

2 Ir. Kawinda Trya
Estherlita, S.T.

Persiapan Acara Sharing Session Zona Integritas dengan
Balai Besar POM Manado
e Penyusunan rundown acara
Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK)
Penyusunan Undangan Acara
Permohonan Narasumber dari tim Pokja Z| Balai
Besar POM Manado
Pembahasan konsumsi peserta
Penunjukan MC dan pembaca doa
Pembahasan transportasi
Pengaturan teknis kegiatan
Dokumentasi kegiatan

Mengetahui

KT%P Sulawesi |

Kartika Pratiwi, S.T.

NIP. 199411052019032013

Notulis

Andhika Cholil Gibran, S.T.
NIP. 199607082025061007
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Dokumentasi
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NOTULA

RAPAT PEMBAHASAN PROGRES LKE & PERSIAPAN RENCANA SOSIALISASI ZI
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

SULAWESI |

Waktu

Kamis, 13 November 2025, Pukul 13:30 WITA - Selesai

Tempat

Ruang Rapat BP3KP Sulawesi | dan Online Zoom
Meeting

Peserta

Kabalai BP3KP Sulawesi |

KTU BP3KP Sulawesi |

Kepala Seksi Pelaksanaan Wilayah 1
PPK TKPR BP3KP Sulawesi |
Seluruh Pokja Zona Integritas

RN =

No

Topik

Uraian Singkat dan Arahan

Ir. Kawinda Trya
Estherlita, S.T.

Rencana Kegiatan dengan BPOM

e Akan dilaksanakan kegiatan bersama BPOM
pada minggu depan dengan fokus pada sharing
session terkait Agen Perubahan dan Zona
Integritas (ZI).

e Narasumber dari BPOM berjumlah 3 orang,
masing-masing menyampaikan materi selama 1
jam.

e BPOM akan hadir pada hari Senin untuk sesi
materi di kantor.

M.T.

2 Ir. Kawinda Trya Benchmarking / Studi Tiru

Estherlita, S.T. e Kegiatan benchmarking direncanakan pada hari

Selasa ke kantor BPOM.
e Agenda difokuskan untuk studi tiru penerapan ZI
dan inovasi yang dapat diadopsi.
e Tanggal kegiatan menyesuaikan konfirmasi dari
Itien, rentang sekitar 17-21 (perkiraan).
3 Ir. Kawinda Trya Penyusunan Dokumen KAK
Estherlita, S.T. e Disusun KAK 2 yang mencakup:
& Kartika Pratiwi, S.T. o Benchmarking & Zona Integritas
o Undangan narasumber
o Notulen kegiatan
e Lokasi kegiatan utama menggunakan Aula
BPOM.
e Peserta terdiri dari seluruh Pokja ZI beserta staf.
e Disiapkan sewa mobil untuk mendukung
mobilisasi kegiatan.
4 Ir. Kawinda Trya Sosialisasi Penyusunan SKP

Estherlita, S.T. ¢ Akan dilakukan sosialisasi pembuatan SKP.

& Kartika Pratiwi, S.T. ¢ Direncanakan mengundang narasumber dari
Pusat untuk membantu pengisian dan
penyusunan.

5 Ir. H. Hujurat, S.T., Pelaksanaan kegiatan pembangunan Zona Integritas (ZI)

menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dilakukan
secara paralel dengan berbagai tugas rutin unit kerja,
termasuk pelaksanaan kegiatan fisik di lapangan yang
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Kabalai BP3KP
Sulawesi |

membutuhkan penjadwalan bergiliran agar operasional
tetap berjalan optimal. Penyesuaian jadwal kegiatan
dilakukan dengan mempertimbangkan agenda wajib
lainnya, khususnya kegiatan Latsar, sehingga seluruh
rangkaian program ZI-WBK tetap dapat terlaksana tanpa
mengganggu tugas kedinasan. Koordinasi berkala
diperlukan agar setiap pokja dapat mengatur prioritas

6 Kartika Pratiwi, S.T.

Pengaduan Masyarakat
e Pengaduan masyarakat diperbolehkan melalui
dokumentasi foto langsung di lapangan saat

menerima laporan.

7 Kartika Pratiwi, S.T.

Whistle Blowing System (WBS)
e SOP WBS akan disusun dan diberlakukan.
e Laporan WBS akan diselesaikan dan
dikumpulkan setiap triwulan.

8 Kartika Pratiwi, S.T.

LKE

Pembahasan LKE Zona Integritas menekankan bahwa
Lembar Kerja Evaluasi digunakan sebagai acuan untuk
menilai kemajuan pembangunan ZI melalui komponen
pengungkit dan hasil, yang mencakup manajemen
perubahan, tatalaksana, SDM, akuntabilitas,
pengawasan, serta kualitas pelayanan publik.
Pentingnya kelengkapan data dukung pada setiap
indikator agar proses penilaian dapat berjalan lancar.
Beberapa kendala yang ditemui antara lain bukti yang
belum lengkap, dokumentasi kegiatan yang belum
tertata, dan perlunya penyelarasan antara kegiatan
dengan indikator LKE. Tim kemudian sepakat untuk
melakukan perbaikan, melengkapi dokumen, serta
menugaskan tiap penanggung jawab komponen untuk
melakukan pengecekan ulang sebelum batas penilaian.
Penekanan akhir mengingatkan bahwa penyusunan LKE
bukan hanya untuk memenuhi penilaian, tetapi sebagai
upaya membangun budaya kerja yang lebih transparan,
akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan pelayanan
publik.

Mengetahui

KTU BP3KP Sulawesi |

Kartika Pratiwi, S.T.
NIP. 199411052019032013

Notulis

Andhika Cholil Gibran, S.T.
NIP. 199607082025061007
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KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : SP DIPA- 146.01.1.691417/2025

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

DS:0800-6652-8766-2840

A. Dasar Hukum:
1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga . (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

2. Unit Organisasi . (01) SEKRETARIAT JENDERAL

3. Provinsi : (17) SULAWESI UTARA

4. Kode/Nama Satker : (691417) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi |

Sebesar : Rp. 84.318.000 ( DELAPAN PULUH EMPAT JUTA TIGA RATUS DELAPAN BELAS RIBU RUPIAH )

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM

06.90 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

146.01.WA Program Dukungan Manajemen

146.01.WA. Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni Rp.

2. PNBP Rp.
- PNBP TA Berjalan Rp.

3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri Rp.
- Pinjaman Luar Negeri Rp.
- Hibah Luar Negeri Rp.

D. Pencairan dana dilakukan melalui :
1.KPPN MANADO
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

N o g wWwN e

84.318.000 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri
- Pinjaman Dalam Negeri
0 - Hibah Dalam Negeri
5. Hibah Langsung
0 - Hibah Luar Negeri Langsung
0 - Hibah Dalam Negeri Langsung
0 6. SBSN PBS

(049) Rp. 84.318.000

. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.

. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman Ill DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.

. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

Jumlah Uang
Rp. 84.318.000
Rp. 84.318.000

O O O ©O O O o

Jakarta, 02 Desember 2024
AN. MENTERI KEUANGAN
PLH. DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
SUAHASIL NAZARA
NIP. 197011231999031006



Kementerian Negara/Lembaga
Unit Organisasi
Provinsi

Kode/Nama Satker

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA-146.01.1.691417/2025
I A. INFORMASI KINERJA

1 (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1 (01) SEKRETARIAT JENDERAL
1 (17) SULAWESI UTARA

: (691417) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi |

DS:0800-6652-8766-2840

Halaman: | A. 1

Program
Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan
Klasifikasi Rincian Output

Rincian Output

146.01.WA Program Dukungan Manajemen
7665 Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal
1. 01 Persentase Penurunan Waktu dan Biaya dalam Pengelolaan Penyelenggaraan Sekretariat Jenderal
7665.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal 1,00 Layanan, Laporan, Dokumen,
Rekomendasi, Unit
01 EBA.994 Layanan Perkantoran 1.00 Layanan

84.318.000

84.318.000

84.318.000

84.318.000

Jakarta, 02 Desember 2024

MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA-146.01.1.691417/2025

DS:0800-6652-8766-2840

| B. SUMBER DANA

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi 1 (01) SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi 1 (17) SULAWESI UTARA
Kode/Nama Satker : (691417) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi |
Halaman: IB. 1
Pagu Ekuivalen Rupiah
1. Anggaran Tahun 2025 Rp. 84.318.000 Ket : a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing uUss 0 Rp. 0
1. Rupiah Murni Rp. 84.318.000 (2) RPLN uss 0 Rp. 0
2. PNBP Rp. b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing uUss 0 Rp. 0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri Rp. 0 (2) RHLN Uss$ 0 Rp. 0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri Rp. 0 c. Pinjaman Dalam Negeri IDR 0
5. Hibah Langsung Rp. 0 d. Hibah Dalam Negeri IDR 0
6. SBSN PBS Rp. 0 e. Hibah Luar Negeri Langsung IDR 0
2. Rincian Pinjaman / Hibah : f. Hibah Dalam Negeri Langsung IDR 0 (dalam ribuan rupiah)
No. SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH PAGU TAHUN INI RINCIAN DANA BERDASARKAN DANA PENDAMPING
No. NPP/H per Tahun CARA PENARIKAN
No. Register
1. Pinjaman Luar Negeri 1) Mata Uang NPP/H 1) PP
2. Hibah Luar Negeri 2) Ekuivalen USD 2) PL
3. Pinjaman Dalam Negeri 3) Ekuivalen Rupiah 3) RK
4. Hibah Dalam Negeri 4)LC
5) -
Kode Uraian Kode Dana Kode Dana Rp. Pdp Rp.LN Rp.Loc.Cost
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA-146.01.1.691417/2025

II. RINCIAN PENGELUARAN

DS:0800-6652-8766-2840

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi 1 (01) SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi 1 (17) SULAWESI UTARA
Kode/Nama Satker : (691417) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi | Halaman : II. 1
Kewenangan - (KP) (dalam ribuan rupiah)
BELANJA
KODE URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA BANTUAN LOKASI/ CARA
PEGAWAI BARANG MODAL SOSIAL LAIN-LAIN JUMLAH KPPN PENARIKAN/
SELURUH REGISTER
[51] [52] [53] [57] [58]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
691417 [Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi | - 84.318 - - - 84.318
146.01.WA |Program Dukungan Manajemen - 84.318 - - - 84.318
7665|Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal - 84.318 - - - 84.318
7665.EBA|Layanan Dukungan Manajemen Internal - 84.318 - - - 84.318 17.51
(17.51 SULAWESI UTARA / KOTA MANADO)
01(RM - 84.318 - - - 84.318 049
JUMLAH - 84.318 - - - 84.318

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait



Kementerian Negara/Lembaga : (146)

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA-146.01.1.691417/2025
[Il. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

DS:0800-6652-8766-2840

Unit Organisasi 1 (01) SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi S (17) SULAWESI UTARA
. . . . . Halaman : IIl. 1
Kode/Nama Satker : (691417) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi | (dalam ribuan rupiah)
RENCANA PENARIKAN
NO| KODE URAIAN SATKER JUMLAH
JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JuLl AGUSTUS | SEPTEMBER| OKTOBER | NOVEMBER | DESEMBER | SELURUH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 691417 Balai Pelaksana Penyediaan
Perumahan dan Kawasan
Permukiman Sulawesi |
RENCANA PENARIKAN DANA 0 0 0| 0| 10.540 10.540] 10.540 10.540 10.540] 10.540 10.540 10.540 84.318]
BELANJA BARANG 0 0 0| 0| 10.540 10.540] 10.540 10.540 10.540] 10.540 10.540 10.540 84.318]
146.01.WA.7665 Dukungan Manajemen Sekretariat (o) 0l 0| 0| 10.540 10.540] 10.540] 10.540 10.540] 10.540 10.540 10.540 84.318]
Jenderal
52 BELANJA BARANG DAN JASA (o) 0l 0| 0| 10.540 10.540] 10.540] 10.540 10.540] 10.540] 10.540 10.540 84.318]

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA-146.01.1.691417/2025

IWVA.BLOKIR DS:0800-6652-8766-2840

Kementerian Negara/Lembaga : [146] KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Unit Organisasi : [01] SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi 1 [17] SULAWESI UTARA
Halaman: IV.A. 1
Kode dan Nama Satker : [691417] Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi | (dalam ribuan rupiah)
KODE URAIAN KODE URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA-146.01.1.691417/2025

IWB.CATATAN DS:0800-6652-8766-2840

Kementerian Negara/Lembaga : [146] KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Unit Organisasi : [01] SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi 1 [17] SULAWESI UTARA
Halaman: IV.B. 1
Kode dan Nama Satker : [691417] Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi | (dalam ribuan rupiah)
KODE URAIAN KODE URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : SP DIPA- 146.01.1.691417/2025

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

DS:0800-6652-8766-2840

A. Dasar Hukum:
1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga . (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

2. Unit Organisasi . (01) SEKRETARIAT JENDERAL

3. Provinsi : (17) SULAWESI UTARA

4. Kode/Nama Satker : (691417) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi |

Sebesar : Rp. 84.318.000 ( DELAPAN PULUH EMPAT JUTA TIGA RATUS DELAPAN BELAS RIBU RUPIAH )

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM

06.90 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

146.01.WA Program Dukungan Manajemen

146.01.WA. Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni Rp.

2. PNBP Rp.
- PNBP TA Berjalan Rp.

3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri Rp.
- Pinjaman Luar Negeri Rp.
- Hibah Luar Negeri Rp.

D. Pencairan dana dilakukan melalui :
1. KPPN MANADO
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

N o g wWwN e

84.318.000 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri
- Pinjaman Dalam Negeri
0 - Hibah Dalam Negeri
5. Hibah Langsung
0 - Hibah Luar Negeri Langsung
0 - Hibah Dalam Negeri Langsung
0 6. SBSN PBS

(049) Rp. 84.318.000

. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.

. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman Ill DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.

. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

Revisi ke 01
Tanggal : 30 April 2025

Jumlah Uang
Rp. 84.318.000
Rp. 84.318.000

O O O ©O O O o

Jakarta, 02 Desember 2024
AN. MENTERI KEUANGAN
PLH. DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
SUAHASIL NAZARA
NIP. 197011231999031006



Kementerian Negara/Lembaga
Unit Organisasi
Provinsi

Kode/Nama Satker

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA-146.01.1.691417/2025
I A. INFORMASI KINERJA

1 (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1 (01) SEKRETARIAT JENDERAL
1 (17) SULAWESI UTARA

: (691417) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi |

DS:0800-6652-8766-2840

Halaman: | A. 1

Program
Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan
Klasifikasi Rincian Output

Rincian Output

146.01.WA Program Dukungan Manajemen
7665 Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal
1. 01 Persentase Penurunan Waktu dan Biaya dalam Pengelolaan Penyelenggaraan Sekretariat Jenderal
7665.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal 1,00 Layanan, Laporan, Dokumen,
Rekomendasi, Unit
01 EBA.994 Layanan Perkantoran 1.00 Layanan

84.318.000

84.318.000

84.318.000

84.318.000

Jakarta, 02 Desember 2024

MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA-146.01.1.691417/2025

DS:0800-6652-8766-2840

| B. SUMBER DANA

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi 1 (01) SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi 1 (17) SULAWESI UTARA
Kode/Nama Satker : (691417) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi |
Halaman: IB. 1
Pagu Ekuivalen Rupiah
1. Anggaran Tahun 2025 Rp. 84.318.000 Ket : a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing uUss 0 Rp. 0
1. Rupiah Murni Rp. 84.318.000 (2) RPLN uss 0 Rp. 0
2. PNBP Rp. b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing uUss 0 Rp. 0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri Rp. 0 (2) RHLN Uss$ 0 Rp. 0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri Rp. 0 c. Pinjaman Dalam Negeri IDR 0
5. Hibah Langsung Rp. 0 d. Hibah Dalam Negeri IDR 0
6. SBSN PBS Rp. 0 e. Hibah Luar Negeri Langsung IDR 0
2. Rincian Pinjaman / Hibah : f. Hibah Dalam Negeri Langsung IDR 0 (dalam ribuan rupiah)
No. SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH PAGU TAHUN INI RINCIAN DANA BERDASARKAN DANA PENDAMPING
No. NPP/H per Tahun CARA PENARIKAN
No. Register
1. Pinjaman Luar Negeri 1) Mata Uang NPP/H 1) PP
2. Hibah Luar Negeri 2) Ekuivalen USD 2) PL
3. Pinjaman Dalam Negeri 3) Ekuivalen Rupiah 3) RK
4. Hibah Dalam Negeri 4)LC
5) -
Kode Uraian Kode Dana Kode Dana Rp. Pdp Rp.LN Rp.Loc.Cost
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA-146.01.1.691417/2025

II. RINCIAN PENGELUARAN

DS:0800-6652-8766-2840

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi 1 (01) SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi 1 (17) SULAWESI UTARA
Kode/Nama Satker : (691417) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi | Halaman : II. 1
Kewenangan - (KP) (dalam ribuan rupiah)
BELANJA
KODE URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA BANTUAN LOKASI/ CARA
PEGAWAI BARANG MODAL SOSIAL LAIN-LAIN JUMLAH KPPN PENARIKAN/
SELURUH REGISTER
[51] [52] [53] [57] [58]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
691417 [Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi | - 84.318 - - - 84.318
146.01.WA |Program Dukungan Manajemen - 84.318 - - - 84.318
7665|Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal - 84.318 - - - 84.318
7665.EBA|Layanan Dukungan Manajemen Internal - 84.318 - - - 84.318 17.51
(17.51 SULAWESI UTARA / KOTA MANADO)
01(RM - 84.318 - - - 84.318 049
JUMLAH - 84.318 - - - 84.318

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait



Kementerian Negara/Lembaga : (146)

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA-146.01.1.691417/2025
[Il. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

DS:0800-6652-8766-2840

Unit Organisasi 1 (01) SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi S (17) SULAWESI UTARA
. . . . . Halaman : IIl. 1
Kode/Nama Satker : (691417) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi | (dalam ribuan rupiah)
RENCANA PENARIKAN
NO| KODE URAIAN SATKER JUMLAH
JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JuLl AGUSTUS | SEPTEMBER| OKTOBER | NOVEMBER | DESEMBER | SELURUH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 691417 Balai Pelaksana Penyediaan
Perumahan dan Kawasan
Permukiman Sulawesi |
RENCANA PENARIKAN DANA 0 0 0| 0| 10.540 10.540] 10.540 10.540 10.540] 10.540 10.540 10.540 84.318]
BELANJA BARANG 0 0 0| 0| 10.540 10.540] 10.540 10.540 10.540] 10.540 10.540 10.540 84.318]
146.01.WA.7665 Dukungan Manajemen Sekretariat (o) 0l 0| 0| 10.540 10.540] 10.540] 10.540 10.540] 10.540 10.540 10.540 84.318]
Jenderal
52 BELANJA BARANG DAN JASA (o) 0l 0| 0| 10.540 10.540] 10.540] 10.540 10.540] 10.540] 10.540 10.540 84.318]

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA-146.01.1.691417/2025

IWVA.BLOKIR DS:0800-6652-8766-2840

Kementerian Negara/Lembaga : [146] KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Unit Organisasi : [01] SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi 1 [17] SULAWESI UTARA
Halaman: IV.A. 1
Kode dan Nama Satker : [691417] Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi | (dalam ribuan rupiah)
KODE URAIAN KODE URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA-146.01.1.691417/2025

IWB.CATATAN DS:0800-6652-8766-2840

Kementerian Negara/Lembaga : [146] KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Unit Organisasi : [01] SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi 1 [17] SULAWESI UTARA
Halaman: IV.B. 1
Kode dan Nama Satker : [691417] Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi | (dalam ribuan rupiah)
KODE URAIAN KODE URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : SP DIPA- 146.01.1.691417/2025

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

DS:7050-3118-4310-0002

A. Dasar Hukum:
1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

2. Unit Organisasi (01) SEKRETARIAT JENDERAL

3. Provinsi a7) SULAWESI UTARA

4. Kode/Nama Satker : (691417) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi |

Sebesar : Rp. 755.170.000 ( TUJUH RATUS LIMA PULUH LIMA JUTA SERATUS TUJUH PULUH RIBU RUPIAH )

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM

06.90 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

146.01.WA Program Dukungan Manajemen

146.01.WA. Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni Rp.

2. PNBP Rp.
- PNBP TA Berjalan Rp.

3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri Rp.
- Pinjaman Luar Negeri Rp.
- Hibah Luar Negeri Rp.

D. Pencairan dana dilakukan melalui :
1. KPPN MANADO
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

N o g wWwN e

755.170.000 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri
- Pinjaman Dalam Negeri
0 - Hibah Dalam Negeri
5. Hibah Langsung
0 - Hibah Luar Negeri Langsung
0 - Hibah Dalam Negeri Langsung
0 6. SBSN PBS

(049) Rp. 755.170.000

. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.

. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman Ill DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.

. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

Revisi ke 02
Tanggal : 11 Juni 2025

Jumlah Uang
Rp. 755.170.000
Rp. 755.170.000

O O O ©O O O o

Jakarta, 02 Desember 2024
AN. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002



Kementerian Negara/Lembaga
Unit Organisasi
Provinsi

Kode/Nama Satker

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA-146.01.1.691417/2025
I A. INFORMASI KINERJA

1 (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1 (01) SEKRETARIAT JENDERAL
1 (17) SULAWESI UTARA

: (691417) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi |

DS:7050-3118-4310-0002

Halaman: | A. 1

Program
Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan
Klasifikasi Rincian Output

Rincian Output

146.01.WA Program Dukungan Manajemen
7665 Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal
1. 01 Persentase Penurunan Waktu dan Biaya dalam Pengelolaan Penyelenggaraan Sekretariat Jenderal
7665.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal 1,00 Layanan, Laporan, Dokumen,
Rekomendasi, Unit
01 EBA.994 Layanan Perkantoran 1.00 Layanan

755.170.000

755.170.000

755.170.000

755.170.000

Jakarta, 02 Desember 2024

MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA-146.01.1.691417/2025

DS:7050-3118-4310-0002

| B. SUMBER DANA

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi 1 (01) SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi 1 (17) SULAWESI UTARA
Kode/Nama Satker : (691417) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi |
Halaman: IB. 1
Pagu Ekuivalen Rupiah
1. Anggaran Tahun 2025 Rp. 755.170.000 Ket : a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing uUss 0 Rp. 0
1. Rupiah Murni Rp. 755.170.000 (2) RPLN uss 0 Rp. 0
2. PNBP Rp. b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing uUss 0 Rp. 0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri Rp. 0 (2) RHLN Uss$ 0 Rp. 0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri Rp. 0 c. Pinjaman Dalam Negeri IDR 0
5. Hibah Langsung Rp. 0 d. Hibah Dalam Negeri IDR 0
6. SBSN PBS Rp. 0 e. Hibah Luar Negeri Langsung IDR 0
2. Rincian Pinjaman / Hibah : f. Hibah Dalam Negeri Langsung IDR 0 (dalam ribuan rupiah)
No. SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH PAGU TAHUN INI RINCIAN DANA BERDASARKAN DANA PENDAMPING
No. NPP/H per Tahun CARA PENARIKAN
No. Register
1. Pinjaman Luar Negeri 1) Mata Uang NPP/H 1) PP
2. Hibah Luar Negeri 2) Ekuivalen USD 2) PL
3. Pinjaman Dalam Negeri 3) Ekuivalen Rupiah 3) RK
4. Hibah Dalam Negeri 4)LC
5) -
Kode Uraian Kode Dana Kode Dana Rp. Pdp Rp.LN Rp.Loc.Cost
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA-146.01.1.691417/2025

II. RINCIAN PENGELUARAN

DS:7050-3118-4310-0002

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi 1 (01) SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi 1 (17) SULAWESI UTARA
Kode/Nama Satker : (691417) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi | Halaman : II. 1
Kewenangan - (KP) (dalam ribuan rupiah)
BELANJA
KODE URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA BANTUAN LOKASI/ CARA
PEGAWAI BARANG MODAL SOSIAL LAIN-LAIN JUMLAH KPPN PENARIKAN/
SELURUH REGISTER
[51] [52] [53] [57] [58]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
691417 [Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi | - 755.170 - - - 755.170
146.01.WA |Program Dukungan Manajemen - 755.170 - - - 755.170]
7665|Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal - 755.170 - - - 755.170]
7665.EBA|Layanan Dukungan Manajemen Internal - 755.170 - - - 755.170, 17.51
(17.51 SULAWESI UTARA / KOTA MANADO)
01(RM - 755.170 - - - 755.170 049
JUMLAH - 755.170 - - - 755.170

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait



Kementerian Negara/Lembaga : (146)

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA-146.01.1.691417/2025
[Il. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

DS:7050-3118-4310-0002

Unit Organisasi 1 (01) SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi S (17) SULAWESI UTARA
. . . . . Halaman : IIl. 1
Kode/Nama Satker : (691417) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi | (dalam ribuan rupiah)
RENCANA PENARIKAN
NO| KODE URAIAN SATKER JUMLAH
JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JuLl AGUSTUS | SEPTEMBER| OKTOBER | NOVEMBER | DESEMBER | SELURUH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 691417 Balai Pelaksana Penyediaan
Perumahan dan Kawasan
Permukiman Sulawesi |
RENCANA PENARIKAN DANA 0 0 0l 0l 0 107.881 107.881] 107.881 107.881 107.881] 107.881 107.881] 755.170
BELANJA BARANG 0 0 0l 0l 0 107.881 107.881] 107.881 107.881 107.881] 107.881 107.881] 755.170
146.01.WA.7665 Dukungan Manajemen Sekretariat (o) 0l 0| 0| (o) 107.881] 107.881] 107.881 107.881 107.881] 107.881 107.881] 755.170
Jenderal
52 BELANJA BARANG DAN JASA (o) 0l 0| 0| (o) 107.881] 107.881] 107.881] 107.881] 107.881] 107.881 107.881] 755.170

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA-146.01.1.691417/2025

IWA.BLOKIR DS:7050-3118-4310-0002

Kementerian Negara/Lembaga : [146] KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Unit Organisasi : [01] SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi 1 [17] SULAWESI UTARA
Halaman: IV.A. 1
Kode dan Nama Satker : [691417] Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi | (dalam ribuan rupiah)
KODE URAIAN KODE URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA-146.01.1.691417/2025

IWB.CATATAN DS:7050-3118-4310-0002

Kementerian Negara/Lembaga : [146] KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Unit Organisasi : [01] SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi 1 [17] SULAWESI UTARA
Halaman: IV.B. 1
Kode dan Nama Satker : [691417] Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi | (dalam ribuan rupiah)
KODE URAIAN KODE URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : SP DIPA- 146.01.1.691417/2025

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

DS:7050-3118-4310-0002

A. Dasar Hukum:
1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

2. Unit Organisasi (01) SEKRETARIAT JENDERAL

3. Provinsi a7) SULAWESI UTARA

4. Kode/Nama Satker : (691417) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi |

Sebesar : Rp. 755.170.000 ( TUJUH RATUS LIMA PULUH LIMA JUTA SERATUS TUJUH PULUH RIBU RUPIAH )

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM

06.90 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

146.01.WA Program Dukungan Manajemen

146.01.WA. Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni Rp.

2. PNBP Rp.
- PNBP TA Berjalan Rp.

3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri Rp.
- Pinjaman Luar Negeri Rp.
- Hibah Luar Negeri Rp.

D. Pencairan dana dilakukan melalui :
1. KPPN MANADO
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

N o g wWwN e

755.170.000 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri
- Pinjaman Dalam Negeri
0 - Hibah Dalam Negeri
5. Hibah Langsung
0 - Hibah Luar Negeri Langsung
0 - Hibah Dalam Negeri Langsung
0 6. SBSN PBS

(049) Rp. 755.170.000

. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.

. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman Ill DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.

. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

Revisi ke 03
Tanggal : 02 Juli 2025

Jumlah Uang
Rp. 755.170.000
Rp. 755.170.000

O O O ©O O O o

Jakarta, 02 Desember 2024
AN. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002



Kementerian Negara/Lembaga
Unit Organisasi
Provinsi

Kode/Nama Satker

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA-146.01.1.691417/2025
I A. INFORMASI KINERJA

1 (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1 (01) SEKRETARIAT JENDERAL
1 (17) SULAWESI UTARA

: (691417) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi |

DS:7050-3118-4310-0002

Halaman: | A. 1

Program
Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan
Klasifikasi Rincian Output

Rincian Output

146.01.WA Program Dukungan Manajemen
7665 Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal
1. 01 Persentase Penurunan Waktu dan Biaya dalam Pengelolaan Penyelenggaraan Sekretariat Jenderal
7665.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal 1,00 Layanan, Laporan, Dokumen,
Rekomendasi, Unit
01 EBA.994 Layanan Perkantoran 1.00 Layanan

755.170.000

755.170.000

755.170.000

755.170.000

Jakarta, 02 Desember 2024

MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA-146.01.1.691417/2025

DS:7050-3118-4310-0002

| B. SUMBER DANA

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi 1 (01) SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi 1 (17) SULAWESI UTARA
Kode/Nama Satker : (691417) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi |
Halaman: IB. 1
Pagu Ekuivalen Rupiah
1. Anggaran Tahun 2025 Rp. 755.170.000 Ket : a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing uUss 0 Rp. 0
1. Rupiah Murni Rp. 755.170.000 (2) RPLN uss 0 Rp. 0
2. PNBP Rp. b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing uUss 0 Rp. 0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri Rp. 0 (2) RHLN Uss$ 0 Rp. 0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri Rp. 0 c. Pinjaman Dalam Negeri IDR 0
5. Hibah Langsung Rp. 0 d. Hibah Dalam Negeri IDR 0
6. SBSN PBS Rp. 0 e. Hibah Luar Negeri Langsung IDR 0
2. Rincian Pinjaman / Hibah : f. Hibah Dalam Negeri Langsung IDR 0 (dalam ribuan rupiah)
No. SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH PAGU TAHUN INI RINCIAN DANA BERDASARKAN DANA PENDAMPING
No. NPP/H per Tahun CARA PENARIKAN
No. Register
1. Pinjaman Luar Negeri 1) Mata Uang NPP/H 1) PP
2. Hibah Luar Negeri 2) Ekuivalen USD 2) PL
3. Pinjaman Dalam Negeri 3) Ekuivalen Rupiah 3) RK
4. Hibah Dalam Negeri 4)LC
5) -
Kode Uraian Kode Dana Kode Dana Rp. Pdp Rp.LN Rp.Loc.Cost
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA-146.01.1.691417/2025

II. RINCIAN PENGELUARAN

DS:7050-3118-4310-0002

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi 1 (01) SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi 1 (17) SULAWESI UTARA
Kode/Nama Satker : (691417) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi | Halaman : II. 1
Kewenangan - (KP) (dalam ribuan rupiah)
BELANJA
KODE URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA BANTUAN LOKASI/ CARA
PEGAWAI BARANG MODAL SOSIAL LAIN-LAIN JUMLAH KPPN PENARIKAN/
SELURUH REGISTER
[51] [52] [53] [57] [58]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
691417 [Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi | - 755.170 - - - 755.170
146.01.WA |Program Dukungan Manajemen - 755.170 - - - 755.170]
7665|Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal - 755.170 - - - 755.170]
7665.EBA|Layanan Dukungan Manajemen Internal - 755.170 - - - 755.170, 17.51
(17.51 SULAWESI UTARA / KOTA MANADO)
01(RM - 755.170 - - - 755.170 049
JUMLAH - 755.170 - - - 755.170

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait



Kementerian Negara/Lembaga : (146)

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA-146.01.1.691417/2025
[Il. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

DS:7050-3118-4310-0002

Unit Organisasi 1 (01) SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi S (17) SULAWESI UTARA
. . . . . Halaman : IIl. 1
Kode/Nama Satker : (691417) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi | (dalam ribuan rupiah)
RENCANA PENARIKAN
NO| KODE URAIAN SATKER JUMLAH
JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JuLl AGUSTUS | SEPTEMBER| OKTOBER | NOVEMBER | DESEMBER | SELURUH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 691417 Balai Pelaksana Penyediaan
Perumahan dan Kawasan
Permukiman Sulawesi |
RENCANA PENARIKAN DANA 0 0 0l 0l 0 102.085) 102.085) 102.085 102.085) 102.085) 102.085 142.658| 755.170
BELANJA BARANG 0 0 0l 0l 0 102.085) 102.085) 102.085 102.085) 102.085) 102.085 142.658| 755.170
146.01.WA.7665 Dukungan Manajemen Sekretariat (o) 0l 0| 0| (o) 102.085 102.085] 102.085] 102.085 102.085 102.085 142.658| 755.170
Jenderal
52 BELANJA BARANG DAN JASA (o) 0l 0| 0| (o) 102.085| 102.085| 102.085] 102.085 102.085| 102.085 142.658| 755.170

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA-146.01.1.691417/2025

IWA.BLOKIR DS:7050-3118-4310-0002

Kementerian Negara/Lembaga : [146] KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Unit Organisasi : [01] SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi 1 [17] SULAWESI UTARA
Halaman: IV.A. 1
Kode dan Nama Satker : [691417] Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi | (dalam ribuan rupiah)
KODE URAIAN KODE URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA-146.01.1.691417/2025

IWB.CATATAN DS:7050-3118-4310-0002

Kementerian Negara/Lembaga : [146] KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Unit Organisasi : [01] SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi 1 [17] SULAWESI UTARA
Halaman: IV.B. 1
Kode dan Nama Satker : [691417] Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi | (dalam ribuan rupiah)
KODE URAIAN KODE URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : SP DIPA- 146.01.1.691417/2025

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

DS:7050-3118-4310-0002

A. Dasar Hukum:
1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

2. Unit Organisasi (01) SEKRETARIAT JENDERAL

3. Provinsi a7) SULAWESI UTARA

4. Kode/Nama Satker : (691417) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi |

Sebesar : Rp. 755.170.000 ( TUJUH RATUS LIMA PULUH LIMA JUTA SERATUS TUJUH PULUH RIBU RUPIAH )

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM

06.90 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

146.01.WA Program Dukungan Manajemen

146.01.WA. Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni Rp.

2. PNBP Rp.
- PNBP TA Berjalan Rp.

3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri Rp.
- Pinjaman Luar Negeri Rp.
- Hibah Luar Negeri Rp.

D. Pencairan dana dilakukan melalui :
1. KPPN MANADO
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

N o g wWwN e

755.170.000 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri
- Pinjaman Dalam Negeri
0 - Hibah Dalam Negeri
5. Hibah Langsung
0 - Hibah Luar Negeri Langsung
0 - Hibah Dalam Negeri Langsung
0 6. SBSN PBS

(049) Rp. 755.170.000

. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.

. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman Ill DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.

. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

Revisi ke 04
Tanggal : 14 Juli 2025

Jumlah Uang
Rp. 755.170.000
Rp. 755.170.000

O O O ©O O O o

Jakarta, 02 Desember 2024
AN. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002



Kementerian Negara/Lembaga
Unit Organisasi
Provinsi

Kode/Nama Satker

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA-146.01.1.691417/2025
I A. INFORMASI KINERJA

1 (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1 (01) SEKRETARIAT JENDERAL
1 (17) SULAWESI UTARA

: (691417) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi |

DS:7050-3118-4310-0002

Halaman: | A. 1

Program
Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan
Klasifikasi Rincian Output

Rincian Output

146.01.WA Program Dukungan Manajemen
7665 Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal
1. 01 Persentase Penurunan Waktu dan Biaya dalam Pengelolaan Penyelenggaraan Sekretariat Jenderal
7665.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal 1,00 Layanan, Laporan, Dokumen,
Rekomendasi, Unit
01 EBA.994 Layanan Perkantoran 1.00 Layanan

755.170.000

755.170.000

755.170.000

755.170.000

Jakarta, 02 Desember 2024

MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA-146.01.1.691417/2025

DS:7050-3118-4310-0002

| B. SUMBER DANA

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi 1 (01) SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi 1 (17) SULAWESI UTARA
Kode/Nama Satker : (691417) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi |
Halaman: IB. 1
Pagu Ekuivalen Rupiah
1. Anggaran Tahun 2025 Rp. 755.170.000 Ket : a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing uUss 0 Rp. 0
1. Rupiah Murni Rp. 755.170.000 (2) RPLN uss 0 Rp. 0
2. PNBP Rp. b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing uUss 0 Rp. 0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri Rp. 0 (2) RHLN Uss$ 0 Rp. 0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri Rp. 0 c. Pinjaman Dalam Negeri IDR 0
5. Hibah Langsung Rp. 0 d. Hibah Dalam Negeri IDR 0
6. SBSN PBS Rp. 0 e. Hibah Luar Negeri Langsung IDR 0
2. Rincian Pinjaman / Hibah : f. Hibah Dalam Negeri Langsung IDR 0 (dalam ribuan rupiah)
No. SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH PAGU TAHUN INI RINCIAN DANA BERDASARKAN DANA PENDAMPING
No. NPP/H per Tahun CARA PENARIKAN
No. Register
1. Pinjaman Luar Negeri 1) Mata Uang NPP/H 1) PP
2. Hibah Luar Negeri 2) Ekuivalen USD 2) PL
3. Pinjaman Dalam Negeri 3) Ekuivalen Rupiah 3) RK
4. Hibah Dalam Negeri 4)LC
5) -
Kode Uraian Kode Dana Kode Dana Rp. Pdp Rp.LN Rp.Loc.Cost
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA-146.01.1.691417/2025

II. RINCIAN PENGELUARAN

DS:7050-3118-4310-0002

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi 1 (01) SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi 1 (17) SULAWESI UTARA
Kode/Nama Satker : (691417) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi | Halaman : II. 1
Kewenangan - (KP) (dalam ribuan rupiah)
BELANJA
KODE URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA BANTUAN LOKASI/ CARA
PEGAWAI BARANG MODAL SOSIAL LAIN-LAIN JUMLAH KPPN PENARIKAN/
SELURUH REGISTER
[51] [52] [53] [57] [58]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
691417 [Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi | - 755.170 - - - 755.170
146.01.WA |Program Dukungan Manajemen - 755.170 - - - 755.170]
7665|Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal - 755.170 - - - 755.170]
7665.EBA|Layanan Dukungan Manajemen Internal - 755.170 - - - 755.170, 17.51
(17.51 SULAWESI UTARA / KOTA MANADO)
01(RM - 755.170 - - - 755.170 049
JUMLAH - 755.170 - - - 755.170

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait



Kementerian Negara/Lembaga : (146)

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA-146.01.1.691417/2025
[Il. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

DS:7050-3118-4310-0002

Unit Organisasi 1 (01) SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi S (17) SULAWESI UTARA
. . . . . Halaman : IIl. 1
Kode/Nama Satker : (691417) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi | (dalam ribuan rupiah)
RENCANA PENARIKAN
NO| KODE URAIAN SATKER JUMLAH
JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JuLl AGUSTUS | SEPTEMBER| OKTOBER | NOVEMBER | DESEMBER | SELURUH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 691417 Balai Pelaksana Penyediaan
Perumahan dan Kawasan
Permukiman Sulawesi |
RENCANA PENARIKAN DANA 0 0 0| 0| (o) 0 139.577 90.620 226.551 90.620] 135.931 71.871] 755.170
BELANJA BARANG 0 0 0| 0| (o) 0 139.577 90.620 226.551 90.620] 135.931 71.871] 755.170
146.01.WA.7665 Dukungan Manajemen Sekretariat (o) 0l 0| 0| (o) 0l 139.577 90.620 226.551 90.620] 135.931 71.871] 755.170
Jenderal
52 BELANJA BARANG DAN JASA (o) 0l 0| 0| (o) 0l 139.577 90.620 226.551) 90.620 135.931 71.871] 755.170

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA-146.01.1.691417/2025

IWA.BLOKIR DS:7050-3118-4310-0002

Kementerian Negara/Lembaga : [146] KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Unit Organisasi : [01] SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi 1 [17] SULAWESI UTARA
Halaman: IV.A. 1
Kode dan Nama Satker : [691417] Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi | (dalam ribuan rupiah)
KODE URAIAN KODE URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA-146.01.1.691417/2025

IWB.CATATAN DS:7050-3118-4310-0002

Kementerian Negara/Lembaga : [146] KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Unit Organisasi : [01] SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi 1 [17] SULAWESI UTARA
Halaman: IV.B. 1
Kode dan Nama Satker : [691417] Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi | (dalam ribuan rupiah)
KODE URAIAN KODE URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : SP DIPA- 146.01.1.691417/2025

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

DS:7050-3118-4310-0002

A. Dasar Hukum:
1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

2. Unit Organisasi (01) SEKRETARIAT JENDERAL

3. Provinsi a7) SULAWESI UTARA

4. Kode/Nama Satker : (691417) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi |

Sebesar : Rp. 755.170.000 ( TUJUH RATUS LIMA PULUH LIMA JUTA SERATUS TUJUH PULUH RIBU RUPIAH )

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM

06.90 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

146.01.WA Program Dukungan Manajemen

146.01.WA. Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni Rp.

2. PNBP Rp.
- PNBP TA Berjalan Rp.

3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri Rp.
- Pinjaman Luar Negeri Rp.
- Hibah Luar Negeri Rp.

D. Pencairan dana dilakukan melalui :
1. KPPN MANADO
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

N o g wWwN e

755.170.000 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri
- Pinjaman Dalam Negeri
0 - Hibah Dalam Negeri
5. Hibah Langsung
0 - Hibah Luar Negeri Langsung
0 - Hibah Dalam Negeri Langsung
0 6. SBSN PBS

(049) Rp. 755.170.000

. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.

. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman Ill DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.

. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

Revisi ke 05
Tanggal : 13 Agustus 2025

Jumlah Uang
Rp. 755.170.000
Rp. 755.170.000

O O O ©O O O o

Jakarta, 02 Desember 2024
AN. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002



Kementerian Negara/Lembaga
Unit Organisasi
Provinsi

Kode/Nama Satker

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA-146.01.1.691417/2025

DS:7050-3118-4310-0002
I A. INFORMASI KINERJA

1 (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1 (01) SEKRETARIAT JENDERAL
1 (17) SULAWESI UTARA

: (691417) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi |

Halaman: | A. 1

Program
Kegiatan

Indikator Kinerja Kegiatan

Klasifikasi Rincian Output

Rincian Output

1

146.01.WA Program Dukungan Manajemen 755.170.000

7665 Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal 755.170.000

7665.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal 1,00 Layanan, Laporan, Dokumen, 755.170.000
Rekomendasi, Unit

01 EBA.994 Layanan Perkantoran 1.00 Layanan 755.170.000

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA-146.01.1.691417/2025

DS:7050-3118-4310-0002

| B. SUMBER DANA

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi 1 (01) SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi 1 (17) SULAWESI UTARA
Kode/Nama Satker : (691417) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi |
Halaman: IB. 1
Pagu Ekuivalen Rupiah
1. Anggaran Tahun 2025 Rp. 755.170.000 Ket : a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing uUss 0 Rp. 0
1. Rupiah Murni Rp. 755.170.000 (2) RPLN uss 0 Rp. 0
2. PNBP Rp. b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing uUss 0 Rp. 0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri Rp. 0 (2) RHLN Uss$ 0 Rp. 0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri Rp. 0 c. Pinjaman Dalam Negeri IDR 0
5. Hibah Langsung Rp. 0 d. Hibah Dalam Negeri IDR 0
6. SBSN PBS Rp. 0 e. Hibah Luar Negeri Langsung IDR 0
2. Rincian Pinjaman / Hibah : f. Hibah Dalam Negeri Langsung IDR 0 (dalam ribuan rupiah)
No. SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH PAGU TAHUN INI RINCIAN DANA BERDASARKAN DANA PENDAMPING
No. NPP/H per Tahun CARA PENARIKAN
No. Register
1. Pinjaman Luar Negeri 1) Mata Uang NPP/H 1) PP
2. Hibah Luar Negeri 2) Ekuivalen USD 2) PL
3. Pinjaman Dalam Negeri 3) Ekuivalen Rupiah 3) RK
4. Hibah Dalam Negeri 4)LC
5) -
Kode Uraian Kode Dana Kode Dana Rp. Pdp Rp.LN Rp.Loc.Cost
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA-146.01.1.691417/2025

II. RINCIAN PENGELUARAN

DS:7050-3118-4310-0002

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi 1 (01) SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi 1 (17) SULAWESI UTARA
Kode/Nama Satker : (691417) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi | Halaman : II. 1
Kewenangan - (KP) (dalam ribuan rupiah)
BELANJA
KODE URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA BANTUAN LOKASI/ CARA
PEGAWAI BARANG MODAL SOSIAL LAIN-LAIN JUMLAH KPPN PENARIKAN/
SELURUH REGISTER
[51] [52] [53] [57] [58]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
691417 [Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi | - 755.170 - - - 755.170
146.01.WA |Program Dukungan Manajemen - 755.170 - - - 755.170]
7665|Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal - 755.170 - - - 755.170]
7665.EBA|Layanan Dukungan Manajemen Internal - 755.170 - - - 755.170, 17.51
(17.51 SULAWESI UTARA / KOTA MANADO)
01(RM - 755.170 - - - 755.170 049
JUMLAH - 755.170 - - - 755.170

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait



Kementerian Negara/Lembaga : (146)

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA-146.01.1.691417/2025
[Il. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

DS:7050-3118-4310-0002

Unit Organisasi 1 (01) SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi S (17) SULAWESI UTARA
. . . . . Halaman : IIl. 1
Kode/Nama Satker : (691417) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi | (dalam ribuan rupiah)
RENCANA PENARIKAN
NO| KODE URAIAN SATKER JUMLAH
JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JuLl AGUSTUS | SEPTEMBER| OKTOBER | NOVEMBER | DESEMBER | SELURUH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 691417 Balai Pelaksana Penyediaan
Perumahan dan Kawasan
Permukiman Sulawesi |
RENCANA PENARIKAN DANA 0 0 0| 0| (o) 0 139.577 90.620 226.551 90.620] 135.931 71.871] 755.170
BELANJA BARANG 0 0 0| 0| (o) 0 139.577 90.620 226.551 90.620] 135.931 71.871] 755.170
146.01.WA.7665 Dukungan Manajemen Sekretariat (o) 0l 0| 0| (o) 0l 139.577 90.620 226.551 90.620] 135.931 71.871] 755.170
Jenderal
52 BELANJA BARANG DAN JASA (o) 0l 0| 0| (o) 0l 139.577 90.620 226.551) 90.620 135.931 71.871] 755.170

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA-146.01.1.691417/2025

IWA.BLOKIR DS:7050-3118-4310-0002

Kementerian Negara/Lembaga : [146] KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Unit Organisasi : [01] SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi 1 [17] SULAWESI UTARA
Halaman: IV.A. 1
Kode dan Nama Satker : [691417] Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi | (dalam ribuan rupiah)
KODE URAIAN KODE URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA-146.01.1.691417/2025

IWB.CATATAN DS:7050-3118-4310-0002

Kementerian Negara/Lembaga : [146] KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Unit Organisasi : [01] SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi 1 [17] SULAWESI UTARA
Halaman: IV.B. 1
Kode dan Nama Satker : [691417] Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi | (dalam ribuan rupiah)
KODE URAIAN KODE URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2025 DS:9208-2523-2046-0477
NOMOR : SP DIPA- 146.01.1.691417/2025

A. Dasar Hukum: . .
1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. ReV|S| ke 06
2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Tanggal - 31 Oktober 2025

3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

D.

1. Kementerian Negara/Lembaga . (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

2. Unit Organisasi . (01) SEKRETARIAT JENDERAL

3. Provinsi : (17) SULAWESI UTARA

4. Kode/Nama Satker : (691417) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi |

Sebesar : Rp. 1.044.272.000 ( SATU MILIAR EMPAT PULUH EMPAT JUTA DUA RATUS TUJUH PULUH DUA RIBU RUPIAH )

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM
06.90 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA
Kode dan Nama Program dan Kegiatan : Jumlah Uang
146.01.WA Program Dukungan Manajemen Rp. 1.044.272.000
146.01.WA. Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal Rp. 1.044.272.000
. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni Rp. 1.044.272.000 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri Rp. 0
2. PNBP Rp. - Pinjaman Dalam Negeri Rp. 0

- PNBP TA Berjalan Rp. 0 - Hibah Dalam Negeri Rp. 0

5. Hibah Langsung Rp. 0

3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri Rp. 0 - Hibah Luar Negeri Langsung Rp. 0

- Pinjaman Luar Negeri Rp. 0 - Hibah Dalam Negeri Langsung Rp. 0

- Hibah Luar Negeri Rp. 0 6. SBSN PBS Rp. 0
Pencairan dana dilakukan melalui :
1. KPPN MANADO (049) Rp. 1.044.272.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).

. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).

. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.

. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman Ill DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.

. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

N o g wWwN e

Jakarta, 02 Desember 2024
AN. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002



Kementerian Negara/Lembaga
Unit Organisasi
Provinsi

Kode/Nama Satker

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.01.1.691417/2025
I A. INFORMASI KINERJA
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

SEKRETARIAT JENDERAL
SULAWESI UTARA

: (691417) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi |

DS:9208-2523-2046-0477

Halaman: | A. 1

Program 146.01.WA Program Dukungan Manajemen 1.044.272.000
Kegiatan 7665 Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal 1.044.272.000
Indikator Kinerja Kegiatan
Klasifikasi Rincian Output 1 7665.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal 1,00 Layanan, Laporan, Dokumen, 1.044.272.000

Rincian Output

Rekomendasi, Unit

01 EBA.994 Layanan

Layanan Perkantoran 1.00

1.044.272.000

Jakarta, 02 Desember 2024

MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA-146.01.1.691417/2025

DS:9208-2523-2046-0477

| B. SUMBER DANA

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi 1 (01) SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi 1 (17) SULAWESI UTARA
Kode/Nama Satker : (691417) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi |
Halaman: IB. 1
Pagu Ekuivalen Rupiah
1. Anggaran Tahun 2025 Rp. 1.044.272.000 Ket : a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing uUss 0 Rp. 0
1. Rupiah Murni Rp. 1.044.272.000 (2) RPLN uUss 0 Rp. 0
2. PNBP Rp. b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing uUss 0 Rp. 0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri Rp. 0 (2) RHLN Uss$ 0 Rp. 0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri Rp. 0 c. Pinjaman Dalam Negeri IDR 0
5. Hibah Langsung Rp. 0 d. Hibah Dalam Negeri IDR 0
6. SBSN PBS Rp. 0 e. Hibah Luar Negeri Langsung IDR 0
2. Rincian Pinjaman / Hibah : f. Hibah Dalam Negeri Langsung IDR 0 (dalam ribuan rupiah)
No. SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH PAGU TAHUN INI RINCIAN DANA BERDASARKAN DANA PENDAMPING
No. NPP/H per Tahun CARA PENARIKAN
No. Register
1. Pinjaman Luar Negeri 1) Mata Uang NPP/H 1) PP
2. Hibah Luar Negeri 2) Ekuivalen USD 2) PL
3. Pinjaman Dalam Negeri 3) Ekuivalen Rupiah 3) RK
4. Hibah Dalam Negeri 4)LC
5) -
Kode Uraian Kode Dana Kode Dana Rp. Pdp Rp.LN Rp.Loc.Cost
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA-146.01.1.691417/2025

II. RINCIAN PENGELUARAN

DS:9208-2523-2046-0477

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi 1 (01) SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi 1 (17) SULAWESI UTARA
Kode/Nama Satker : (691417) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi | Halaman : II. 1
Kewenangan - (KP) (dalam ribuan rupiah)
BELANJA
KODE URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA BANTUAN LOKASI/ CARA
PEGAWAI BARANG MODAL SOSIAL LAIN-LAIN JUMLAH KPPN PENARIKAN/
SELURUH REGISTER
[51] [52] [53] [57] [58]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
691417 [Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi | - 1.044.272 - - - 1.044.272
146.01.WA |Program Dukungan Manajemen - 1.044.272 - - - 1.044.272,
7665|Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal - 1.044.272 - - - 1.044.272,
7665.EBA|Layanan Dukungan Manajemen Internal - 1.044.272 - - - 1.044.272| 17.51
(17.51 SULAWESI UTARA / KOTA MANADO)
01(RM - 1.044.272 - - - 1.044.272) 049
JUMLAH - 1.044.272 - - - 1.044.272

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait



Kementerian Negara/Lembaga : (146)

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA-146.01.1.691417/2025
[Il. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

DS:9208-2523-2046-0477

Unit Organisasi 1 (01) SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi 1 (17) SULAWESI UTARA
. . . . . Halaman : IIl. 1
Kode/Nama Satker : (691417) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi | (dalam ribuan rupiah)
RENCANA PENARIKAN
NO|  KODE URAIAN SATKER JUMLAH
JANUARI | FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS |SEPTEMBER| OKTOBER | NOVEMBER | DESEMBER | SELURUH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 691417 Balai Pelaksana Penyediaan
Perumahan dan Kawasan
Permukiman Sulawesi |
RENCANA PENARIKAN DANA 0 0 0 0 0 0 139.577 90.620 226.551 50.000 125.000 412.524) 1.044.272
BELANJA BARANG 0 0 0 0 0 0 139.577 90.620 226.551 50.000 125.000 412.524] 1.044.272
146.01.WA.7665 Dukungan Manajemen Sekretariat (o) 0l 0| 0| (o) 0l 139.577 90.620] 226.551 50.000} 125.000 412.524 1.044.272]
Jenderal
52 BELANJA BARANG DAN JASA 0 0 0 0 0 0 139.577 90.620 226.551 50.000 125.000 412.524] 1.044.272

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA-146.01.1.691417/2025

IVA.BLOKIR DS:9208-2523-2046-0477

Kementerian Negara/Lembaga : [146] KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Unit Organisasi : [01] SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi 1 [17] SULAWESI UTARA
Halaman: IV.A. 1
Kode dan Nama Satker : [691417] Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi | (dalam ribuan rupiah)
KODE URAIAN KODE URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA-146.01.1.691417/2025

IWB.CATATAN DS:9208-2523-2046-0477

Kementerian Negara/Lembaga : [146] KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Unit Organisasi : [01] SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi 1 [17] SULAWESI UTARA
Halaman: IV.B. 1
Kode dan Nama Satker : [691417] Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi | (dalam ribuan rupiah)
KODE URAIAN KODE URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2025 DS:9004-2700-8524-5133
NOMOR : SP DIPA- 146.01.1.691417/2025

A. Dasar Hukum: . .
1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. ReV|S| ke 07
2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Tanggal - 13 November 2025

3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

D.

1. Kementerian Negara/Lembaga . (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

2. Unit Organisasi . (01) SEKRETARIAT JENDERAL

3. Provinsi : (17) SULAWESI UTARA

4. Kode/Nama Satker : (691417) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi |

Sebesar : Rp. 1.145.952.000 ( SATU MILIAR SERATUS EMPAT PULUH LIMA JUTA SEMBILAN RATUS LIMA PULUH DUA RIBU RUPIAH )

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM
06.90 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA
Kode dan Nama Program dan Kegiatan : Jumlah Uang
146.01.WA Program Dukungan Manajemen Rp. 1.145.952.000
146.01.WA. Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal Rp. 1.145.952.000
. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni Rp. 1.145.952.000 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri Rp. 0
2. PNBP Rp. - Pinjaman Dalam Negeri Rp. 0

- PNBP TA Berjalan Rp. 0 - Hibah Dalam Negeri Rp. 0

5. Hibah Langsung Rp. 0

3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri Rp. 0 - Hibah Luar Negeri Langsung Rp. 0

- Pinjaman Luar Negeri Rp. 0 - Hibah Dalam Negeri Langsung Rp. 0

- Hibah Luar Negeri Rp. 0 6. SBSN PBS Rp. 0
Pencairan dana dilakukan melalui :
1. KPPN MANADO (049) Rp. 1.145.952.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).

. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).

. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.

. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman Ill DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.

. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

N o g wWwN e

Jakarta, 02 Desember 2024
AN. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002



Kementerian Negara/Lembaga
Unit Organisasi
Provinsi

Kode/Nama Satker

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.01.1.691417/2025
I A. INFORMASI KINERJA
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

SEKRETARIAT JENDERAL
SULAWESI UTARA

: (691417) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi |

DS:9004-2700-8524-5133

Halaman: | A. 1

Program 146.01.WA Program Dukungan Manajemen 1.145.952.000
Kegiatan 7665 Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal 1.145.952.000
Indikator Kinerja Kegiatan
Klasifikasi Rincian Output 1 7665.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal 1,00 Layanan, Laporan, Dokumen, 1.145.952.000

Rincian Output

Rekomendasi, Unit

01 EBA.994 Layanan

Layanan Perkantoran 1.00

1.145.952.000

Jakarta, 02 Desember 2024

MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA-146.01.1.691417/2025

DS:9004-2700-8524-5133

| B. SUMBER DANA

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi 1 (01) SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi 1 (17) SULAWESI UTARA
Kode/Nama Satker : (691417) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi |
Halaman: IB. 1
Pagu Ekuivalen Rupiah
1. Anggaran Tahun 2025 Rp. 1.145.952.000 Ket : a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing uUss 0 Rp. 0
1. Rupiah Murni Rp. 1.145.952.000 (2) RPLN uUss 0 Rp. 0
2. PNBP Rp. b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing uUss 0 Rp. 0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri Rp. 0 (2) RHLN Uss$ 0 Rp. 0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri Rp. 0 c. Pinjaman Dalam Negeri IDR 0
5. Hibah Langsung Rp. 0 d. Hibah Dalam Negeri IDR 0
6. SBSN PBS Rp. 0 e. Hibah Luar Negeri Langsung IDR 0
2. Rincian Pinjaman / Hibah : f. Hibah Dalam Negeri Langsung IDR 0 (dalam ribuan rupiah)
No. SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH PAGU TAHUN INI RINCIAN DANA BERDASARKAN DANA PENDAMPING
No. NPP/H per Tahun CARA PENARIKAN
No. Register
1. Pinjaman Luar Negeri 1) Mata Uang NPP/H 1) PP
2. Hibah Luar Negeri 2) Ekuivalen USD 2) PL
3. Pinjaman Dalam Negeri 3) Ekuivalen Rupiah 3) RK
4. Hibah Dalam Negeri 4)LC
5) -
Kode Uraian Kode Dana Kode Dana Rp. Pdp Rp.LN Rp.Loc.Cost
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA-146.01.1.691417/2025

II. RINCIAN PENGELUARAN

DS:9004-2700-8524-5133

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi 1 (01) SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi 1 (17) SULAWESI UTARA
Kode/Nama Satker : (691417) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi | Halaman : II. 1
Kewenangan - (KP) (dalam ribuan rupiah)
BELANJA
KODE URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA BANTUAN LOKASI/ CARA
PEGAWAI BARANG MODAL SOSIAL LAIN-LAIN JUMLAH KPPN PENARIKAN/
SELURUH REGISTER
[51] [52] [53] [57] [58]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
691417 [Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi | - 1.145.952 - - - 1.145.952
146.01.WA |Program Dukungan Manajemen - 1.145.952 - - - 1.145.952,
7665|Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal - 1.145.952 - - - 1.145.952,
7665.EBA|Layanan Dukungan Manajemen Internal - 1.145.952 - - - 1.145.952[ 17.51
(17.51 SULAWESI UTARA / KOTA MANADO)
01(RM - 1.145.952 - - - 1.145.952 049
JUMLAH - 1.145.952 - - - 1.145.952

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait



Kementerian Negara/Lembaga : (146)

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA-146.01.1.691417/2025
[Il. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

DS:9004-2700-8524-5133

Unit Organisasi 1 (01) SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi S (17) SULAWESI UTARA
. . . . . Halaman : IIl. 1
Kode/Nama Satker : (691417) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi | (dalam ribuan rupiah)
RENCANA PENARIKAN
NO| KODE URAIAN SATKER JUMLAH
JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JuLl AGUSTUS | SEPTEMBER| OKTOBER | NOVEMBER | DESEMBER | SELURUH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 691417 Balai Pelaksana Penyediaan
Perumahan dan Kawasan
Permukiman Sulawesi |
RENCANA PENARIKAN DANA 0 0 0| 0| (o) 0 139.239 90.401 226.003 49.879 124.697 515.733] 1.145.952]
BELANJA BARANG 0 0 0| 0| (o) 0 139.239 90.401 226.003 49.879 124.697 515.733] 1.145.952]
146.01.WA.7665 Dukungan Manajemen Sekretariat (o) 0l 0| 0| (o) 0l 139.239 90.401 226.003 49.879 124.697 515.733] 1.145.952]
Jenderal
52 BELANJA BARANG DAN JASA (o) 0l 0| 0| (o) 0l 139.239 90.401 226.003 49.879 124.697 515.733 1.145.952)

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA-146.01.1.691417/2025

IWVA.BLOKIR DS:9004-2700-8524-5133

Kementerian Negara/Lembaga : [146] KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Unit Organisasi : [01] SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi 1 [17] SULAWESI UTARA
Halaman: IV.A. 1
Kode dan Nama Satker : [691417] Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi | (dalam ribuan rupiah)
KODE URAIAN KODE URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA-146.01.1.691417/2025

IWVB.CATATAN DS:9004-2700-8524-5133

Kementerian Negara/Lembaga : [146] KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Unit Organisasi : [01] SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi 1 [17] SULAWESI UTARA
Halaman: IV.B. 1
Kode dan Nama Satker : [691417] Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi | (dalam ribuan rupiah)
KODE URAIAN KODE URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2025 DS:1060-1574-1972-3319
NOMOR : SP DIPA- 146.03.1.691471/2025

A. Dasar Hukum:
1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga . (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

2. Unit Organisasi . (03) DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN

3. Provinsi : (17) SULAWESI UTARA

4. Kode/Nama Satker : (691471) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi |
Sebesar : Rp. 50.000.000 ( LIMA PULUH JUTA RUPIAH )

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM
06.01 PEMBANGUNAN PERUMAHAN
Kode dan Nama Program dan Kegiatan : Jumlah Uang
146.03.1A Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Rp. 50.000.000
146.03.1A.7659 Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman Rp. 50.000.000
C. Sumber Dana Berasal Dari :
1. Rupiah Murni Rp. 50.000.000 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri Rp. 0
2. PNBP Rp. - Pinjaman Dalam Negeri Rp. 0
- PNBP TA Berjalan Rp. 0 - Hibah Dalam Negeri Rp. 0
5. Hibah Langsung Rp. 0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri Rp. 0 - Hibah Luar Negeri Langsung Rp. 0
- Pinjaman Luar Negeri Rp. 0 - Hibah Dalam Negeri Langsung Rp. 0
- Hibah Luar Negeri Rp. 0 6. SBSN PBS Rp. 0
D. Pencairan dana dilakukan melalui :
1. KPPN MANADO (049) Rp. 50.000.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).

. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).

. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.

. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman Ill DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.

. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

N o g wWwN e

Jakarta, 02 Desember 2024
AN. MENTERI KEUANGAN
PLH. DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
SUAHASIL NAZARA
NIP. 197011231999031006



Kementerian Negara/Lembaga
Unit Organisasi
Provinsi

Kode/Nama Satker

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA-146.03.1.691471/2025
I A. INFORMASI KINERJA

1 (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
: (03) DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
1 (17) SULAWESI UTARA

: (691471) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi |

DS:1060-1574-1972-3319

Halaman: | A. 1

Program
Kegiatan

Indikator Kinerja Kegiatan

Klasifikasi Rincian Output

Rincian Output

146.03.1A Program Perumahan dan Kawasan Permukiman
7659 Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman
1. 01 . Luas permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu (Ha)
2. 02 Luas kawasan permukiman yang terpadu dengan infrastruktur (Ha)
3. 03 Terciptanya peningkatan tata kelola hunian publik, privat dan perlindungan konsumen
7659.PBF Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana 1,00

01 PBF.001
Kawasan Permukiman

Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Klinik Perumahan dan 1.00

50.000.000
50.000.000
Rekomendasi Kebijakan, Kajian 50.000.000
Rekomendasi Kebijakan 50.000.000

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA-146.03.1.691471/2025

DS:1060-1574-1972-3319

| B. SUMBER DANA

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (03) DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
Provinsi 1 (17) SULAWESI UTARA
Kode/Nama Satker : (691471) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi |
Halaman: IB. 1
Pagu Ekuivalen Rupiah
1. Anggaran Tahun 2025 Rp. 50.000.000 Ket : a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing US$ 0 Rp. 0
1. Rupiah Murni Rp. 50.000.000 (2) RPLN Uss$ 0 Rp. 0
2. PNBP Rp. b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing uUss 0 Rp. 0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri Rp. 0 (2) RHLN Uss$ 0 Rp. 0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri Rp. 0 c. Pinjaman Dalam Negeri IDR 0
5. Hibah Langsung Rp. 0 d. Hibah Dalam Negeri IDR 0
6. SBSN PBS Rp. 0 e. Hibah Luar Negeri Langsung IDR 0
2. Rincian Pinjaman / Hibah : f. Hibah Dalam Negeri Langsung IDR 0 (dalam ribuan rupiah)
No. SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH PAGU TAHUN INI RINCIAN DANA BERDASARKAN DANA PENDAMPING
No. NPP/H per Tahun CARA PENARIKAN
No. Register
1. Pinjaman Luar Negeri 1) Mata Uang NPP/H 1) PP
2. Hibah Luar Negeri 2) Ekuivalen USD 2) PL
3. Pinjaman Dalam Negeri 3) Ekuivalen Rupiah 3) RK
4. Hibah Dalam Negeri 4)LC
5) -
Kode Uraian Kode Dana Kode Dana Rp. Pdp Rp.LN Rp.Loc.Cost
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.03.1.691471/2025

II. RINCIAN PENGELUARAN

DS:1060-1574-1972-3319

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi 1 (03) DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
Provinsi 1 (17) SULAWESI UTARA
Kode/Nama Satker : (691471) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi | Halaman : II. 1
Kewenangan 1 (KP) (dalam ribuan rupiah)
BELANJA
KODE URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA BANTUAN LOKASI/ CARA
PEGAWAI BARANG MODAL SOSIAL LAIN-LAIN JUMLAH KPPN PENARIKAN/
SELURUH REGISTER
[51] [52] [53] [57] [58]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
691471 [Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi | - 50.000 - - - 50.000
146.03.IA|Program Perumahan dan Kawasan Permukiman - 50.000 - - - 50.000
7659|Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman - 50.000 - - - 50.000
7659.PBF|Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana - 50.000 - - - 50.000( 17.51
(17.51 SULAWESI UTARA / KOTA MANADO)
01(RM - 50.000 - - - 50.000 049
JUMLAH - 50.000 - - - 50.000

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait



Kementerian Negara/Lembaga : (146)

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.03.1.691471/2025
[Il. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

DS:1060-1574-1972-3319

Unit Organisasi 1 (03) DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
Provinsi S (17) SULAWESI UTARA
. . . . . Halaman : IIl. 1
Kode/Nama Satker : (691471) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi | (dalam ribuan rupiah)
RENCANA PENARIKAN
NO| KODE URAIAN SATKER JUMLAH
JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JuLl AGUSTUS | SEPTEMBER| OKTOBER | NOVEMBER | DESEMBER | SELURUH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 691471 Balai Pelaksana Penyediaan
Perumahan dan Kawasan
Permukiman Sulawesi |
RENCANA PENARIKAN DANA 0 0 0| 0| 6.250) 6.250] 6.250] 6.250) 6.250] 6.250] 6.250 6.250] 50.000]
BELANJA BARANG 0 0 0| 0| 6.250) 6.250] 6.250] 6.250) 6.250] 6.250] 6.250 6.250] 50.000]
146.03.1A.7659 Penye|enggaraan Infrastruktur (o) 0l 0| 0| 6.250) 6.250] 6.250] 6.250) 6.250] 6.250] 6.250 6.250] 50.000]
Kawasan Permukiman
52 BELANJA BARANG DAN JASA (o) 0l 0| 0| 6.250) 6.250] 6.250] 6.250) 6.250] 6.250] 6.250 6.250] 50.000]

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.03.1.691471/2025

IVA.BL O KIR DS:1060-1574-1972-3319

Kementerian Negara/Lembaga : [146] KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Unit Organisasi : [03] DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
Provinsi 1 [17] SULAWESI UTARA
Halaman: IV.A. 1
Kode dan Nama Satker : [691471] Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi | (dalam ribuan rupiah)
KODE URAIAN KODE URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.03.1.691471/2025

IWB.CATATAN DS:1060-1574-1972-3319

Kementerian Negara/Lembaga : [146] KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Unit Organisasi : [03] DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
Provinsi 1 [17] SULAWESI UTARA
Halaman: IV.B. 1
Kode dan Nama Satker : [691471] Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi | (dalam ribuan rupiah)
KODE URAIAN KODE URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2025 DS:1060-1574-1972-3319
NOMOR : SP DIPA- 146.03.1.691471/2025

A. Dasar Hukum: . .
1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. ReV|S| ke 01
2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Tanggal - 02 Mei 2025

3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga . (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

2. Unit Organisasi . (03) DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN

3. Provinsi : (17) SULAWESI UTARA

4. Kode/Nama Satker : (691471) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi |
Sebesar : Rp. 50.000.000 ( LIMA PULUH JUTA RUPIAH )

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM
06.01 PEMBANGUNAN PERUMAHAN
Kode dan Nama Program dan Kegiatan : Jumlah Uang
146.03.1A Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Rp. 50.000.000
146.03.1A.7659 Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman Rp. 50.000.000
C. Sumber Dana Berasal Dari :
1. Rupiah Murni Rp. 50.000.000 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri Rp. 0
2. PNBP Rp. - Pinjaman Dalam Negeri Rp. 0
- PNBP TA Berjalan Rp. 0 - Hibah Dalam Negeri Rp. 0
5. Hibah Langsung Rp. 0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri Rp. 0 - Hibah Luar Negeri Langsung Rp. 0
- Pinjaman Luar Negeri Rp. 0 - Hibah Dalam Negeri Langsung Rp. 0
- Hibah Luar Negeri Rp. 0 6. SBSN PBS Rp. 0
D. Pencairan dana dilakukan melalui :
1. KPPN MANADO (049) Rp. 50.000.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).

. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).

. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.

. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman Ill DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.

. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

N o g wWwN e

Jakarta, 02 Desember 2024
AN. MENTERI KEUANGAN
PLH. DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
SUAHASIL NAZARA
NIP. 197011231999031006



Kementerian Negara/Lembaga
Unit Organisasi
Provinsi

Kode/Nama Satker

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA-146.03.1.691471/2025
I A. INFORMASI KINERJA

1 (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
: (03) DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
1 (17) SULAWESI UTARA

: (691471) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi |

DS:1060-1574-1972-3319

Halaman: | A. 1

Program
Kegiatan

Indikator Kinerja Kegiatan

Klasifikasi Rincian Output

Rincian Output

146.03.1A Program Perumahan dan Kawasan Permukiman
7659 Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman
1. 01 . Luas permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu (Ha)
2. 02 Luas kawasan permukiman yang terpadu dengan infrastruktur (Ha)
3. 03 Terciptanya peningkatan tata kelola hunian publik, privat dan perlindungan konsumen
7659.PBF Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana 1,00

01 PBF.001
Kawasan Permukiman

Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Klinik Perumahan dan 1.00

50.000.000
50.000.000
Rekomendasi Kebijakan, Kajian 50.000.000
Rekomendasi Kebijakan 50.000.000

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA-146.03.1.691471/2025

DS:1060-1574-1972-3319

| B. SUMBER DANA

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (03) DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
Provinsi 1 (17) SULAWESI UTARA
Kode/Nama Satker : (691471) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi |
Halaman: IB. 1
Pagu Ekuivalen Rupiah
1. Anggaran Tahun 2025 Rp. 50.000.000 Ket : a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing US$ 0 Rp. 0
1. Rupiah Murni Rp. 50.000.000 (2) RPLN Uss$ 0 Rp. 0
2. PNBP Rp. b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing uUss 0 Rp. 0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri Rp. 0 (2) RHLN Uss$ 0 Rp. 0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri Rp. 0 c. Pinjaman Dalam Negeri IDR 0
5. Hibah Langsung Rp. 0 d. Hibah Dalam Negeri IDR 0
6. SBSN PBS Rp. 0 e. Hibah Luar Negeri Langsung IDR 0
2. Rincian Pinjaman / Hibah : f. Hibah Dalam Negeri Langsung IDR 0 (dalam ribuan rupiah)
No. SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH PAGU TAHUN INI RINCIAN DANA BERDASARKAN DANA PENDAMPING
No. NPP/H per Tahun CARA PENARIKAN
No. Register
1. Pinjaman Luar Negeri 1) Mata Uang NPP/H 1) PP
2. Hibah Luar Negeri 2) Ekuivalen USD 2) PL
3. Pinjaman Dalam Negeri 3) Ekuivalen Rupiah 3) RK
4. Hibah Dalam Negeri 4)LC
5) -
Kode Uraian Kode Dana Kode Dana Rp. Pdp Rp.LN Rp.Loc.Cost
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.03.1.691471/2025

II. RINCIAN PENGELUARAN

DS:1060-1574-1972-3319

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi 1 (03) DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
Provinsi 1 (17) SULAWESI UTARA
Kode/Nama Satker : (691471) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi | Halaman : II. 1
Kewenangan 1 (KP) (dalam ribuan rupiah)
BELANJA
KODE URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA BANTUAN LOKASI/ CARA
PEGAWAI BARANG MODAL SOSIAL LAIN-LAIN JUMLAH KPPN PENARIKAN/
SELURUH REGISTER
[51] [52] [53] [57] [58]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
691471 [Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi | - 50.000 - - - 50.000
146.03.IA|Program Perumahan dan Kawasan Permukiman - 50.000 - - - 50.000
7659|Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman - 50.000 - - - 50.000
7659.PBF|Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana - 50.000 - - - 50.000( 17.51
(17.51 SULAWESI UTARA / KOTA MANADO)
01(RM - 50.000 - - - 50.000 049
JUMLAH - 50.000 - - - 50.000

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait



Kementerian Negara/Lembaga : (146)

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.03.1.691471/2025
[Il. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

DS:1060-1574-1972-3319

Unit Organisasi 1 (03) DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
Provinsi S (17) SULAWESI UTARA
. . . . . Halaman : IIl. 1
Kode/Nama Satker : (691471) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi | (dalam ribuan rupiah)
RENCANA PENARIKAN
NO| KODE URAIAN SATKER JUMLAH
JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JuLl AGUSTUS | SEPTEMBER| OKTOBER | NOVEMBER | DESEMBER | SELURUH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 691471 Balai Pelaksana Penyediaan
Perumahan dan Kawasan
Permukiman Sulawesi |
RENCANA PENARIKAN DANA 0 0 0| 0| 6.250) 6.250] 6.250] 6.250) 6.250] 6.250] 6.250 6.250] 50.000]
BELANJA BARANG 0 0 0| 0| 6.250) 6.250] 6.250] 6.250) 6.250] 6.250] 6.250 6.250] 50.000]
146.03.1A.7659 Penye|enggaraan Infrastruktur (o) 0l 0| 0| 6.250) 6.250] 6.250] 6.250) 6.250] 6.250] 6.250 6.250] 50.000]
Kawasan Permukiman
52 BELANJA BARANG DAN JASA (o) 0l 0| 0| 6.250) 6.250] 6.250] 6.250) 6.250] 6.250] 6.250 6.250] 50.000]

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.03.1.691471/2025

IVA.BL O KIR DS:1060-1574-1972-3319

Kementerian Negara/Lembaga : [146] KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Unit Organisasi : [03] DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
Provinsi 1 [17] SULAWESI UTARA
Halaman: IV.A. 1
Kode dan Nama Satker : [691471] Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi | (dalam ribuan rupiah)
KODE URAIAN KODE URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.03.1.691471/2025

IWB.CATATAN DS:1060-1574-1972-3319

Kementerian Negara/Lembaga : [146] KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Unit Organisasi : [03] DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
Provinsi 1 [17] SULAWESI UTARA
Halaman: IV.B. 1
Kode dan Nama Satker : [691471] Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi | (dalam ribuan rupiah)
KODE URAIAN KODE URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : SP DIPA- 146.03.1.691471/2025

DS:1376-0837-3752-0160

A. Dasar Hukum:
1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga . (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

2. Unit Organisasi . (03) DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN

3. Provinsi : (17) SULAWESI UTARA

4. Kode/Nama Satker : (691471) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi |

Sebesar : Rp. 245.286.000 ( DUA RATUS EMPAT PULUH LIMA JUTA DUA RATUS DELAPAN PULUH ENAM RIBU RUPIAH )

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM
06.01 PEMBANGUNAN PERUMAHAN
Kode dan Nama Program dan Kegiatan :
146.03.1A Program Perumahan dan Kawasan Permukiman
146.03.1A.7659 Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman
C. Sumber Dana Berasal Dari :
1. Rupiah Murni Rp. 245.286.000 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri Rp.
2. PNBP Rp. - Pinjaman Dalam Negeri Rp.
- PNBP TA Berjalan Rp. 0 - Hibah Dalam Negeri Rp.
5. Hibah Langsung Rp.
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri Rp. 0 - Hibah Luar Negeri Langsung Rp.
- Pinjaman Luar Negeri Rp. 0 - Hibah Dalam Negeri Langsung Rp.
- Hibah Luar Negeri Rp. 0 6. SBSN PBS Rp.
D. Pencairan dana dilakukan melalui :
1. KPPN MANADO (049) Rp. 245.286.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).

. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.

. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman Ill DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.

. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

N o g wWwN e

. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Revisi ke 02
Tanggal : 25 Juni 2025

Jumlah Uang
Rp. 245.286.000
Rp. 245.286.000

O O O ©O O O o

. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).

Jakarta, 02 Desember 2024
AN. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002



Kementerian Negara/Lembaga
Unit Organisasi
Provinsi

Kode/Nama Satker

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA-146.03.1.691471/2025
I A. INFORMASI KINERJA

1 (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
: (03) DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
1 (17) SULAWESI UTARA

: (691471) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi |

DS:1376-0837-3752-0160

Halaman: | A. 1

Program
Kegiatan

Indikator Kinerja Kegiatan

Klasifikasi Rincian Output

Rincian Output

Klasifikasi Rincian Output

Rincian Output

146.03.1A Program Perumahan dan Kawasan Permukiman
7659 Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman
1. 01 . Luas permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu (Ha)
2. 02 Luas kawasan permukiman yang terpadu dengan infrastruktur (Ha)
3. 03 Terciptanya peningkatan tata kelola hunian publik, privat dan perlindungan konsumen
7659.FAE Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan 1,00
01 FAE.001 Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Tematik 1.00

Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Akuntabilitas Kinerja

7659.PBF Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana 1,00

01 PBF.001 Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Klinik Perumahan dan 1.00
Kawasan Permukiman

245.286.000
245.286.000
Laporan, Layanan 195.286.000
Laporan 195.286.000
Rekomendasi Kebijakan, Kajian 50.000.000
Rekomendasi Kebijakan 50.000.000

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.03.1.691471/2025

DS:1376-0837-3752-0160

| B. SUMBER DANA

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (03) DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
Provinsi 1 (17) SULAWESI UTARA
Kode/Nama Satker : (691471) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi |
Halaman: IB. 1
Pagu Ekuivalen Rupiah
1. Anggaran Tahun 2025 Rp. 245.286.000 Ket : a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing uUss 0 Rp. 0
1. Rupiah Murni Rp. 245.286.000 (2) RPLN uss 0 Rp. 0
2. PNBP Rp. b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing uUss 0 Rp. 0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri Rp. 0 (2) RHLN Uss$ 0 Rp. 0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri Rp. 0 c. Pinjaman Dalam Negeri IDR 0
5. Hibah Langsung Rp. 0 d. Hibah Dalam Negeri IDR 0
6. SBSN PBS Rp. 0 e. Hibah Luar Negeri Langsung IDR 0
2. Rincian Pinjaman / Hibah : f. Hibah Dalam Negeri Langsung IDR 0 (dalam ribuan rupiah)
No. SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH PAGU TAHUN INI RINCIAN DANA BERDASARKAN DANA PENDAMPING
No. NPP/H per Tahun CARA PENARIKAN
No. Register
1. Pinjaman Luar Negeri 1) Mata Uang NPP/H 1) PP
2. Hibah Luar Negeri 2) Ekuivalen USD 2) PL
3. Pinjaman Dalam Negeri 3) Ekuivalen Rupiah 3) RK
4. Hibah Dalam Negeri 4)LC
5) -
Kode Uraian Kode Dana Kode Dana Rp. Pdp Rp.LN Rp.Loc.Cost
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.03.1.691471/2025

II. RINCIAN PENGELUARAN

DS:1376-0837-3752-0160

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi 1 (03) DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
Provinsi 1 (17) SULAWESI UTARA
Kode/Nama Satker : (691471) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi | Halaman : II. 1
Kewenangan - (KP) (dalam ribuan rupiah)
BELANJA
KODE URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA BANTUAN LOKASI/ CARA
PEGAWAI BARANG MODAL SOSIAL LAIN-LAIN JUMLAH KPPN PENARIKAN/
SELURUH REGISTER
[51] [52] [53] [57] [58]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
691471 [Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi | - 245.286 - - - 245.286
146.03.IA|Program Perumahan dan Kawasan Permukiman - 245.286 - - - 245.286
7659|Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman - 245.286 - - - 245.286
7659.FAE |Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan - 195.286 - - - 195.286( 17.51
(17.51 SULAWESI UTARA / KOTA MANADO)
01(RM - 195.286 - - - 195.286 049
7659.PBF |Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana - 50.000 - - - 50.000, 17.51
(17.51 SULAWESI UTARA / KOTA MANADO)
01{RM - 50.000 - - - 50.000{ 049
JUMLAH - 245.286 - - - 245.286

Jakarta, 02 Desember 2024

MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait



Kementerian Negara/Lembaga : (146)

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.03.1.691471/2025
[Il. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

DS:1376-0837-3752-0160

Unit Organisasi 1 (03) DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
Provinsi S (17) SULAWESI UTARA
. . . . . Halaman : IIl. 1
Kode/Nama Satker : (691471) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi | (dalam ribuan rupiah)
RENCANA PENARIKAN
NO| KODE URAIAN SATKER JUMLAH
JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JuLl AGUSTUS | SEPTEMBER| OKTOBER | NOVEMBER | DESEMBER | SELURUH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 691471 Balai Pelaksana Penyediaan
Perumahan dan Kawasan
Permukiman Sulawesi |
RENCANA PENARIKAN DANA 0 0 0| 0| 6.250) 21.536 36.250 36.250 36.250 36.250] 36.250 36.250] 245.286
BELANJA BARANG 0 0 0| 0| 6.250) 21.536 36.250 36.250 36.250 36.250] 36.250 36.250] 245.286
146.03.1A.7659 Penye|enggaraan Infrastruktur (o) 0l 0| 0| 6.250) 21.536 36.250 36.250 36.250 36.250 36.250 36.250 245.286)
Kawasan Permukiman
52 BELANJA BARANG DAN JASA (o) 0l 0| 0| 6.250) 21.536 36.250 36.250 36.250 36.250 36.250 36.250 245.286

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.03.1.691471/2025

IWVA.BLOKIR DS:1376-0837-3752-0160

Kementerian Negara/Lembaga : [146] KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Unit Organisasi : [03] DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
Provinsi 1 [17] SULAWESI UTARA
Halaman: IV.A. 1
Kode dan Nama Satker : [691471] Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi | (dalam ribuan rupiah)
KODE URAIAN KODE URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.03.1.691471/2025

IWB.CATATAN DS:1376-0837-3752-0160

Kementerian Negara/Lembaga : [146] KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Unit Organisasi : [03] DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
Provinsi 1 [17] SULAWESI UTARA
Halaman: IV.B. 1
Kode dan Nama Satker : [691471] Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi | (dalam ribuan rupiah)
KODE URAIAN KODE URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : SP DIPA- 146.03.1.691471/2025

DS:1376-0837-3752-0160

A. Dasar Hukum:
1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga . (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

2. Unit Organisasi . (03) DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN

3. Provinsi : (17) SULAWESI UTARA

4. Kode/Nama Satker : (691471) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi |

Sebesar : Rp. 245.286.000 ( DUA RATUS EMPAT PULUH LIMA JUTA DUA RATUS DELAPAN PULUH ENAM RIBU RUPIAH )

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM
06.01 PEMBANGUNAN PERUMAHAN
Kode dan Nama Program dan Kegiatan :
146.03.1A Program Perumahan dan Kawasan Permukiman
146.03.1A.7659 Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman
C. Sumber Dana Berasal Dari :
1. Rupiah Murni Rp. 245.286.000 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri Rp.
2. PNBP Rp. - Pinjaman Dalam Negeri Rp.
- PNBP TA Berjalan Rp. 0 - Hibah Dalam Negeri Rp.
5. Hibah Langsung Rp.
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri Rp. 0 - Hibah Luar Negeri Langsung Rp.
- Pinjaman Luar Negeri Rp. 0 - Hibah Dalam Negeri Langsung Rp.
- Hibah Luar Negeri Rp. 0 6. SBSN PBS Rp.
D. Pencairan dana dilakukan melalui :
1. KPPN MANADO (049) Rp. 245.286.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).

. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.

. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman Ill DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.

. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

N o g wWwN e

. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Revisi ke 03
Tanggal : 23 Juli 2025

Jumlah Uang
Rp. 245.286.000
Rp. 245.286.000

O O O ©O O O o

. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).

Jakarta, 02 Desember 2024
AN. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002



Kementerian Negara/Lembaga
Unit Organisasi
Provinsi

Kode/Nama Satker

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA-146.03.1.691471/2025
I A. INFORMASI KINERJA

1 (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
: (03) DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
1 (17) SULAWESI UTARA

: (691471) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi |

DS:1376-0837-3752-0160

Halaman: | A. 1

Program
Kegiatan

Indikator Kinerja Kegiatan

Klasifikasi Rincian Output

Rincian Output

Klasifikasi Rincian Output

Rincian Output

146.03.1A Program Perumahan dan Kawasan Permukiman
7659 Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman
1. 01 . Luas permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu (Ha)
2. 02 Luas kawasan permukiman yang terpadu dengan infrastruktur (Ha)
3. 03 Terciptanya peningkatan tata kelola hunian publik, privat dan perlindungan konsumen
7659.FAE Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan 1,00
01 FAE.001 Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Tematik 1.00

Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Akuntabilitas Kinerja

7659.PBF Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana 1,00

01 PBF.001 Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Klinik Perumahan dan 1.00
Kawasan Permukiman

245.286.000
245.286.000
Laporan, Layanan 195.286.000
Laporan 195.286.000
Rekomendasi Kebijakan, Kajian 50.000.000
Rekomendasi Kebijakan 50.000.000

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.03.1.691471/2025

DS:1376-0837-3752-0160

| B. SUMBER DANA

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (03) DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
Provinsi 1 (17) SULAWESI UTARA
Kode/Nama Satker : (691471) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi |
Halaman: IB. 1
Pagu Ekuivalen Rupiah
1. Anggaran Tahun 2025 Rp. 245.286.000 Ket : a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing uUss 0 Rp. 0
1. Rupiah Murni Rp. 245.286.000 (2) RPLN uss 0 Rp. 0
2. PNBP Rp. b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing uUss 0 Rp. 0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri Rp. 0 (2) RHLN Uss$ 0 Rp. 0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri Rp. 0 c. Pinjaman Dalam Negeri IDR 0
5. Hibah Langsung Rp. 0 d. Hibah Dalam Negeri IDR 0
6. SBSN PBS Rp. 0 e. Hibah Luar Negeri Langsung IDR 0
2. Rincian Pinjaman / Hibah : f. Hibah Dalam Negeri Langsung IDR 0 (dalam ribuan rupiah)
No. SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH PAGU TAHUN INI RINCIAN DANA BERDASARKAN DANA PENDAMPING
No. NPP/H per Tahun CARA PENARIKAN
No. Register
1. Pinjaman Luar Negeri 1) Mata Uang NPP/H 1) PP
2. Hibah Luar Negeri 2) Ekuivalen USD 2) PL
3. Pinjaman Dalam Negeri 3) Ekuivalen Rupiah 3) RK
4. Hibah Dalam Negeri 4)LC
5) -
Kode Uraian Kode Dana Kode Dana Rp. Pdp Rp.LN Rp.Loc.Cost
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.03.1.691471/2025

II. RINCIAN PENGELUARAN

DS:1376-0837-3752-0160

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi 1 (03) DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
Provinsi 1 (17) SULAWESI UTARA
Kode/Nama Satker : (691471) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi | Halaman : II. 1
Kewenangan - (KP) (dalam ribuan rupiah)
BELANJA
KODE URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA BANTUAN LOKASI/ CARA
PEGAWAI BARANG MODAL SOSIAL LAIN-LAIN JUMLAH KPPN PENARIKAN/
SELURUH REGISTER
[51] [52] [53] [57] [58]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
691471 [Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi | - 245.286 - - - 245.286
146.03.IA|Program Perumahan dan Kawasan Permukiman - 245.286 - - - 245.286
7659|Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman - 245.286 - - - 245.286
7659.FAE |Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan - 195.286 - - - 195.286( 17.51
(17.51 SULAWESI UTARA / KOTA MANADO)
01(RM - 195.286 - - - 195.286 049
7659.PBF |Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana - 50.000 - - - 50.000, 17.51
(17.51 SULAWESI UTARA / KOTA MANADO)
01{RM - 50.000 - - - 50.000{ 049
JUMLAH - 245.286 - - - 245.286

Jakarta, 02 Desember 2024

MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait



Kementerian Negara/Lembaga : (146)

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.03.1.691471/2025
[Il. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

DS:1376-0837-3752-0160

Unit Organisasi 1 (03) DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
Provinsi S (17) SULAWESI UTARA
. . . . . Halaman : IIl. 1
Kode/Nama Satker : (691471) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi | (dalam ribuan rupiah)
RENCANA PENARIKAN
NO| KODE URAIAN SATKER JUMLAH
JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JuLl AGUSTUS | SEPTEMBER| OKTOBER | NOVEMBER | DESEMBER | SELURUH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 691471 Balai Pelaksana Penyediaan
Perumahan dan Kawasan
Permukiman Sulawesi |
RENCANA PENARIKAN DANA 0 0 0| 0| (o) 0 36.250] 36.250] 41.250] 47.250 47.250 37.036 245.286
BELANJA BARANG 0 0 0| 0| (o) 0 36.250] 36.250] 41.250] 47.250 47.250 37.036 245.286
146.03.1A.7659 Penye|enggaraan Infrastruktur (o) 0l 0| 0| (o) 0l 36.250 36.250 41.250 47.250 47.250 37.036 245.286
Kawasan Permukiman
52 BELANJA BARANG DAN JASA (o) 0l 0| 0| (o) 0l 36.250 36.250 41.250 47.250 47.250 37.036 245.286

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.03.1.691471/2025

IWVA.BLOKIR DS:1376-0837-3752-0160

Kementerian Negara/Lembaga : [146] KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Unit Organisasi : [03] DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
Provinsi 1 [17] SULAWESI UTARA
Halaman: IV.A. 1
Kode dan Nama Satker : [691471] Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi | (dalam ribuan rupiah)
KODE URAIAN KODE URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.03.1.691471/2025

IWB.CATATAN DS:1376-0837-3752-0160

Kementerian Negara/Lembaga : [146] KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Unit Organisasi : [03] DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
Provinsi 1 [17] SULAWESI UTARA
Halaman: IV.B. 1
Kode dan Nama Satker : [691471] Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi | (dalam ribuan rupiah)
KODE URAIAN KODE URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2025 DS:0929-6935-0347-9143
NOMOR : SP DIPA- 146.03.1.691471/2025

A. Dasar Hukum: . .
1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. ReV|S| ke 04
2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Tanggal - 15 Agustus 2025

3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga . (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

2. Unit Organisasi . (03) DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN

3. Provinsi : (17) SULAWESI UTARA

4. Kode/Nama Satker : (691471) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi |

Sebesar : Rp. 610.426.000 ( ENAM RATUS SEPULUH JUTA EMPAT RATUS DUA PULUH ENAM RIBU RUPIAH )

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM
06.01 PEMBANGUNAN PERUMAHAN
Kode dan Nama Program dan Kegiatan : Jumlah Uang
146.03.1A Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Rp. 610.426.000
146.03.1A.7659 Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman Rp. 610.426.000
C. Sumber Dana Berasal Dari :
1. Rupiah Murni Rp. 610.426.000 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri Rp. 0
2. PNBP Rp. - Pinjaman Dalam Negeri Rp. 0
- PNBP TA Berjalan Rp. 0 - Hibah Dalam Negeri Rp. 0
5. Hibah Langsung Rp. 0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri Rp. 0 - Hibah Luar Negeri Langsung Rp. 0
- Pinjaman Luar Negeri Rp. 0 - Hibah Dalam Negeri Langsung Rp. 0
- Hibah Luar Negeri Rp. 0 6. SBSN PBS Rp. 0
D. Pencairan dana dilakukan melalui :
1. KPPN MANADO (049) Rp. 610.426.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).

. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).

. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.

. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman Ill DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.

. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

N o g wWwN e

Jakarta, 02 Desember 2024
AN. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002



Kementerian Negara/Lembaga
Unit Organisasi
Provinsi

Kode/Nama Satker

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA-146.03.1.691471/2025
I A. INFORMASI KINERJA

KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
SULAWESI UTARA

: (691471) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi |

DS:0929-6935-9347-9143

Halaman: | A. 1

Program 146.03.1A Program Perumahan dan Kawasan Permukiman 610.426.000
Kegiatan 7659 Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman 610.426.000
Indikator Kinerja Kegiatan
Klasifikasi Rincian Output 1 7659.FAE Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan 2,00 Laporan, Layanan 560.426.000
Rincian Output 01 FAE.001 Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Tematik 1.00 Laporan 195.286.000

Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Akuntabilitas Kinerja
02 FAE.003 Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Rusun, 1.00 Laporan 365.140.000
Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh
Klasifikasi Rincian Output 2 7659.PBF Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana 1,00 Rekomendasi Kebijakan, Kajian 50.000.000
Rincian Output 01 PBF.001 Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Klinik Perumahan dan 1.00 Rekomendasi Kebijakan 50.000.000

Kawasan Permukiman

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.03.1.691471/2025

DS:0929-6935-9347-9143

| B. SUMBER DANA

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (03) DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
Provinsi 1 (17) SULAWESI UTARA
Kode/Nama Satker : (691471) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi |
Halaman: IB. 1
Pagu Ekuivalen Rupiah
1. Anggaran Tahun 2025 Rp. 610.426.000 Ket : a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing US$ 0 Rp. 0
1. Rupiah Murni Rp. 610.426.000 (2) RPLN Uss$ 0 Rp. 0
2. PNBP Rp. b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing uUss 0 Rp. 0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri Rp. 0 (2) RHLN Uss$ 0 Rp. 0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri Rp. 0 c. Pinjaman Dalam Negeri IDR 0
5. Hibah Langsung Rp. 0 d. Hibah Dalam Negeri IDR 0
6. SBSN PBS Rp. 0 e. Hibah Luar Negeri Langsung IDR 0
2. Rincian Pinjaman / Hibah : f. Hibah Dalam Negeri Langsung IDR 0 (dalam ribuan rupiah)
No. SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH PAGU TAHUN INI RINCIAN DANA BERDASARKAN DANA PENDAMPING
No. NPP/H per Tahun CARA PENARIKAN
No. Register
1. Pinjaman Luar Negeri 1) Mata Uang NPP/H 1) PP
2. Hibah Luar Negeri 2) Ekuivalen USD 2) PL
3. Pinjaman Dalam Negeri 3) Ekuivalen Rupiah 3) RK
4. Hibah Dalam Negeri 4)LC
5) -
Kode Uraian Kode Dana Kode Dana Rp. Pdp Rp.LN Rp.Loc.Cost
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.03.1.691471/2025

II. RINCIAN PENGELUARAN

DS:0929-6935-9347-9143

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi 1 (03) DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
Provinsi 1 (17) SULAWESI UTARA
Kode/Nama Satker : (691471) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi | Halaman : II. 1
Kewenangan - (KP) (dalam ribuan rupiah)
BELANJA
KODE URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA BANTUAN LOKASI/ CARA
PEGAWAI BARANG MODAL SOSIAL LAIN-LAIN JUMLAH KPPN PENARIKAN/
SELURUH REGISTER
[51] [52] [53] [57] [58]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
691471 [Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi | - 610.426 - - - 610.426
146.03.IA|Program Perumahan dan Kawasan Permukiman - 610.426 - - - 610.426
7659|Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman - 610.426 - - - 610.426
7659.FAE |Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan - 560.426 - - - 560.426/ 17.51
(17.51 SULAWESI UTARA / KOTA MANADO)
01(RM - 560.426 - - - 560.426 049
7659.PBF |Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana - 50.000 - - - 50.000, 17.51
(17.51 SULAWESI UTARA / KOTA MANADO)
01{RM - 50.000 - - - 50.000{ 049
JUMLAH - 610.426 - - - 610.426

Jakarta, 02 Desember 2024

MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait



Kementerian Negara/Lembaga : (146)

KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.03.1.691471/2025
[Il. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

DS:0929-6935-9347-9143

Unit Organisasi 1 (03) DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
Provinsi S (17) SULAWESI UTARA
. . . . . Halaman : IIl. 1
Kode/Nama Satker : (691471) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi | (dalam ribuan rupiah)
RENCANA PENARIKAN
NO| KODE URAIAN SATKER JUMLAH
JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JuLl AGUSTUS | SEPTEMBER| OKTOBER | NOVEMBER | DESEMBER | SELURUH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 691471 Balai Pelaksana Penyediaan
Perumahan dan Kawasan
Permukiman Sulawesi |
RENCANA PENARIKAN DANA 25.140] 20.000] 20.000] 30.000] 30.000 20.000] 70.000} 76.000] 81.000] 81.000] 81.000 76.286) 610.426
BELANJA BARANG 25.140] 20.000] 20.000] 30.000] 30.000 20.000] 70.000} 76.000] 81.000] 81.000] 81.000 76.286) 610.426
146.03.1A.7659 Penyelenggaraan Infrastruktur 25.140 20.000) 20.000) 30.000) 30.000 20.000) 70.000 76.000 81.000) 81.000) 81.000 76.286] 610.426
Kawasan Permukiman
52 BELANJA BARANG DAN JASA 25.140 20.000 20.000| 30.000] 30.000 20.000] 70.000] 76.000 81.000] 81.000 81.000 76.286 610.426

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.03.1.691471/2025

IWA.BLOKIR DS:0929-6935-9347-9143

Kementerian Negara/Lembaga : [146] KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Unit Organisasi : [03] DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
Provinsi 1 [17] SULAWESI UTARA
Halaman: IV.A. 1
Kode dan Nama Satker : [691471] Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi | (dalam ribuan rupiah)
KODE URAIAN KODE URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.03.1.691471/2025

IWB.CATATAN DS:0929-6935-9347-9143

Kementerian Negara/Lembaga : [146] KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Unit Organisasi : [03] DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
Provinsi 1 [17] SULAWESI UTARA
Halaman: IV.B. 1
Kode dan Nama Satker : [691471] Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi | (dalam ribuan rupiah)
KODE URAIAN KODE URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2025 DS:0929-6935-0347-9143
NOMOR : SP DIPA- 146.03.1.691471/2025

A. Dasar Hukum: . .
1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. ReV|S| ke 05
2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Tanggal - 10 Oktober 2025

3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga . (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

2. Unit Organisasi . (03) DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN

3. Provinsi : (17) SULAWESI UTARA

4. Kode/Nama Satker : (691471) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi |

Sebesar : Rp. 610.426.000 ( ENAM RATUS SEPULUH JUTA EMPAT RATUS DUA PULUH ENAM RIBU RUPIAH )

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM
06.01 PEMBANGUNAN PERUMAHAN
Kode dan Nama Program dan Kegiatan : Jumlah Uang
146.03.1A Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Rp. 610.426.000
146.03.1A.7659 Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman Rp. 610.426.000
C. Sumber Dana Berasal Dari :
1. Rupiah Murni Rp. 610.426.000 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri Rp. 0
2. PNBP Rp. - Pinjaman Dalam Negeri Rp. 0
- PNBP TA Berjalan Rp. 0 - Hibah Dalam Negeri Rp. 0
5. Hibah Langsung Rp. 0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri Rp. 0 - Hibah Luar Negeri Langsung Rp. 0
- Pinjaman Luar Negeri Rp. 0 - Hibah Dalam Negeri Langsung Rp. 0
- Hibah Luar Negeri Rp. 0 6. SBSN PBS Rp. 0
D. Pencairan dana dilakukan melalui :
1. KPPN MANADO (049) Rp. 610.426.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).

. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).

. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.

. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman Ill DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.

. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

N o g wWwN e

Jakarta, 02 Desember 2024
AN. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002



Kementerian Negara/Lembaga
Unit Organisasi
Provinsi

Kode/Nama Satker

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA-146.03.1.691471/2025
I A. INFORMASI KINERJA

KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
SULAWESI UTARA

: (691471) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi |

DS:0929-6935-9347-9143

Halaman: | A. 1

Program 146.03.1A Program Perumahan dan Kawasan Permukiman 610.426.000
Kegiatan 7659 Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman 610.426.000
Indikator Kinerja Kegiatan
Klasifikasi Rincian Output 1 7659.FAE Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan 2,00 Laporan, Layanan 560.426.000
Rincian Output 01 FAE.001 Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Tematik 1.00 Laporan 195.286.000

Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Akuntabilitas Kinerja
02 FAE.003 Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Rusun, 1.00 Laporan 365.140.000
Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh
Klasifikasi Rincian Output 2 7659.PBF Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana 1,00 Rekomendasi Kebijakan, Kajian 50.000.000
Rincian Output 01 PBF.001 Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Klinik Perumahan dan 1.00 Rekomendasi Kebijakan 50.000.000

Kawasan Permukiman

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.03.1.691471/2025

DS:0929-6935-9347-9143

| B. SUMBER DANA

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (03) DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
Provinsi 1 (17) SULAWESI UTARA
Kode/Nama Satker : (691471) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi |
Halaman: IB. 1
Pagu Ekuivalen Rupiah
1. Anggaran Tahun 2025 Rp. 610.426.000 Ket : a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing US$ 0 Rp. 0
1. Rupiah Murni Rp. 610.426.000 (2) RPLN Uss$ 0 Rp. 0
2. PNBP Rp. b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing uUss 0 Rp. 0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri Rp. 0 (2) RHLN Uss$ 0 Rp. 0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri Rp. 0 c. Pinjaman Dalam Negeri IDR 0
5. Hibah Langsung Rp. 0 d. Hibah Dalam Negeri IDR 0
6. SBSN PBS Rp. 0 e. Hibah Luar Negeri Langsung IDR 0
2. Rincian Pinjaman / Hibah : f. Hibah Dalam Negeri Langsung IDR 0 (dalam ribuan rupiah)
No. SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH PAGU TAHUN INI RINCIAN DANA BERDASARKAN DANA PENDAMPING
No. NPP/H per Tahun CARA PENARIKAN
No. Register
1. Pinjaman Luar Negeri 1) Mata Uang NPP/H 1) PP
2. Hibah Luar Negeri 2) Ekuivalen USD 2) PL
3. Pinjaman Dalam Negeri 3) Ekuivalen Rupiah 3) RK
4. Hibah Dalam Negeri 4)LC
5) -
Kode Uraian Kode Dana Kode Dana Rp. Pdp Rp.LN Rp.Loc.Cost
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.03.1.691471/2025

II. RINCIAN PENGELUARAN

DS:0929-6935-9347-9143

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi 1 (03) DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
Provinsi 1 (17) SULAWESI UTARA
Kode/Nama Satker : (691471) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi | Halaman : II. 1
Kewenangan - (KP) (dalam ribuan rupiah)
BELANJA
KODE URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA BANTUAN LOKASI/ CARA
PEGAWAI BARANG MODAL SOSIAL LAIN-LAIN JUMLAH KPPN PENARIKAN/
SELURUH REGISTER
[51] [52] [53] [57] [58]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
691471 [Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi | - 610.426 - - - 610.426
146.03.IA|Program Perumahan dan Kawasan Permukiman - 610.426 - - - 610.426
7659|Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman - 610.426 - - - 610.426
7659.FAE |Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan - 560.426 - - - 560.426/ 17.51
(17.51 SULAWESI UTARA / KOTA MANADO)
01(RM - 560.426 - - - 560.426 049
7659.PBF |Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana - 50.000 - - - 50.000, 17.51
(17.51 SULAWESI UTARA / KOTA MANADO)
01{RM - 50.000 - - - 50.000{ 049
JUMLAH - 610.426 - - - 610.426

Jakarta, 02 Desember 2024

MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait



Kementerian Negara/Lembaga : (146)

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.03.1.691471/2025
[Il. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

DS:0929-6935-9347-9143

Unit Organisasi 1 (03) DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
Provinsi S (17) SULAWESI UTARA
. . . . . Halaman : IIl. 1
Kode/Nama Satker : (691471) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi | (dalam ribuan rupiah)
RENCANA PENARIKAN
NO| KODE URAIAN SATKER JUMLAH
JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JuLl AGUSTUS | SEPTEMBER| OKTOBER | NOVEMBER | DESEMBER | SELURUH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 691471 Balai Pelaksana Penyediaan
Perumahan dan Kawasan
Permukiman Sulawesi |
RENCANA PENARIKAN DANA 0 0 0| 0l 0 0 24.417| 36.626 30.521] 68.150 129.000 321.712 610.426
BELANJA BARANG 0 0 0| 0l 0 0 24.417| 36.626 30.521] 68.150 129.000 321.712 610.426
146.03.1A.7659 Penye|enggaraan Infrastruktur (o) 0l 0| 0| (o) 0l 24.417| 36.626 30.521] 68.150 129.000 321.712 610.426
Kawasan Permukiman
52 BELANJA BARANG DAN JASA (o) 0l 0| 0| (o) 0l 24.417| 36.626 30.521 68.150] 129.000 321.712) 610.426

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.03.1.691471/2025

IWA.BLOKIR DS:0929-6935-9347-9143

Kementerian Negara/Lembaga : [146] KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Unit Organisasi : [03] DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
Provinsi 1 [17] SULAWESI UTARA
Halaman: IV.A. 1
Kode dan Nama Satker : [691471] Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi | (dalam ribuan rupiah)
KODE URAIAN KODE URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.03.1.691471/2025

IWB.CATATAN DS:0929-6935-9347-9143

Kementerian Negara/Lembaga : [146] KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Unit Organisasi : [03] DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
Provinsi 1 [17] SULAWESI UTARA
Halaman: IV.B. 1
Kode dan Nama Satker : [691471] Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi | (dalam ribuan rupiah)
KODE URAIAN KODE URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2025 DS:9338-1097-5414-2748
NOMOR : SP DIPA- 146.05.1.691579/2025

A. Dasar Hukum:
1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga . (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

2. Unit Organisasi . (05) DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN

3. Provinsi : (17) SULAWESI UTARA

4. Kode/Nama Satker : (691579) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi |
Sebesar : Rp. 120.000.000 ( SERATUS DUA PULUH JUTA RUPIAH )

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM
06.01 PEMBANGUNAN PERUMAHAN
Kode dan Nama Program dan Kegiatan : Jumlah Uang
146.05.1A Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Rp. 120.000.000
146.05.1A.7661 Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan Rp. 120.000.000
C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni Rp. 120.000.000 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri Rp. 0
2. PNBP Rp. - Pinjaman Dalam Negeri Rp. 0

- PNBP TA Berjalan Rp. 0 - Hibah Dalam Negeri Rp. 0

5. Hibah Langsung Rp. 0

3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri Rp. 0 - Hibah Luar Negeri Langsung Rp. 0

- Pinjaman Luar Negeri Rp. 0 - Hibah Dalam Negeri Langsung Rp. 0

- Hibah Luar Negeri Rp. 0 6. SBSN PBS Rp. 0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :
1. KPPN MANADO (049) Rp. 120.000.000
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

N o g wWwN e

. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).

. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).

. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.

. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman Ill DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.

. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
AN. MENTERI KEUANGAN
PLH. DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
SUAHASIL NAZARA
NIP. 197011231999031006



Kementerian Negara/Lembaga
Unit Organisasi
Provinsi

Kode/Nama Satker

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.05.1.691579/2025
I A. INFORMASI KINERJA

1 (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
: (05) DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN

1 (17) SULAWESI UTARA

: (691579) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi |

DS:9338-1097-5414-2748

Halaman: | A. 1

Program
Kegiatan

Indikator Kinerja Kegiatan

Klasifikasi Rincian Output

Rincian Output

Klasifikasi Rincian Output

Rincian Output

1

2

146.05.1A Program Perumahan dan Kawasan Permukiman 120.000.000
7661 Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan 120.000.000
1. 01 Jumlah unit rumah baru yang terbangun di perkotaan
2. 02 Jumlah unit rumah yang ditingkatkan kualitasnya di perkotaan
3. 03 Jumlah unit rumah yang dilayani bantuan PSU di perkotaan
4. 04 Jumlah rumah tangga yang menerima fasilitas pembiayaan perumahan atau bantuan subsidi/lkemudahan perumahan
5. 05 Terciptanya peningkatan tata kelola hunian publik, privat dan perlindungan konsumen (Rekomendasi Kebijakan)
7661.ABF Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana 2,00 Rekomendasi Kebijakan 60.000.000
01 ABF.004 Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan 1.00 Rekomendasi Kebijakan 30.000.000
Perkotaan
02 ABF.005 Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan 1.00 Rekomendasi Kebijakan 30.000.000
Perkotaan
7661.FAE Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan 1,00 Laporan, Layanan 60.000.000
01 FAE.001 Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan 1.00 Laporan 60.000.000
Perkotaan

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.05.1.691579/2025

DS:9338-1097-5414-2748

| B. SUMBER DANA

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (05) DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN
Provinsi 1 (17) SULAWESI UTARA
Kode/Nama Satker : (691579) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi |
Halaman: IB. 1
Pagu Ekuivalen Rupiah
1. Anggaran Tahun 2025 Rp. 120.000.000 Ket : a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing US$ 0 Rp. 0
1. Rupiah Murni Rp. 120.000.000 (2) RPLN Uss$ 0 Rp. 0
2. PNBP Rp. b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing uUss 0 Rp. 0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri Rp. 0 (2) RHLN Uss$ 0 Rp. 0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri Rp. 0 c. Pinjaman Dalam Negeri IDR 0
5. Hibah Langsung Rp. 0 d. Hibah Dalam Negeri IDR 0
6. SBSN PBS Rp. 0 e. Hibah Luar Negeri Langsung IDR 0
2. Rincian Pinjaman / Hibah : f. Hibah Dalam Negeri Langsung IDR 0 (dalam ribuan rupiah)
No. SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH PAGU TAHUN INI RINCIAN DANA BERDASARKAN DANA PENDAMPING
No. NPP/H per Tahun CARA PENARIKAN
No. Register
1. Pinjaman Luar Negeri 1) Mata Uang NPP/H 1) PP
2. Hibah Luar Negeri 2) Ekuivalen USD 2) PL
3. Pinjaman Dalam Negeri 3) Ekuivalen Rupiah 3) RK
4. Hibah Dalam Negeri 4)LC
5) -
Kode Uraian Kode Dana Kode Dana Rp. Pdp Rp.LN Rp.Loc.Cost
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.05.1.691579/2025

II. RINCIAN PENGELUARAN

DS:9338-1097-5414-2748

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (05) DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN
Provinsi 1 (17) SULAWESI UTARA
Kode/Nama Satker : (691579) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi | Halaman : II. 1
Kewenangan 1 (KP) (dalam ribuan rupiah)
BELANJA
KODE URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA BANTUAN LOKASI/ CARA
PEGAWAI BARANG MODAL SOSIAL LAIN-LAIN JUMLAH KPPN PENARIKAN/
SELURUH REGISTER
[51] [52] [53] [57] [58]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
691579 [Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi | - 120.000 - - - 120.000
146.05.IA|Program Perumahan dan Kawasan Permukiman - 120.000 - - - 120.000
7661|Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan - 120.000 - - - 120.000
7661.ABF|Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana - 60.000 - - - 60.000 17.51
(17.51 SULAWESI UTARA / KOTA MANADO)
01(RM - 60.000 - - - 60.000 049
7661.FAE |Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan - 60.000 - - - 60.000, 17.51
(17.51 SULAWESI UTARA / KOTA MANADO)
01{RM - 60.000 - - - 60.000( 049
JUMLAH - 120.000 - - - 120.000

Jakarta, 02 Desember 2024

MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait



Kementerian Negara/Lembaga : (146)

KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.05.1.691579/2025
[Il. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

DS:9338-1097-5414-2748

Unit Organisasi : (05) DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN
Provinsi S (17) SULAWESI UTARA
. . . . . Halaman : IIl. 1
Kode/Nama Satker : (691579) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi | (dalam ribuan rupiah)
RENCANA PENARIKAN
NO| KODE URAIAN SATKER JUMLAH
JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JuLl AGUSTUS | SEPTEMBER| OKTOBER | NOVEMBER | DESEMBER | SELURUH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 691579 Balai Pelaksana Penyediaan
Perumahan dan Kawasan
Permukiman Sulawesi |
RENCANA PENARIKAN DANA 0 0 0| 0| 15.000 15.000] 15.000] 15.000 15.000} 15.000} 15.000 15.000} 120.000]
BELANJA BARANG 0 0 0| 0| 15.000 15.000] 15.000] 15.000 15.000} 15.000} 15.000 15.000} 120.000]
146.05.1A.7661 Penye|enggaraan Perumahan (o) 0l 0| 0| 15.000 15.000] 15.000] 15.000 15.000] 15.000] 15.000 15.000] 120.000]
Perkotaan
52 BELANJA BARANG DAN JASA (o) 0l 0| 0| 15.000) 15.000] 15.000] 15.000) 15.000] 15.000] 15.000 15.000] 120.000

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.05.1.691579/2025

IWVA.BLOKIR DS:9338-1097-5414-2748

Kementerian Negara/Lembaga : [146] KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Unit Organisasi : [05] DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN
Provinsi 1 [17] SULAWESI UTARA
Halaman: IV.A. 1
Kode dan Nama Satker : [691579] Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi | (dalam ribuan rupiah)
KODE URAIAN KODE URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.05.1.691579/2025

IV B. C ATATAN DS:9338-1097-5414-2748

Kementerian Negara/Lembaga : [146] KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Unit Organisasi : [05] DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN
Provinsi 1 [17] SULAWESI UTARA
Halaman: IV.B. 1
Kode dan Nama Satker : [691579] Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi | (dalam ribuan rupiah)
KODE URAIAN KODE URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2025

NOMOR : SP DIPA- 146.05.1.691579/2025

DS:5020-4738-6526-2040

A. Dasar Hukum:

1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

D.

1. Kementerian Negara/Lembaga . (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

2. Unit Organisasi . (05) DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN

3. Provinsi : (17) SULAWESI UTARA

4. Kode/Nama Satker : (691579) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi |

Sebesar : Rp. 280.211.000 ( DUA RATUS DELAPAN PULUH JUTA DUA RATUS SEBELAS RIBU RUPIAH )

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM
06.01 PEMBANGUNAN PERUMAHAN
Kode dan Nama Program dan Kegiatan :
146.05.1A Program Perumahan dan Kawasan Permukiman
146.05.1A.7661 Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan
. Sumber Dana Berasal Dari :
1. Rupiah Murni Rp. 280.211.000 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri
2. PNBP Rp. - Pinjaman Dalam Negeri

- PNBP TA Berjalan Rp. 0 - Hibah Dalam Negeri
5. Hibah Langsung
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri Rp. 0 - Hibah Luar Negeri Langsung
- Pinjaman Luar Negeri Rp. 0 - Hibah Dalam Negeri Langsung
- Hibah Luar Negeri Rp. 0 6. SBSN PBS
Pencairan dana dilakukan melalui :
1. KPPN MANADO (049) Rp. 280.211.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).

. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman Ill DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.

N o g wWwN e

. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.

Revisi ke 01

Tanggal : 03 Juli 2025

Jumlah Uang
Rp. 280.211.000
Rp. 280.211.000

O O O ©O O O o

Jakarta, 02 Desember 2024
AN. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002



Kementerian Negara/Lembaga
Unit Organisasi
Provinsi

Kode/Nama Satker

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.05.1.691579/2025
I A. INFORMASI KINERJA

1 (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
: (05) DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN
1 (17) SULAWESI UTARA

: (691579) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi |

DS:5020-4738-6526-2040

Halaman: | A. 1

Program
Kegiatan

Indikator Kinerja Kegiatan

Klasifikasi Rincian Output

Rincian Output

Klasifikasi Rincian Output

Rincian Output

146.05.1A Program Perumahan dan Kawasan Permukiman
7661 Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan
1. 01 Jumlah unit rumah baru yang terbangun di perkotaan
2. 02 Jumlah unit rumah yang ditingkatkan kualitasnya di perkotaan
3. 03 Jumlah unit rumah yang dilayani bantuan PSU di perkotaan
4. 04 Jumlah rumah tangga yang menerima fasilitas pembiayaan perumahan atau bantuan subsidi/lkemudahan perumahan
5. 05 Terciptanya peningkatan tata kelola hunian publik, privat dan perlindungan konsumen (Rekomendasi Kebijakan)
7661.ABF Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana 3,00 Rekomendasi Kebijakan
01 ABF.001 Kebijakan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan 1.00 Rekomendasi Kebijakan
Perumahan Perkotaan
02 ABF.004 Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan 1.00 Rekomendasi Kebijakan
Perkotaan
03 ABF.005 Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan 1.00 Rekomendasi Kebijakan
Perkotaan
7661.FAE Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan 1,00 Laporan, Layanan
01 FAE.001 Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan 1.00 Laporan
Perkotaan

280.211.000

280.211.000

172.148.000

112.148.000

30.000.000

30.000.000

108.063.000

108.063.000

Jakarta, 02 Desember 2024

MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.05.1.691579/2025

DS:5020-4738-6526-2040

| B. SUMBER DANA

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (05) DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN
Provinsi 1 (17) SULAWESI UTARA
Kode/Nama Satker : (691579) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi |
Halaman: IB. 1
Pagu Ekuivalen Rupiah
1. Anggaran Tahun 2025 Rp. 280.211.000 Ket : a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing uUss 0 Rp. 0
1. Rupiah Murni Rp. 280.211.000 (2) RPLN uss 0 Rp. 0
2. PNBP Rp. b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing uUss 0 Rp. 0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri Rp. 0 (2) RHLN Uss$ 0 Rp. 0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri Rp. 0 c. Pinjaman Dalam Negeri IDR 0
5. Hibah Langsung Rp. 0 d. Hibah Dalam Negeri IDR 0
6. SBSN PBS Rp. 0 e. Hibah Luar Negeri Langsung IDR 0
2. Rincian Pinjaman / Hibah : f. Hibah Dalam Negeri Langsung IDR 0 (dalam ribuan rupiah)
No. SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH PAGU TAHUN INI RINCIAN DANA BERDASARKAN DANA PENDAMPING
No. NPP/H per Tahun CARA PENARIKAN
No. Register
1. Pinjaman Luar Negeri 1) Mata Uang NPP/H 1) PP
2. Hibah Luar Negeri 2) Ekuivalen USD 2) PL
3. Pinjaman Dalam Negeri 3) Ekuivalen Rupiah 3) RK
4. Hibah Dalam Negeri 4)LC
5) -
Kode Uraian Kode Dana Kode Dana Rp. Pdp Rp.LN Rp.Loc.Cost
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.05.1.691579/2025

II. RINCIAN PENGELUARAN

DS:5020-4738-6526-2040

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (05) DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN
Provinsi 1 (17) SULAWESI UTARA
Kode/Nama Satker : (691579) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi | Halaman : II. 1
Kewenangan - (KP) (dalam ribuan rupiah)
BELANJA
KODE URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA BANTUAN LOKASI/ CARA
PEGAWAI BARANG MODAL SOSIAL LAIN-LAIN JUMLAH KPPN PENARIKAN/
SELURUH REGISTER
[51] [52] [53] [57] [58]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
691579 [Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi | - 280.211 - - - 280.211
146.05.IA|Program Perumahan dan Kawasan Permukiman - 280.211 - - - 280.211
7661|Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan - 280.211 - - - 280.211
7661.ABF|Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana - 172.148 - - - 172.148 17.51
(17.51 SULAWESI UTARA / KOTA MANADO)
01(RM - 172.148 - - - 172.148 049
7661.FAE |Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan - 108.063 - - - 108.063| 17.51
(17.51 SULAWESI UTARA / KOTA MANADO)
01{RM - 108.063 - - - 108.063[ 049
JUMLAH - 280.211 - - - 280.211

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait



Kementerian Negara/Lembaga : (146)

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.05.1.691579/2025
[Il. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

DS:5020-4738-6526-2040

Unit Organisasi : (05) DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN
Provinsi S (17) SULAWESI UTARA
. . . . . Halaman : IIl. 1
Kode/Nama Satker : (691579) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi | (dalam ribuan rupiah)
RENCANA PENARIKAN
NO| KODE URAIAN SATKER JUMLAH
JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JuLl AGUSTUS | SEPTEMBER| OKTOBER | NOVEMBER | DESEMBER | SELURUH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 691579 Balai Pelaksana Penyediaan
Perumahan dan Kawasan
Permukiman Sulawesi |
RENCANA PENARIKAN DANA 0 0 0| 0| 7.500 27.711 39.500] 39.500] 39.500] 39.500] 39.500 47.500] 280.211]
BELANJA BARANG 0 0 0| 0| 7.500 27.711 39.500] 39.500] 39.500] 39.500] 39.500 47.500] 280.211]
146.05.1A.7661 Penye|enggaraan Perumahan (o) 0l 0| 0| 7.500 27.711 39.500 39.500 39.500] 39.500 39.500 47.500] 280.211]
Perkotaan
52 BELANJA BARANG DAN JASA (o) 0l 0| 0| 7.500 27.711 39.500 39.500 39.500] 39.500 39.500 47.500 280.211]

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.05.1.691579/2025

IWA.BLOKIR DS:5020-4738-6526-2040

Kementerian Negara/Lembaga : [146] KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Unit Organisasi : [05] DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN
Provinsi 1 [17] SULAWESI UTARA
Halaman: IV.A. 1
Kode dan Nama Satker : [691579] Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi | (dalam ribuan rupiah)
KODE URAIAN KODE URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.05.1.691579/2025

IWB.CATATAN DS:5020-4738-6526-2040

Kementerian Negara/Lembaga : [146] KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Unit Organisasi : [05] DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN
Provinsi 1 [17] SULAWESI UTARA
Halaman: IV.B. 1
Kode dan Nama Satker : [691579] Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi | (dalam ribuan rupiah)
KODE URAIAN KODE URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2025 DS:3260-6404-2880-0201
NOMOR : SP DIPA- 146.05.1.691579/2025

A. Dasar Hukum: . .
1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. ReV|S| ke 02
2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Tanggal - 09 Agustus 2025

3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga . (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

2. Unit Organisasi . (05) DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN

3. Provinsi : (17) SULAWESI UTARA

4. Kode/Nama Satker : (691579) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi |

Sebesar : Rp. 1.181.222.000 ( SATU MILIAR SERATUS DELAPAN PULUH SATU JUTA DUA RATUS DUA PULUH DUA RIBU RUPIAH )

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM
06.01 PEMBANGUNAN PERUMAHAN
Kode dan Nama Program dan Kegiatan : Jumlah Uang
146.05.1A Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Rp. 1.181.222.000
146.05.1A.7661 Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan Rp. 1.181.222.000
C. Sumber Dana Berasal Dari :
1. Rupiah Murni Rp. 1.181.222.000 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri Rp. 0
2. PNBP Rp. - Pinjaman Dalam Negeri Rp. 0
- PNBP TA Berjalan Rp. 0 - Hibah Dalam Negeri Rp. 0
5. Hibah Langsung Rp. 0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri Rp. 0 - Hibah Luar Negeri Langsung Rp. 0
- Pinjaman Luar Negeri Rp. 0 - Hibah Dalam Negeri Langsung Rp. 0
- Hibah Luar Negeri Rp. 0 6. SBSN PBS Rp. 0
D. Pencairan dana dilakukan melalui :
1. KPPN MANADO (049) Rp. 1.181.222.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).

. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).

. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.

. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman Ill DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.

. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

N o g wWwN e

Jakarta, 02 Desember 2024
AN. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002



Kementerian Negara/Lembaga
Unit Organisasi
Provinsi

Kode/Nama Satker

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.05.1.691579/2025
I A. INFORMASI KINERJA

1 (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
: (05) DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN
1 (17) SULAWESI UTARA

: (691579) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi |

DS:3260-6404-2880-0201

Halaman: | A. 1

Program 146.05.1A Program Perumahan dan Kawasan Permukiman 1.181.222.000
Kegiatan 7661 Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan 1.181.222.000
Indikator Kinerja Kegiatan
Klasifikasi Rincian Output 1 7661.ABF Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana 3,00 Rekomendasi Kebijakan 878.323.000
Rincian Output 01 ABF.001 Kebijakan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan 1.00 Rekomendasi Kebijakan 394.618.000

Perumahan Perkotaan
02 ABF.004 Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan 1.00 Rekomendasi Kebijakan 171.235.000
Perkotaan
03 ABF.005 Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan 1.00 Rekomendasi Kebijakan 312.470.000
Perkotaan
Klasifikasi Rincian Output 2 7661.FAE Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan 1,00 Laporan, Layanan 302.899.000
Rincian Output 01 FAE.001 Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan 1.00 Laporan 302.899.000
Perkotaan

Jakarta, 02 Desember 2024

MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.05.1.691579/2025

DS:3260-6404-2880-0201

| B. SUMBER DANA

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (05) DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN
Provinsi 1 (17) SULAWESI UTARA
Kode/Nama Satker 1 (691579) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi |
Halaman: IB. 1
Pagu Ekuivalen Rupiah
1. Anggaran Tahun 2025 Rp. 1.181.222.000 Ket : a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing Uss$ 0 Rp. 0
1. Rupiah Murni Rp. 1.181.222.000 (2) RPLN uUss 0 Rp. 0
2. PNBP Rp. b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing Uss$ 0 Rp. 0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri Rp. 0 (2) RHLN Uss$ 0 Rp. 0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri Rp. 0 c. Pinjaman Dalam Negeri IDR 0
5. Hibah Langsung Rp. 0 d. Hibah Dalam Negeri IDR 0
6. SBSN PBS Rp. 0 e. Hibah Luar Negeri Langsung IDR 0
2. Rincian Pinjaman / Hibah : f. Hibah Dalam Negeri Langsung IDR 0 (dalam ribuan rupiah)
No. SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH PAGU TAHUN INI RINCIAN DANA BERDASARKAN DANA PENDAMPING
No. NPP/H per Tahun CARA PENARIKAN
No. Register
1. Pinjaman Luar Negeri 1) Mata Uang NPP/H 1) PP
2. Hibah Luar Negeri 2) Ekuivalen USD 2) PL
3. Pinjaman Dalam Negeri 3) Ekuivalen Rupiah 3) RK
4. Hibah Dalam Negeri 4)LC
5) -
Kode Uraian Kode Dana Kode Dana Rp. Pdp Rp.LN Rp.Loc.Cost
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.05.1.691579/2025

II. RINCIAN PENGELUARAN

DS:3260-6404-2880-0201

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (05) DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN
Provinsi 1 (17) SULAWESI UTARA
Kode/Nama Satker : (691579) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi | Halaman : II. 1
Kewenangan - (KP) (dalam ribuan rupiah)
BELANJA
KODE URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA BANTUAN LOKASI/ CARA
PEGAWAI BARANG MODAL SOSIAL LAIN-LAIN JUMLAH KPPN PENARIKAN/
SELURUH REGISTER
[51] [52] [53] [57] [58]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
691579 [Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi | - 1.181.222 - - - 1.181.222
146.05.IA|Program Perumahan dan Kawasan Permukiman - 1.181.222 - - - 1.181.222]
7661|Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan - 1.181.222 - - - 1.181.222]
7661.ABF|Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana - 878.323 - - - 878.323] 17.51
(17.51 SULAWESI UTARA / KOTA MANADO)
01(RM - 878.323 - - - 878.323 049
7661.FAE |Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan - 302.899 - - - 302.899] 17.51
(17.51 SULAWESI UTARA / KOTA MANADO)
01{RM - 302.899 - - - 302.899] 049
JUMLAH - 1.181.222 - - - 1.181.222

Jakarta, 02 Desember 2024

MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait



Kementerian Negara/Lembaga : (146)

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.05.1.691579/2025
[Il. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

DS:3260-6404-2880-0201

Unit Organisasi : (05) DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN
Provinsi S (17) SULAWESI UTARA
. . . . . Halaman : IIl. 1
Kode/Nama Satker : (691579) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi | (dalam ribuan rupiah)
RENCANA PENARIKAN
NO| KODE URAIAN SATKER JUMLAH
JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JuLl AGUSTUS | SEPTEMBER| OKTOBER | NOVEMBER | DESEMBER | SELURUH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 691579 Balai Pelaksana Penyediaan
Perumahan dan Kawasan
Permukiman Sulawesi |
RENCANA PENARIKAN DANA 0 0 0| 0| (o) 0 50.970] 133.618 185.000] 185.000] 235.000 391.634 1.181.222]
BELANJA BARANG 0 0 0| 0| (o) 0 50.970] 133.618 185.000] 185.000] 235.000 391.634 1.181.222]
146.05.1A.7661 Penye|enggaraan Perumahan (o) 0l 0| 0| (o) 0l 50.970] 133.618] 185.000] 185.000] 235.000 391.634 1.181.222]
Perkotaan
52 BELANJA BARANG DAN JASA (o) 0l 0| 0| (o) 0l 50.970 133.618] 185.000] 185.000 235.000 391.634] 1.181.222)

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.05.1.691579/2025

IVA.BLOKIR DS:3260-6404-2880-0201

Kementerian Negara/Lembaga : [146] KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Unit Organisasi : [05] DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN
Provinsi 1 [17] SULAWESI UTARA
Halaman: IV.A. 1
Kode dan Nama Satker : [691579] Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi | (dalam ribuan rupiah)
KODE URAIAN KODE URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.05.1.691579/2025

IWB.CATATAN DS:3260-6404-2880-0201

Kementerian Negara/Lembaga : [146] KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Unit Organisasi : [05] DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN
Provinsi 1 [17] SULAWESI UTARA
Halaman: IV.B. 1
Kode dan Nama Satker : [691579] Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi | (dalam ribuan rupiah)
KODE URAIAN KODE URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2025 DS:3260-6404-2880-0201
NOMOR : SP DIPA- 146.05.1.691579/2025

A. Dasar Hukum: . .
1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. ReV|S| ke 03
2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Tanggal - 10 Oktober 2025

3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga . (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

2. Unit Organisasi . (05) DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN

3. Provinsi : (17) SULAWESI UTARA

4. Kode/Nama Satker : (691579) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi |

Sebesar : Rp. 1.181.222.000 ( SATU MILIAR SERATUS DELAPAN PULUH SATU JUTA DUA RATUS DUA PULUH DUA RIBU RUPIAH )

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM
06.01 PEMBANGUNAN PERUMAHAN
Kode dan Nama Program dan Kegiatan : Jumlah Uang
146.05.1A Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Rp. 1.181.222.000
146.05.1A.7661 Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan Rp. 1.181.222.000
C. Sumber Dana Berasal Dari :
1. Rupiah Murni Rp. 1.181.222.000 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri Rp. 0
2. PNBP Rp. - Pinjaman Dalam Negeri Rp. 0
- PNBP TA Berjalan Rp. 0 - Hibah Dalam Negeri Rp. 0
5. Hibah Langsung Rp. 0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri Rp. 0 - Hibah Luar Negeri Langsung Rp. 0
- Pinjaman Luar Negeri Rp. 0 - Hibah Dalam Negeri Langsung Rp. 0
- Hibah Luar Negeri Rp. 0 6. SBSN PBS Rp. 0
D. Pencairan dana dilakukan melalui :
1. KPPN MANADO (049) Rp. 1.181.222.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).

. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).

. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.

. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman Ill DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.

. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

N o g wWwN e

Jakarta, 02 Desember 2024
AN. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002



Kementerian Negara/Lembaga
Unit Organisasi
Provinsi

Kode/Nama Satker

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.05.1.691579/2025
I A. INFORMASI KINERJA

1 (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
: (05) DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN
1 (17) SULAWESI UTARA

: (691579) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi |

DS:3260-6404-2880-0201

Halaman: | A. 1

Program 146.05.1A Program Perumahan dan Kawasan Permukiman 1.181.222.000
Kegiatan 7661 Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan 1.181.222.000
Indikator Kinerja Kegiatan
Klasifikasi Rincian Output 1 7661.ABF Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana 3,00 Rekomendasi Kebijakan 878.323.000
Rincian Output 01 ABF.001 Kebijakan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan 1.00 Rekomendasi Kebijakan 394.618.000

Perumahan Perkotaan
02 ABF.004 Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan 1.00 Rekomendasi Kebijakan 171.235.000
Perkotaan
03 ABF.005 Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan 1.00 Rekomendasi Kebijakan 312.470.000
Perkotaan
Klasifikasi Rincian Output 2 7661.FAE Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan 1,00 Laporan, Layanan 302.899.000
Rincian Output 01 FAE.001 Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan 1.00 Laporan 302.899.000
Perkotaan

Jakarta, 02 Desember 2024

MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.05.1.691579/2025

DS:3260-6404-2880-0201

| B. SUMBER DANA

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (05) DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN
Provinsi 1 (17) SULAWESI UTARA
Kode/Nama Satker 1 (691579) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi |
Halaman: IB. 1
Pagu Ekuivalen Rupiah
1. Anggaran Tahun 2025 Rp. 1.181.222.000 Ket : a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing Uss$ 0 Rp. 0
1. Rupiah Murni Rp. 1.181.222.000 (2) RPLN uUss 0 Rp. 0
2. PNBP Rp. b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing Uss$ 0 Rp. 0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri Rp. 0 (2) RHLN Uss$ 0 Rp. 0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri Rp. 0 c. Pinjaman Dalam Negeri IDR 0
5. Hibah Langsung Rp. 0 d. Hibah Dalam Negeri IDR 0
6. SBSN PBS Rp. 0 e. Hibah Luar Negeri Langsung IDR 0
2. Rincian Pinjaman / Hibah : f. Hibah Dalam Negeri Langsung IDR 0 (dalam ribuan rupiah)
No. SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH PAGU TAHUN INI RINCIAN DANA BERDASARKAN DANA PENDAMPING
No. NPP/H per Tahun CARA PENARIKAN
No. Register
1. Pinjaman Luar Negeri 1) Mata Uang NPP/H 1) PP
2. Hibah Luar Negeri 2) Ekuivalen USD 2) PL
3. Pinjaman Dalam Negeri 3) Ekuivalen Rupiah 3) RK
4. Hibah Dalam Negeri 4)LC
5) -
Kode Uraian Kode Dana Kode Dana Rp. Pdp Rp.LN Rp.Loc.Cost
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.05.1.691579/2025

II. RINCIAN PENGELUARAN

DS:3260-6404-2880-0201

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (05) DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN
Provinsi 1 (17) SULAWESI UTARA
Kode/Nama Satker : (691579) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi | Halaman : II. 1
Kewenangan - (KP) (dalam ribuan rupiah)
BELANJA
KODE URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA BANTUAN LOKASI/ CARA
PEGAWAI BARANG MODAL SOSIAL LAIN-LAIN JUMLAH KPPN PENARIKAN/
SELURUH REGISTER
[51] [52] [53] [57] [58]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
691579 [Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi | - 1.181.222 - - - 1.181.222
146.05.IA|Program Perumahan dan Kawasan Permukiman - 1.181.222 - - - 1.181.222]
7661|Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan - 1.181.222 - - - 1.181.222]
7661.ABF|Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana - 878.323 - - - 878.323] 17.51
(17.51 SULAWESI UTARA / KOTA MANADO)
01(RM - 878.323 - - - 878.323 049
7661.FAE |Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan - 302.899 - - - 302.899] 17.51
(17.51 SULAWESI UTARA / KOTA MANADO)
01{RM - 302.899 - - - 302.899] 049
JUMLAH - 1.181.222 - - - 1.181.222

Jakarta, 02 Desember 2024

MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait



Kementerian Negara/Lembaga : (146)

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.05.1.691579/2025
[Il. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

DS:3260-6404-2880-0201

Unit Organisasi : (05) DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN
Provinsi S (17) SULAWESI UTARA
. . . . . Halaman : IIl. 1
Kode/Nama Satker : (691579) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi | (dalam ribuan rupiah)
RENCANA PENARIKAN
NO| KODE URAIAN SATKER JUMLAH
JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JuLl AGUSTUS | SEPTEMBER| OKTOBER | NOVEMBER | DESEMBER | SELURUH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 691579 Balai Pelaksana Penyediaan
Perumahan dan Kawasan
Permukiman Sulawesi |
RENCANA PENARIKAN DANA 0 0 0l 0l 0 0 23.624 11.812 70.873] 86.150] 105.600 883.162 1.181.222]
BELANJA BARANG 0 0 0l 0l 0 0 23.624 11.812 70.873] 86.150] 105.600 883.162 1.181.222]
146.05.1A.7661 Penye|enggaraan Perumahan (o) 0l 0| 0| (o) 0l 23.624 11.812 70.873] 86.150] 105.600 883.162 1.181.222]
Perkotaan
52 BELANJA BARANG DAN JASA (o) 0l 0| 0| (o) 0l 23.624 11.812] 70.873 86.150 105.600 883.162) 1.181.222)

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.05.1.691579/2025

IVA.BLOKIR DS:3260-6404-2880-0201

Kementerian Negara/Lembaga : [146] KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Unit Organisasi : [05] DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN
Provinsi 1 [17] SULAWESI UTARA
Halaman: IV.A. 1
Kode dan Nama Satker : [691579] Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi | (dalam ribuan rupiah)
KODE URAIAN KODE URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.05.1.691579/2025

IWB.CATATAN DS:3260-6404-2880-0201

Kementerian Negara/Lembaga : [146] KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Unit Organisasi : [05] DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN
Provinsi 1 [17] SULAWESI UTARA
Halaman: IV.B. 1
Kode dan Nama Satker : [691579] Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi | (dalam ribuan rupiah)
KODE URAIAN KODE URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2025 DS:3260-6404-2880-0201
NOMOR : SP DIPA- 146.05.1.691579/2025

A. Dasar Hukum: . .
1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. ReV|S| ke 04
2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Tanggal - 17 Oktober 2025

3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga . (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

2. Unit Organisasi . (05) DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN

3. Provinsi : (17) SULAWESI UTARA

4. Kode/Nama Satker : (691579) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi |

Sebesar : Rp. 1.181.222.000 ( SATU MILIAR SERATUS DELAPAN PULUH SATU JUTA DUA RATUS DUA PULUH DUA RIBU RUPIAH )

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM
06.01 PEMBANGUNAN PERUMAHAN
Kode dan Nama Program dan Kegiatan : Jumlah Uang
146.05.1A Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Rp. 1.181.222.000
146.05.1A.7661 Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan Rp. 1.181.222.000
C. Sumber Dana Berasal Dari :
1. Rupiah Murni Rp. 1.181.222.000 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri Rp. 0
2. PNBP Rp. - Pinjaman Dalam Negeri Rp. 0
- PNBP TA Berjalan Rp. 0 - Hibah Dalam Negeri Rp. 0
5. Hibah Langsung Rp. 0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri Rp. 0 - Hibah Luar Negeri Langsung Rp. 0
- Pinjaman Luar Negeri Rp. 0 - Hibah Dalam Negeri Langsung Rp. 0
- Hibah Luar Negeri Rp. 0 6. SBSN PBS Rp. 0
D. Pencairan dana dilakukan melalui :
1. KPPN MANADO (049) Rp. 1.181.222.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).

. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).

. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.

. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman Ill DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.

. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

N o g wWwN e

Jakarta, 02 Desember 2024
AN. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002



Kementerian Negara/Lembaga
Unit Organisasi
Provinsi

Kode/Nama Satker

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.05.1.691579/2025
I A. INFORMASI KINERJA

1 (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
: (05) DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN
1 (17) SULAWESI UTARA

: (691579) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi |

DS:3260-6404-2880-0201

Halaman: | A. 1

Program 146.05.1A Program Perumahan dan Kawasan Permukiman 1.181.222.000
Kegiatan 7661 Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan 1.181.222.000
Indikator Kinerja Kegiatan
Klasifikasi Rincian Output 1 7661.ABF Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana 3,00 Rekomendasi Kebijakan 878.323.000
Rincian Output 01 ABF.001 Kebijakan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan 1.00 Rekomendasi Kebijakan 394.618.000

Perumahan Perkotaan
02 ABF.004 Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan 1.00 Rekomendasi Kebijakan 171.235.000
Perkotaan
03 ABF.005 Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan 1.00 Rekomendasi Kebijakan 312.470.000
Perkotaan
Klasifikasi Rincian Output 2 7661.FAE Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan 1,00 Laporan, Layanan 302.899.000
Rincian Output 01 FAE.001 Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan 1.00 Laporan 302.899.000
Perkotaan

Jakarta, 02 Desember 2024

MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.05.1.691579/2025

DS:3260-6404-2880-0201

| B. SUMBER DANA

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (05) DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN
Provinsi 1 (17) SULAWESI UTARA
Kode/Nama Satker 1 (691579) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi |
Halaman: IB. 1
Pagu Ekuivalen Rupiah
1. Anggaran Tahun 2025 Rp. 1.181.222.000 Ket : a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing Uss$ 0 Rp. 0
1. Rupiah Murni Rp. 1.181.222.000 (2) RPLN uUss 0 Rp. 0
2. PNBP Rp. b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing Uss$ 0 Rp. 0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri Rp. 0 (2) RHLN Uss$ 0 Rp. 0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri Rp. 0 c. Pinjaman Dalam Negeri IDR 0
5. Hibah Langsung Rp. 0 d. Hibah Dalam Negeri IDR 0
6. SBSN PBS Rp. 0 e. Hibah Luar Negeri Langsung IDR 0
2. Rincian Pinjaman / Hibah : f. Hibah Dalam Negeri Langsung IDR 0 (dalam ribuan rupiah)
No. SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH PAGU TAHUN INI RINCIAN DANA BERDASARKAN DANA PENDAMPING
No. NPP/H per Tahun CARA PENARIKAN
No. Register
1. Pinjaman Luar Negeri 1) Mata Uang NPP/H 1) PP
2. Hibah Luar Negeri 2) Ekuivalen USD 2) PL
3. Pinjaman Dalam Negeri 3) Ekuivalen Rupiah 3) RK
4. Hibah Dalam Negeri 4)LC
5) -
Kode Uraian Kode Dana Kode Dana Rp. Pdp Rp.LN Rp.Loc.Cost
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.05.1.691579/2025

II. RINCIAN PENGELUARAN

DS:3260-6404-2880-0201

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (05) DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN
Provinsi 1 (17) SULAWESI UTARA
Kode/Nama Satker : (691579) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi | Halaman : II. 1
Kewenangan - (KP) (dalam ribuan rupiah)
BELANJA
KODE URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA BANTUAN LOKASI/ CARA
PEGAWAI BARANG MODAL SOSIAL LAIN-LAIN JUMLAH KPPN PENARIKAN/
SELURUH REGISTER
[51] [52] [53] [57] [58]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
691579 [Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi | - 1.181.222 - - - 1.181.222
146.05.IA|Program Perumahan dan Kawasan Permukiman - 1.181.222 - - - 1.181.222]
7661|Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan - 1.181.222 - - - 1.181.222]
7661.ABF|Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana - 878.323 - - - 878.323] 17.51
(17.51 SULAWESI UTARA / KOTA MANADO)
01(RM - 878.323 - - - 878.323 049
7661.FAE |Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan - 302.899 - - - 302.899] 17.51
(17.51 SULAWESI UTARA / KOTA MANADO)
01{RM - 302.899 - - - 302.899] 049
JUMLAH - 1.181.222 - - - 1.181.222

Jakarta, 02 Desember 2024

MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait



Kementerian Negara/Lembaga : (146)

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.05.1.691579/2025
[Il. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

DS:3260-6404-2880-0201

Unit Organisasi : (05) DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN
Provinsi S (17) SULAWESI UTARA
. . . . . Halaman : IIl. 1
Kode/Nama Satker : (691579) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi | (dalam ribuan rupiah)
RENCANA PENARIKAN
NO| KODE URAIAN SATKER JUMLAH
JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JuLl AGUSTUS | SEPTEMBER| OKTOBER | NOVEMBER | DESEMBER | SELURUH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 691579 Balai Pelaksana Penyediaan
Perumahan dan Kawasan
Permukiman Sulawesi |
RENCANA PENARIKAN DANA 0 0 0l 0l 0 0 23.624 11.812 70.873] 86.150] 105.600 883.162 1.181.222]
BELANJA BARANG 0 0 0l 0l 0 0 23.624 11.812 70.873] 86.150] 105.600 883.162 1.181.222]
146.05.1A.7661 Penye|enggaraan Perumahan (o) 0l 0| 0| (o) 0l 23.624 11.812 70.873] 86.150] 105.600 883.162 1.181.222]
Perkotaan
52 BELANJA BARANG DAN JASA (o) 0l 0| 0| (o) 0l 23.624 11.812] 70.873 86.150 105.600 883.162) 1.181.222)

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.05.1.691579/2025

IVA.BLOKIR DS:3260-6404-2880-0201

Kementerian Negara/Lembaga : [146] KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Unit Organisasi : [05] DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN
Provinsi 1 [17] SULAWESI UTARA
Halaman: IV.A. 1
Kode dan Nama Satker : [691579] Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi | (dalam ribuan rupiah)
KODE URAIAN KODE URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.05.1.691579/2025

IWB.CATATAN DS:3260-6404-2880-0201

Kementerian Negara/Lembaga : [146] KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Unit Organisasi : [05] DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN
Provinsi 1 [17] SULAWESI UTARA
Halaman: IV.B. 1
Kode dan Nama Satker : [691579] Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi | (dalam ribuan rupiah)
KODE URAIAN KODE URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2025 DS:3260-6404-2880-0201
NOMOR : SP DIPA- 146.05.1.691579/2025

A. Dasar Hukum: . .
1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. ReV|S| ke 05
2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Tanggal - 17 November 2025

3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga . (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

2. Unit Organisasi . (05) DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN

3. Provinsi : (17) SULAWESI UTARA

4. Kode/Nama Satker : (691579) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi |

Sebesar : Rp. 1.181.222.000 ( SATU MILIAR SERATUS DELAPAN PULUH SATU JUTA DUA RATUS DUA PULUH DUA RIBU RUPIAH )

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM
06.01 PEMBANGUNAN PERUMAHAN
Kode dan Nama Program dan Kegiatan : Jumlah Uang
146.05.1A Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Rp. 1.181.222.000
146.05.1A.7661 Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan Rp. 1.181.222.000
C. Sumber Dana Berasal Dari :
1. Rupiah Murni Rp. 1.181.222.000 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri Rp. 0
2. PNBP Rp. - Pinjaman Dalam Negeri Rp. 0
- PNBP TA Berjalan Rp. 0 - Hibah Dalam Negeri Rp. 0
5. Hibah Langsung Rp. 0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri Rp. 0 - Hibah Luar Negeri Langsung Rp. 0
- Pinjaman Luar Negeri Rp. 0 - Hibah Dalam Negeri Langsung Rp. 0
- Hibah Luar Negeri Rp. 0 6. SBSN PBS Rp. 0
D. Pencairan dana dilakukan melalui :
1. KPPN MANADO (049) Rp. 1.181.222.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).

. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).

. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.

. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman Ill DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.

. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

N o g wWwN e

Jakarta, 02 Desember 2024
AN. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002



Kementerian Negara/Lembaga
Unit Organisasi
Provinsi

Kode/Nama Satker

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.05.1.691579/2025
I A. INFORMASI KINERJA

1 (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
: (05) DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN
1 (17) SULAWESI UTARA

: (691579) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi |

DS:3260-6404-2880-0201

Halaman: | A. 1

Program 146.05.1A Program Perumahan dan Kawasan Permukiman 1.181.222.000
Kegiatan 7661 Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan 1.181.222.000
Indikator Kinerja Kegiatan
Klasifikasi Rincian Output 1 7661.ABF Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana 3,00 Rekomendasi Kebijakan 878.323.000
Rincian Output 01 ABF.001 Kebijakan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan 1.00 Rekomendasi Kebijakan 394.618.000

Perumahan Perkotaan
02 ABF.004 Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan 1.00 Rekomendasi Kebijakan 171.235.000
Perkotaan
03 ABF.005 Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan 1.00 Rekomendasi Kebijakan 312.470.000
Perkotaan
Klasifikasi Rincian Output 2 7661.FAE Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan 1,00 Laporan, Layanan 302.899.000
Rincian Output 01 FAE.001 Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan 1.00 Laporan 302.899.000
Perkotaan

Jakarta, 02 Desember 2024

MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.05.1.691579/2025

DS:3260-6404-2880-0201

| B. SUMBER DANA

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (05) DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN
Provinsi 1 (17) SULAWESI UTARA
Kode/Nama Satker 1 (691579) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi |
Halaman: IB. 1
Pagu Ekuivalen Rupiah
1. Anggaran Tahun 2025 Rp. 1.181.222.000 Ket : a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing Uss$ 0 Rp. 0
1. Rupiah Murni Rp. 1.181.222.000 (2) RPLN uUss 0 Rp. 0
2. PNBP Rp. b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing Uss$ 0 Rp. 0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri Rp. 0 (2) RHLN Uss$ 0 Rp. 0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri Rp. 0 c. Pinjaman Dalam Negeri IDR 0
5. Hibah Langsung Rp. 0 d. Hibah Dalam Negeri IDR 0
6. SBSN PBS Rp. 0 e. Hibah Luar Negeri Langsung IDR 0
2. Rincian Pinjaman / Hibah : f. Hibah Dalam Negeri Langsung IDR 0 (dalam ribuan rupiah)
No. SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH PAGU TAHUN INI RINCIAN DANA BERDASARKAN DANA PENDAMPING
No. NPP/H per Tahun CARA PENARIKAN
No. Register
1. Pinjaman Luar Negeri 1) Mata Uang NPP/H 1) PP
2. Hibah Luar Negeri 2) Ekuivalen USD 2) PL
3. Pinjaman Dalam Negeri 3) Ekuivalen Rupiah 3) RK
4. Hibah Dalam Negeri 4)LC
5) -
Kode Uraian Kode Dana Kode Dana Rp. Pdp Rp.LN Rp.Loc.Cost
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.05.1.691579/2025

II. RINCIAN PENGELUARAN

DS:3260-6404-2880-0201

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (05) DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN
Provinsi 1 (17) SULAWESI UTARA
Kode/Nama Satker : (691579) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi | Halaman : II. 1
Kewenangan - (KP) (dalam ribuan rupiah)
BELANJA
KODE URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA BANTUAN LOKASI/ CARA
PEGAWAI BARANG MODAL SOSIAL LAIN-LAIN JUMLAH KPPN PENARIKAN/
SELURUH REGISTER
[51] [52] [53] [57] [58]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
691579 [Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi | - 1.181.222 - - - 1.181.222
146.05.IA|Program Perumahan dan Kawasan Permukiman - 1.181.222 - - - 1.181.222]
7661|Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan - 1.181.222 - - - 1.181.222]
7661.ABF|Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana - 878.323 - - - 878.323] 17.51
(17.51 SULAWESI UTARA / KOTA MANADO)
01(RM - 878.323 - - - 878.323 049
7661.FAE |Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan - 302.899 - - - 302.899] 17.51
(17.51 SULAWESI UTARA / KOTA MANADO)
01{RM - 302.899 - - - 302.899] 049
JUMLAH - 1.181.222 - - - 1.181.222

Jakarta, 02 Desember 2024

MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait



Kementerian Negara/Lembaga : (146)

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.05.1.691579/2025
[Il. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

DS:3260-6404-2880-0201

Unit Organisasi : (05) DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN
Provinsi S (17) SULAWESI UTARA
. . . . . Halaman : IIl. 1
Kode/Nama Satker : (691579) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi | (dalam ribuan rupiah)
RENCANA PENARIKAN
NO| KODE URAIAN SATKER JUMLAH
JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JuLl AGUSTUS | SEPTEMBER| OKTOBER | NOVEMBER | DESEMBER | SELURUH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 691579 Balai Pelaksana Penyediaan
Perumahan dan Kawasan
Permukiman Sulawesi |
RENCANA PENARIKAN DANA 0 0 0l 0l 0 0 23.624 11.812 70.873] 86.150] 105.600 883.162 1.181.222]
BELANJA BARANG 0 0 0l 0l 0 0 23.624 11.812 70.873] 86.150] 105.600 883.162 1.181.222]
146.05.1A.7661 Penye|enggaraan Perumahan (o) 0l 0| 0| (o) 0l 23.624 11.812 70.873] 86.150] 105.600 883.162 1.181.222]
Perkotaan
52 BELANJA BARANG DAN JASA (o) 0l 0| 0| (o) 0l 23.624 11.812] 70.873 86.150 105.600 883.162) 1.181.222)

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.05.1.691579/2025

IVA.BLOKIR DS:3260-6404-2880-0201

Kementerian Negara/Lembaga : [146] KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Unit Organisasi : [05] DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN
Provinsi 1 [17] SULAWESI UTARA
Halaman: IV.A. 1
Kode dan Nama Satker : [691579] Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi | (dalam ribuan rupiah)
KODE URAIAN KODE URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.05.1.691579/2025

IWB.CATATAN DS:3260-6404-2880-0201

Kementerian Negara/Lembaga : [146] KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Unit Organisasi : [05] DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN
Provinsi 1 [17] SULAWESI UTARA
Halaman: IV.B. 1
Kode dan Nama Satker : [691579] Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi | (dalam ribuan rupiah)
KODE URAIAN KODE URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025

NOMOR : SP DIPA- 146.06.1.691608/2025

DS:4084-8069-6225-0006

A. Dasar Hukum:

1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

D.

1. Kementerian Negara/Lembaga . (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

2. Unit Organisasi . (06) DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO

3. Provinsi : (17) SULAWESI UTARA

4. Kode/Nama Satker : (691608) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi |
Sebesar : Rp. 45.000.000 ( EMPAT PULUH LIMA JUTA RUPIAH )

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM

06.90 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

146.06.1A Program Perumahan dan Kawasan Permukiman

146.06.1A.7662 Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman

. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni Rp. 45.000.000 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri Rp.

2. PNBP Rp. - Pinjaman Dalam Negeri Rp.
- PNBP TA Berjalan Rp. 0 - Hibah Dalam Negeri Rp.

5. Hibah Langsung Rp.

3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri Rp. 0 - Hibah Luar Negeri Langsung Rp.
- Pinjaman Luar Negeri Rp. 0 - Hibah Dalam Negeri Langsung Rp.
- Hibah Luar Negeri Rp. 0 6. SBSN PBS Rp.

Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN MANADO (049) Rp. 45.000.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).

. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.

. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman Ill DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.

. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

N o g wWwN e

. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jumlah Uang
Rp. 45.000.000
Rp. 45.000.000

O O O ©O O O o

. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).

Jakarta, 02 Desember 2024
AN. MENTERI KEUANGAN
PLH. DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
SUAHASIL NAZARA
NIP. 197011231999031006



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.06.1.691608/2025

DS:4084-8069-6225-0006
I A. INFORMASI KINERJA

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Unit Organisasi : (06) DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO
Provinsi 1 (17) SULAWESI UTARA
Kode/Nama Satker : (691608) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi |
Halaman: | A. 1
Program . 146.06.1A Program Perumahan dan Kawasan Permukiman 45.000.000
Kegiatan L7662 Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman 45.000.000
Indikator Kinerja Kegiatan : 1. 01 Tersusunnya rekomendasi kebijakan dan skema pembiayaan alternatif yang mendukung tersedianya hunian yang layak dan terjangkau
2. 02 Tersusunnya NSPK yang mendukung tersedianya hunian yang layak dan terjangkau
3. 03 Jumlah kabupaten/kota yang mendapatkan pembinaan dalam mewujudkan rumah layak huni yang memenuhi standar keandalan bangunan (Kab/Kota)
4. 04 Tingkat ketersediaan investasi/pembiayaan infrastruktur perumahan yang siap dikerjasamakan (%
Klasifikasi Rincian Output 1 . 7662.ABF Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana 1,00 Rekomendasi Kebijakan 45.000.000
Rincian Output - 01 ABF.005 Kebijakan Manajemen Risiko dan Pencegahan Korupsi 1.00 Rekomendasi Kebijakan 45.000.000

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.06.1.691608/2025

DS:4084-8069-6225-0006

| B. SUMBER DANA

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (06) DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO
Provinsi 1 (17) SULAWESI UTARA
Kode/Nama Satker : (691608) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi |
Halaman: IB. 1
Pagu Ekuivalen Rupiah
1. Anggaran Tahun 2025 Rp. 45.000.000 Ket : a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing US$ 0 Rp. 0
1. Rupiah Murni Rp. 45.000.000 (2) RPLN Uss$ 0 Rp. 0
2. PNBP Rp. b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing uUss 0 Rp. 0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri Rp. 0 (2) RHLN Uss$ 0 Rp. 0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri Rp. 0 c. Pinjaman Dalam Negeri IDR 0
5. Hibah Langsung Rp. 0 d. Hibah Dalam Negeri IDR 0
6. SBSN PBS Rp. 0 e. Hibah Luar Negeri Langsung IDR 0
2. Rincian Pinjaman / Hibah : f. Hibah Dalam Negeri Langsung IDR 0 (dalam ribuan rupiah)
No. SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH PAGU TAHUN INI RINCIAN DANA BERDASARKAN DANA PENDAMPING
No. NPP/H per Tahun CARA PENARIKAN
No. Register
1. Pinjaman Luar Negeri 1) Mata Uang NPP/H 1) PP
2. Hibah Luar Negeri 2) Ekuivalen USD 2) PL
3. Pinjaman Dalam Negeri 3) Ekuivalen Rupiah 3) RK
4. Hibah Dalam Negeri 4)LC
5) -
Kode Uraian Kode Dana Kode Dana Rp. Pdp Rp.LN Rp.Loc.Cost
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.06.1.691608/2025

II. RINCIAN PENGELUARAN

DS:4084-8069-6225-0006

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (06) DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO
Provinsi 1 (17) SULAWESI UTARA
Kode/Nama Satker : (691608) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi | Halaman : II. 1
Kewenangan - (KP) (dalam ribuan rupiah)
BELANJA
KODE URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA BANTUAN LOKASI/ CARA
PEGAWAI BARANG MODAL SOSIAL LAIN-LAIN JUMLAH KPPN PENARIKAN/
SELURUH REGISTER
[51] [52] [53] [57] [58]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
691608 [Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi | - 45.000 - - - 45.000
146.06.IA|Program Perumahan dan Kawasan Permukiman - 45.000 - - - 45.000
7662|Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan R 45.000 R R R 45.000
Permukiman
7662.ABF|Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana - 45.000 - - - 45.0000 17.51
(17.51 SULAWESI UTARA / KOTA MANADO)
01(RM - 45.000 - - - 45.000 049
JUMLAH - 45.000 - - - 45.000

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.06.1.691608/2025
[Il. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

DS:4084-8069-6225-0006

Unit Organisasi : (06) DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO
Provinsi 1 (17) SULAWESI UTARA
. . . . . Halaman : IIl. 1
Kode/Nama Satker : (691608) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi | (dalam ribuan rupiah)
RENCANA PENARIKAN
NO|  KODE URAIAN SATKER JUMLAH
JANUARI | FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS |SEPTEMBER| OKTOBER | NOVEMBER | DESEMBER | SELURUH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 691608 Balai Pelaksana Penyediaan
Perumahan dan Kawasan
Permukiman Sulawesi |
RENCANA PENARIKAN DANA 0 0 0 0 5.625 5.625 5.625 5.625 5.625 5.625 5.625 5.625 45.000]
BELANJA BARANG 0 0 0 0 5.625 5.625 5.625 5.625 5.625 5.625 5.625 5.625 45.000]
146.06.1A.7662 Penyelenggaraan Tata Kelola dan 0 0 0 0 5.625 5.625 5.625) 5.625 5.625 5.625) 5.625 5.625 45.000]
Pengendalian Risiko Perumahan dan
Kawasan Permukiman
52 BELANJA BARANG DAN JASA 0 0 0 0 5.625 5.625 5.625) 5.625 5.625 5.625) 5.625 5.625 45.000]

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.

Maruarar Sirait



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.06.1.691608/2025

IWA.BLOKIR DS:4084-8069-6225-0006

Kementerian Negara/Lembaga : [146] KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Unit Organisasi : [06] DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO
Provinsi 1 [17] SULAWESI UTARA
Halaman: IV.A. 1
Kode dan Nama Satker : [691608] Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi | (dalam ribuan rupiah)
KODE URAIAN KODE URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.06.1.691608/2025

IWB.CATATAN DS:4084-8069-6225-0006

Kementerian Negara/Lembaga : [146] KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Unit Organisasi : [06] DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO
Provinsi 1 [17] SULAWESI UTARA
Halaman: IV.B. 1
Kode dan Nama Satker : [691608] Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi | (dalam ribuan rupiah)
KODE URAIAN KODE URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025

NOMOR : SP DIPA- 146.06.1.691608/2025

DS:9500-3316-9247-1362

A. Dasar Hukum:

1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

D.

1. Kementerian Negara/Lembaga . (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

2. Unit Organisasi . (06) DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO

3. Provinsi : (17) SULAWESI UTARA

4. Kode/Nama Satker : (691608) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi |

Sebesar : Rp. 303.466.000 ( TIGA RATUS TIGA JUTA EMPAT RATUS ENAM PULUH ENAM RIBU RUPIAH )

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM

06.90 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

146.06.1A Program Perumahan dan Kawasan Permukiman

146.06.1A.7662 Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman

. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni Rp. 303.466.000 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri Rp.

2. PNBP Rp. - Pinjaman Dalam Negeri Rp.
- PNBP TA Berjalan Rp. 0 - Hibah Dalam Negeri Rp.

5. Hibah Langsung Rp.

3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri Rp. 0 - Hibah Luar Negeri Langsung Rp.
- Pinjaman Luar Negeri Rp. 0 - Hibah Dalam Negeri Langsung Rp.
- Hibah Luar Negeri Rp. 0 6. SBSN PBS Rp.

Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN MANADO (049) Rp. 303.466.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).

. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.

. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman Ill DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.

. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

N o g wWwN e

. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Revisi ke 01
Tanggal : 24 Juni 2025

Jumlah Uang
Rp. 303.466.000
Rp. 303.466.000

O O O ©O O O o

. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).

Jakarta, 02 Desember 2024
AN. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.06.1.691608/2025

DS:9500-3316-9247-1362
I A. INFORMASI KINERJA

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Unit Organisasi : (06) DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO
Provinsi 1 (17) SULAWESI UTARA
Kode/Nama Satker : (691608) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi |
Halaman: | A. 1
Program . 146.06.1A Program Perumahan dan Kawasan Permukiman 303.466.000
Kegiatan L7662 Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman 303.466.000
Indikator Kinerja Kegiatan : 1. 01 Tersusunnya rekomendasi kebijakan dan skema pembiayaan alternatif yang mendukung tersedianya hunian yang layak dan terjangkau
2. 02 Tersusunnya NSPK yang mendukung tersedianya hunian yang layak dan terjangkau
3. 03 Jumlah kabupaten/kota yang mendapatkan pembinaan dalam mewujudkan rumah layak huni yang memenuhi standar keandalan bangunan (Kab/Kota)
4. 04 Tingkat ketersediaan investasi/pembiayaan infrastruktur perumahan yang siap dikerjasamakan (%
Klasifikasi Rincian Output 1 . 7662.ABF Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana 2,00 Rekomendasi Kebijakan 303.466.000
Rincian Output - 01 ABF.004 Kebijakan Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas 1.00 Rekomendasi Kebijakan 129.233.000
02 ABF.005 Kebijakan Manajemen Risiko dan Pencegahan Korupsi 1.00 Rekomendasi Kebijakan 174.233.000

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.06.1.691608/2025

DS:9500-3316-9247-1362

| B. SUMBER DANA

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (06) DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO
Provinsi 1 (17) SULAWESI UTARA
Kode/Nama Satker : (691608) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi |
Halaman: IB. 1
Pagu Ekuivalen Rupiah
1. Anggaran Tahun 2025 Rp. 303.466.000 Ket : a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing US$ 0 Rp. 0
1. Rupiah Murni Rp. 303.466.000 (2) RPLN Uss$ 0 Rp. 0
2. PNBP Rp. b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing uUss 0 Rp. 0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri Rp. 0 (2) RHLN Uss$ 0 Rp. 0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri Rp. 0 c. Pinjaman Dalam Negeri IDR 0
5. Hibah Langsung Rp. 0 d. Hibah Dalam Negeri IDR 0
6. SBSN PBS Rp. 0 e. Hibah Luar Negeri Langsung IDR 0
2. Rincian Pinjaman / Hibah : f. Hibah Dalam Negeri Langsung IDR 0 (dalam ribuan rupiah)
No. SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH PAGU TAHUN INI RINCIAN DANA BERDASARKAN DANA PENDAMPING
No. NPP/H per Tahun CARA PENARIKAN
No. Register
1. Pinjaman Luar Negeri 1) Mata Uang NPP/H 1) PP
2. Hibah Luar Negeri 2) Ekuivalen USD 2) PL
3. Pinjaman Dalam Negeri 3) Ekuivalen Rupiah 3) RK
4. Hibah Dalam Negeri 4)LC
5) -
Kode Uraian Kode Dana Kode Dana Rp. Pdp Rp.LN Rp.Loc.Cost
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah



Kementerian Negara/Lembaga

Unit Organisasi

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.06.1.691608/2025

II. RINCIAN PENGELUARAN

: (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
: (06) DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO

DS:9500-3316-9247-1362

Provinsi 1 (17) SULAWESI UTARA
Kode/Nama Satker : (691608) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi | Halaman : II. 1
Kewenangan - (KP) (dalam ribuan rupiah)
BELANJA
KODE URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA BANTUAN LOKASI/ CARA
PEGAWAI BARANG MODAL SOSIAL LAIN-LAIN JUMLAH KPPN PENARIKAN/
SELURUH REGISTER
[51] [52] [53] [57] [58]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
691608 [Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi | - 303.466 - - - 303.466
146.06.IA|Program Perumahan dan Kawasan Permukiman - 303.466 - - - 303.466
7662|Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan R 303.466 R R R 303.466
Permukiman
7662.ABF|Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana - 303.466 - - - 303.466/ 17.51
(17.51 SULAWESI UTARA / KOTA MANADO)
01(RM - 303.466 - - - 303.466 049
JUMLAH - 303.466 - - - 303.466

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait



Kementerian Negara/Lembaga : (146)

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.06.1.691608/2025
[Il. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

DS:9500-3316-9247-1362

Unit Organisasi : (06) DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO
Provinsi 1 (17) SULAWESI UTARA
. . . . . Halaman : IIl. 1
Kode/Nama Satker : (691608) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi | (dalam ribuan rupiah)
RENCANA PENARIKAN
NO|  KODE URAIAN SATKER JUMLAH
JANUARI | FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS |SEPTEMBER| OKTOBER | NOVEMBER | DESEMBER | SELURUH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 691608 Balai Pelaksana Penyediaan
Perumahan dan Kawasan
Permukiman Sulawesi |
RENCANA PENARIKAN DANA 0 0 0 0 0 29.382) 37.826) 65.354] 37.826| 47.826) 47.826 37.428 303.466
BELANJA BARANG 0 0 0 0 0 29.382] 37.826 65.354] 37.826| 47.826] 47.826 37.428 303.466
146.06.1A.7662 Penyelenggaraan Tata Kelola dan 0 0 0 0 0 29.382] 37.826) 65.354] 37.826| 47.826) 47.826 37.428 303.466
Pengendalian Risiko Perumahan dan
Kawasan Permukiman
52 BELANJA BARANG DAN JASA 0 0 0 0 0 29.382] 37.826) 65.354] 37.826| 47.826) 47.826 37.428 303.466

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.06.1.691608/2025

IWA.BLOKIR DS:9500-3316-9247-1362

Kementerian Negara/Lembaga : [146] KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Unit Organisasi : [06] DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO
Provinsi 1 [17] SULAWESI UTARA
Halaman: IV.A. 1
Kode dan Nama Satker : [691608] Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi | (dalam ribuan rupiah)
KODE URAIAN KODE URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.06.1.691608/2025

IWB.CATATAN DS:9500-3316-9247-1362

Kementerian Negara/Lembaga : [146] KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Unit Organisasi : [06] DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO
Provinsi 1 [17] SULAWESI UTARA
Halaman: IV.B. 1
Kode dan Nama Satker : [691608] Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi | (dalam ribuan rupiah)
KODE URAIAN KODE URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025

NOMOR : SP DIPA- 146.06.1.691608/2025

DS:9500-3316-9247-1362

A. Dasar Hukum:

1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

D.

1. Kementerian Negara/Lembaga . (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

2. Unit Organisasi . (06) DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO

3. Provinsi : (17) SULAWESI UTARA

4. Kode/Nama Satker : (691608) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi |

Sebesar : Rp. 303.466.000 ( TIGA RATUS TIGA JUTA EMPAT RATUS ENAM PULUH ENAM RIBU RUPIAH )

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM

06.90 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

146.06.1A Program Perumahan dan Kawasan Permukiman

146.06.1A.7662 Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman

. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni Rp. 303.466.000 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri Rp.

2. PNBP Rp. - Pinjaman Dalam Negeri Rp.
- PNBP TA Berjalan Rp. 0 - Hibah Dalam Negeri Rp.

5. Hibah Langsung Rp.

3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri Rp. 0 - Hibah Luar Negeri Langsung Rp.
- Pinjaman Luar Negeri Rp. 0 - Hibah Dalam Negeri Langsung Rp.
- Hibah Luar Negeri Rp. 0 6. SBSN PBS Rp.

Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN MANADO (049) Rp. 303.466.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).

. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.

. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman Ill DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.

. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

N o g wWwN e

. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Revisi ke 02
Tanggal : 23 Juli 2025

Jumlah Uang
Rp. 303.466.000
Rp. 303.466.000

O O O ©O O O o

. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).

Jakarta, 02 Desember 2024
AN. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.06.1.691608/2025

DS:9500-3316-9247-1362
I A. INFORMASI KINERJA

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Unit Organisasi : (06) DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO
Provinsi 1 (17) SULAWESI UTARA
Kode/Nama Satker : (691608) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi |
Halaman: | A. 1
Program . 146.06.1A Program Perumahan dan Kawasan Permukiman 303.466.000
Kegiatan L7662 Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman 303.466.000
Indikator Kinerja Kegiatan : 1. 01 Tersusunnya rekomendasi kebijakan dan skema pembiayaan alternatif yang mendukung tersedianya hunian yang layak dan terjangkau
2. 02 Tersusunnya NSPK yang mendukung tersedianya hunian yang layak dan terjangkau
3. 03 Jumlah kabupaten/kota yang mendapatkan pembinaan dalam mewujudkan rumah layak huni yang memenuhi standar keandalan bangunan (Kab/Kota)
4. 04 Tingkat ketersediaan investasi/pembiayaan infrastruktur perumahan yang siap dikerjasamakan (%
Klasifikasi Rincian Output 1 . 7662.ABF Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana 2,00 Rekomendasi Kebijakan 303.466.000
Rincian Output - 01 ABF.004 Kebijakan Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas 1.00 Rekomendasi Kebijakan 129.233.000
02 ABF.005 Kebijakan Manajemen Risiko dan Pencegahan Korupsi 1.00 Rekomendasi Kebijakan 174.233.000

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.06.1.691608/2025

DS:9500-3316-9247-1362

| B. SUMBER DANA

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (06) DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO
Provinsi 1 (17) SULAWESI UTARA
Kode/Nama Satker : (691608) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi |
Halaman: IB. 1
Pagu Ekuivalen Rupiah
1. Anggaran Tahun 2025 Rp. 303.466.000 Ket : a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing US$ 0 Rp. 0
1. Rupiah Murni Rp. 303.466.000 (2) RPLN Uss$ 0 Rp. 0
2. PNBP Rp. b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing uUss 0 Rp. 0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri Rp. 0 (2) RHLN Uss$ 0 Rp. 0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri Rp. 0 c. Pinjaman Dalam Negeri IDR 0
5. Hibah Langsung Rp. 0 d. Hibah Dalam Negeri IDR 0
6. SBSN PBS Rp. 0 e. Hibah Luar Negeri Langsung IDR 0
2. Rincian Pinjaman / Hibah : f. Hibah Dalam Negeri Langsung IDR 0 (dalam ribuan rupiah)
No. SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH PAGU TAHUN INI RINCIAN DANA BERDASARKAN DANA PENDAMPING
No. NPP/H per Tahun CARA PENARIKAN
No. Register
1. Pinjaman Luar Negeri 1) Mata Uang NPP/H 1) PP
2. Hibah Luar Negeri 2) Ekuivalen USD 2) PL
3. Pinjaman Dalam Negeri 3) Ekuivalen Rupiah 3) RK
4. Hibah Dalam Negeri 4)LC
5) -
Kode Uraian Kode Dana Kode Dana Rp. Pdp Rp.LN Rp.Loc.Cost
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah



Kementerian Negara/Lembaga

Unit Organisasi

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.06.1.691608/2025

II. RINCIAN PENGELUARAN

: (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
: (06) DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO

DS:9500-3316-9247-1362

Provinsi 1 (17) SULAWESI UTARA
Kode/Nama Satker : (691608) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi | Halaman : II. 1
Kewenangan - (KP) (dalam ribuan rupiah)
BELANJA
KODE URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA BANTUAN LOKASI/ CARA
PEGAWAI BARANG MODAL SOSIAL LAIN-LAIN JUMLAH KPPN PENARIKAN/
SELURUH REGISTER
[51] [52] [53] [57] [58]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
691608 [Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi | - 303.466 - - - 303.466
146.06.IA|Program Perumahan dan Kawasan Permukiman - 303.466 - - - 303.466
7662|Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan R 303.466 R R R 303.466
Permukiman
7662.ABF|Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana - 303.466 - - - 303.466/ 17.51
(17.51 SULAWESI UTARA / KOTA MANADO)
01(RM - 303.466 - - - 303.466 049
JUMLAH - 303.466 - - - 303.466

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait



Kementerian Negara/Lembaga : (146)

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.06.1.691608/2025
[Il. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

DS:9500-3316-9247-1362

Unit Organisasi : (06) DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO
Provinsi 1 (17) SULAWESI UTARA
. . . . . Halaman : IIl. 1
Kode/Nama Satker : (691608) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi | (dalam ribuan rupiah)
RENCANA PENARIKAN
NO|  KODE URAIAN SATKER JUMLAH
JANUARI | FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS |SEPTEMBER| OKTOBER | NOVEMBER | DESEMBER | SELURUH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 691608 Balai Pelaksana Penyediaan
Perumahan dan Kawasan
Permukiman Sulawesi |
RENCANA PENARIKAN DANA 0 0 0 0 0 0 47.974) 65.354] 37.826| 47.826) 47.826 56.661] 303.466
BELANJA BARANG 0 0 0 0 0 0 47.974) 65.354] 37.826| 47.826] 47.826 56.661] 303.466
146.06.1A.7662 Penyelenggaraan Tata Kelola dan 0 0 0 0 0 0 47.974) 65.354] 37.826| 47.826) 47.826 56.661] 303.466
Pengendalian Risiko Perumahan dan
Kawasan Permukiman
52 BELANJA BARANG DAN JASA 0 0 0 0 0 0 47.974) 65.354] 37.826| 47.826) 47.826 56.661] 303.466

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.06.1.691608/2025

IWA.BLOKIR DS:9500-3316-9247-1362

Kementerian Negara/Lembaga : [146] KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Unit Organisasi : [06] DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO
Provinsi 1 [17] SULAWESI UTARA
Halaman: IV.A. 1
Kode dan Nama Satker : [691608] Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi | (dalam ribuan rupiah)
KODE URAIAN KODE URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.06.1.691608/2025

IWB.CATATAN DS:9500-3316-9247-1362

Kementerian Negara/Lembaga : [146] KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Unit Organisasi : [06] DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO
Provinsi 1 [17] SULAWESI UTARA
Halaman: IV.B. 1
Kode dan Nama Satker : [691608] Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi | (dalam ribuan rupiah)
KODE URAIAN KODE URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025

NOMOR : SP DIPA- 146.06.1.691608/2025

DS:9500-3316-9247-1362

A. Dasar Hukum:

1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

D.

1. Kementerian Negara/Lembaga . (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

2. Unit Organisasi . (06) DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO

3. Provinsi : (17) SULAWESI UTARA

4. Kode/Nama Satker : (691608) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi |

Sebesar : Rp. 303.466.000 ( TIGA RATUS TIGA JUTA EMPAT RATUS ENAM PULUH ENAM RIBU RUPIAH )

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM

06.90 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

146.06.1A Program Perumahan dan Kawasan Permukiman

146.06.1A.7662 Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman

. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni Rp. 303.466.000 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri Rp.

2. PNBP Rp. - Pinjaman Dalam Negeri Rp.
- PNBP TA Berjalan Rp. 0 - Hibah Dalam Negeri Rp.

5. Hibah Langsung Rp.

3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri Rp. 0 - Hibah Luar Negeri Langsung Rp.
- Pinjaman Luar Negeri Rp. 0 - Hibah Dalam Negeri Langsung Rp.
- Hibah Luar Negeri Rp. 0 6. SBSN PBS Rp.

Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN MANADO (049) Rp. 303.466.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).

. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.

. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman Ill DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.

. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

N o g wWwN e

. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Revisi ke 03
Tanggal : 10 Oktober 2025

Jumlah Uang
Rp. 303.466.000
Rp. 303.466.000

O O O ©O O O o

. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).

Jakarta, 02 Desember 2024
AN. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002



Kementerian Negara/Lembaga
Unit Organisasi
Provinsi

Kode/Nama Satker

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.06.1.691608/2025
I A. INFORMASI KINERJA

1 (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
: (06) DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO
1 (17) SULAWESI UTARA

: (691608) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi |

DS:9500-3316-9247-1362

Halaman: | A. 1

Program
Kegiatan

Indikator Kinerja Kegiatan

Klasifikasi Rincian Output

Rincian Output

1

146.06.1A Program Perumahan dan Kawasan Permukiman

7662 Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman

7662.ABF Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana 2,00 Rekomendasi Kebijakan
01 ABF.004 Kebijakan Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas 1.00 Rekomendasi Kebijakan
02 ABF.005 Kebijakan Manajemen Risiko dan Pencegahan Korupsi 1.00 Rekomendasi Kebijakan

303.466.000

303.466.000

303.466.000

129.233.000
174.233.000

Jakarta, 02 Desember 2024

MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.06.1.691608/2025

DS:9500-3316-9247-1362

| B. SUMBER DANA

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (06) DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO
Provinsi 1 (17) SULAWESI UTARA
Kode/Nama Satker : (691608) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi |
Halaman: IB. 1
Pagu Ekuivalen Rupiah
1. Anggaran Tahun 2025 Rp. 303.466.000 Ket : a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing US$ 0 Rp. 0
1. Rupiah Murni Rp. 303.466.000 (2) RPLN Uss$ 0 Rp. 0
2. PNBP Rp. b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing uUss 0 Rp. 0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri Rp. 0 (2) RHLN Uss$ 0 Rp. 0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri Rp. 0 c. Pinjaman Dalam Negeri IDR 0
5. Hibah Langsung Rp. 0 d. Hibah Dalam Negeri IDR 0
6. SBSN PBS Rp. 0 e. Hibah Luar Negeri Langsung IDR 0
2. Rincian Pinjaman / Hibah : f. Hibah Dalam Negeri Langsung IDR 0 (dalam ribuan rupiah)
No. SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH PAGU TAHUN INI RINCIAN DANA BERDASARKAN DANA PENDAMPING
No. NPP/H per Tahun CARA PENARIKAN
No. Register
1. Pinjaman Luar Negeri 1) Mata Uang NPP/H 1) PP
2. Hibah Luar Negeri 2) Ekuivalen USD 2) PL
3. Pinjaman Dalam Negeri 3) Ekuivalen Rupiah 3) RK
4. Hibah Dalam Negeri 4)LC
5) -
Kode Uraian Kode Dana Kode Dana Rp. Pdp Rp.LN Rp.Loc.Cost
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah



Kementerian Negara/Lembaga

Unit Organisasi

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.06.1.691608/2025

II. RINCIAN PENGELUARAN

: (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
: (06) DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO

DS:9500-3316-9247-1362

Provinsi 1 (17) SULAWESI UTARA
Kode/Nama Satker : (691608) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi | Halaman : II. 1
Kewenangan - (KP) (dalam ribuan rupiah)
BELANJA
KODE URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA BANTUAN LOKASI/ CARA
PEGAWAI BARANG MODAL SOSIAL LAIN-LAIN JUMLAH KPPN PENARIKAN/
SELURUH REGISTER
[51] [52] [53] [57] [58]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
691608 [Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi | - 303.466 - - - 303.466
146.06.IA|Program Perumahan dan Kawasan Permukiman - 303.466 - - - 303.466
7662|Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan R 303.466 R R R 303.466
Permukiman
7662.ABF|Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana - 303.466 - - - 303.466/ 17.51
(17.51 SULAWESI UTARA / KOTA MANADO)
01(RM - 303.466 - - - 303.466 049
JUMLAH - 303.466 - - - 303.466

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait



Kementerian Negara/Lembaga : (146)

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.06.1.691608/2025
[Il. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

DS:9500-3316-9247-1362

Unit Organisasi : (06) DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO
Provinsi 1 (17) SULAWESI UTARA
. . . . . Halaman : IIl. 1
Kode/Nama Satker : (691608) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi | (dalam ribuan rupiah)
RENCANA PENARIKAN
NO|  KODE URAIAN SATKER JUMLAH
JANUARI | FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS |SEPTEMBER| OKTOBER | NOVEMBER | DESEMBER | SELURUH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 691608 Balai Pelaksana Penyediaan
Perumahan dan Kawasan
Permukiman Sulawesi |
RENCANA PENARIKAN DANA 0 0 0 0 0 0 7.799 40.664 18.845| 35.150] 86.600 114.407| 303.466
BELANJA BARANG 0 0 0 0 0 0 7.799 40.664) 18.845] 35.150) 86.600 114.407| 303.466
146.06.1A.7662 Penyelenggaraan Tata Kelola dan 0 0 0 0 0 0 7.799 40.664 18.845| 35.150] 86.600 114.407| 303.466
Pengendalian Risiko Perumahan dan
Kawasan Permukiman
52 BELANJA BARANG DAN JASA 0 0 0 0 0 0 7.799 40.664 18.845| 35.150] 86.600 114.407| 303.466

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.06.1.691608/2025

IWA.BLOKIR DS:9500-3316-9247-1362

Kementerian Negara/Lembaga : [146] KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Unit Organisasi : [06] DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO
Provinsi 1 [17] SULAWESI UTARA
Halaman: IV.A. 1
Kode dan Nama Satker : [691608] Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi | (dalam ribuan rupiah)
KODE URAIAN KODE URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.06.1.691608/2025

IWB.CATATAN DS:9500-3316-9247-1362

Kementerian Negara/Lembaga : [146] KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Unit Organisasi : [06] DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO
Provinsi 1 [17] SULAWESI UTARA
Halaman: IV.B. 1
Kode dan Nama Satker : [691608] Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi | (dalam ribuan rupiah)
KODE URAIAN KODE URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025

NOMOR : SP DIPA- 146.06.1.691608/2025

DS:9500-3316-9247-1362

A. Dasar Hukum:

1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

D.

1. Kementerian Negara/Lembaga . (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

2. Unit Organisasi . (06) DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO

3. Provinsi : (17) SULAWESI UTARA

4. Kode/Nama Satker : (691608) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi |

Sebesar : Rp. 303.466.000 ( TIGA RATUS TIGA JUTA EMPAT RATUS ENAM PULUH ENAM RIBU RUPIAH )

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM

06.90 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

146.06.1A Program Perumahan dan Kawasan Permukiman

146.06.1A.7662 Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman

. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni Rp. 303.466.000 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri Rp.

2. PNBP Rp. - Pinjaman Dalam Negeri Rp.
- PNBP TA Berjalan Rp. 0 - Hibah Dalam Negeri Rp.

5. Hibah Langsung Rp.

3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri Rp. 0 - Hibah Luar Negeri Langsung Rp.
- Pinjaman Luar Negeri Rp. 0 - Hibah Dalam Negeri Langsung Rp.
- Hibah Luar Negeri Rp. 0 6. SBSN PBS Rp.

Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN MANADO (049) Rp. 303.466.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).

. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.

. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman Ill DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.

. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

N o g wWwN e

. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Revisi ke 04

Tanggal : 17 November 2025

Jumlah Uang
Rp. 303.466.000
Rp. 303.466.000

O O O ©O O O o

. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).

Jakarta, 02 Desember 2024
AN. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002



Kementerian Negara/Lembaga
Unit Organisasi
Provinsi

Kode/Nama Satker

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.06.1.691608/2025
I A. INFORMASI KINERJA

1 (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
: (06) DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO
1 (17) SULAWESI UTARA

: (691608) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi |

DS:9500-3316-9247-1362

Halaman: | A. 1

Program
Kegiatan

Indikator Kinerja Kegiatan

Klasifikasi Rincian Output

Rincian Output

1

146.06.1A Program Perumahan dan Kawasan Permukiman

7662 Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman

7662.ABF Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana 2,00 Rekomendasi Kebijakan
01 ABF.004 Kebijakan Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas 1.00 Rekomendasi Kebijakan
02 ABF.005 Kebijakan Manajemen Risiko dan Pencegahan Korupsi 1.00 Rekomendasi Kebijakan

303.466.000

303.466.000

303.466.000

129.233.000
174.233.000

Jakarta, 02 Desember 2024

MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.06.1.691608/2025

DS:9500-3316-9247-1362

| B. SUMBER DANA

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (06) DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO
Provinsi 1 (17) SULAWESI UTARA
Kode/Nama Satker : (691608) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi |
Halaman: IB. 1
Pagu Ekuivalen Rupiah
1. Anggaran Tahun 2025 Rp. 303.466.000 Ket : a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing US$ 0 Rp. 0
1. Rupiah Murni Rp. 303.466.000 (2) RPLN Uss$ 0 Rp. 0
2. PNBP Rp. b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing uUss 0 Rp. 0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri Rp. 0 (2) RHLN Uss$ 0 Rp. 0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri Rp. 0 c. Pinjaman Dalam Negeri IDR 0
5. Hibah Langsung Rp. 0 d. Hibah Dalam Negeri IDR 0
6. SBSN PBS Rp. 0 e. Hibah Luar Negeri Langsung IDR 0
2. Rincian Pinjaman / Hibah : f. Hibah Dalam Negeri Langsung IDR 0 (dalam ribuan rupiah)
No. SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH PAGU TAHUN INI RINCIAN DANA BERDASARKAN DANA PENDAMPING
No. NPP/H per Tahun CARA PENARIKAN
No. Register
1. Pinjaman Luar Negeri 1) Mata Uang NPP/H 1) PP
2. Hibah Luar Negeri 2) Ekuivalen USD 2) PL
3. Pinjaman Dalam Negeri 3) Ekuivalen Rupiah 3) RK
4. Hibah Dalam Negeri 4)LC
5) -
Kode Uraian Kode Dana Kode Dana Rp. Pdp Rp.LN Rp.Loc.Cost
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah



Kementerian Negara/Lembaga

Unit Organisasi

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.06.1.691608/2025

II. RINCIAN PENGELUARAN

: (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
: (06) DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO

DS:9500-3316-9247-1362

Provinsi 1 (17) SULAWESI UTARA
Kode/Nama Satker : (691608) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi | Halaman : II. 1
Kewenangan - (KP) (dalam ribuan rupiah)
BELANJA
KODE URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA BANTUAN LOKASI/ CARA
PEGAWAI BARANG MODAL SOSIAL LAIN-LAIN JUMLAH KPPN PENARIKAN/
SELURUH REGISTER
[51] [52] [53] [57] [58]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
691608 [Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi | - 303.466 - - - 303.466
146.06.IA|Program Perumahan dan Kawasan Permukiman - 303.466 - - - 303.466
7662|Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan R 303.466 R R R 303.466
Permukiman
7662.ABF|Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana - 303.466 - - - 303.466/ 17.51
(17.51 SULAWESI UTARA / KOTA MANADO)
01(RM - 303.466 - - - 303.466 049
JUMLAH - 303.466 - - - 303.466

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait



Kementerian Negara/Lembaga : (146)

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.06.1.691608/2025
[Il. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

DS:9500-3316-9247-1362

Unit Organisasi : (06) DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO
Provinsi 1 (17) SULAWESI UTARA
. . . . . Halaman : IIl. 1
Kode/Nama Satker : (691608) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi | (dalam ribuan rupiah)
RENCANA PENARIKAN
NO|  KODE URAIAN SATKER JUMLAH
JANUARI | FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS |SEPTEMBER| OKTOBER | NOVEMBER | DESEMBER | SELURUH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 691608 Balai Pelaksana Penyediaan
Perumahan dan Kawasan
Permukiman Sulawesi |
RENCANA PENARIKAN DANA 0 0 0 0 0 0 7.005 37.106| 17.213 32.288 78.893 130.961] 303.466
BELANJA BARANG 0 0 0 0 0 0 7.005 37.106| 17.213 32.288 78.893 130.961] 303.466
146.06.1A.7662 Penyelenggaraan Tata Kelola dan 0 0 0 0 0 0 7.005 37.106| 17.213 32.288 78.893 130.961] 303.466
Pengendalian Risiko Perumahan dan
Kawasan Permukiman
52 BELANJA BARANG DAN JASA 0 0 0 0 0 0 7.005 37.106| 17.213 32.288 78.893 130.961] 303.466

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.06.1.691608/2025

IWA.BLOKIR DS:9500-3316-9247-1362

Kementerian Negara/Lembaga : [146] KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Unit Organisasi : [06] DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO
Provinsi 1 [17] SULAWESI UTARA
Halaman: IV.A. 1
Kode dan Nama Satker : [691608] Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi | (dalam ribuan rupiah)
KODE URAIAN KODE URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.06.1.691608/2025

IWB.CATATAN DS:9500-3316-9247-1362

Kementerian Negara/Lembaga : [146] KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Unit Organisasi : [06] DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO
Provinsi 1 [17] SULAWESI UTARA
Halaman: IV.B. 1
Kode dan Nama Satker : [691608] Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi | (dalam ribuan rupiah)
KODE URAIAN KODE URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
Maruarar Sirait
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